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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT
yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat
diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada
Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang
mengikuti jejak perjuangannya.

Fenomena Muslim minoritas di berbagai belahan dunia telah menjadi
realitas sosial yang tidak dapat diabaikan dalam diskursus hukum Islam
kontemporer. Komunitas Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara-
negara non-Muslim menghadapi tantangan unik dalam menjalankan ajaran
agama mereka, khususnya dalam aspek hukum keluarga yang sangat
fundamental bagi kehidupan umat Islam. Persoalan pernikahan lintas agama,
perceraian, hak asuh anak, waris, dan berbagai isu hukum keluarga lainnya
memerlukan  pendekatan metodologi  fatwa yang tidak  hanya
mempertimbangkan dalil-dalil syariat secara tekstual, tetapi juga realitas
kontekstual yang dihadapi oleh komunitas Muslim minoritas.

Dalam konteks inilah, penulis tertarik untuk mengkaji metodologi
fatwa yang dikembangkan oleh dua ulama kontemporer terkemuka:
Muhammad Salih Ibn al-'Uthaymin dan Yusuf al-Qaradawl. Kedua tokoh
ini mewakili dua paradigma metodologi yang berbeda namun saling
melengkapi. Ibn al-'Uthaymin dikenal dengan pendekatan tekstual yang ketat
dalam memahami nas-nas syariat, sementara al-Qaradawl lebih dikenal
dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek maqasid al-
sharl'ah dan kemaslahatan umat.

Buku ini berusaha melakukan sintesis terhadap kedua pendekatan
metodologi tersebut guna merumuskan kerangka metodologi fatwa yang
komprehensif dan aplikatif bagi komunitas Muslim minoritas dalam
menyelesaikan persoalan hukum keluarga. Sintesis ini tidak bermaksud untuk
mencampuradukkan kedua metodologi secara eklektik, melainkan berupaya
menemukan titik temu dan komplementaritas antara pendekatan tekstual dan
kontekstual dalam rangka menghasilkan fatwa-fatwa yang tetap berpegang
pada prinsip-prinsip syariat namun responsif terhadap kondisi empiris
Muslim minoritas.



Buku ini ditujukan kepada para akademisi, peneliti hukum Islam,
mujtahid, dan praktisi yang berkecimpung dalam bidang fatwa dan hukum
keluarga Islam. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan metodologi fatwa kontemporer yang lebih matang dan
aplikatif, khususnya dalam konteks Muslim minoritas yang memerlukan
perhatian khusus dalam diskursus fikih kontemporer.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masith jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, krittk dan saran konstruktif dari para
pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan pembahasan-
pembahasan selanjutnya tentang fikih minoritas. Semoga Allah SWT
memberikan keberkahan dan menjadikan karya sederhana ini bermanfaat
bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang
ushul figh dan metodologi fatwa.

Wa billahi al-taufiq wa al-hidayah

Jakarta, 17 Juni 2025
Penulis,

<

Bayu Arif Mahendra, S.H., M.A.



Vi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....iiiiiiiiiiittrttccccnnninneeeececssssssasssseeesesnes iv

DAFTAR IST.cuuuiiiiiiiiiiiiteiitiiiniinnneeeeeeesssssiasseeecssssssssssssssseessssses vii

BAB I DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM ERA
KONTEMPORER ........cuuttiiiiiiinneiecceniiinnneeecccssesnnanseeees 1

BAB II DISKURSUS FIQH AL-AQALLIYYAT DALAM
POLEMIK HUKUM KELUARGA ISLAM PADA

MUSLIM MINORITAS ..ottt 15
A. Transformasi dan Dinamika Hukum Keluarga Islam ............... 15
1. Hukum Keluarga Islam : Pergeseran Format Fikih
Ideologis Menuju Fikih Geografis.......ccccovvvivriniiiinininnnee 16
2. Problematika Hukum Keluarga Islam pada
Musliim MINOTItaS ....cvveververeiiecieieiiieiei s 22
B. Figh al-Agalliyyat : Solusi Praktis pada Muslim Minoritas......... 33
1. Paradigma dan Corak Ijtihad Figh al-Agalliyyat.................. 33
2. Urgensi Figh al-Agalliyyat bagi Muslim Minoritas............... 41
3. Figh al-Aqalliyyat. Pergeseran Makna Fikih dan Evolusi
Maqasid al-Sharl‘ah ..o 44
4. Prinsip-Prinsip Metodologis Figh al-Agalliyyat................... 52
BAB III INTELEKTUALITAS MUHAMMAD SALIH IBN
AL-‘UTHAYMIN DAN YUSUF AL-QARADAWI.................. 61
A. Sketsa Biografi : Ibn Al-‘Uthaymin dan Al-Qaradawl .............. 61
1. Biografi Ibn Al-‘Uthaymin .......ccccccviiiviiinnciiinnn, 61
2. Biografi Al-Qarad@wl.......cccoeceueuviierrmninicirenieeiereeneneeenens 063
B. Implisitas Pendekatan Konservatif dan Progesif pada
Fatwa Ibn Al-‘Uthaymin dan Al-Qaradawl........ccccccevvveeernunnes 67
1. Ibn Al-‘Uthaymin: Prinsip Ihtiyat dalam Purifikasi
Ajaran Islam......ccoooiiiiiiiiie 67

2. Yusuf al-Qaradawl : Adaptasi Hukum Islam melalui
prinsip Taysir dan Tabshir .............ccvcvvivicvininicicininane. 76
BAB IV CORAK IJTITHAD DAN PRODUK FATWA HUKUM

KELUARGA MUHAMMAD SALIH IBN
AL-‘UTHAYMIN DAN YUSUF AL-QARADAWI................ 85

vii



A. Latar Belakang Perbedaan Corak Ijtthad Muhammad Salih

Ibn Al-‘Uthaymin dan Yusuf Al-Qaradawl.........cccccevvviinininnes 85
1. Latar Belakang Pemikiran Progesif Al-Qaradawi.............. 85
2. Latar Belakang Pemikiran Konservatif Ibn
Al-UthaymIn.....cicccc s 90
B. Metodologi Ijtihad Ibn Al-‘Uthaymin dan Al-Qaradawl.......... 94
1. Corak Ijtihad Yusuf al-Qaradawl.......cccccveuvcuneerrcrncrncunennn. 94
2. Corak Ijtthad Muhammad $alih ibn al-‘Uthaymin............ 97
C. Komparasi Metodologi Ijtihad Ibn Al-‘Uthaymin dan
AL-QAradAWT ... 101
1. Titik Temu dan Pembeda antara Corak Ijtihad Ibn
Al-“‘Uthaymin dan Al-Qarad@wl........ccccveuveviricrncrnennnnes 101

2. Harmonisasi dalam Pengembangan Hukum Islam
Melalui Integrasi Metodologi Kalangan Ulama’

Tekstualis dan Kontekstualis........coocceuvvicecirnicinnininnnn. 118
D. Produk Fatwa Hukum Keluarga Figh al-Aqalliyyat Ibn
Al-“‘Uthaymin dan Al-Qarad@wl.......ccccoeuvieucuncinenicircnncinennans 130
1. Aspek Pernikahan ..., 130
2. Aspek Perceraian, Adopsi dan Hak Asuh Anak............... 142
3. Aspek Kewarisan ... 148

BAB V PERBANDINGAN FATWA HUKUM KELUARGA ISLAM
PERSPEKTIF MUHAMMAD SALIH IBN
AL-UTHAYMIN DAN YUSUF AL-QARADAWI PADA
MUSLIM MINORITAS....ccotiitiiiiiiiiniinininnininnnnnnnnnssssssssssssssnes 159
A. Aplikasi Fatwa Figh Al-Aqalliyyat Hukum Keluarga
Islam pada Muslim Minoritas Ibn al-‘Uthaymin dan
YUsuf al-Qarad@wl. .....cceveiieieereiieieieiseeeie e 159
1. Adaptasi Fatwa Figh Al-Agalliyydt Hukum Keluarga
Islam melalui Pendekatan Analisis Wacana dan Teks
antara Salafi dan Wasatl ....ceeeeeeenininneenenineeeccnseeenee 159
2. Integrasi Aplikasi Fatwa Figh Al-Aqalliyyat Hukum
Keluarga Islam antara Mujtahid Konservatif dan
Progresif melalui Pendekatan Magdsid-Based ljtihad ........ 167
B. Komparasi Fatwa Hukum Keluarga Islam Ibn Al-‘Uthaymin
dan Al-QAarad@wL. ..ot 182

viii



1. Konvergensi dan Disparitas 1//ah dalam Fatwa Figh al-
Agalliyyat Hukum Keluarga Islam Ibn Al-“‘Uthaymin
dan Al-Qarad@wWl .....c.ceveiiieeieiiieieceeiee e 183
2. Inklusivitas Aplikasi Fatwa Figh al-Agalliyyar Hukum
Keluarga Islam melalui Kompromisasi Aspek

Konservatif dan Progresif..........cccoccevvnicivniccinniccnnnnns 193
BAB VI PENUTUP ...ttt ns s 205
DAFTAR PUSTAKA......uiitiittinttctiecttccnn e esne s 207
GLOSARIUM ....cooitiitiitienircntectesntentsesne s sessssessnssnssssnes 229
INDEKS......cotiitiiteitienincnteceeirecie e ss e saessn e sne s 235
BIOGRAFI PENULIS........coociiiiiitiiitiiiecicctrcnne s 241






BAB 1
DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM
ERA KONTEMPORER

Bagi setiap Muslim, menjalankan syariat merupakan konsekuensi logis
dari keimanan yang wajib dipatuhi. Kewajiban ini menjadi bukti nyata dari
komitmen seorang Muslim terhadap perjanjian yang telah diikrarkan secara
langsung kepada Allah Subhdnahu wa Ta‘Ala melalui lafaz syahadat.'
Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, seorang Muslim berkomitmen
untuk tunduk sepenuhnya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah
Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam, termasuk dalam hal pelaksanaan syariat. Hal
ini mencerminkan kesediaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-
Nya dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah maupun
muamalah, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah-Nya yang mencakup
seluruh dimensi hidup seorang Muslim.

Urgensi syariat terletak pada kewajiban setiap mukallaf untuk
menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‘4la.
Menurut Ahmad al-Husarl, syariat mencakup sekumpulan aturan dan hukum
yang diberikan Allah kepada umat-Nya melalui para Rasul. Tujuan syariat
untuk mengatur hubungan antara manusia (wakblilg) dengan Allah (£hdlig),
serta hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
Cakupan syariat meliputi berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik,
kerjasama internasional, dan urusan individu, termasuk akhlak. Selain itu,
syariat juga berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai kesejahteraan dunia
dan akhirat dengan mengatur perilaku, memberi hak dan kewajiban, serta
menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, syariat tidak
hanya mengatur aspek kehidupan individual, tetapi juga menjadi dasar bagi
terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.”

Pembentukan fikih merupakan proses yang tak terpisahkan dari
pelaksanaan syariat dalam kehidupan umat Islam. Meskipun syariat telah
memberikan pedoman yang jelas mengenai aturan dan hukum yang

!Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih  (Prenada  Media, 2019), 35-37.
https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah_Kaidah_Fikih/GO2IDWAAQBAJ?hl=id
&gbpv=0.

2'Y Sonafist, “Qawaid Fighiyyah (Korelasi, Urgensi dalam Istinbath Hukum),”
Journal of Law and Nation (JOLN) 2, no. 3 (2023): 135-43.
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ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala, tantangan zaman yang terus
berkembang menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan penyesuaian
terhadap kondisi kontemporer. Seiring perkembangan zaman dan
munculnya berbagai persoalan-persoalan baru pasca-era kenabian,’ para
ulama yang kompeten (mujtahid) perlu melakukan ijtithad. Melalui proses
jjtihad, lahirlah fikih sebagai penafsiran dan aplikasi hukum Islam yang
dinamis, yang mampu memberikan solusi sesuai dengan perkembangan
zaman, tempat, dan konteks sosial. Fikih ini berfungsi tidak hanya untuk
menjaga relevansi syariat dengan realitas kehidupan yang terus berubah,
tetapl juga untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap dapat dijalankan
dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keselarasan dengan tatanan
sosial yang berkeadilan.*

Perbedaan paling mendasar antara syariat dan fikih terletak pada
sifatnya. Syariat bersifat tetap dan tidak berubah karena bersumber langsung
dari wahyu Ilahi, sedangkan fikih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai
perkembangan zaman, tempat, dan kondisi. Karakter fikih yang adaptif ini
merupakan bentuk rahmat dati Allah Subhanahu wa Ta‘ala kepada umat
Islam, agar pelaksanaan syariat dapat dilakukan secara kontekstual, sechingga
tetap relevan dengan realitas kehidupan tanpa menghilangkan esensi ajaran
Islam itu sendiri.’

Fikih merupakan instrumen penting dalam membentuk pola interaksi
sosial masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam teori hukum
modern yang digagas oleh Roscoe Pound, fikih memiliki fungsi hukum yang
disebut social engineering (rekayasa sosial), yakni sebagai sarana untuk
menciptakan perubahan-perubahan sosial menuju format ideal yang
diharapkan. Dalam fungsi ini, hukum tidak hanya menyelesaikan
permasalahan yang terjadi di masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam

% Naili Sumaiya, “Ijtihad dalam Sejarah dan Perkembangannya Hingga Masa
Kontemporer,” At-Tasyri’ Jurnal llmiah Prodi Muamalah, no.2 (2020): 10-12.

4 Nadiyah Mu’adzah, “Ushul Figh, Qaidah Fighiyyah, and Islamic
Jurisprudence,” Journal of Islamic Economic Literatures 3, no. 2 (2022),
https://doi.org/10.58968/jiel.v3i2.130.

5 Abdil Kafi As Subkhi, Al-Ashbah wa al-Naza'ir, 1st ed. (Lebanon: Darul Kutub
Al limiyyah, 1991), 145-148.

& Amrullah Hayatudin, Pengantar Kaidah Fikih, ed. Kuniawan Ahmad, 1st ed.
(Jakarta:Amzah,2022),15.https://books.google.co.id/books?hl=id&Ir=&id=7TRDLEAAA
QBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dqg=kaidah+fikih&ots=aQnKSUwoit&sig=F2Pp7Rn_0z38liZ
EgqzRU6acM-4g&redir_esc=y#v=onepage&qg=Kkaidah fikih&f=false.
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mendorong terjadinya transformasi sosial. Oleh karena itu, hukum sebagai
sarana social engineering tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga
menata relasi antaranggota masyarakat dengan orientasi jangka panjang
untuk membangun tatanan sosial yang lebih baik di masa depan.’

Dalam konteks sejarah, fikih sebagai kumpulan norma-norma Islam
telah menjadi pedoman utama masyarakat Muslim Arab pada masa klasik
dalam menjalani ajaran agama. Fikih tidak hanya mengatur hubungan antara
hamba dan Tuhannya (wu‘Gmalah ma'a Alldh), tetapi juga hubungan
antarsesama manusia (w#‘Amalah ma'a al-nds). Pada masa keemasan
peradaban Islam, para cendekiawan Muslim berlomba-lomba merumuskan
metodologi dan konsep dasar dalam berbagai disiplin ilmu keislaman,
termasuk ilmu fikih. Di masa tersebut, banyak muncul mujtahid mutlag atau
mustaqill yang memiliki otoritas penuh dalam merumuskan hukum Islam.®
Sayangnya, tidak semua warisan metodologis tersebut terlestarikan dengan
baik, sehingga hanya sebagian yang sampai ke generasi berikutnya. Saat ini,
metodologi ijtihad yang bertahan dan terus berkembang terangkum dalam
empat mazhab fikih utama: Hanafl, Maliki, Syafil, dan Hanball, yang
digunakan secara luas oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia.’

Fikih merupakan norma agama vyang lahir dari kesungguhan
intelektual dalam memahami dalil-dalil syariat, sehingga menjadi standar dan
pedoman utama dalam mengekspresikan keberagamaan umat Muslim.
Mengingat bahwa hasil ijtthad ini berasal dari manusia biasa yang pola
pikirnya dipengaruhi oleh berbagai instrumen keilmuan dan kondisi sosial,
maka perbedaan pendapat di antara para mujtahid adalah suatu hal yang
wajar."” Perbedaan ijtihad fikih tersebut mencakup seluruh dimensi ajaran

Islam, baik yang bersifat mahdah'' maupun ghayr mahdah.> Ragam

" Parman Komarudin, “Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih,”
Jurnal Sains dan Seni ITS 6, no. 1 (2017): 51-66.

8 Mustafa Ahmad Al-Zarga, Syarh al-Qawa ‘id al-Fighiyyah, Cetakan ke-1 (Irag:
Dar al-Qalam, 2001), 251-255.

® Muhammad Rizqi, Syark Qawa ‘id Fighiyyah (Iraq: Darul Qalam, 2007), 150-
155.

10 Efendi Sugianto, “Deskripsi Pengertian dan Penerapan Qawaid Al-Fighiyah,”
Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagaman dan Pendidikan Islam 15, no. 2 (2020): 73-85.

11 Mahdah adalah ibadah yang telah dijelaskan syarat, ketentuan dan rukun-
rukunnya, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam, lihat pada:
Gibtiah. Fikih kontemporer. (Prenadamedia Group, 2016), 143.
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perbedaan ini umumnya dilatarbelakangi oleh faktor seperti keterbatasan
penguasaan terhadap hadis sebagai teks agama serta perbedaan kondisi
sosial tempat para mujtahid tinggal dan berkembang.”

Hukum Islam memiliki sifat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu
tsan@bit (tetap) dan mutaghayyird? (dinamis). Dalam penerapannya, hukum
dapat mengalami perubahan sesuai dengan keadaan atau kondisi mukallaf
ketika menjalankan suatu ibadah, apakah ia menghadapi masyagqab
(kesulitan) atau tidak, serta disesuaikan dengan situasi dan tempat di mana
mukallaf tersebut berada. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari karakter
universal hukum Islam yang mampu menjawab berbagai dinamika
kehidupan umat manusia.'*

Keberadaan berbagai mazhab fikih di berbagai wilayah dan
perkembangannya di berbagai bagian dunia Islam menunjukkan
kemampuan fikih dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi umat Islam.
Negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim
umumnya tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan fikih dalam
kehidupan sehari-hari karena tiga alasan: pertama, fikih muncul dan
berkembang di negara-negara tersebut, sehingga solusi yang berkembang
merupakan respons terhadap kondisi nyata yang dihadapi. Kedua, umat
Muslim di negara-negara tersebut memiliki pandangan dunia yang relatif
serupa terhadap syariah, sehingga konflik sosio-etis cenderung minimal atau
sedikit yang terjadi. Ketiga, kemungkinan terjadinya konflik vertikal antara
pemerintah dan umat Muslim serta konflik horizontal antara umat Muslim
dan masyarakat non-Muslim sangat kecil.”” Namun, hal ini tidak terjadi di
negara-negara dengan minoritas Muslim yang menggunakan hukum Barat
dalam mengatur sosio-kultural, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara

12 Ghayr Mahdah adalah ibadah yang memberikan kesempatan untuk berijtihad
dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Sunnah, lihat pada:
Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-
hari. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2019), 56.

13 W Hastuti and T Anggraini, “Al-Qawaid Al-Khomsah dalam Landasan
Muamalah,” Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi 10, no.1 (2022): 109-18.

14 Akgindiz, Introduction to Islamic Law: Islamic Law in Theory and
Practice. (Belanda: IUR Press, 2010), 56.

15 Tariqg Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam (New York, 2005;
online edn, Oxford Academic, 3 Oct. 2011), 55.
https://doi.org/10.1093/acprof:0s0/9780195183566.001.0001, accessed 16 Oct. 2024.
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penerapan hukum Islam yang ideal dan hukum Islam yang diterapkan.'®
Hukum Islam memiliki cabang keilmuan yang mengikat di setiap
kehidupan muslim, diantaranya hukum kepidanaan (Jin@yah), hukum
kenegaraan (Siydsah), hukum interaksi sosial (Mu 'dmalah), dan hukum
keluarga Islam (Ahwal/ Syakhsiyyah). Hukum keluarga Islam atau 4hwa/
Syakhsiyyah sebagai tonggak utama dalam keberaturan syari’at yang
berkenaan dengan keluarga, mencakup diantaranya; pernikahan, perceraian,
nafkah, hak asuh anak (Haddnah), watisan, wasiat, perwalian, dan
pemeliharaan dan pendidikan anak. Secara umum, hukum keluarga dapat
dimaknai sebagai hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.
Hubungan ini dapat terbentuk melalui ikatan darah atau melalui pernikahan.
Keluarga memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan
hubungan antara orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta
pengampuan.”” Hukum keluarga mencakup seluruh peraturan yang
mengatur hubungan kekeluargaan. Terdapat dua jenis hubungan
kekeluargaan yang perlu diperhatikan: pertama, dari segi hubungan darah,
dan kedua, dari segi hubungan perkawinan. Kekeluargaan yang dilihat dari
hubungan darah, atau sering disebut sebagai kekeluargaan sedarah, adalah
ikatan antara individu-individu yang memiliki nenek moyang yang sama.
Sementara itu, kekeluargaan yang terbentuk melalui perkawinan adalah
hubungan keluarga yang muncul akibat pernikahan antara seseorang dengan
anggota keluarga dari pasangan yang tidak memiliki hubungan darah."
Hukum keluarga Islam menempati posisi sentral dalam sistem syariat
sebagai kerangka normatif yang mengatur dinamika kehidupan berkeluarga
umat Muslim. Fungsi utamanya tidak terbatas pada penyediaan pedoman
berumah tangga sesuai ajaran Islam, melainkan juga sebagai instrumen
penyelesaian  konflik yang komprehensif dalam menghadapi berbagai
permasalahan keluarga kontemporer. Namun, implementasi hukum keluarga

1% llyya Muhsin, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda,
“Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate,” Qudus
International  Journal of Islamic Studies 7, no. 1 (2019): 45-70,
https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076.

17 Kholis Bidayati Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki Alwi, and Suci Ramadhan
Suci, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim,” ADHKI:
Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2021): 51-68,
https://doi.org/10.37876/adhki.v3il1.45.

18 Prawitra Thalib, “Pengaplikasian Qowaid Fighiyyah dalam Hukum Islam
Kontemporer,” Yuridika 31, no. 1 (2016): 54, https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958.

5



Islam dalam praktik peradilan sering menghadapi tantangan epistemologis,
di mana pemahaman yang parsial terhadap dimensi hikmah dan filsafat
hukum menyebabkan terjadinya reduksi makna. Kondisi ini berimplikasi
pada munculnya persepsi bahwa hukum keluarga Islam kurang responsif
terhadap kompleksitas kasus-kasus perdata modern, padahal sesungguhnya
keterbatasan tersebut lebih disebabkan oleh pendekatan interpretasi yang
belum sepenuhnya menggali substansi filosofis dari ketentuan-ketentuan
hukum yang ada."”

Kehadiran hukum keluarga Islam di tengah masyarakat Muslim
sangatlah penting, karena permasalahan keluarga seperti perkawinan,
kewarisan, dan lain-lain tidak dapat disamakan dengan yang dianut oleh
penganut agama lain. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan adanya
hukum keluarga Islam yang berlaku secara khusus. Terlebih lagi, seiring
dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, pun juga disesuaikan
dengan tempat syariat tersebut ditegakkan dengan menimbang apakah
penduduk tersebut mayoritas Muslim ataukah tidak, hal tersebut juga
mempengaruhi dalam 7zjdld atau kebaharuan hukum Islam tersebut, dan
dalam hal ini dibutuhkan metode-metode pembaruan hukum untuk dapat

menjawab tantangan yang ada.”

Sedangkan laju perkembangan zaman dan
masyarakat Muslim di dunia berlangsung begitu pesat. Perubahan dan isu-
isu global adalah realitas praktis umat Islam di dunia, sementara peraturan
perundang-undangan yang diterapkan pada beberapa negara muslim tidak
terkecuali negara Barat merupakan idealitas-normatif. Pada hakikatnya
hukum normatif pada negara Barat dalam konteks hukum keluarga Islam
merupakan hal yang harus selalu diupayakan dalam pembaharuan serta
rekontruksi hukum keluarga Islam pada Muslim minoritas.”

Muslim minoritas di negara-negara Barat saat ini menghadapi berbagai
tantangan hukum, terutama terkait hukum keluarga Islam. Mereka berada

dalam posisi sebagai kelompok minoritas di negara sekuler dengan

19 Rizqi Suprayogi, “Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,”
Indonesia  Journal of Business Law 2, no. 1 (2023): 29-37,
https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962.

20 Adis Duderija and Halim Rane, “Minority Figh (Figh al-Aqalliyyat) BT - Islam
and Muslims in the West: Major Issues and Debates,” ed. Adis Duderija and Halim
Rane. Book: Islam and Muslims in the West. (Cham: Springer International Publishing,
2019), 209-29, https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3 11.

2L Suprayogi, “Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.” Indonesia
Journal of Business Law, 2, no.1 (2023). 29-37.
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mayoritas penduduk non-Muslim, seperti di Amerika Serikat dan Eropa.
Sistem pemerintahan di negara-negara ini bersifat sekuler, yang memisahkan
agama dari urusan publik dan memiliki struktur pemerintahan yang berbeda
dari prinsip-prinsip negara Islam menurut fikih siyasah.” Meskipun setiap
individu, termasuk umat Muslim, diberikan kebebasan untuk menjalankan
ajaran dan keyakinan agama mereka, budaya interaksi sehari-hari di negara-
negara tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang
mayoritas penduduknya Muslim. Terdapat berbagai hambatan psikologis,
sosial, politik, dan hukum yang menghalangi umat Islam untuk menerapkan
ajaran agama mereka secara utuh seperti yang dilakukan di negara-negara
Islam. Abdullah Saeed mengemukakan bahwa banyak Muslim minoritas di
Barat mengalami tantangan dalam menyesuaikan norma-norma tradisional
Islam dengan konteks Barat, sebuah fenomena yang ia sebut sebagai adjusting
traditional Islamic norms to Western contexts.”

Minoritas Muslim menghadapi berbagai tantangan mendasar saat
berusaha menerapkan ajaran agama Islam seperti yang diajarkan dan
dipahami oleh negara-negara mayoritas Muslim. Perbedaan kondisi ini,
ditambah dengan kewajiban sebagai Muslim untuk taat pada ajaran agama,
melahirkan konsep figh al-aqalliyyat (fikih minoritas). Konsep ini mencakup
sckumpulan ajaran Islam  yang dianggap mampu mengakomodasi
permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat minoritas
Muslim, sehingga mereka tetap dapat menjalankan ajaran agama dalam
kerangka prinsipil, meskipun dalam bentuk yang berbeda dari hukum Islam
secara umum.”* Fikih ini khusus diperuntukan bagi Muslim minotitas pada
suatu wilayah dengan mayoritas non-Muslim, maka fikih ini termasuk dalam
disiplin ilmu khusus yang mempertimbangkan hubungan antara hukum
agama dan kondisi masyarakat serta lokasi keberadaannya. Dengan kata lain,
fikih ini berlaku untuk sekelompok orang tertentu yang hidup dalam kondisi
tertentu dengan kebutuhan khusus yang mungkin tidak sesuai untuk

22 Adis Duderija and Halim Rane, “Minority Figh (Figh al-Aqalliyyat),” in Islam
and Muslims in the West: Major Issues and Debates, ed. Adis Duderija and Halim Rane
(Cham: Springer International Publishing, 2019), 209-229. https://doi.org/10.1007/978-
3-319-92510-3_11.

23 N Bahcekapili, “Figh Voor Islamitische Minderheden in Europa: Problemen En
Oplossingen,” Journal of Islamic Research 1, no. 2 (2007). 51-68.

2 Abd Mogsith Ghazali, “Fikih Mayoritas dan Fikih Minoritas (Upaya
Rekonstruksi Fikih Lama dan Merancang Fikih Baru ),” Tashwirul Afkar, 31, no. 1
(2012) 42-59.
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komunitas lain.”

Kesulitan umat Islam minoritas dalam menjalankan syariat dan
praktik keagamaan menjadi perhatian serius para ulama. Permasalahan yang
semakin kompleks dan rumit yang marak terjadi pada masyarakat Muslim
minoritas di Barat, terutama dalam masalah hukum keluarga yang selalu
mereka hadapi sehari-hari, dengan contoh tentang kebolehan seorang
Muslim menerima warisan dari kerabatnya yang beragama non-Muslim dan
status istri yang masuk Islam sementara suaminya tetap beragama non-
Islam, yang mana hakikatnya hal tersebut tidak diperbolehkan dalam batasan
fikih mayoritas atau figh aksariyah yang digunakan pada negara-negara
dengan mayoritas mulim.” Oleh karena itu, masyarakat Muslim minoritas di
negara Barat memerlukan fatwa-fatwa yang dapat menjawab permasalahan
yang mereka alami, khususnya pada ranah hukum keluarga Islam di Barat.
Hal ini juga mendorong para ulama untuk mencari solusi agar Muslim
minoritas dapat sempurna melaksanakan perintah agama, tanpa membebani
dalam pelaksanaan dan berkesesuaian dengan kondisi yang sedang dihadapi.
Pembahasan para ulama ini melahirkan diskursus yang disebut Figh al-
Agalliyyat?’

Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin, salah seorang mujtahid fikih
kontemporer, menegaskan pentingnya penerapan #Su/ alfigh dan gqpas
dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah dan
berujung pada ketercapaian maqasid al-syarlah. Dalam konteks figh al-
aqalliyydt, Ia menuturkan bahwa: pertama, dalam konteks keumuman syariat,
figh al-agalliyyat akan menjaga kehidupan beragama Muslim minoritas, bukan
hanya dalam tingkatan perorangan namun menyeluruh untuk masyarakat.
Kedua, figh al-aqalliyyat dapat menjadi sarana dakwah dalam menyebarkan
wajah Islam yang damai, yang dapat berbaur dengan masyarakat mayoritas
non-Muslim tanpa menyinggung dan merugikan salah satu pihak. Ketiga,

% Emine Enise Yakar and Sumeyra Yakar, “The Critical Analysis of Taha Jabir
Al-Alwan1’s Concept of Figh al-Aqalliyyat,” Hitit Theology Journal 20, no. 1 (2021):
377-404, https://doi.org/10.14395/hid.865002.

% Uriya Shavit, Sharia and Muslim Minorities: The Wasati and Salafi
Approaches to Figh al-Aqalliyyatal Muslim, (Oxford: Oxford University Press, 2016),
212.

21 Abas Mujiburohman, “Figh al-Aqalliyyat as an American Version of Local
Wisdom,” Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 16, no. 1 (2018): 1,
https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i1.2091.
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figh al-aqalliyydt dapat menjadi sarana penghubung dalam pengembangan
diskursus hukum Islam, yaitu dengan menjembatani informasi tentang
bentuk sosial dan budaya yang berbeda, sehingga melahirkan pertukaran
pemikiran. Keempat, kemudahan Muslim minoritas dalam menjalankan
urusan agama.” Ibn al-‘Uthaymin juga meyakini bahwa eksistensi Muslim
sebagai minoritas merupakan keberadaan yang darurat. Pada dasarnya
mereka tidak menginginkan keadaan ini terjadi, namun kondisi dan
lingkungan yang memaksakan. Fikih yang bersifat dinamis harus bisa
mengakomodasi problematika tersebut.”

Menurut Ibn al-‘Uthaymin, permasalahan yang dihadapi oleh umat
Islam minoritas telah mencapai tingkat al-dartirah, yaitu keadaan darurat
yang menimbulkan bahaya dan kesulitan berat. Jika dipaksakan, kondisi ini
dapat merusak jiwa, kehormatan, harta, dan segala sesuatu yang berkaitan
dengannya. Dalam situasi seperti ini, para ulama memperbolehkan untuk
menangguhkan atau meninggalkan perintah syariat tertentu selama tidak
menyimpang dari ketentuan umum syariat Islam. Dalam kesempatan lain,
Ibn al-‘Uthaymin juga menyebut bahwa figh al-agalliyydt termasuk dalam
kategorti figh al-wagq:‘ (fikih realitas), yakni cabang keilmuan fikih yang erat
kaitannya dengan perubahan kondisi sosial dan lingkungan. Dengan
demikian, keputusan hukum dalam fikih ini bersifat dinamis dan dapat
berubah sesuai dengan perubahan realitas.”

Hal senada juga dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawl sebagai salah
satu perumus konsep figh al-aqalliyyat. la mengamati kondisi umat Islam
yang tinggal di Eropa dengan wilayah yang mayoritas penduduknya non-
Muslim dan menganut sistem sckuler, yakni sistem pemerintahan yang
memisahkan urusan publik (negara) dengan urusan privat (agama).
Meskipun demikian, umat Islam yang tinggal di sana tetap diwajibkan
menaati hukum negara yang berlaku. Hal ini sering menimbulkan dilema,

2 Doli Marwan Harahap, “Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al-
Utsaimin dalam Kitab Fathu Dzil Jalal Wal lkram Syarh Bulughul Maram,” ‘Aainul
Hag: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 (2023), 14.

2 Taha J. Al-Alwani, Towards a Figh for Minorities, 2nd ed. (Herndon, VA:
International Institute of Islamic Thought, 2010), 45.

30 Abdol Mohammad Kazemipur, “Reckoning with the Minority Status: On Figh
al-Aqalliyyat al-Muslema (Jurisprudence of Muslim Minorities),” in Muslims in Western
Contexts, ed. Jamal Malik and Saeed Zarrabi-Zadeh (Wiesbaden: Springer VS, 2017),
13-34, https://doi.org/10.1007/978-3-658-13889-9 2.
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sebab dalam beberapa perkara, ketentuan hukum positif tersebut
bertentangan dengan pandangan jumbUr al-fugahd’ klasik. Beberapa contoh
kasus yang menjadi perhatian ialah dalam pemilihan pemimpin non-Muslim,
warisan beda agama, dan pemakaman jenazah Muslim di tempat
pemakaman non-Muslim.”

Melihat fenomena seperti itu, Ylsuf al-Qaradawl menggagas konsep
baru dalam fikih yang disebut dengan figh al-agalliyyar (fikih minoritas).
Konsep ini, dalam beberapa kasusnya, merupakan formulasi produk ijtihad
fikih dari para ulama yang berasal dari komunitas minoritas, yang diarahkan
untuk menjawab kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
Muslim minoritas, sebagaimana contoh-contoh kasus yang telah disebutkan
sebelumnya. Sebab, bagaimana pun situasinya, kehidupan mereka tetap
harus berlangsung dengan menaati aturan di tempat mereka tinggal. Di sisi
lain, mereka tetap dituntut untuk menjalankan ajaran agama yang mereka
anut. Dua tuntutan yang melekat dalam diri masyarakat Muslim ini, yang
saling tarik-menarik, harus didamaikan melalui pendekatan yang tepat dan
bijak, sehingga mereka dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga
negara sekaligus sebagai pemeluk agama.”

Sebagai bentuk konkret datri gagasan tersebut, YUsuf al-Qaradawl
menditikan Eurgpean Conncil for Fatwa and Research (ECFR)> di London pada
tahun 1997 dengan tujuan utama memberikan pelayanan hukum Islam
kepada masyarakat Muslim minoritas di Eropa. Dalam rangka mendukung

tujuan tersebut, ia menulis buku khusus betrjudul Figh al-Agalliyyar al-

81 Zainul Mun’Im, “Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi
Fatwa Ydasuf al-Qaradawi Tentang Figh al-Aqalliyat,” Al-Manahij: Jurnal Kajian
Hukum Islam 15, no. 1 (2021): 15172, https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546.

32 Adel Ibrahim A. Alturki, Jamal, and Ahmad Wasito, “Good Muslims and Good
Citizens: How Figh al-Aqalliyyat Solves the Problems of Muslim Minorities in the
West,” Peradaban Journal of Religion and Society 2, no. 1 (2023): 85-104.

33 European Council for Fatwa and Research (ECFR) merupakan sebuah badan
keagamaan Islam independen yang berfungsi memberikan fatwa dan melakukan
penelitian mengenai masalah-masalah kelslaman yang relevan bagi komunitas Muslim
di Eropa. Didirikan pada tahun 1997 di Dublin, Irlandia, ECFR bertujuan untuk
membimbing umat Muslim di Eropa agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam sambil beradaptasi dengan konteks lokal di negara-negara Eropa.
Lihat pada laman website resmi : https://www.e-cfr.org/#, dan lihat pula pada lhsan
Yilmaz, “Dynamic Legal Pluralism and the Reconstruction of Unofficial Muslim Laws
in England, Turkey and Pakistan” (PhD diss., Faculty of Law, University of London,
April 1999).
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Muslinin: Haydt al-Muslipiin wa Wasat al-Mujtama‘dt al-Ukbrd, sebuah karya
yang memuat panduan-panduan umum dan ketentuan hukum Islam dalam
konteks fikih minoritas.™

Menurut Muhammad Yustl Ibrahlm, tujuan fundamental figh al-
aqalliyydt adalah menjamin perlindungan komprehensif terhadap kehidupan
beragama komunitas Muslim minoritas beserta seluruh dimensi yang
melingkupinya, dengan menerapkan prinsip keseimbangan antara
pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan. Orientasi ini
sejalan dengan maqasid al-syarI'ah yang bertujuan mengaktualisasikan nilai-
nilai konstruktif dan mengeliminasi unsur-unsur destruktif bagi para
pelaksana ajaran tersebut.” Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751/1350)
menegaskan bahwa syariat merupakan struktur normatif yang berlandaskan
pada prinsip-prinsip keadilan (‘adl), kebijaksanaan (hikma), dan kemaslahatan
(maslaha) bagi para pemeluknya, baik dalam konteks kehidupan duniawi
maupun ukhrawi. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa setiap penyelesaian
persoalan hukum yang mengabaikan nilai-nilai fundamental tersebut tidak
dapat dikategorikan sebagai produk syariat yang otentik, meskipun diperoleh
melalui metodologi interpretasi (fa'wll) yang secara prosedural dapat
dipertanggungjawabkan.™

Dalam rangka menciptakan kemaslahatan dalam syariat, maka
mekanisme pencapaiannya perlu memperhatikan nilai-nilai yang juga dikaji
dalam bidang keilmuan lainnya. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam (w.
660/1262), dalam karyanya a/-Qanadd al-Kubrd, menjelaskan bahwa
kemaslahatan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, terintegrasi
dalam kerangka syariat. Kemaslahatan ukhrawi hanya dapat dipahami

melalui dalil-dalil syari seperti Al-Quran, sunnah, ijma‘, dan gqiyas.”

3 Adis Duderija and Halim Rane, “Minority Figh (Figh al-Aqalliyyat),” in Islam
and Muslims in the West: Major Issues and Debates, ed. Adis Duderija and Halim Rane
(Cham: Springer International Publishing, 2019), 209-229. https://doi.org/10.1007/978-
3-319-92510-3_11.

35 Abdullah Bayyah, [jtihad bi-Tahqiq al-Manat: Figh al-Waqi‘ wa Tawagquq
(Al Azhar: Daruttiba’ah wa Nasyr, 2010), 305.

%6 Ali bin Abdil Kafi As Subki, al-Ibham fi Sharh al-Minhaj ‘ala Minhaj al-
Wusal ila ‘Iim al-Usal lil-Baidhawr. Cetakan ke-5 (Beirut: Darul Kutub Al limiyyah),
205.

37 W. Hastuti dan T. Anggraini, “Al-Qawa‘id al-Khamsah dalam Landasan
Mu‘amalah,” Al-Istimrar.: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): 109-118.
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Sementara itu, untuk kemaslahatan duniawi, diperlukan pertimbangan
terhadap dalil-dalil lain yang mencakup kondisi darurat (a/-danirdi),
pengalaman empiris (al-fajdrub), adat istiadat (a/-‘4das), serta dugaan yang
dapat dipertanggungjawabkan (az-zuntn al-mu‘tabarah). Dalam konteks ini,
kemaslahatan dunia sejatinya dapat dikelola oleh akal manusia (husn al-zann),
dengan mempertimbangkan kondisi sosial, lingkungan, kearifan lokal, serta
tantangan yang dihadapi masyarakat.”

Kemunculan konsep fikih baru sebagaimana di atas tidak menutup
kemungkinan akan menjadi sebuah kebiasaan baru dalam menyikapi
persoalan-persoalan keagamaan. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi
khazanah  keilmuan Islam karena telah ~memperkaya sekaligus
menyeimbangkan, khususnya dalam disiplin ilmu fikih. Masyarakat Muslim
akan lebih mudah menemukan jawaban atas persoalan yang mereka hadapi
hanya dengan membaca satu literatur yang telah memuat berbagai kasus dan
kepastian hukumnya. Namun demikian, fenomena ini harus sebanding
dengan nilai dan kualitas dari rumusan konseptual yang dikembangkan.”
Termasuk dalam fikih kontemporer, konsep baru tersebut bisa saja memiliki
kesamaan dan/atau keterthubungan dengan fikih klasik dalam dasar hukum
dan metodologi yang ada, dan bisa berbeda dalam implementasi produk
hukum dan tinjauan z/ah dari suatu problematika yang muncul, karena fikih
kontemporer lebih adaptif dalam penerapan hukum.*

Buku ini mengangkat tema konstruksi hukum keluarga Islam dalam
tinjauan figh al-aqalliyydr. Fokus pembahasan ini berangkat dari pemikiran
salah satu perumus figh al-agalliyyat, yaitua Yusuf al-Qardawl, serta seorang
ulama fikih dari mazhab Hanball, yakni Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin.
Kedua tokoh ini memiliki metodologi yang berbeda dalam istinbat hukum,
khususnya dalam konteks fikih minoritas, dan ijtthad mereka memberikan

38 Kholis Bidayati Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki Alwi, and Suci Ramadhan
Suci, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim,” ADHKI:
Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2021): 51-68,
https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45.

39 Adel Ibrahim A. Alturki, Jamal, and Ahmad Wasito, “Good Muslims and Good
Citizens: How Figh al-Aqalliyyat Solves the Problems of Muslim Minorities in the
West,” Peradaban Journal of Religion and Society 2, no. 1 (2023): 85-104.

40 N. Gafoordeen and M.M.M. Sabir, “Thaha Jabir Al-Alwani &Yusuf al-
Qardlawi Founders of Minority Figh (Figh Al Agqalliyat),” International Journal of
Research  and  Scientific  Innovation X, no. IV  (2023): 78-83,
https://doi.org/10.51244/1JRS1.2023.10410.
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pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perkembangan fikih tersebut.

Buku ini secara khusus menyoroti fatwa-fatwa tentang hukum
keluarga Islam yang merupakan produk dari Figh al-Agalliyyat, dengan
membandingkan konstruksi pemikiran, aplikasi hukum, serta metodologi
yang digunakan dalam fatwa-fatwa tersebut. Di antaranya berasal dari
kalangan tekstualis seperti Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin dan dari
kalangan kontekstualis seperti Yusuf al-Qardawl. Peran fatwa-fatwa ini
sangat krusial dan berdampak besar bagi kehidupan Muslim minoritas yang
tinggal di negara-negara Barat atau di wilayah yang mayoritas penduduknya
non-Muslim. Hal ini karena fatwa merupakan produk ijtihad yang telah
disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh umat Islam minoritas di
wilayah tersebut. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk menggali
lebih dalam pemikitan figh al-aqalliyyar dari Yusuf al-Qaradawl dan
Muhammad $alih ibn al-‘Uthaymin. Konstruksi fikih minoritas yang
mereka rumuskan perlu dikaji secara ilmiah karena dinilai lebih
komprehensif, baik dari sisi metodologi maupun penerapannya, terutama
dalam ranah hukum keluarga Islam yang menjadi persoalan utama umat
Muslim di negara-negara Barat.
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BAB II

DISKURSUS FIQH AL-AQALLIYYAT DALAM

POLEMIK HUKUM KELUARGA ISLAM PADA
MUSLIM MINORITAS

Perkembangan hukum keluarga Islam tidak terlepas dari dinamika sosial
yang terus berubah, terutama dalam konteks komunitas Muslim minoritas di
tengah lingkungan non-Muslim. Polemik seputar penerapan syariah dalam
ranah hukum keluarga Islam memunculkan diskursus baru, termasuk
konsep figh al-agalliyyat, yang berupaya menjembatani prinsip-prinsip Islam
dengan realitas kehidupan yang kompleks. Pembahasan ini mengkaji
transformasi hukum keluarga seiring perubahan zaman sckaligus
menawarkan pendekatan fleksibel tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar agama,
sehingga dapat ditemukan titik temu antara tuntutan syariah dan kebutuhan
praktis umat Islam sebagai minoritas.

A. Transformasi dan Dinamika Hukum Keluarga Islam

Dalam konteks masyarakat Muslim yang hidup sebagai minoritas,
hukum keluarga Islam mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan
perubahan sosial, politik, dan hukum di negara tempat mereka bermukim.
Transformasi ini menuntut respons yang adaptif terhadap berbagai
tantangan yang muncul, baik dalam aspek pernikahan, perceraian, waris,
maupun hak-hak keluarga lainnya. Figh al-Aqalliyyat hadir sebagai suatu
konsep yang menawarkan solusi praktis bagi Muslim minoritas agar tetap
dapat menjalankan ajaran Islam tanpa mengabaikan realitas hukum dan
budaya setempat. Dengan pendekatan yang fleksibel dan berbasis maqasid
al-syarl‘ah, fikih ini berupaya menjembatani kebutuhan Muslim minoritas
dalam mempertahankan identitas keislaman mereka sekaligus berinteraksi
secara harmonis dengan masyarakat mayoritas. Oleh karena itu, pembahasan
mengenai transformasi dan dinamika hukum keluarga Islam dalam perspektif
figh al-agalliyydt menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana
konsep ini dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan schari-hari
Muslim minoritas.
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1. Hukum Keluarga Islam : Pergeseran Format Fikih Ideologis

Menuju Fikih Geografis

Hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga,
khususnya perihal pernikahan, serta semua hal-hal yang timbul akibat
darinya. Hukum keluarga Islam merupakan bagian terpenting dari ajaran
Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum keluarga Islam juga
mengalami banyak perubahan.' Banyaknya sistem hukum yang berlaku pada
tiap-tiap negara, mengindikasikan adanya kemajemukan masyarakat dunia
pada satu pihak, dan pluralisme hukum yang berlaku di pihak lain. Bahkan
tidak jarang dalam satu negara atau masyarakat hukum, berlaku sistem
hukum yang berbeda. Di negara-negara yang penduduknya tergolong
heterogen, berlaku hukum yang pluralis merupakan sesuatu yang tidak bisa
dihindarkan.’

Sama halnya dengan sistem hukum lain yang berlaku di belahan bumi
yang berbeda, sistem hukum keluarga Islam masih dan tetap eksis serta terus
berlaku di dunia Islam, baik dalam lingkup negara maupun masyarakat yang
memeluknya. Dari sekian banyak negara Islam, baik negara berpenduduk
mayoritas Muslim maupun berpenduduk Muslim minoritas sekalipun,
hukum keluarga Islam benar-benar menjadi hukum yang hidup (Vving law)
dan diterapkan oleh keluarga-keluarga Muslim.’

Hukum keluarga Islam tetap cksis sampai saat ini terutama di negara-
negara Muslim seperti Indonesia dan Turki dan di dunia Arab semacam
Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, serta Suriah dan memiliki perbedaan yang
signifikan juga dalam aplikasi produk ijtthad hukum keluarga Islam pada
negara Barat yakni dengan berkependudukan Muslim minoritas. Perbedaan-
perbedaan itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor penafsiran
dan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan negara (din wa siyisab),
dasar ideologis negara, corak keislaman arus utama penduduk Muslim,

1 M. Gufron, “Transformasi Paradigma Teologi Teosentris Menuju
Antroposentris:Telaah atas Pemikiran Hasan Hanafi,” Millati: Journal of Islamic Studies
and Humanities 3, no. 1 (2018): 141, https://doi.org/10.18326/mlt.v3i1.141-171.

2 Yiiksel Sezgin, “A Global and Historical Exploration: Legislative Reform in
Muslim Family Laws in Muslim-Majority versus Muslim-Minority Countries,” Law &
Policy 45, no. 2 (2023): 110-36, https://doi.org/10.1111/lapo.12210.

3 Lynn Welchman, “A Historiography of Islamic Family Law,” in The Oxford
Handbook of Islamic Law, ed. Anver M. Emon and Rumee Ahmed (Oxford: Oxford
University Press, 2018), 884-932,
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.19.

16


https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.19

tradisi dan realitas sosial-budaya serta latar belakang historis masing-masing
negara.*

Perubahan dan rekonstruksi hukum terutama dalam hukum keluarga
Islam yang terjadi pada negara dengan minoritas Muslim, sebagai suatu
kemestian dalam sistem hukum Islam harus dipahami secara proporsional.
Dikatakan demikian karena proporsionalitas perubahan hukum akan
menempatkan setiap permasalahan secara tepat dan benar. Hal ini penting
karena tanpa proporsionalitas, bisa saja perubahan hukum yang dilakukan
akan tercabut dati akarnya.” Hukum Keluarga Islam di Barat mengalami
transformasi signifikan ketika format fikih bergeser dari bentuk ideologis
menuju bentuk geografis. Pergeseran ini mencerminkan adaptasi hukum
Islam dengan konteks budaya, sosial, dan hukum setempat di negara-negara
Barat. Fikih ideologis, yang pada dasarnya adalah interpretasi hukum Islam
berdasarkan prinsip dan ajaran dasar agama, mulai disesuaikan dengan
kebutuhan praktis dan realitas yang dihadapi oleh komunitas Muslim yang
tinggal di negara-negara non-Muslim.

Perubahan ini terjadi karena kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran
Islam dengan sistem hukum dan nilai-nilai yang berlaku di negara Barat.
Sebagai contoh, dalam hal pernikahan dan perceraian, hukum Islam
tradisional mungkin memiliki aturan yang berbeda dengan hukum perdata
setempat. Untuk mengatasi hal ini, komunitas Muslim di Barat sering kali
mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Mereka
mungkin mengadopsi elemen-elemen dari kedua sistem hukum untuk
memastikan bahwa praktik mereka tetap sesuai dengan ajaran agama sambil
juga mematuhi hukum setempat.’

Selain itu, pergeseran menuju fikih geografis juga mencakup
penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti hak-hak

4 Margaret Meriwether, A Social History of Women and Gender in the Modern
Middle East, st Edition (New York: Routledge, n.d.),71.
https://doi.org/10.4324/9780429502606.

% Fazlur Rahman, “A Survey of Modernization of Muslim Family Law,”
International Journal of Middle East Studies 11, no. 4 (1980): 451-65,
https://doi.org/10.1017/S0020743800054817.

® Muhammad Rashid Feroze, “The Reform in Family Laws in the Muslim
World,” Islamic Studies 1, no. 1 (1962): 107-30.

7 Mark Sedgwick, “Applying Sharia in the West: Facts, Fears and the Future of
Islamic Rules on Family Relations in the West, Edited by Maurits S. Berger,” Journal of
Religion in Europe 9, no. 1 (2016): 95-96, https://doi.org/10.1163/18748929-00901006.
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perempuan, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. Dalam konteks
ini, ulama dan pemimpin komunitas di Barat memainkan peran penting
dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dengan cara yang
relevan dan efektif. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan
keadaan sosio-kultural untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hati umat Muslim di Barat.”
Proses ini tidak selalu mudah dan sering kali menimbulkan perdebatan di
kalangan umat Muslim tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara
mematuhi ajaran agama dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Namun, secara keseluruhan, pergeseran dari fikih ideologis menuju fikih
geografis mencerminkan dinamika dan kemampuan adaptasi hukum Islam
dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi.”

Eksistensi hukum keluarga di dunia Islam sebagai hukum positif pada
setiap negara Muslim, pun juga pada negara dengan minoritas Muslim
mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Terdapat tiga kategori negara
berdasarkan hukum keluarga yang dianut: pertama, negara yang menerapkan
hukum keluarga tradisional. Jumlah negara yang masuk kategori ini adalah
Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria,
Senegal, Somalia, dan lain-lain. Kedua, negara yang menerapkan hukum
keluarga sekuler. Negara dalam kategori ini adalah Turki, Albania, Tanzania,
negara-negara Barat dengan minoritas Muslim. Ketiga, negara yang
menerapkan hukum keluarga yang diperbarui. Kategori ketiga ini adalah
negara yang melakukan pembaruan substantif dan/atau pembatuan
peraturan. Pembaruan hukum keluarga Islam untuk pertama kalinya
dilakukan di Turki, ditkuti Lebanon dan Mesir, Brunei, Malaysia dan
Indonesia."

Hukum keluarga Islam, sejatinya merupakan produk ijtthad dari para
mujtahid salaf maupun khalaf. Adapun seiring dengan berkembangnya

8 Saminaz Zaman, “Amrikan Shari’a: The Reconstruction of Islamic Family Law
in the United States,” South Asia Research 28, no. 2 (2008): 185-202,
https://doi.org/10.1177/026272800802800204.

® Andrea Biichler, “Islamic Family Law in Europe? From Dichotomies to
Discourse — or: Beyond Cultural and Religious Identity in Family Law,” International
Journal of Law in Context 8, no. 2 (2012): 196-210,
https://doi.org/10.1017/S1744552312000043.

10 Muhammad Ali Murtadlo, Islamic Family Law Reform in Indonesia
Perspective Magasid Shariah Jasser Auda: Study of Counter Legal Draft Analysis -
Compilation of Islamic Law, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 65.
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zaman dan banyaknya Muslim yang tersebar pada berbagai negara, tidak
terkecuali dengan Muslim minoritas pada negara Barat, maka ada beberapa
bentuk ijtthad baru dalam penyesuaian keadaan pada setiap negara yang
dipengaruhi juga oleh sistem kepemerintahan, ideologis, budaya dan kultur
pada setiap negara, khususnya pada negara Barat. Hal ini yang membuat
adanya ijtthad baru terkait dengan figh al-agalliyyat (fikih minoritas) untuk
negara dengan minoritas muslim, yang menuntut adanya evolusi waqdsid al-
syarl ‘ah, reinterpretasi nash, perpindahan dari konsep tekstual — konseptual,
dan muaranya ialah pada fikih lokalitas. Diantara bentuk-bentuk
pembaharuan dan rekonstruksi pada implementasi hukum keluarga Islam di
berbagai negara ialah'" :

Pertama, Intra-doctrinal reform yaitu tetap merujuk pada konsep fikih
konvensional dengan cara tarjih (memilih salah satu pendapat ulama fikih)
atau talfiq (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).

Kedua, Extra-doctrinal reform, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada
konsep fikih konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap
nash.

Ketiga, Regulatory reform, dalam perkembangannya masyarakat Muslim
telah bersentuhan dengan Barat, maka hukum Islam juga dipengaruhi oleh
berbagai prosedur yang ada dalam hukum Barat, seperti legislasi dan
berbagai regulasi administrasi dengan sistem administrasi modern.

Keempat, Codification, yaitu pembukuan materi hukum secara lengkap
dan sistematis yang pada awalnya telah dikenal dari sistem hukum Barat
terutama Eropa Kontinental kemudian diadopsi dalam sistem hukum di
dunia Islam.

Perkembangan dan keseimbangan hukum keluarga kontemporer dalam
dunia Islam dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, status politik
suatu negara, apakah tetap mempertahankan kedaulatannya atau didominasi
oleh pengaruh negara-negara Barat. Kedua, karakter kepemimpinan dan
organisasi ulama yang berperan dalam merumuskan arah kebijakan hukum
Islam. Ketiga, tingkat dan arah pendidikan yang membentuk cara pandang
masyarakat terhadap hukum, termasuk pemahaman terhadap syariat dan

11 Rajnaara Akhtar, "British Muslims and Transformative Processes of the Islamic
Legal Traditions: Negotiating Law, Culture and Religion with Specific Reference to
Islamic Family Law and Faith Based Alternative Dispute Resolution,” (Ph.D. diss.,
University of Warwick, School of Law, 2023), 28. http://go.warwick.ac.uk/wrap/57689.
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fikih. Keempat, kebijakan kolonial dari negara-negara penjajah yang sering
kali turut mencampuri dan membentuk sistem hukum lokal. Keempat faktor
ini turut membentuk dinamika fikih sebagai produk ijtthad yang bersifat
dinamis, sementara syariat sebagai prinsip dasar ajaran Islam tetap bersifat
permanen dan tidak berubah.

Penerapan hukum keluarga Islam di berbagai negara menunjukkan
variasi yang cukup signifikan. Salah satu asas penting yang umum dijadikan
pijakan dalam undang-undang perkawinan, termasuk di negara-negara Barat
dengan komunitas Muslim minoritas, adalah asas kematangan atau
kedewasaan calon pengantin. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu
yang hendak melangsungkan akad pernikahan harus benar-benar telah
matang, baik secara fisik maupun psikis (rohani), atau dengan kata lain telah
siap secara jasmani dan rohani.”” Penekanan pada aspek kematangan ini
menunjukkan bahwa meskipun syariat sebagai landasan dasar hukum Islam
bersifat tetap, namun penerapan atau formulasi fikih dapat bersifat dinamis,
menyesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal
ini, prinsip-prinsip fikih memungkinkan adanya pengembangan hukum yang
relevan, selama tidak bertentangan dengan maqasid al-syari‘ah dan nilai-nilai
inti yang terkandung dalam syariat itu sendiri.

Penerapan hukum keluarga Islam di Barat menjadi topik yang menarik
untuk dibahas karena dua alasan utama. Pertama, permasalahan hukum
Islam di wilayah minoritas berbeda dengan wilayah mayoritas Muslim,
karena penerapannya sering kali melampaui ibadah individual dan
melibatkan hubungan dengan individu atau komunitas lain. Dalam konteks
masyarakat Barat, hal ini menjadi semakin menarik karena umat Islam di
sana berasal dari berbagai negara dengan latar belakang mazhab yang
beragam, sehingga menimbulkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan
hukum keluarga Islam. Kedua, negara-negara sekuler modern umumnya
menghadapi ketegangan antara dua kepentingan yang saling bertentangan.
Di satu sisi, terdapat keinginan negara untuk mempertahankan agama
sebagai bagian dari ranah privat dan tidak memasukkannya ke dalam ranah
publik. Di sisi lain, terdapat pula kelompok-kelompok agama yang
menginginkan agar kehidupan mereka sepenuhnya diatur berdasarkan ajaran
agama yang mercka anut. Ketegangan inilah yang menjadikan pembahasan

12 Mohammad Hashim Kamali, “Islamic Family Law Reform: Problems and
Prospects,” ICR Journal 3, no. 1 (2011): 37-52, https://doi.org/10.52282/icr.v3i1.579.
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tentang penerapan hukum keluarga Islam di Barat menjadi penting dan
kompleks."

Liberalisme yang menjadi pola pemikiran dominan di Barat memang
telah memberikan hak otonomi individual berupa kebebasan menjalankan
ajaran agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat. Namun,
sebagaimana dikritik oleh sejumlah pemikir yang menyoroti keterbatasan
liberalisme Barat, negara-negara Barat juga perlu mempertimbangkan hak-
hak komunal kelompok minoritas, termasuk minoritas agama. Hal ini
penting karena penerapan suatu aturan hukum, termasuk hukum Islam,
sering kali bersifat umum dan saling terkait (snferdependent) dengan berbagai
faktor lain, sehingga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan komunal
tempat hukum tersebut dijalankan."

Di sinilah konflik hukum sering terjadi karena perbedaan landasan
filosofis dan ketidakjelasan (ketidaktegasan) pemerintah. Ketegasan dan
dukungan pemerintah Barat terhadap aplikasi hukum Islam seperti menjadi
masalah pertama yang telah berumur panjang dalam diskursus pola
hubungan Barat dan Islam. Karena, masalah penerapan hukum Islam ini
tidak hanya menyangkut hubungan sosial antar warga negara yang berlainan
agama, tetapi memang berhubungan langsung dengan kebijakan politik dan
hukum negara sendiri. Permasalahan selanjutnya, kenyataan masyarakat
minoritas Muslim di Barat yang tidak semuanya mengerti dan mengikuti
perkembangan pemikiran hukum Islam. Mayoritas umat Muslim di Barat
masih memahami doktrin-doktrin agamanya secara literal atau tekstual
ketimbang kontekstual. Permasalahan berikutnya adalah belum banyaknya
tokoh Islam di Barat yang memang memiliki ekspertise (keahlian) hukum
Islam.” Akumulasi dari problematika diatas menyebabkan hukum Islam,
yang sejatinya fleksibel dan elastis berdialog dengan kehidupan masyarakat,
menjadi kaku (rigid), tidak berkembang (stagnan), dan bahkan pada titik
tertentu menjadi sumber konflik yang menyengsarakan. Sehingga minoritas

13 Lynn Welchman, Islamic Law of Personal Status: Analysis of the Reforms of
Islamic Family Law in Various Muslim Countries, Cetakan ke-1 (New Delhi: Oxford
University Press, 2020), 65.

14 Zaman, “Amrikan Shari’a: The Reconstruction of Islamic Family Law in the
United States.” South Asia Research 28, no. 2 (2008): 185-202.
https://doi.org/10.1177/026272800802800204.

15 Donald L. Horowitz, “The Qur’an and the Common Law: Islamic Law Reform
and the Theory of Legal Change,” The American Journal of Comparative Law 42, no. 2
(1994): 233-93, https://doi.org/10.2307/840748.

21



Muslim Barat merasa berat dalam menjalankan ajaran Islam.

2. Problematika Hukum Keluarga Islam pada Muslim Minoritas

Problematika tatanan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim di
Barat banyak berpusat pada persoalan yang dihadapi oleh komunitas
Muslim minoritas dalam kehidupan sosial dan politik. Tanpa mengurangi
urgensi  persoalan  sosial-politik  tersebut, sesungguhnya inti dari
permasalahan ini terletak pada aspek eksistensi kepercayaan dan
keberagamaan, yang menjadi kunci dalam keseluruhan dinamika yang
dihadapi. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap aspek ini, berbagai
persoalan lain akan terus muncul dan sulit untuk diselesaikan secara tuntas.
Cara masyarakat Muslim minoritas memahami ajaran Islam, serta bagaimana
masyarakat Barat memandang ajaran Islam, merupakan hal yang sangat
krusial. Sayangnya, aspek fundamental ini hingga kini masih kurang
mendapat perhatian serius karena tertutupi oleh pendekatan kajian dan
kebijakan sosial-politik yang lebih bersifat permukaan dan tidak menyentuh
akar permasalahan yang sebenarnya.'®

Dalam konteks pengamalan keagamaan, hukum Islam sebagai #he frue
locus of the discussion of Islamic ethics (pusat utama pembahasan etika Islam)
merupakan isu penting yang sering menjadi bahan diskusi. Sebab, dalam
Islam, hukum tidak hanya mengatur ibadah individu, tetapi juga mencakup
berbagai aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Penerapan hukum
Islam di negara-negara Barat menjadi topik yang menarik untuk dikaji
karena memiliki tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan penerapan hukum
sering kali melibatkan interaksi antarindividu dalam komunitas, bukan hanya
urusan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di negara-negara
Barat, kompleksitas ini bertambah karena komunitas Muslim berasal dari
berbagai negara dan mengikuti mazhab fikih yang berbeda-beda, sesuai latar
belakang masing-masing."’

Penerapan hukum Islam di negara-negara Barat menjadi topik yang
menarik untuk dikaji karena memiliki tantangan tersendiri. Hal ini

16 Rajnaara Akhtar, "British Muslims and Transformative Processes of the Islamic
Legal Traditions: Negotiating Law, Culture and Religion with Specific Reference to
Islamic Family Law and Faith Based Alternative Dispute Resolution” (Ph.D. diss.,
University of Warwick, School of Law, 2023), 28. http://go.warwick.ac.uk/wrap/57689.

17 Syed Ali Raza Nagvi, “Modern Reforms in Muslim Family Laws - A General
Study,” Islamic Studies 13, no. 4 (1974): 235-52.
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disebabkan penerapan hukum sering kali melibatkan interaksi antarindividu
dalam komunitas, bukan hanya urusan pribadi antara seorang hamba dengan
Tuhannya. Di negara-negara Barat, kompleksitas ini bertambah karena
komunitas Muslim berasal dari berbagai negara dan mengikuti mazhab fikih
yang berbeda-beda, sesuai latar belakang masing-masing."®

Dalam realitas sosial, mayoritas Muslim minoritas di Barat, khususnya
di Amerika Serikat, belum sepenuhnya memahami dinamika pemikiran
hukum Islam secara utuh dan proporsional. Sebagian besar dari mereka
masih menganut pendekatan literal atau tekstual dalam memahami doktrin
agama, alih-alih pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika
ruang dan waktu. Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center yakni
lembaga riset yang diakui kredibilitasnya dalam studi keagamaan,
mengungkapkan bahwa 92% Muslim Amerika meyakini al-Qur’an sebagai
firman Tuhan, dan sekitar 50% di antaranya meyakini bahwa al-Qur’an
harus dimaknai secara harfiah. Namun demikian, data juga menunjukkan
bahwa pemahaman keagamaan di kalangan Muslim minoritas tidak
sepenuhnya monolitik. Tercatat hanya 33% yang meyakini adanya satu-
satunya cara dalam menafsirkan ajaran Islam, sementara 60% lainnya
menerima kemungkinan adanya beragam pendekatan dalam memahami
ajaran tersebut. Pola keberagamaan yang masih berorientasi pada warisan
tradisional ini cenderung mengalami disonansi ketika dihadapkan pada
realitas masyarakat modern Amerika, yang memiliki nilai-nilai dan sistem
sosial yang berbeda secara fundamental. Konsekuensinya, terjadi
keterputusan antara ajaran yang diyakini dengan realitas kehidupan sehari-
hari, yang pada akhirnya menimbulkan kegamangan dalam pengamalan nilai-
nilai agama secara kontekstual."”

Minimnya tokoh Islam dan krisisnya pendalaman pengetahuan dan
literasi pada masyarkat di Barat, schingga menyebabkan kurangnya
pemahaman yang mendalam terkait dengan syari’at dan sedikitnya fatwa-

fatwa yang muncul atau yang ditujukan kepada masyarakat dengan minoritas

18 J.N. D. Anderson, “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation
in the Middle East,” International and Comparative Law Quarterly 20, no. 1 (1971): 1-
21, https://doi.org/10.1093/iclgaj/20.1.1.

19 Tri Siska Marni, Silfia Hanani, and Nofiardi Nofiardi, “Modernisation of
Islamic Family Law in Indonesia (Analysis of Counter Legal Draft- Compilation of
Islamic Law in Inheritance Law),” GIC Proceeding 1 (2023): 317-25,
https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.131.
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Muslim. Sementara itu, pada bidang keilmuan umum, lebih banyak
melahirkan tokoh-tokoh yang mendominasi pada negara Barat hingga
akhirnya menyebabkan tokoh Muslim semakin meredup atau minoritas.
Dalam konteks Amerika, Khaled Abou El Fadl menyatakan bahwa bidang
syari’ah masih dipenuhi oleh orang-orang yang mengklaim diri ahli, tetapi
tidak mampu membedakan antara hukum yang bersifat fundamental dan
yang bersifat partikular.”’

Problematika yang dihadapi oleh masyarakat Muslim minoritas di Barat,
terutama terkait dengan hukum keluarga, membuat mereka merasa kesulitan
dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan sebagian dari mereka
merasa bahwa hukum Islam tidak lagi relevan dengan konteks kehidupan
mereka. Meskipun tidak semua aspek hukum Islam bersifat problematis
ketika diterapkan di negara-negara Barat, penting untuk mempertimbangkan
kondisi sosial dan maslahat Muslim minoritas di Barat. Dalam menentukan
status  hukum bagi mereka, hal ini harus dilakukan dengan
mempertimbangkan maslahat hidup yang lebih luas. Oleh karena itu,
kebijakan yang mencakup hal tersebut sangat diharapkan untuk dapat
menjawab kebutuhan praktis mereka.”

Permasalahan fikih atau hukum Islam menjadi isu sentral dalam
kehidupan keagamaan masyarakat Muslim minoritas di Barat. Secara
empiris, mereka dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang sulit
ditemukan jawabannya, terutama dalam aspek hukum keluarga yang secara
alamiah bersifat individual dan dialami oleh hampir setiap Muslim yang
bermukim di Barat. Ketiadaan rujukan fatwa atau pendapat hukum dalam
kumpulan fatwa atau kitab-kitab fikih klasik menjadi salah satu kendala
utama. Hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, karena
permasalahan tersebut merupakan fenomena baru yang belum pernah
dibahas oleh para ulama terdahulu dan kedua, karena kendala kontekstual,
yakni perbedaan waktu dan tempat antara saat fatwa atau pendapat hukum
itu disusun dengan realitas sosial tempat fatwa tersebut hendak diterapkan,

20 pascale Fournier, Muslim Marriage in Western Courts Lost in Transplantation,
1st Edition (London: Routledge, 2016), 96. https://doi.org/10.4324/9781315597072.

2L Joseph Schacht, “Problems of Modern Islamic Legislation,” Studia Islamica,
no. 12 (1960): 99-129, https://doi.org/10.2307/1595112.
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yaitu di lingkungan masyarakat Barat.”” Selain masalah hukum, muncul pula
masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid atau teologi, dan juga
masalah akhlak atau etika sosial kemasyarakatan.

Masalah yang paling krusial dan terus berlangsung sampai saat ini
adalah tentang hukum tinggal dan menjadi warga negara di negara non-
Islam. Meskipun masalah ini telah ada bahasannya dalam fikih klasik karya
para pendiri mazhab dan ulama mazhab masa lalu, tetap saja masih
menyisakan perdebatan panjang karena dua hal. Pertama, fikih klasik yang
membahas masalah ini ditulis oleh ulama masa lalu yang tidak pernah
mengalami perkembangan Islam seperti saat ini. Mereka tinggal di tempat
dan pada masa ketika umat Islam ada pada posisi mayoritas. Perbedaan
waktu dan tempat, yang dalam teori hukum Islam (#Si/ al-figh) dinyatakan
sebagai salah satu variabel penentu status hukum, harusnya menjadi
pertimbangan dasar dalam menentukan hukum minoritas Muslim yang
tinggal di Barat pada saat ini. Kedua, pola hubungan antarnegara dalam
konteks kontemporer mengalami pergeseran yang sangat signifikan
dibandingkan dengan konsep hubungan internasional yang dikenal dalam
figh al-siyar (fikih diplomatik) klasik. Pada masa lalu, fikih diplomatik hanya
mengenal dua kategori negara, yaitu ddr al-Islkdm (negara Islam) dan dar al-
harb (negara yang berperang atau dalam konflik dengan negara Islam).
Namun, dalam realitas geopolitik modern, pembagian dikotomis seperti ini
tidak lagi relevan karena hubungan antarnegara saat ini lebih didasarkan
pada prinsip kerja sama multilateral, diplomasi, dan penghormatan terhadap
kedaulatan, bukan semata-mata atas dasar identitas keagamaan.”

Pembedaan negara secara dikotomis menjadi dar al-Iskam (negara Islam)
dan dar al-harb (negara perang) dalam perspektf klasik, serta pandangan
tradisional yang mengharamkan kaum Muslim tinggal di negara non-
Muslim, telah menjadi problematika berkepanjangan bagi komunitas Muslim
minoritas di Barat. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat realitas
kontemporer menunjukkan bahwa banyak Muslim telah menetap, beketja,
dan berkeluarga di negara-negara Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan

22 J. N. D. Anderson, “Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance,”
International and Comparative Law Quarterly 14, no. 2 (1965): 349-65,
https://doi.org/10.1093/iclqaj/14.2.349.

23 Muhammad Syahrul Ifwat b. Ishak, “Considering Maalat As An Approach to
Applying Maslahah in Reality,” Islam and Civilisational Renewal, 9. no. 3 (2008): 48.
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kejelasan hukum yang tegas mengenai persoalan ini, mengingat berbagai
implikasi hukum yang ditimbulkannya, seperti keterikatan Muslim terhadap
hukum dan peraturan di negara tempat tinggalnya, hukum bekerja di
perusahaan yang dikelola oleh non-Muslim, hukum partisipasi politik dalam
pemilu yang diikuti oleh mayoritas non-Muslim, serta hukum interaksi sosial
antara Muslim dan non-Muslim dalam masyarakat sekuler. Sayangnya,
pembahasan terkait hal ini dalam literatur fikih klasik masih terbatas, karena
mayoritas ulama klasik lebih banyak mengkaji status hukum non-Muslim di
negara Islam, bukan sebaliknya yakni dalam hal status hukum Muslim yang
hidup di negara non-Muslim.**

Mathias Rohe menyoroti bahwa problematika yang dihadapi oleh
komunitas Muslim minoritas di Barat tidak terbatas pada persoalan ibadah
semata, melainkan juga mencakup isu-isu pidana. Salah satu contoh konkret
dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan oleh seorang warga Jerman
kepada Eurgpean Council for Fatwa and Research (ECFR), yakni apakah ia akan
dikenai hukuman hudid karena telah berulang kali melakukan hubungan
seksual di luar pernikahan dan mengonsumsi minuman keras. Menanggapi
hal tersebut, ECFR menyatakan bahwa pengakuan tulus atas kesalahan yang
disertai dengan taubat sudah dianggap mencukupi, sehingga tidak diperlukan
penerapan hukuman hadd, bahkan yang bersangkutan disarankan untuk
merahasiakan perbuatannya. Contoh lainnya adalah pertanyaan mengenai
hukum bagi orang yang murtad, apakah yang bersangkutan harus dihukum
mati? ECFR  menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati atas
kemurtadan hanya dapat dilakukan oleh otoritas negara Islam. Tidak semua
individu yang murtad secara otomatis dijatuhi hukuman mati, kecuali
mereka yang secara terbuka memusuhi atau memberontak terhadap
negara.”

Sementara itu, Yusuf al-Qardawl mengemukakan sejumlah persoalan
fikih kontemporer yang dihadapi oleh Muslim minoritas di negara-negara
Barat. Beberapa di antaranya meliputi persoalan pencampuran antara
makam Muslim dan non-Muslim yang lazim terjadi di Amerika dan Inggris

24 Badral-Din Muhammad, Bahadiral-Zarkashi, al-Manthiir fi al-Qawa ‘id al-
Fighiyyah, Cetakan ke-1 (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’in al-Islamiyyah,
1997), iii, 83.

25 Abd Allah b. Muhammad b. Abi Shaybah al-Kufi, al-Musannaf fi al-Ahddith
wa al-Athar, Cetakan ke-1 (India: al-Dar al-Salafiyyah, 2005), 403. Kitab Al-Sir, Bab
Ma Qala fi ‘Adalat al-Wali wa Qismihi Qalilan Kana aw Kathiran, xii, 324.
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akibat ketiadaan area pemakaman Islam yang terpisah, pembelian rumah
dengan sistem kredit melalui bank konvensional, pengucapan selamat hari
raya kepada pemeluk agama lain, status hukum cuka yang berasal dari
fermentasi khamr, hukum enzim yang bersumber dari babi, serta hak waris
seorang Muslim terhadap kerabat non-Muslim, dan lain sebagainya.
Permasalahan-permasalahan semacam ini, menurut YUsuf al-Qardawl, tidak
dapat dijawab hanya dengan pendekatan tekstual semata, melainkan harus
dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan
realitas kehidupan masyarakat Muslim minoritas. Tanpa memperhatikan
maqasid al-syarl‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam) serta dinamika waktu dan
tempat, fatwa atau ketetapan hukum yang dihasilkan cenderung menjadi
beban alih-alih menjadi solusi. Oleh karena itu, setelah mengulas berbagai
tantangan kehidupan Muslim minoritas di Barat, ‘Azam al-Tamimi
menegaskan urgensi pembaharuan pemikiran dan formulasi figh inovatif yang
secara serius mempertimbangkan variabel kontekstual untuk mewujudkan
kemaslahatan hakiki.”

Sementara itu, salah seorang anggota ECFR lainnya, Abdullah Bin
Syaikh al-Mahftdz bin Bayyah, dalam kitabnya Sind'ah al-Fatwa@ wa Figh al-
Agalliyyar memberikan kompilasi beberapa problematika hukum yang telah
diberikan fatwa oleh ECFR, mulai dari hukum keluarga, seperti nikah, talak,
dan rujuk, sampai pada masalah ekonomi, seperti masalah asuransi, bunga
bank, dan sebagainya. Walaupun hukum keluarga dan masalah ekonomi
telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih, baik yang klasik maupun yang
kontemporer, konteks masalah inilah yang memungkinkan fatwa figh al-
aqalliyydt berbeda dengan fikih pada umumnya.

Problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Barat
memang unik dan berbeda dengan masalah hukum yang muncul di negara
dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Hal ini bersifat unik karena
permasalahan hukumnya belum pernah muncul di negara-negara Islam atau
negara Muslim dan bersifat berbeda karena perbedaan konteks sosial,
budaya, politik, dan hukum dibandingkan dengan negara-negara Islam atau
negara Muslim. Karena itu, masyarakat muslim di Barat berhak

mendapatkan atensi khusus dari pemerintah atau negara dalam upaya

%Y usuf-Qaradawi, Ma ‘alim al-Mujtama * al-Muslim alladht Nanshuduh, Cetakan
ke-1, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004),67.
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menggapai hak mereka sebagai warga negara dan juga berhak mendapatkan
perhatian khusus serta solusi yang bijak dari para ulama dan sarjana Muslim
ketika berkehendak memberikan fatwa dan panduan hukum.”

Kebijakan multikultural yang diadopsi oleh pemerintah Barat dari tahun
1970-an-1990-an memungkinkan etnis minoritas dengan keyakinan budaya
dan agama yang berbeda untuk hidup berdampingan di dalam masyarakat
luas. Dengan contoh, Muslim di Barat saat ini aktif pada setiap bidang
kompetensi di negara Inggris, mulai dari politik, hukum, pendidikan,
perbankan, perawatan kesehatan dan sosial, media, dan jurnalisme, serta
memenuhi tugas kewarganegaraan, sementara dalam kegiatan keagamaan
Islam seperti aktivis masjid, sekolah Islam, dan organisasi Islam, masyarakat
Muslim yang tergolong minoritas lebih menunjukkan sisi keramahan
terhadap sesama dan ketaatan terhadap agama mereka, yang pada akhirnya
mencerminkan kesempurnaan agama Islam.” Adapun contoh implementasi
dalam pernikahan, pada tahun 2010 Dewan Eropa untuk Penelitian dan
Fatwa the European Council for Research and Fatwa (ECFR) mengeluarkan
pernyataan yang menggemparkan bahwa pernikahan sah yang dilakukan di
negara-negara Barat adalah pernikahan yang sah dalam pandangan syariah
dan dapat diterima oleh pengadilan syariah di negara-negara Muslim.”

Muslim family law (MFL)* hukum keluarga Muslim yaitu aspek syariah
yang mengatur pernikahan, perceraian, pemeliharaan, hak asuh anak dan
warisan dikenal dengan istilah shariah councils (dewan syariah). Dewan syariah
adalah semi-hukum, lembaga non-legal, Samia Bano percaya bahwa dewan

27 Alex Kusmardani et al.,, “The Development of Ideas on The Reform and
Transformation of Islamic Family Law into Legislation in Islamic Countries,” Jurnal
Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 4, no. 5 (2023): 644-62,
https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296.

2 Yuasuf al-Qardawi, Al-Infitah ‘ala al-Gharb: Muqtadaiyatuhu wa Shuriituhu,
dalam Majdi ‘Aqil Abu Shamalah (ed.), Risalah al-Muslimin fi Bilad al-Gharb Cetakan
ke-1, (Arbad: Dar al-‘Amal li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000): 7, 3-5.

2 Fareda Banda Lisa Fishbayn Joffe, Women’s Rights and Religious Law
Domestic and International Perspectives, 1st Edition (London: Routledge, n.d.), 85.
https://doi.org/10.4324/9781315720005.

%0 Hukum Keluarga Muslim (Muslim Family Law - MFL) mengacu pada
kumpulan kerangka hukum yang didasarkan pada prinsip dan yurisprudensi Islam yang
mengatur berbagai aspek hubungan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh
anak, warisan, dan hak-hak pasangan. Aturan ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah
(tradisi Nabi Muhammad), serta interpretasi (figh) yang dilakukan oleh para ulama Islam
selama berabad-abad. Lihat pada : https://hrp.law.harvard.edu/.
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syariah adalah produk dari jaringan transnasional yang unik bagi diaspora
pada negara Barat. Studi lain telah mengkonfirmasi bahwa aplikasi dewan
syariah sudah mapan di konteks minoritas Muslim. Banyak minoritas
Muslim merujuk sengketa perkawinan ke dewan syariah seperti di Perancis,
Kanada, Amerika Serikat, dan Australia, meskipun lembaga-lembaga ini
tidak terstruktur seperti dewan syariah. Ada banyak faktor yang
berkontribusi terhadap keberadaan dewan syariah di beberapa negara Barat,
seperti keinginan komunitas Muslim untuk mengikuti hukum keluarga dari
negara asal mereka, atau kebutuhan akan hukum syariah dari perspektif
kepentingan publik (maslahah) tapi yang menjadi tujuan utama adalah
Mayoritas muslim tersebut beralih ke dewan syariah untuk menyelesaikan
permasalahannya.”!

Permasalahan hukum keluarga Islam yang dihadapi oleh komunitas
Muslim di negara-negara Barat setidaknya memiliki lima alasan utama yang
mendorong individu untuk lebih memilih penyelesaian melalui sistem
arbitrase syariah dibandingkan dengan jalur arbitrase dalam bidang hukum
lainnya. Pertama, partisipasi dalam proses arbitrase tidak bersifat wajib,
sepanjang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Kedua, keputusan
yang dihasilkan dari arbitrase senantiasa berlandaskan pada kesepakatan
bersama antara kedua belah pihak. Ketiga, salah satu keunggulan dari
mekanisme arbitrase adalah prosesnya yang relatif lebih cepat dibandingkan
yurisdiksi negara serta menjamin perlindungan terhadap privasi para pihak,
karena prosesnya dilaksanakan secara tertutup, bahkan para pihak dapat
mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk menjaga kerahasiaan
informasi mereka. Keempat, sistem arbitrase memungkinkan penetapan
lokasi yang netral serta identifikasi terhadap hukum yang berlaku, sehingga
dapat menghindari kompleksitas yang mungkin muncul dalam proses
pengadilan formal. Kelima, biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan
arbitrase umumnya lebih rendah dibandingkan dengan proses hukum
konvensional.”

Masalah yang muncul terkait dengan hukum keluarga Islam pada
komunitas Muslim minoritas di Barat cukup kompleks dan beragam.

31 Arif Zunzul Maizal, “Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad di Negara Non-Muslim,”
El -Hekam 7, no. 2 (2022): 203, https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.8309.

32 Fournier, Muslim Marriage in Western Courts Lost in Transplantation. 1st
Edition. (London: Routledge, 2016), 92. https://doi.org/10.4324/9781315597072.
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Hukum Keluarga Islam menawarkan solusi bagi tantangan yang dihadapi
oleh minoritas Muslim di Barat, yang menunjukkan fleksibilitas dan
keabadiannya. Kemampuan adaptasi syariah (hukum Islam) terhadap
konteks yang berbeda menyoroti ketahanan dan relevansinya. Berikut adalah
beberapa problematika yang dihadapi beserta contoh dan hukum positif
yang berlaku di negara-negara Barat™:
1. Pernikahan dan Perceraian

Di negara-negara Barat, urusan pernikahan dan perceraian umumnya
diatur oleh hukum perdata setempat yang sering kali berbeda dengan
ketentuan hukum Islam. Sebagai contoh, beberapa negara tidak mengakui
legalitas pernikahan yang dilangsungkan semata-mata berdasarkan upacara
keagamaan tanpa pencatatan sipil resmi. Misalnya di negara Inggris,
pasangan Muslim yang menikah hanya secara agama (nikah secara syar‘)
tanpa mendaftarkan pernikahannya dalam sistem pencatatan sipil dapat
menghadapi berbagai implikasi hukum, khususnya dalam kasus perceraian
atau pembagian harta. Menurut hukum positif Inggris, pernikahan dan
perceraian diatur melalui Marriage Act 1949 dan Matrimonial Canses Act 1973,
yang mensyaratkan adanya pencatatan pernikahan secara resmi agar
pernikahan tersebut diakui secara legal. Dengan demikian, terdapat
kesenjangan antara praktik keagamaan dan sistem hukum negara, yang dapat
menimbulkan permasalahan serius bagi komunitas Muslim yang tidak
melakukan pencatatan sipil.
2. Hak Asuh Anak

Hukum Islam memiliki ketentuan khusus mengenai hak asuh anak
(hadanah), yang dalam beberapa hal mungkin tidak sepenuhnya sejalan
dengan sistem hukum negara-negara Barat. Sebagai contoh, dalam fikih
Islam, hak asuh anak setelah mencapai usia tertentu bisa berpindah kepada
ayah, tergantung pada mazhab yang dianut. Sementara itu, sistem hukum
Barat, seperti di Amerika Serikat, menetapkan bahwa penentuan hak asuh
anak dalam kasus perceraian didasarkan pada prinsip #he best interest of the child
(kepentingan terbaik bagi anak). Dalam konteks hukum positif di Amerika
Serikat, pengaturan mengenai hak asuh anak diatur oleh undang-undang
keluarga masing-masing negara bagian, yang menckankan pada

33 Zaman, "Amrikan Shari’a: The Reconstruction of Islamic Family Law in the
United States.” South Asia Research 28, no. 2 (2008): 185-202.
https://doi.org/10.1177/026272800802800204.
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kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.
Perbedaan pendekatan ini mencerminkan adanya tantangan bagi Muslim
minoritas dalam mengintegrasikan nilai-nilai syar dengan sistem hukum
negara tempat mereka tinggal.
3. Pembagian Harta Warisan

Hukum warisan Islam memiliki ketentuan spesifik mengenai pembagian
harta warisan antara ahli waris, yang dapat berbeda dengan sistem hukum
warisan di negara-negara Barat yang sering kali didasarkan pada prinsip
perencanaan warisan individu. Sebagai contoh, di Prancis, hukum warisan
tidak memungkinkan penerapan penuh hukum warisan Islam, karena
terdapat aturan yang mengatur pembagian harta yang harus mematuhi
hukum sipil yang berlaku. Dalam sistem hukum positif Prancis, pembagian
harta warisan diatur oleh Code Civi/ (hukum perdata), yang menetapkan
bahwa pembagian harta warisan harus mengikuti ketentuan hukum sipil dan
memberikan hak-hak tertentu kepada ahli waris yang tidak dapat diabaikan.
Perbedaan ini menunjukkan tantangan bagi umat Islam di negara-negara
Barat dalam menerapkan hukum warisan Islam sesuai dengan konteks
hukum setempat.
4. Poligami

Poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat
tertentu. Namun, banyak negara Barat yang melarang poligami dan
menganggapnya sebagai tindakan ilegal. Sebagai contoh, di Kanada,
poligami dilarang berdasarkan Pasal 293 dari Criminal Code (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Kanada), dan pelaku poligami dapat dikenakan
sanksi pidana. Dalam sistem hukum positif Kanada, poligami secara tegas
dilarang dan diatur sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
5. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kasus yang sering terjadi di nagara Barat, interpretasi hukum Islam
mungkin digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah
tangga, meskipun kekerasan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Dengan
contoh di Inggris, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di komunitas
Muslim sering kali membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap budaya
dan agama, yang mana dalam hukum positif Inggris memiliki Undang-
Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga 1976 dan Undang-Undang
Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kejahatan, dan Korban 2004 yang
memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga
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tanpa memandang latar belakang agama.

Secara umum, problematika yang dihadapi oleh komunitas Muslim
minoritas di Barat terkait dengan Hukum Keluarga Islam mencerminkan
tantangan dalam menyesuaikan ajaran agama dengan sistem hukum dan
nilai-nilai setempat. Dalam banyak kasus, solusi yang ditemukan melibatkan
kompromi dan adaptasi untuk memastikan bahwa hak-hak individu
dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fleksibilitas dalam Hukum Islam, yang juga dikenal sebagai syariah,
adalah karakteristtk mendasar yang memungkinkannya untuk beradaptasi
dengan konteks, waktu, dan keadaan yang berbeda. Fleksibilitas ini berasal
dari beberapa prinsip dan metodologi utama dalam yurisprudensi Islam
(fikih). Salah satu prinsip utamanya adalah Ijtihad (penalaran independen),
yang memungkinkan para ulama untuk menafsirkan dan menerapkan
prinsip-prinsip Islam pada situasi-situasi baru yang tidak secara eksplisit
dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip Maslahah (kepentingan
umum) adalah prinsip penting lainnya yang memprioritaskan kesejahteraan
masyarakat dan dapat membenarkan keputusan hukum yang melayani
kebaikan yang lebih besar, bahkan jika mereka tidak secara eksplisit
disebutkan dalam sumber-sumber utama. Prinsip Urf (kebiasaan) mengakui
dan memasukkan kebiasaan dan praktik-praktik lokal ke dalam hukum
Islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam,
schingga membuat hukum menjadi lebih relevan dan dapat diterima oleh
masyarakat setempat.”*

Selain itu, istihsdn (preferensi yuridis) memungkinkan para ahli hukum
untuk memilih keputusan yang lebih menguntungkan yang melayani
keadilan dan semangat hukum, daripada secara ketat mengikuti huruf
hukum. Qiyas (penalaran analogis) membantu memperluas penerapan
prinsip-prinsip hukum yang sudah ada ke situasi baru dengan menemukan
kesamaan di antara keduanya. Selain itu, darlirah (kebutuhan) memberikan
fleksibilitas dalam situasi ekstrim di mana mengikuti aturan hukum yang
ketat akan menyebabkan kesulitan atau bahaya yang tidak semestinya,
sehingga memungkinkan adanya pengecualian dalam kasus-kasus darurat.
Prinsip-prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan

34 Mark Sedgwick, “Applying Sharia in the West: Facts, Fears and the Future of
Islamic Rules on Family Relations in the West, Edited by Maurits S. Berger,” Journal of
Religion in Europe 9, no. 1 (2016): 95-96, https://doi.org/10.1163/18748929-00901006.
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tetap relevan di berbagai waktu dan konteks, menghadapi tantangan baru
dan berintegrasi dengan berbagai lingkungan budaya dan hukum.”

Ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawl, menekankan
pentingnya ijtthad dan mengadaptasi hukum Islam ke dalam realitas
kontemporer dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti Islam.
Abdallah  bin Bayyah mengadvokasi penggunaan maslahah untuk
memastikan bahwa hukum Islam melayani kesejahteraan masyarakat dan
menjawab tantangan-tantangan modern. Tariq Ramadan mendukung
integrasi prinsip-prinsip Islam dengan hukum dan adat istiadat setempat
untuk menciptakan sistem hukum yang harmonis dan relevan bagi minoritas
Muslim di Barat. Kemampuan beradaptasi ini memastikan bahwa hukum
Islam dapat memberikan panduan dan solusi yang sesuai dengan ajaran-
ajaran intinya dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer,
yang menunjukkan relevansi dan fleksibilitasnya yang abadi.”

Kemampuan beradaptasi hukum keluarga Islam memastikan bahwa
hukum ini tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda,
termasuk masyarakat Barat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam
dengan kerangka hukum setempat, minoritas Muslim dapat mengatasi
tantangan hukum mereka secara efektif. Para cendekiawan kontemporer
mendukung integrasi ini, dengan menyoroti sifat hukum Islam yang dinamis
dan abadi. Pendekatan ini menggarisbawahi keabadian dan fleksibilitas
yurisprudensi Islam, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim
yang terus berkembang di seluruh dunia.”

B. Fiqh al-Aqalliyydt: Solusi Praktis pada Muslim Minoritas
1. Paradigma dan Corak Ijtihad Figh al-Aqalliyyat

Berdasarkan perspektif historis, hukum Islam telah mengalami
perkembangan sejak periode konsepsi hingga masa modern ini. Selama lebih
dari 14 abad, berbagai periode telah terlewati. Para ulama sendiri juga

% Ahmad Imam Mawardi, “Figh Agalliyat: Pergeseran Makna Figh dan Usul
Figh,” Asy-Syir’ah; Jurnal limu Syari’ah dan Hukum 48, no. 2 (2014): 315-32.

% Qahidin, Amir, and Muhammad Alif Rahmadi. “The Implementation of
Magasid Al-Shariah in Shaykh Yusuf Al-Qardhawi’s Figh Al-Aqalliyat”. Jurnal Hukum
Islam 19, no,2 (2024). 295-312. https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4724.

37 Anderson, “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the
Middle East.” International and Comparative Law Quarterly 20, no. 1 (1971): 1-21.
https://doi.org/10.1093/iclqaj/20.1.1.

33


https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4724

berbeda pendapat mengenai pembagian periodesasi tersebut. Akan tetapi,
secara garis besar terdapat lima periode perkembangan hukum Islam,
pertama, periode pembentukan dan pengembangan (a/-nasy’ah wa al-tatawwur)
yang ditandai dengan kedatangan risalah dan berakhir pada nubuwwah al-
rasul. Kedua, periode pembentukan fikih sebagai sebuah disiplin ilmu (a/
ta’sis), yang dimulai dari masa sahabat besar hingga munculnya imam
mujtahid. Ketiga, periode puncak keemasan perkembangan keilmuan fikih.
Keempat, periode taklid yang dimulai dari pertengahan abad keempat
hijriyah, setahun dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Hulagu Khan hingga
sepuluh abad lamanya, dan terakhir periode kebangkitan fikih (yagazah al-
Sighiyyah).”

Figh Al-Agalliyyat sebagai sebuah tataran keilmuan memang belum
dikenal pada periode awal dan puncak perkembangan hukum Islam. Hal
tersebut dapat dipahami, karena umat Islam pada masa kejayaannya
merupakan suatu kesatuan masyarakat agamis yang memiliki batas teritorial
tersendiri. Batasan tersebut meliputi negara dan agama, sehingga tak sedikit
ditemukan ungkapan para ulama yang menyatakan bahwa Islam merupakan
sebuah agama dan negara (a/-Isidm Din wa Dawlah).” Sebagai sebuah
kesatuan agama dan negara, teori-teori yang dikemukakan oleh para ulama
dapat diaplikasikan pada setiap sudut percabangan fikih dengan mudah dan
tanpa menghadirkan kesulitan yang berarti. Di samping lingkungan sekitar
yang memiliki persamaan kepercayaan dan pemahaman, negara pun turut
andil mendukung masyarakatnya dalam menjaga kenyamanan dan
kestabilitas keimanan, yaitu dengan menurunkan undang-undang yang
berbasis kepada nilai-nilai keislaman dan bahkan menjadikan dasar-dasar
keislaman sebagai patokan dalam menahkodai perahu pemerintahan. Dalam
pengertian yang lebih khusus, bentuk kondisi negara seperti ini diistilahkan

oleh para ahli dengan ddr al-Isldm (negara Islam)."

Sedangkan bagi mereka
yang berada di negara berbasis non-Islam, pengamalan syariat tidak

semudah dibayangkan. Menurut Tariq Ramadan, ada dua faktor utama yang

38 Jasser Auda, Maqgasidal-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law A Systems
Approach, Cetakan ke-1, (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008),
285.

% Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Cetakan ke 2 (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 2008), vi,
4325.

40 Muhammad b. ‘Ali al-Fayyumi Al-Mugri’, al-Misbah al-Munir, Cetakan ke-1,
(Beirut: Maktabah Lebanon,2003), 225.
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menjadi hambatan dalam beragama Muslim minoritas.” Pertama bersifat
internal, yaitu berasal dari diri muslim yang tidak memahami esensi dan
karakteristik kepercayaan yang mereka anut, dan yang kedua bersifat
eksternal yaitu ketidakinginan pemerintah setempat dalam memahami
masyarakat minoritas Muslim yang mulai berkembang.*

Secara kebahasaan figh al-agalliyyat terdiri dari dua kata, figh dan al-
aqalliyyar. Figh secara etimologi adalah pemahaman atau al-fahm. Sedangkan
secara terminologi ia memiliki beberapa makna, pertama pada masa sahabat
dan tabi’in, makna fikih dimutlakkan secara umum baik berkaitan dengan
perbuatan ataupun keyakinan, tanpa ada pemisahan keduanya. Kedua pada
masa berikutnya, muncul istilah baru yang mengkhususkan istilah fikih
dengan hukum-hukum bersifat amali dihasilkan dari dalil-dalil terpetinci.®
Dari kedua pendapat ini yang lebih tepat adalah makna kedua, yaitu terkait
dengan hukum-hukum amali, baik terkait dengan ibadah, keluarga,
muamalat dan lain-lainnya yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci. Adapun
al-aqalliyydt secara etimologi adalah bentuk jamak dati agalliyyah yang artinya
sedikit atau lawan dari banyak (a/gillah). Sedangkan secara terminologi
adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah, provinsi atau
negara yang menyelisihi kebanyakan adat, bahasa atau agama. Dari
pengertian ini dapat disimpulkan bahwa figh al-agalliyyat adalah satu bentuk
fikih yang memelihara keterkaitan hukum syar’i dengan dimensi-dimensi
suatu komunitas, dan dengan tempat di mana ia tinggal. Fikih ini merupakan
fikih komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus, yang memungkinkan
sesuatu yang tidak sesuai bagi orang lain (mayoritas) menjadi sesuai bagi
mereka.*

Untuk lebih jelas memaknai hakikat figh al-agalliyyat ini, al-Qaradawi
mengatakan bahwa, hakikat dari figh al-agalliyyar tidak keluar dari fikih secara
umum, hanya saja ia merupakan fikih yang memiliki kekhususan,
pembahasan pokok, dan permasalahan-permasalahan tersendiri yang belum

4 Khalid Ramadan Hasan, Mu jam Usil al-Figh, Cetakan ke-2, (Bani Suef: al-
Rawdah, 2007), 35-36.

4 Ahmad ‘Ali Taha Rayyan, Dawdbit al-Ijtihad wa al-Fatwa, Cetakan ke-1
(Mansourah Dar al-Wafa’, 2001), 20.

4 Satria Effendi M.Zein, Usil al-Figh, Cetakan ke-1 (Jakarta: Penerbit Kencana,
2004), 77.

4 Ali Jum‘ah,Tarikh Usi! al-Figh, Cetakan ke-2, (Kairo: Dar al-Mugattam li al-
Nashr wa al-Tawzi‘, 2011), 33-4.
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diketahui para ahli fikih terdahulu terkait tema yang membedakannya. Hal
ini, sebagaimana sekarang muncul fikih kedokteran (alfigh al-thib), tikih
ekonomi (alfigh al-igtishad)) dan fikih politik (alfigh al-siyasi) dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, sumber hukum figh al-agalliyyat sama dengan
fikih pada umumnya, yaitu bersumber pada al-Qur’an dan hadits yang
dibangun berdasatkan Iima’ giyas, istihsan, al-maslahah al-mursalah, sadd al-
dbar ‘ah, ‘nrf dan lain-lain yang telah disampaikan oleh para ulama ushul figh.
Akan tetapi, dari sisi bentuk, figh al-aqalliyydt merupakan bentuk yang baru
karena pelaku hukumnya adalah masyarakat minoritas Muslim yang
memiliki karakter khusus, tidak dimiliki oleh mayoritas Muslim lainnya.*

Dalam terminologi sosial dan politik, al-aqalliyydr berarti kumpulan
suatu penduduk pada sebuah daerah, wilayah, atau negara, dimana mercka
berbeda dengan masyarakat mayoritas, baik dari segi kesukuan, kebahasaan,
dan keagamaan. Pengertian lain yang serupa adalah suatu kelompok
penduduk sebuah bangsa, dengan jumlah lebih sedikit dari keseluruhan
penduduk, memiliki kebudayaan, bahasa, dan agama tersendiri, dan
mengharapkan perlindungan akan eksistensi mereka pada kekuatan hukum
tertentu.* Menurut Jamal al-Din ‘Atiyyah, suatu kelompok dapat
dikategorikan minoritas apabila memiliki tiga unsur, yaitu dari sisi jumlah
lebih sedikit dari keseluruhan penduduk, tiada daya dan kekuasaan sehingga
membutuhkan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban mereka, dan
memiliki perbedaan dengan mayoritas dari sisi etnis, budaya, bahasa, dan
agama. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan al-agalliyyat adalah kelompok-
kelompok masyarakat muslim yang hidup sebagai minoritas di bawah
kekuasaan pemerintahan non-Muslim dan di tengah masyarakat mayoritas
non-Islam.*

Berdasarkan keterangan di atas terkait dengan terminologi figh al-
aqalliyyat, dapat disimpulkan bahwa figh al-aqalliyydt merupakan salah satu
cabang keilmuan hukum Islam yang membahas tentang segala problematika
masyarakat Muslim minoritas yang hidup di luar negara Islam. Taha Jabir

4% Abdullah Darraz, “Pengantar” dalam al-Muwafagat fi Usiil al-Shari‘ah,
Cetakan ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 5.

46 Abdallah bin Bayyah, ‘Alagah Magasid al-Shart‘ah bi Usiil al-Figh, Cetakan
ke-1, (London: Al- Furgan Islamic Heritage Foundation, 2006), 43-44.

47 1zza Rohman, “Salafi Tafsir: Textualist and Authoritarian,” Journal of Qur’an

and Hadith Studies 1, no. 2 (2012): 206.
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mendefinisikan figh al-aqalliyydt sebagai salah satu bentuk fikih yang
memelihara ikatan syariat dengan dimensi suatu masyarakat serta lingkungan
dimana mereka hidup, ia merupakan fikih sosial yang terbatas disebabkan
memiliki kondisi khusus, sehingga menjadikan sesuatu yang sesuai bagi
orang lain belum tentu sesuai bagi mereka, dan cara memperolehnya
diperlukan pengintegrasian keilmuan yaitu dengan melakukan pendekatan
kemasyarakatan secara umum, sosiologi, ekonomi, politik, dan hubungan
internasional secara khusus.

Figh  al-agalliyydt merupakan fikih dengan format khusus yang
diperuntukkan bagi masyarakat minoritas Muslim di Barat. Fikih ini
mempertimbangkan hubungan antara ajaran agama dan kondisi
masyarakat/lokasi di mana mereka tinggal, sehingga memiliki karakter dan
produk hukum yang mungkin saja tidak bisa diterapkan pada komunitas di
lokasi yang berbeda. Fikih ini sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk
memberikan previlege (keistimewaan) atau konsesi pada masyarakat Muslim
minoritas, tetapi dalam rangka menempatkan minoritas Muslim sebagai
model representatif dari masyarakat Muslim di negara-negara tempat mereka
tinggal.*

Pada sisi yang lain, figh al-aqalliyydt menjadi bentuk fikih yang
kandungannya meluas melebihi bentuk fikih yang saat ini banyak dikenal
dan dipahami. Fikih dalam pemahaman kontemporer adalah seperangkat
aturan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik yang
bersifat wajib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah. Ranahnya jelas
adalah ranah hukum murni. Dalam perkembangan studi-studi keislaman,
adanya pemisahan antara wilayah figh, fawhid (teologi), dan akhblig (etika).
Sementara itu, figh al-agalliyyar tidak hanya membicarakan masalah hukum
murni, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan zawhid (teologi) dan akblig
(etika) yang semuanya dihadapi oleh masyarakat Muslim minoritas di Barat.
Karena itulah Thaha Jabir al-'Alwani menyatakan bahwa definisi figh al-
aqalliyyit sebenarnya mengikuti definisi fikih yang berkembang pada masa
awal, yaitu fikih yang bermakna pemahaman atas semua ajaran agama,
seperti yang dipahami oleh Abu Hanifah sebagai fikih makro (a/-Figh al-
Akbar) yang menjadi nama salah satu karyanya yang isinya mencakup semua

48 Soulhi Younes, “Islamic Legal Hermeneutics: The Context and Adequacy of
Interpretation in Modern Islamis Discourse,” Islamic Studies 4, no. 4 (2002): 585.
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unsur ajaran agama.”

Adapaun fikih klasik dan figh al-aqalliyyat memiliki perbedaan diantara
keduanya, perbedaan pertama ialah, kembalinya fikih pada makna asalnya,
pada awal-awal masa kodifikasi yang memiliki cakupan luas, tidak hanya
terbatas pada masalah hukum murni, tetapi juga seluruh dimensi keislaman
lainnya. Perbedaan kedua adalah piranti metodologisnya yang berupa ijtihad
dengan dasar-dasar baru, yaitu landasan maqashid al-syari’ah sebagai
pendekatannya.

Figh al-agalliyyar didesain untuk memberikan panduan tentang hal-hal
yang dilarang dan yang boleh bagi minoritas Muslim yang tinggal di negara
Barat, yang tidak bersistem pemerintahan Islami. Fikih pada masa awal
memang identik dengan syari’ah, meliputi segala dimensi ajaran agama. Pada
perkembangannya, fikih hanya berisikan hukum-hukum Islam murni,
dengan tidak memasukkan bidang akidah yang dianggap sebagai wilayah
kajian teologis, dan akhlak yang berada pada wilayah kajian moral/etika.
Perkembangan fikih pada periode berikutnya dipengaruhi oleh tren
spesialisasi yang menjadi ciri khas profesionalisme di berbagai bidang
keilmuan. Hal ini melahirkan klasifikasi yang lebih spesifik dalam wilayah
kajian fikih, seperti figh al-'ibAdab, figh al-mu amalab, figh al-mundkahat, figh al-
siydsah, dan sebagainya. Dalam konteks kontemporer, figh al-aqalliyyat hadir
sebagai pendekatan integratif yang berupaya menyatukan berbagai cabang
fikih tersebut guna menjawab kompleksitas realitas kehidupan Muslim
minoritas di luar negeri.’ Dengan lahirnya diskursus figh al-agallipyat yang
dikembangkan oleh para pemikir Islam kontemporer, diharapkan dapat
memberikan pemahaman keislaman yang mengakomodir perubahan,
realitas, dan bersifat fungsional dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
seputar problematika hukum Islam, khususnya yang dihadapi Muslim
minoritas.

Dari sekian banyak literatur yang membahas tentang perkembangan
diskursus figh al-aqalliyyat, terdapat dua tokoh yang digadang-gadangkan
sebagai penggagas wacana kajian ini, yaitu Taha Jabir al-‘Alwani dan Yusuf

49 Al-Tahirb ‘Ashur, Magasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah, Cetakan ke-1, (Kairo:
Daral-Salam, 2006), 3-4.

50 Jasser Auda, Figh al-Magasid: ‘Indyah al-Ahkam al-Shar ‘iyyah  bi-
Magqasidiha, Cetakan ke-1, (Herndon: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami (I1IT),
2000), 8.

38



al-Qaradawl, walau telah banyak problematika Muslim minoritas yang
dijawab dengan fatwa-fatwa dan pendapat para ulama terdahulu, namun
penyuaraan konseptualisasi figh al-aqalliyydt secara utuh, lengkap dengan
metodologinya baru diwacanakan oleh kedua tokoh tersebut. Menurut Taha
Jabir, problematika yang dihadapi oleh umat Muslim minoritas tidak dapat
diselesaikan secara efektif jika pendekatan hukum yang digunakan hanya
berpijak pada alfigh al-darirah (fikih darurat atau fikih keterpaksaan). Oleh
karena itu, diperlukan upaya konseptualisasi terhadap sebuah rumusan
hukum yang bersifat holistik dan komprehensif. Sebab, persoalan yang
dihadapi tidak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, melainkan
mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan
spiritual, yang kesemuanya berpotensi menimbulkan masalah ketika
dihadapkan pada realitas kehidupan minoritas Muslim di negara-negara non-
Muslim.

Perumusan figh al-agalliyyat juga digagas dan didukung oleh Abdallah
bin Bayyah. Dalam pandangannya, terdapat tiga manfaat yang dapat
diperoleh dari hasil kajian tersebut. Pertama, tuntunan yang dikeluarkan
berdasarkan kajian figh al-agalliyyat akan menjadi pegangan hukum Muslim
minoritas secara umum dalam melaksanakan syariat. Kedua, sebagai
panduan dalam berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda
keyakinan, sehingga meyakini bahwa agama bukanlah sebuah dinding
pemisah antar manusia, melainkan menjadi jembatan penghubung untuk
saling mengenal (#z‘aruf), tolong menolong (fa‘awun), berkasih sayang (a/-
mahabbah), dan menghormati hak-hak sebagai sesama manusia dan negara.
Ketiga, untuk mempermudah kehidupan beragama. Hal ini sesuai dengan
karakter Islam sebagai agama yang elastis dan fleksibel.”

Aspek mu ‘amalah atau interaksi sosial dengan masyarakat non-Muslim
merupakan salah satu fokus penting dalam figh al-aqalliyyat. Pendekatan ini
menckankan pentingnya dialog, kerja sama, dan hidup berdampingan secara
damai dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap perbedaan.
Dalam  praktiknya, figh al-aqalliyyat tidak semerta-merta membatasi
masyarakat Muslim untuk aktif dalam bidang sosial dan politik, selama tetap
menjaga integritas identitas keislamannya. Manifestasi dari pendekatan ini

51 Jorge J. E. Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology, (New
York: Albany, 2001), 27.
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dapat dilihat, misalnya, dalam keterlibatan Muslim minoritas dalam
pemilihan umum, keikutsertaan dalam organisasi sosial, serta partisipasi
dalam kegiatan kemanusiaan dan amal.

Secara keseluruhan, ijtthad figh al-agalliyydr adalah upaya untuk
menjembatani antara tuntutan syariat dan realitas kehidupan sehari-hari
Muslim minoritas, dengan tujuan menjaga iman dan identitas keislaman
sekaligus berkonttribusi positif dalam masyarakat yang lebih luas.” Sebagai
sebuah cabang ilmu, figh al-aqalliyyat memiliki tujuan yang sama dengan figh
al-nawd@zilP, yaitu sebagai bentuk ijtthad baru dalam upaya menjelaskan
bahwa syariat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,
menjadi media nyata dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan
hukum Islam, sebagai bentuk pembaharuan (tajdid) dalam urusan agama,
dan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Muslim dalam
menjawab permasalahan kontemporer.

Sumber hukum figh al-agalliyydr tidak berbeda dengan cabang-cabang
ilmu fikih lainnya. Ia juga menyandarkan diri pada sumber-sumber hukum
asasi yang disepakati oleh ulama, yaitu Al-Qur’an, Al-Sunnah, zma‘dan gzyas,
begitupun sumber-sumber hukum yang belum disepakati sepenuhnya,
seperti al istihsan, al istishab, dan lain-lain. Abdullah bin Bayyah dalam hal
ini, menegaskan bahwa sumber hukum figh al-aqalliyydt sama dengan
keilmuan fikih pada umumnya, yakni bersumber dari Al-Qur’an dan al-
hadis, yang kemudian dibangun berdasatkan Ijma', giyas, istibsan, al-masalih
al-mursalah, sadd  al-dhard’i, ‘wrf dan dalil-dalil lain yang telah yang
disampaikan oleh para ulama usul al-figh. Namun ECFR (Ewropean Council
Jfor Fatwa and Research) yang merupakan lembaga fatwa terbesar di Eropa
lebih mengerucutkan kepada tiga metodologi ijtihad yang paling sering
digunakan figh al-aqalliyyat, yaita giyas (deduction), al-masalih al-mursalah (public
interest not based on tex), dan ‘urf (custom).”*

2 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual
Tradition, (Chicago: The University of Chicago Press, 1999), 5.

% Figh Al-Nawazil ialah memahami hukum-hukum syari’at terkait dengan
kejadian-kejadian baru yang mendesak. Lihat pada : https://almanhaj.or.id/3461-
mengenal-fikih-nawazil-sebab-terjadinya-nawazil.html.

% Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual
Tradition (Chicago: The University of Chicago Press, 982), 5.
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2. Urgensi Figh al-Aqalliyyatbagi Muslim Minoritas

Mayoritas umat Islam berkeyakinan bahwa masyarakat minoritas
Muslim di Barat adalah bagian integral dari masyarakat Muslim secara
umum, yang disatukan dalam kata “ummah”. Keyakinan ini tidak salah dan
memiliki dalil nash yang sangat kuat, baik dari al-Qur’an maupun al-Hadits.
Keyakinan ini menjadi problematis ketika diitkuti oleh keyakinan berikutnya
bahwa mereka harus diatur oleh hukum Islam seperti yang berlaku di negara
asalnya. Sementara itu, negara asal diharapkan untuk memberikan bantuan
kemanusiaan, politik, dan finansial agar mereka tetap bisa bertahan hidup
secara Islami. Keyakinan semacam ini menyiratkan dua hal utama yakni
pertama, cksistensi mereka sebagai penduduk di negara Barat tidak diakui
dan tetap dianggap sebagai pendatang sementara, walaupun telah hidup
menetap antar generasi. Kedua, mereka dianggap koloni dari dunia
Muslim.”

Meskipun demikian, pandangan semacam ini masih dianut oleh
sebagian besar Muslim minoritas yang tinggal di negara-negara Barat. Sikap
ini juga mendapatkan legitimasi dari fatwa-fatwa keagamaan yang
dikeluarkan oleh sejumlah ulama, baik yang berdomisili di luar wilayah Barat
maupun yang tinggal di dalamnya. Namun, tidak sedikit dari mereka yang
mengeluarkan fatwa tersebut tanpa memiliki pemahaman yang memadai
mengenai karakteristik serta dinamika hukum Islam, khususnya dalam
konteks kehidupan sebagai minoritas di masyarakat Barat yang plural dan
sekuler.” Para ulama tersebut memperlakukan mereka seperti orang Muslim
yang berada di tanah jajahan non-Muslim, yang lazim disebut dengan dir a/-
harb. Dalam konteks seperti ini, minoritas Muslim di Barat merasa
kebingungan karena hukum Islam yang mereka pahami ternyata tidak bisa
atau tidak memungkinkan untuk serta merta diterapkan dalam konteks
kehidupan di Barat. Di sinilah kehadiran figh al-aqalliyydt menemukan
peranannya.”’

% Adis Duderija, “Islamic Law Reform and Magasid al-Shari’a in The Thought
of Mohammad Hashim Kamali,” Maqgasid al-shari’a and Contemporary Muslim
Reformist: An Examination, (New York: Palgrave Macmillan, 204): 34.

6 Manna’al-Qattan, 7Tarikh al-Tashri‘ al-Islami; al-Tashri‘ wa al-Figh, Cetakan
ke-1 (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif i al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000),23-24.

57 Muhammad al-Khudari Bik, Taritkh al-Tashri‘ al-Islami, Cetakan ke-1,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 4. Muhammad Igbal, The Reconstruction of Religious
Thought in Islams (New Delhi: Kitab Bhavan, 98), 49-5.
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Karena itu, urgensi figh al-aqalliyydt ini akan terasa apabila kesulitan dan
problematika hidup sebagai minoritas Muslim di tengah masyarakat
mayoritas non-Muslim dapat dipahami dengan baik. Problematika sosial,
politik, budaya, dan agama yang mereka hadapi membutuhkan kajian khusus
dan mendalam sebagai satu kesatuan masalah. Figh al-aqalliyyat akan menjadi
jawaban atas masalah ini apabila ia mampu menjadi serangkaian aturan yang
utuh bagi kehidupan keagamaan masyarakat minoritas Muslim, yang
menurut istilah Muhammad Yacoubi, seorang guru di American Zaytuna
Institute, adalah “zorn between their devotion to Islam and their need to integrate to
some degree into American society.” Pendekatan teks tentu tidak cukup mampu
menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Pendekatan multidisipliner
dengan metodologi yang komprehensif dalam berijtthad akan membantu
memberikan solusi yang tepat bagi mereka. Pola berpikir seperti inilah yang
melahirkan figh al-aqalliyyat.”®

Yusuf al-Qaradawl menyebutkan tujuh tujuan penyusunan figh al-
aqalliyydt yang urgensinya bagi masyarakat Muslim minoritas lebih bisa
dimengerti, pertama, mempermudah pengamalan agama masyarakat
minoritas muslim dalam konteks individu, keluarga, dan masyarakat. Kedua,
membantu kelompok minoritas, menjaga eksistensi mereka sebagai Muslim
yang harus melaksanakan syari’at secara utuh. Ketiga, mempermudah kaum
minoritas dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan risalah Islam
kepada non-Muslim dengan cara yang dapat dipahami mereka. Keempat,
sebagai sumbangan pemikiran Islam dengan nilai-nilai keterbukaan dan
toleransi sechingga tidak mencerminkan keterpisahan fikih dengan realitas
masyarakat. Kelima, menyadarkan kelompok minoritas akan hak-hak
mereka, kebebasan mereka dalam beragama, bekerja dan bermasyarakat
schingga mereka mampu menjalankan hak dan kewajiban tanpa merasa
tertekan oleh pihak manapun. Keenam, membantu minoritas muslim dalam
menjalankan berbagai hak dan kewajibannya sehingga mereka merasa bahwa
Islam bukanlah belenggu dalam hidup, melainkan menjadi pegangan yang
mengantarkan pada kebahagiaan. Ketujuh, figh al-aqalliyyat diharapkan
mampu membantu kelompok minoritas dalam menjawab persoalan

58 Tariq Ramadan, To Be A European Muslim, Cetakan ke-2, (Leicester: Islamic
Foundation, 2002), 207-208.
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kontemporer yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat non-Muslim.”

Dalam bahasa yang lebih ringkas, Abdullah Bin Bayyah menyatakan
bahwa figh al-aqalliyyat menjadi penting karena kemunculannya memiliki tiga
fungsi utama, pertama, menjadi suatu pegangan bagi minoritas Muslim
dalam melaksanakan ajaran agama, bukan hanya sebagai individu, melainkan
juga sebagai masyarakat secara umum. Kedua, memberikan panduan bagi
masyarakat minoritas Muslim akan kewajiban mereka dalam berinteraksi
dengan kelompok masyarakat lainnya, sehingga agama yang dianutnya ini
tidak menjadi dinding pemisah, tetapi menjadi jembatan penghubung
antarmereka. Nilai-nilai universal Islam, seperti nilai cinta dan kasih sayang,
ta‘drnf (saling mengenal) dan keadilan, serta penghormatan hak-hak asasi
manusia membuka jalan interaksi kemanusiaan yang baik dengan masyarakat
yang berlainan agama dan menjadi media dakwah Islam itu sendiri. Ketiga,
figh al-aqalliyyat mempermudah kehidupan keberagamaan, mengadvokasi
Islam sebagai agama yang dinamis dan fleksibel.”

Tanpa kehadiran figh al-agalliyyat, kelompok minoritas Muslim di Barat
akan mengalami kebingungan dan keraguan dalam menjalankan ajaran
agama mereka. Opsi-opsi hukum dalam fikih klasik yang tidak relevan lagi
dengan konteks kehidupan yang dijalani memaksa mereka melakukan dua
pilihan, yakni menjalankannya dengan penuh keraguan dan keterpaksaan
yang menyiksa, atau meninggalkannya sama sekali dan menjalani hidup
tanpa pedoman agama. Salah satu contohnya adalah tentang hukum tentara
Muslim Amerika yang ditugaskan oleh negaranya untuk berperang di
Afghanistan atau Iraq yakni dua negara yang mayoritas penduduknya adalah
sesama Muslim. Fikih klasik hanya mengenal hukum tentang tentara Muslim
di negara Muslim yang memiliki kewajiban membela negaranya dan hukum
tentang haramnya menyakiti dan membunuh orang lain tanpa alasan yang
dibenarkan oleh syara’. Pilihan hukum ini memaksa tentara Muslim Amerika
melakukan dua pilihan, diantaranya, berhenti menjadi tentara yang
merupakan jalan hidupnya mencari nafkah, atau terus berperang dengan
saudara sesama Muslim dengan perasaan bersalah dan berdosa. Dalam

konteks seperti ini, figh al-agalliyydt menawarkan suatu kepastian hukum

% Yusuf al-Qaradawi, Fi Figh al-Aqalliyyat al-Muslimin: Hayat al-Muslimin
Wasat al-Mujtama ‘at al-Ukhra, Cetakan ke-1, (Cairo: Dar al-Shurug, 2000), 3-4.

60 Maizal, “Fikih Minoritas: Inovasi ljtihad di Negara Non-Muslim.” EI -Hekam
7, no. 2 (2022): 203, https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.8309.
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sebagai solusi bagi tentara Muslim Amerika tersebut.”

Dalam upaya menghadirkan fatwa-fatwa atau ketentuan hukum, figh a/-
aqalliyydt ini tetap menjadikan fatwa atau ketentuan hukum fikih klasik
sebagai konsiderasi di samping juga kondisi geografis dan sosial politik

setempat sebagai upaya untuk “membumikan” figh al-aqalliyyar.

3. Fiqh al-Aqalliyyar. Pergeseran Makna Fikih dan Evolusi Maqasid
al-Shari‘ah

Fikih sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang dipahami dari firman
Allah dan hadits, secara teoritis senantiasa memiliki keterkaitan yang erat
dengan konteks kehidupan yang ditetapkan hukumnya sebagaimana juga
berkaitan dengan tujuan hukum yang dibawanya, yakni mewujudkan
kemaslahatan. Fikih mengalami perkembangan pesat sejak masa awal, dan
mencapal puncaknya pada periode Zadwin, yakni masa kodifikasi kitab-kitab
fikih setelah mapan dengan lahirnya imam-imam mazhab.

Perkembangan puncak fikih pada masa tersebut melahirkan efek negatif
yang tidak terduga, yakni munculnya tradisi Zag/id sejak akhir tahun 300 H
yang memakan waktu sangat panjang bahkan sampai saat ini. Problematika
hukum mulai bermunculan sejak dirasakan bahwa sudah tidak ada lagi
hubungan erat antara fikih, realitas empirik, dan maqasid al-shari‘ah yang
disebabkan oleh tiga hal: pertama, fikih-fikih yang terkodifikasi dibuat dalam
konteks negara-negara Muslim Timur Tengah, sementara Islam berkembang
jauh melampaui batas teritorial negara Timur Tengah. Kedua, fikih-fikih
yang ada kebanyakan merupakan pendapat dan fatwa hukum yang dibuat
pada masa lalu di mana para fuqahd’ tidak memiliki gambaran tentang
konteks kehidupan masa modern. Ketiga, adanya keterputusan maqasid al-
sharl‘ah dengan ketentuan fikih akibat diaplikasikannya fikih masa lalu pada
konteks modern yang berbeda.”

Kekakuan hukum Islam (fikih) menjadi perbincangan dan perdebatan
yang terus aktual. Ia tidak lagi bersifat fleksibel dan elastis sebagaimana yang

®1 Thsan Yilmaz, “Muslim Law in Britan: Reflections in the Socio-Legal Sphere
and Differential Legal Treatment,” Journal of Muslim Minority Affairs. 20, no. 2,
(2000): 357.

62 lhsan A. Bagby, “Imams and Mosque Organization in the United States: A
Study of Mosque Leadership and Organizational Structure in American Mosques,”
Phillipa Strum (ed.), Muslim in the United States: Identity, Influence, Innovation
(Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005): 30-3.

44



dipaparkan dalam teori-teori bahkan senantiasa dikonotasikan sebagai
normatif, fundamentalis, radikal, dan sejumlah wajah lainnya yang tidak
menyiratkan Islam sebagai agama kasih sayang yang senantiasa sesuai
dengan setiap masa dan tempat. Kenyataan ini diyakini sebagai konsekuensi
logis dari tidak sejalannya fikih dengan realitas empirik kontemporer yang
dihadapi dan nilai-nilai universal Islam. Potret problematis semacam ini
semakin terasa ketika dilema hukum Islam seperti ini diletakkan dalam
konteks kehidupan minoritas Muslim di Barat.

Masyarakat minoritas Muslim di Barat merasakan kesulitan menerapkan
penafsiran-penafsiran Islam klasik ketika dirasakan ada kesenjangan yang
cukup lebar antara “what is”, realitas yang dihadapi, dan “what ought to be”,
kondisi ideal yang scharusnya, yang dipahami dari tradisi klasik itu.
Kesenjangan ini semakin memperkuat wacana Barat, tempat di mana
mereka tinggal, bahwa ajaran Islam tidak sesuai dengan nilai budaya Barat®.
Satu-satunya cara untuk merespons secara positif kondisi dan anggapan
negatif ini adalah kembali pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip universal
yang dibawa oleh Islam, yaitu maqasid al-shari‘ah, untuk kemudian
dijadikan sebagai dasar menata ulang pemahaman fikih yang ada agar sesuai
dengan realitas yang ada, tetapi tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar
Islam.**

Bertemunya fikih dengan realitas kehidupan masyarakat minoritas
Muslim di Barat dan maqasid al-shari‘ah inilah yang kemudian melahirkan
satu jenis fikih baru yang dikenal dengan figh al-aqalliyyat. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa figh al-agalliyydr adalah produk sejarah yang
mempersatukan kembali unsur-unsur utama fikih (hukum, realitas, tujuan)
yang telah lama tercerai-berai sepanjang masa taqlid mendominasi. Lebih
jauh lagi, figh al-agallityyit menyatukan kembali segala aspek keislaman dalam
satu wadah fikih makro seperti yang terjadi pada masa-masa awal di mana
tawhid, hukum, dan akhlak menjadi satu kesatuan seperti yang tergambar
dalam al-Figh al-Akbar karya Imam Abua Hanifah.

Sebagaimana figh al-aqalliyydt menampilkan pergeseran makna fikih,

63 Karen Leonard, “American Muslim Politics: Discourses and Practices,”
Ethnicities, 3, no. 2 (2003): 55.

64 Kathryn A. Miller, “Muslim Minorities and the Obligation to Emigrate to
Islamic Territory: Two Fatwas from Fifteen-Century Granada,” Islamic Law and Society,
7, no. 2 (2000), 256-288.
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maka usul figh yang mendasari figh al-agalliyydt pun merupakan pergeseran
dari makan usul figh klasik yang selama ini dipegangi oleh para ulama.
Thaha Jabir al-Alwani, sang penggagas figh al-aqalliyydt mengatakan dalam
tulisan intinya mengenai figh al-aqalliyyat bahwa metode usul figh yang
digunakan dalam figh al-agalliyyat itu ada 12 (dua belas) prinsip besar.”

Dari dua belas prinsip tersebut yang paling penting di antaranya adalah:
(1) menemukan kesatuan prinsip dalam Al-Qur’an dan melakukan tadabbur
berdasarkan realitas hidup dan dinamikanya. Di samping itu, Sunnah
dipandang penguat atas nash al-Qut'an itu sendiri. Sunnah harus dipandang
sebagai sebuah kesatuan yang fully integrated dengan al-Qur'an yang bersama-
sama menjadi dasar aplikasi ajaran agama pada kondisi tertentu; (2)
pengakuan terhadap keotentikan dan prioritas al-Qut'an atas selainnya.
Ketika al-Qut'an menetapkan sebuah kaidah umum, seperti masalah dasar
kebaikan dan keadilan dalam hubungan (socia/ interrelation) antara Muslim
dengan lainnya, tapi kemudian ada hadits atau sunnah yang bertentangan
dengan kaidah umum tersebut, seperti hadith tentang berdesakan di jalan
dan tidak perlunya menjawab salam non-Muslim, maka kaidah al-Qur'anlah
yang dipakai sementara hadis dan sunnah harus ditakwil atau, kalau tidak
mungkin, ditolak; (3) meyakini bahwa al-Qut'an bisa jadi menarik kembali
(membatalkan) #IrAt al-nubuwwah, mengkritisi dan membersihkan dari
deviasi. Hal ini dilakukan untuk menyatukan rujukan misi kemanusiaan; (4)
memahami al-Qur'an dengan pendekatan geografi. Bumi ini milik Allah,
Islam adalah agama-Nya, maka setiap negara sesungguhnya adalah negara
Islam (dar al-islkan) sebagaimana terjadi pada saat ini atau dari sisi potensinya
pada masa akan datang. Di samping itu, manusia seluruhnya sesungguhnya
adalah "umat Islam" baik dalam makna umat mwillah (agama) atau umat
dakwah dimana kita berkewajiban mengarahkannya untuk memeluk Islam;
(5) mempertibangkan universalitas obyek perintah al-Qur'an. Kalau kita
yakini bahwa khitab al-Qut'an adalah untuk semua manusia, maka ia harus
menjadi satu-satunya kitab yang mampu menghadapi berbagai permasalahan
alam yang senantia ada; (6) fikih yang kita warisi saat ini sebenarnya
bukanlah rujukan fatwa atau model hukum yang selalu relevan dengan
persoalan yang kita hadapi di zaman sekarang. Ketidakmampuan fikih klasik

8 Taha J. Al-Alwani, Towards a Figh for Minorities, (Herndon, VA:
International Institute of Islamic Thought, 2010), 45.
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untuk mengatasi masalah kontemporer bukanlah sebuah kekurangan,
melainkan suatu hal yang wajar. Hal ini terjadi karena fikih klasik
berkembang pada konteks kehidupan yang sangat berbeda dengan kondisi
kita saat ini.*

Dari keterangan para ulama diatas, sangat jelas ada tiga poin besar yang
diusung oleh figh al-agalliyyar dari sisi usuliyah. Pertama adalah adanya upaya
perombakan metodologi yang sudah dianggap mapan dalam fikih
tradisionalis, yaitu secara hirarkis mendasarkan istinbat hukum kepada nash
al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas kepada dominasi al-Qur'an dan
pertimbangan kondisi melalui doktrin maslahah dan konsep adat atau 'urf.
Kedua adalah melakukan pergeseran makna maqasid al-shari‘ah dari
konsepsi al-dariiriyydt al-kbhams yang diderivasi dari konsepsi daruriyat,
hajiyat dan tahsiniyat menjadi prinsip umum yang berintikan kebaikan dan
keadilan. Terakhir adalah generalisasi bahwa universalitas al-Qur'an adalah
untuk proyek kemanusiaan secara umum, hal ini meruntuhkan tembok
pemisah umat Islam dan non-muslim.

Pergeseran makna fikih serta pergeseran konsep maqasid al-sharl‘ah
yang terjadi pada masyarakat dengan Muslim minortas inilah yang
menyebabkan adanya pembaharuan atau rekonstruksi hukum kembali dalam
metodologis fikih minoritas atau figh al-agalliyyat. Adapun pergeseran makna
tekstual menjadi kontekstual dan pada akhirnya melahirkan hal subtansial
dari suatu peristiwa hukum inilah yang menjadi salah satu ijtihad
kontemporer dalam menjawab persoalan-persoalan Muslim minoritas di
Barat, dan jika penulis merumuskan metodologi pemahaman nash dan
implementasinya yang akan diaplikasikan ialah sebagai berikut : Formal —
Tekstual — Konstektual — Substansial.

Pemahaman Formal — Tekstual, landasan utama dalam pendekatan
tekstual ialah pendekatan yang mampu menyingkap maksud teks adalah
karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan Nabi Muhammad
Sallallahn ‘Alayhi wa Sallam. sebagai penyalur juga berasal dari bangsa Arab,
maka prasyarat utama bagi seseorang yang hendak menarik keluar sebuah
hukum dari asalnya adalah dengan kapabilitasnya dalam menguasai ilmu

%6 Muhammad Khalid Mas’ud, “Islamic Law and Muslim Minorities,” ISIM
Review, 1. no. 2 (2002): 7.
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kebahasaan (philological approach) baik dari sisi stilistik dan fungsionalnya.®’

Adapun bentuk kajian teori hukum Islam yang digunakan dalam
interpretasi linguistik menghasilkan empat taksonomi: pertama dirujuk dari
segi bentuk-bentuk formula taklif (pembebanan hukum) dalam pernyataan,
yaitu mencakup perintah (ar), larangan (nahy), dan memberikan pilihan
(takhyir). Kedua dilihat dari pola-pola penunjukan hukum yang dimaksud.
Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kalangan al-Mutakallimin dengan
al-Hanafiyah dalam metode penemuan hukum.”

Menurut ‘Abdullah Darraz, selama ini penerapan metodologi seperti
yang telah dijabarkan diatas, banyak diterapkan oleh pakar usul al-figh.
Dampak utama terlalu fokus terhadap kajian kebahasaan dalam ilmu usul al-
figh serta mengabaikan pendekatan keilmuan lain  dikhawatirkan
kemunduran hukum Islam dari perkembangan zaman dan perubahan sosial.
Produk hukum yang dirumuskan akan berbuah pada fatwa yang kaku, statis,
dan tidak adaptif, sechingga tidak berdaya dalam menghadapi derasnya arus
modernisasi.”

Kekhawatiran serupa juga diamini oleh Muhammad ‘Abid al-Jabiri (w.
1431/2010 M), menurutnya dominasi teori kebahasaan dan orientasi
tekstual usul al-figh memiliki kelemahan, diantaranya ialah pada dominasi
teori kebahasaan seringkali membuat hasil ijtthad terjebak dalam
ketidakpastian dan ambiguisitas. Akibatnya, kerapkali pendapat fikih seorang
ulama berbeda-beda antara satu sama lain dan sulit dicari titik temunya. Al-
Jabiri mencontohkan dengan ayat pengharaman khamar (QS: Al-Maidah [5]:
90). Pada saat membaca ayat ini, yang paling pertama dilakukan oleh ulama
adalah mendefinisikan khamar dan menjelaskan fi% amr yang terdapat pada
ayat tersebut; apakah kata perintah “Zzanibu” yang terdapat dalam ayat ini
termasuk kategori amr mulzim (kata perintah yang menunjukan kewajiban)
atau amr ghayr al-mulzim (kata perintah yang tidak menunjukkan kewajiban).
Pertanyaan berikutnya ialah, apakah titah (&hitab) ayat ini berlaku umum
untuk semua orang dan masa, atau hanya ditujukan kepada segelintir orang

67 Jasser Auda, Magasidal-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law A Systems
Approach (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008), 285.

®8Abual-Baqa’al-Kafawi, al-Kullivat, Cetakan ke-1, (Damaskus: Mansirat
Wizarah al-Thagafah wa al-Ir§ad al-Qawmi, 2003), 48.

8 Muhammad b. ‘Ali al-Shawkani, Irshad al-Fuhiil ila Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm
al-Usal ditahgiq oleh Abi Hafas Sami b. al-‘Arabi (Riyad: Dar al-Fadilah, 2000), ii, 027-
034.

48



dan pada masa tertentu saja. Ketika mendiskusikan permasalahan seperti ini,
para ulama seringkali berbeda pendapat antara satu dan lainnya dan
berujung pada ketidakpastian makna.”

Ambigusitas pemaknaan dalam metode kebahasaan juga dikritik oleh
Ibn ‘Ashur (w. 1394/1973 M), menurutnya kesatuan pendapat tidak
mungkin terwujud apabila hanya mengandalkan usul al-figh, sebab secara
historis usul al-figh dirumuskan setelah adanya fikih, sehingga perdebatan
fikih mengkristal menjadi berbagai macam mazhab. Tanpa disadari,
perdebatan yang terjadi telah mempengaruhi teori-teori usul al-figh.
Terlebih lagi, sebagian besar teori usul al-figh tidak didasarkan pada hikmabh,
tujuan, filosofi syariat, dan hanya mengandalkan kaidah kebahasaan ketika
menentukan hukum.”

Demi menutupi kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada
pendekatan tekstualis-tradisional, para ulama kontemporer memperbaharui
dan merekonstruksi bangunan metodologi hukum Islam dengan
mengintegrasikan nash dengan pendekatan keilmuan lain yang sedang
berkembang, seperti memperhatikan konteks sosial-politik, sejarah, dan
berbagai keilmuan lainnya. Salah satu pencapaian yang didapatkan dari
pendekatan ini kemudian melahirkan sebuah metodologi hukum baru yang
dikenal sebagai maqasid al-sharl‘ah. Menurut Hashim Kamali, pendekatan
maqasid tidak terbebani dengan teknis metodologis dan pembacaan teks
yang literalis. Maqgasid memberikan keleluasan ketika membaca dan
memahami syariat. Ketika beberapa doktrin penting dalam usul al-figh,
seperti Ijma‘, qiyas, bahkan ijtihad, tampak terbebani dengan persyaratan
yang ketat dan berat, maka maqasid memberi akses yang lebih nyaman
dalam bersyariat.”

Selanjutnya dari formal — tekstual menuju kontekstual — substansial,
dalam pergeseran makna fikih yang lebih condong pada pemahaman
kontekstual — substansial pada implementasinya di negara Barat dengan
Muslim minoritas. Atas dasar itu, kalangan kontekstualis memiliki dasar

serta pendapat bahwa penerapan paham ini sejalan dengan apa yang telah

Dr.Taha Jabiral -‘Alwani International Institute of Islamic Thought”
https:iiit.orgendr-taha-jabir-alalwani. diakses 10 September 2024.

"l Sa‘ad al-Din Mas‘ud b. ‘Umar al-Taftazani, Shark al-Talwih ‘ala al-Tawdih li
Matn al-Tangih fi Usil al-Figh (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 996), ii, 27.

2 Taha Jabir al-‘Alwani, Towards A Figh For Minorities: Some Basic
Reflections, (London: International Institute of Islamic Thought, 2003) 58.

49



dialami oleh masyarakat Muslim minoritas di Barat, kalangan kontekstualis
berpendapat bahwa dalam pemahaman konteks, makna bukan sekedar
muatan otonom yang terdapat dalam teks. Makna merupakan hasil
dialektika antara teks dan konteks. Maka, makna sebuah teks tidak sebatas
apa yang ditampilkan tampilan tekstualnya, namun bersifat multiple dan
plural diakibatkan pembacaan yang berbeda dari satu kondisi, pemikiran,
dan realitas yang lain. Dalam penetapan hukum, pencarian makna dan
tujuan dalam nash akan dipahami secara berbeda pada keadaan yang
berbeda dan bukan sebagai kumpulan tuntutan dan hukum yang kaku dan
rigid.”

Secara teknis, istinbat hukum kontekstual dapat didefinisikan sebagai
proses penggalian hukum pada nash tanpa hanya menyandarkan proses
pada analisis kebahasaan dan warisan tradisi, namun lebih menekankan pada
urgensi konteks dengan integrasi pemahaman terhadap kondisi sosial,
budaya, historis, ekonomi, dan politik dalam mengiringi penentuan
signifikansi hukum. Untuk itu, kelompok kontekstualis membuka ruang
selebar-lebarnya bagi akal untuk berijtthad dan menjadikan kemaslahatan
publik (masalih  al-‘Ammah) sebagai panduan utama dalam berijtihad.
Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya sebatas kemaslahatan yang
didapatkan dari teks, melainkan juga kemaslahatan yang diperoleh dari hasil
penalaran manusia secara kolektif. Menurut Hasan Hanafi, penggunaan akal
di era modern jauh lebih masif dibandingkan era klasik. Apabila pada abad
pertengahan penggunaan dalil naql (nalar bayani) lebih mendominasi, maka
pada era modern dalil aql (burhani) lebih banyak digunakan ketimbang naql.
Zaman modern dapat dikatakan sebagai masa kejayaan rasionalitas,
empirisme, dan kemaslahatan publik (masalih al-‘Gmmab). Bahkan baginya,
dalil naql tidak dapat dihukumi qati ketika ia berdiri sendiri, maka mesti
dikonfirmasi kebenarannya dengan penalaran rasional (burbhani).”

Corak metodologi kalangan kontekstualis yang menempatkan moral,
maSAlih al-‘Ammah, dan akal sebagai lingkup intrumen dalam mengistinbat
hukum, menjadikan maqasid al-shari‘ah sebagai metodologi hukum Islam

8 Muhammad Yusri Ibrahim, Figh al-Nawdzil li al-Aqalliyyat al-Muslimah:
Ta’stlan wa Tatbigan, Cetakan ke-1, (Mansurat Wizarah al-Thaqafah wa al-Ir§ad al-
Qawmi: 2000), 82.

4 Tauseef Ahmad Parray, “The Legal Methodology of “Figh al-Agalliyyat” and
its Critics: An Analytical Study,” Journal of Muslim Minority Affairs, 32, No. (2022):
90.
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yang banyak digunakan oleh kaum kontekstualis. Meskipun maqasid al-
shari‘ah dianggap sebagai solusi alternatif oleh sebagian kalangan, Hashim
Kamali tidak sepenuhnya meyakini bahwa maqasid al-shariah dapat
menyelesaikan problematika hukum Islam yang begitu jamak dan kompleks
apabila tidak diperbaharui terlebih dahulu. Rekomendasi ini diamini oleh
Amin Abdullah, yang berpendapat bahwa para pengkaji maqasid perlu
memadukan kajiannya pada pendekatan-pendekatan keilmuan yang lain,
semisal pendekatan filsafat, sejarah, dan keilmuan yang bersifat modernitas,
agar dapat diaktualisasikan secara efektif dan solutif. Penggunaan teori
maqasid saja tanpa dipadukan dengan pendekatan lain, hanya akan berfungsi
sebagai alat apologi dan pengukuh semata, serta sulit digunakan untuk
mencari titik temu antara hukum Islam dan modernitas.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kedua corak kecondongan
pengambilan hukum yang diperlihatkan oleh pengkaji hukum Islam, baik
tekstualis maupun kontekstualis, dengan pada hakikatnya sama-sama
berusaha untuk mempertahankan kesesuaian dan kedinamisan syariat Islam
dalam situasi apapun. Keduanya sama-sama mengakui bahwa di setiap sudut
hukum yang diturunkan, memiliki makna dan tujuan. Akan tetapi, yang
menjadi polemik adalah bagaimana cara mengambil dan mengeluarkan
hukum itu sendiri.”

Dalam konteks modern, pengertian akal diperluas dengan memasukkan
ilmu humaniora dan sosial modern sebagai perangkat analisis hukum Islam
ataupun teks keagamaan secara umum, sementara kelompok tekstualis
mengembangkan metode membaca teks melalui kajian-kajian teks yang
sudah tersedia dalam tradisi Islam. Hal inilah yang menjadikan figh al-
aqalliyydrt berbeda dan mempunyai khasnya tersendiri dalam metodologis
ijtihadnya.”

> Musfir b. ‘Ali b. Muhammad al-Qatani, Manhaj Istinbat Ahkam al-Nawazil al-
Fighiyyah al-Mu ‘asirah: Dirasah Ta’siliyyah Tatbigiyyah, Cetakan ke-1, (Jeddah: Dar
al-Andalus al-Khadra’, 2003), 84.

6 Al-Sayd Yasin, al-Kawniyyah wa al-Usiliyyah wa Ma Ba‘da al-Hadathah:
As’ilat al-Qarn al-Hadi wa al-‘Isyrin, Cetakan ke-2, (Giza: Maktabah al-Akadimiyah,
2005), 34.

" Horowitz, “The Qur’an and the Common Law: Islamic Law Reform and the
Theory of Legal Change.” The American Journal of Comparative Law 42, no. 2 (1994):
233-93. https://doi.org/10.2307/840748.
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4. Prinsip-Prinsip Metodologis Figh al-Aqalliyyat

Pendekatan dan prinsip figh al-aqalliyyat (fikih minoritas) didasarkan
pada fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang
kompleks dan berbeda, terutama bagi komunitas Muslim minoritas. Prinsip
ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya tempat
Muslim minoritas hidup untuk merumuskan hukum yang relevan dan
aplikatif tanpa mengabaikan nilai-nilai inti syariat. Pendekatan ini sejalan
dengan teori konstruksi sosial yang melihat realitas sebagai hasil interaksi
individu dan masyarakat yang dinamis.

Dalam teori konstruksi sosial yang dipopulerkan oleh Peter Berger,
realitas sosial dipahami sebagai hasil konstruksi individu yang bebas. Teori
ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat individu sebagai
pencipta realitas sosial melalui kehendak dan tindakannya. Manusia dalam
banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol
struktur dan pranata sosial melalui respons terhadap stimulus yang diterima
dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu dipandang sebagai
pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.” Manusia
dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol
struktur dan pranata sosialnya dimana individu melalui respon-respons
terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam hal ini proses konstruksi
dari teori berger berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga
bentuk realitas yang menjadi entry concept, yakni subjective reality, symbolic reality
dan objective reality.”

Pendekatan konstruksionis melihat proses framing sebagai proses
konstruksi sosial untuk memaknai realitas. Proses ini bukan hanya terjadi
dalam level wacana, tetapi juga dalam struktur kognisi individu dengan
adanya konsep frame dalam level individual atau skemata interpretasi.
Frame dalam level wacana dan level individual ini merupakan dua sistem
yang saling berkaitan dalam proses konstruksi sosial untuk memaknai
realitas.”” Dalam konteks inilah Gamson melihat adanya hubungan antara

™ Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger
Tentang Kenyataan Sosial,” Kanal: Jurnal limu Komunikasi 7, no. 1 (2018): 1-9,
https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101.

8 Aimie Sulaiman, “Teori Konstruksi Sosial,” Jurnal Society, 4, no. 1, Juni 2016:
233-93.

80 Rabi’ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri et al., “Legal Consequences for a
Notary Public With Double Professions as a Rector of A Private University Based on
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wacana media dan opini publik yang terbentuk di masyarakat. Teori ini
tentunya sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian dan objek
penelitian, karena konstruksi sosial yang terbangun atas realitas sosial yang
melahirkan ekosistem sosial. Munculnya figh al-aqalliyydr ini selaras dengan
kebutuhan-kebutuhan Muslim minoritas di Barat yang dalam hal ini
terbangun dalam figh of reality, karena realita yang mereka hadapi tentunya
berbeda dengan realita yang dihadapi oleh Muslim mayoritas khususnya
dalam ranah tatanan hukum keluarga.”

Taha Jabir Al-Alwani juga seorang tokoh pencetus figh al-aqalliyyat
lebih memilih prinsip-prinsip yang bersifat berkeadilan dan prisnip
fleksibilats hukum sangat dijunjung dalam hal ini, diantara prinsip-prinsip
Taha Jabir Al-Alwani yang menjadi landasan dalam perumusan figh al/-
aqalliyydt pada Muslim minoritas menurut Taha Jabir Al-Alwani, ialah** :

a. Mengungkap kesatuan struktural Al-Qur'an dengan membacanya
secara kontras dengan menelaah alam semesta dan pergerakannya.
Sunnah Nabi yang ma’sum dipandang sebagai contoh praktis dan
penafsiran nilai-nilai Al-Qur'an di dunia nyata. Sunnah juga harus
dipandang sebagai suatu struktur yang terintegrasi, terkait erat dengan
Al-Qur’an sebagai penjabaran nilai-nilainya untuk situasi yang relatif
spesifik.

b. Mengakui supremasi dan keutamaan Al-Qur’an sebagai pedoman
serta penuntun utama dalam segala lini kehidupan, termasuk ucapan
dan tindakan Nabi. Ketika Al-Qur’an menetapkan prinsip tertentu,
seperti toleransi dan keadilan dalam berurusan dengan non-Muslim,
maka ketentuan Al-Qur’an akan lebih dahulu diutamakan. Perkataan
dan tindakan Nabi, dalam hal ini perlu penafsiran agar sesuai dengan
prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan tunduk padanya. Salah
satu contoh dalam hal ini adalah penafsiran sebuah hadis tentang
tidak boleh membalas salam orang non-Muslim dengan ucapan yang
lebih baik yang tampaknya tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur’an.

Law on Office of Notary Public,” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 23, no. 1
(2023): 25-35, https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.8611.

8 Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger
Tentang Kenyataan Sosial,” Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi 7, no. 1 (2018): 1-9,
https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101.

8 Taha Jabir al-‘Alwani, Towards A Figh For Minorities: Some Basic
Reflections, (London: International Institute of Islamic Thought, 2003) 58.
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C.

Merenungkan tujuan Al-Quran dalam menghubungkan realitas
kehidupan manusia dengan apa yang belum bisa dijangkau oleh
manusia, atau ghaib, dan mendiskreditkan gagasan keacakan atau
kebetulan. Hal ini pada akhirnya memberikan pemahaman tentang
hubungan antara dunia yang terlihat (dzahir) dan yang tidak terlihat
(ghaib), yang dapat diketahui dan yang tidak dapat diketahui; antara
teks mutlak Al-Qur'an dan kondisi nyata manusia. Hal ini
menyingkapkan sebagian dari perbedaan halus antara kemanusiaan
dan individualitas manusia. Sebagai individu, manusia adalah makhluk
yang relatif, namun kemanusiaannya menjadikannya makhluk
universal dan absolut.

Mengingat pentingnya faktor waktu dan ruang, Al-Quran
menekankan kesucian keduanya. Al-Qur’an menetapkan jumlah bulan
dalam setahun sebanyak dua belas dan menjadikan tanah tertentu,
yaitu tanah Haramain (Mekah dan Madinah), sebagai tanah suci.
Dalam kerangka waktu dan ruang ini, seseorang dapat memahami
keberadaan manusia sejak penciptaan Adam dan Hawa hingga
mencapal takdir akhirnya. Keberadaan manusia dalam ruang dan
waktu inilah yang menjadi penghubung antara universalitas Al-Qur’an
dan universalitas umat manusia.

Aktualisasi konsep fikih geografi dalam Al-Quran. Seluruh bumi
adalah milik Tuhan dan Islam adalah agama Tuhan. Pada hakikatnya,
setiap negara adalah bagian dari wilayah Islam (ddr al-Iskam), baik
secara nyata saat ini maupun yang akan menjadi demikian di masa
depan. Seluruh umat manusia adalah bagian dari komunitas Islam
(ummat al-Isldm), baik mereka yang telah memeluk Islam maupun yang
berpotensi menjadi pengikutnya di kemudian hari.

Pengakuan atas universalitas misi Al-Qur’an merupakan hal mendasar
dalam memahami perbedaan antara Al-Qur’an dan kitab-kitab suci
sebelumnya. Jika kitab-kitab terdahulu memiliki cakupan dakwah yang
terbatas pada komunitas-komunitas lokal dan spesifik, maka Al-
Qur’an hadir dengan misi yang universal. Proses penyampaian wahyu
dimulai kepada Nabi Muhammad dan kerabat terdekatnya, kemudian
diperluas kepada masyarakat Makkah dan wilayah sekitarnya, lalu
menjangkau komunitas yang lebih luas, dan pada akhirnya ditujukan
bagi seluruh umat manusia sebagai petunjuk hidup yang bersifat
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global.

Studi mendalam terhadap kompleksitas kehidupan sosial merupakan
keniscayaan, karena konteks sosial menjadi ruang di mana pertanyaan-
pertanyaan dan persoalan-persoalan  syariat muncul. Tanpa
pemahaman menyeluruh terhadap berbagai dimensi kehidupan,
rumusan teori fikih yang sesuai dan relevan dengan nilai-nilai Al-
Qur’an akan sulit tercapai. Di masa Rasulullah, persoalan muncul dari
kondisi nyata umat, dan wahyu turun sebagai respon terhadap
kebutuhan tersebut. Saat ini, dengan wahyu yang telah sempurna,
tugas umat Islam adalah mengartikulasikan persoalan dan kebutuhan
aktual, kemudian merujuk kepada Al-Qur’an serta menelaah Sunnah
Nabi untuk memahami konteks turunnya ayat dan mengaitkannya
dengan realitas kontemporer.

Kajian terhadap prinsip-prinsip dasar syariat, khususnya yang
berkaitan dengan maqdsid al-syari‘ah (tujuan-tujuan utama syariat),
menjadi landasan penting dalam pengembangan fikih modern,
terutama bagi komunitas minoritas Muslim. Pendekatan ini harus
bertumpu pada nilai-nilai universal yang luhur dan memperhatikan
secara cermat distingsi antara maksud syariat dan niat seorang Muslim
yang bertanggung jawab secara etis dan spiritual.

Kesadaran bahwa warisan fikih klasik tidak selalu mencukupi sebagai
rujukan fatwa dan regulasi modern perlu ditanamkan. Meski demikian,
khazanah fikih klasik tetap menyimpan preseden berharga berupa
fatwa dan produk hukum yang dapat dijadikan acuan dalam
merumuskan pendekatan dan metodologi kontemporer. Segala hal
yang relevan, bermanfaat, dan mewakili esensi ajaran Islam dapat
diadopsi, dengan tetap menjaga kesinambungan historis dan normatif
dengan pendapat hukum ulama masa lalu. Proses ijtthad saat ini tidak
dimaksudkan sebagai kritik terhadap ketidaklengkapan fikih terdahulu,
melainkan sebagai respons terhadap dinamika sosial dan tantangan
zaman yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya.

Dari monografi singkat ini jelas terlihat bahwa fikih Islam yang

berkaitan dengan minoritas Muslim pada dasarnya berasal dari fikih umum

Islam secara keseluruhan. Ini berada dalam kategori yang mirip dengan fikih

fundamental, prioritas (al-awlawiyyai), kontras (al-muwdzanah), atau realitas,

atau fikih komparatif, atau fikih etika dll. Oleh karena itu, meskipun cabang
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fikih ini mencakup beberapa aspek dari fikih umum, fokusnya secara khusus
pada isu-isu yang mempengaruhi minoritas Muslim yang hidup di antara
mayoritas non-Muslim dan berupaya untuk melestarikan identitas mereka.*’
Dibawah adat istiadat, perundang-undangan, dan undang-undang yang agak
berbeda, sudah menjadi rahasia umum pula bahwa setiap putusan fikih
mempunyai dampak budaya tersendiri, dengan kebudayaan bermula dari
fikih dan hukum-hukum yang mengatur masyarakat. Dalam hal ini adanya
kesinambungan antara fikih, undang-undang agama, dan budaya memainkan
peran pada Muslim yang berada pada negara tertentu.* Terdapat sejumlah
metode, sarana dan alat yang dapat digunakan untuk membangun fikih ini
berdasarkan landasan yang kuat, dan hal ini mencakup dalam fikih untuk
kaum minoritas, yakni sebuah disiplin kolektif dan tidak boleh dipraktikkan
secara individual. Fikih memiliki banyak aspek, dengan perbedaan aspek
yang menjadikan pendekatan individualistis berpotensi berbahaya. Ini terdiri
dari unsur politik, ekonomi, budaya, sosial dan hukum.*

Disamping itu, Abdullah bin Bayyah seorang mujtahid fikih yang
berfokus pada figh al-aqalliyydr (fikih minoritas) memiliki prinsip dalam
implementasi figh al-agalliyyat, diantaranya ialah; tahglq al-mandt dan al-gaw!
al-daflf sebagai wasilah kemaslahatan dan tindaklanjut dalam menyikapi
realitas dan optimalisasi Is/amic legal maxim dalam ijtihad.™

Utgensitas tahglqg al-mandt dapat dilihat dari pernyataan Bin Bayyah
yang menyebutkan bahwa berijtthad dalam proses meletakkan hukum
merupakan jembatan penghubung antara hukum Allah dengan realitas, dan
penghubung antara teks dengan konteks. Tanpa tahglg al-mandt, boleh jadi
hukum diputuskan tidak relevan dengan realitas, atau malah keluar dari
kehendak yang diinginkan oleh syariat, sehingga hukum lebih mendekati
kemudaratan ketimbang kemaslahatan bagi manusia. Hukum yang
berindikasikan perintah terlaksanakan di luar jalurnya, begitupun pelarangan

8 <“Rojulun Mufakkir Islami Taha Jabir Alwani,” Aljazeera.net, 2016,
https://www.aljazeera.net/culture/2016/3/5/ & stall- sla-ada- Syl Sdall-dis 5,

8 Gafoordeen and Sabir, “Thaha Jabir Al-Alwani &Y usuf al-Qardlawi Founders
of Minority Figh (Figh Al Aqalliyat).” International Journal of Research and Scientific
Innovation X, no. IV (2023): 78-83. https://doi.org/10.51244/1JRSI.2023.10410.

8 Jlham Tohari and Moh. Kholish, “Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual
Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” Arena Hukum 13, no. 02 (2020):
314-28, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7.

8 “Man Huwa Abdullah Bin Bayyah ?,” 2014,
https://www.youtube.com/watch?v=NgFdLZqgehhU.
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yang semestinya tidak harus dilakukan. Bin Bayyah mengistilahkan tahgig al-
mandt sebagai ‘taskhis al-qadiyyah min haytsu al-wdqi® (identifikasi suatu
perkara berdasarkan realitas).”

Bin Bayyah dalam pemikiran fikihnya adalah mengunggulkan (zarjih)
al-gawl al-dalf dengan pertimbangan maslahat dan meninggalkan pendapat
yang awalnya rajih disebabkan karena dalil a/-gaw/ al-daTf ini baru ditemukan
atau derajatnya naik dikarenakan banyak ulama yang menggunakannya, atau
juga karena dorongan maqasid al-shari‘ah yang kuat dalam konteks masa
yang berbeda. Bin Bayyah kemudian menyampaikan tiga syarat yang harus
diperhatikan dalam mengamalkan pendapat da’if, yaitu: pertama, pendapat
tersebut tidak parah kelemahannya; kedua, pendapat tersebut memiliki
sumber yang jelas, yaitu seorang faqih yang pantas untuk diikuti dari sisi
ilmu dan kualitas keimanannya; dan ketiga, kondisi darurat yang menjadi
penyebabnya benar-benar terjadi, dan tentunya hal ini selaras dengan apa
yang Muslim minoritas alami di negara mereka.*

Optimalisasi Islamzic legal maxim atau gawd ‘id fighiyyah tentunya sangat
dibutuhkan dan digunakan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan
ijtthad, qawdd fighiyyah membuka jalan dan bersifat solutif dan fleksibel
dalam implementasiannya, dikarenakan kaidah-kaidah pokok yang diusung
merupakan kaidah-kaidah umum yang disesuai dengan konteks sosial dan
realitas untuk mukallaf yang bertempat tinggal atau berada dalam keadaan
tertentu. ¥

Menurut al-Qarafl (w. 684 H/1285 M), scorang faglh tidak akan
memiliki otoritas yang kuat dalam berijtihad jika tidak berpegang pada
disiplin ilmu  al-ganwd %d, baik dalam ranah fikih (algawa’id al-fighiyyah)
maupun usul fikih (algawd id al-ustiliyyah). Ketiadaan penguasaan terhadap
prinsip-prinsip dasar ini berpotensi menimbulkan kontradiksi antara hasil
ijtihad dengan dalil-dalil kulll (universal). Oleh karena itu, penguasaan
terhadap struktur dan klasifikasi kaidah-kaidah pokok menjadi penting agar

87 Bayyah, Jjtihad bi-Tahqiq al-Manat: Figh al-Wagi* wa Tawaqqu’, Cetakan ke-
1, (Beirut: Maktabah Syamilah Adzahabiyyah, 2010), 43.

8 Abdullah Bayyah, Sind‘at al-Fatwa wa Figh al-Agallivat ed. Cetakan ke-1
(Beirut: Dar al-Minhaj Libanon, 2007), 15.

8 U Jabir A L I Hudawi, “Abdullah Bin Bayyah : His Life and Contributions in
Jurisprudence , Focus on Reality Figh,” (Thesis at Darul Huda Islamic University,
Chemmad , Kerala, India, 2015)
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cabang-cabang hukum (f#71%) dapat dipahami dan diterapkan secara tepat.
Dalam a/-Furtig, al-Qarafl menjelaskan bahwa kaidah-kaidah dasar tersebut
berfungsi sebagai pengikat konseptual atas keragaman dan penyebaran
kasus-kasus cabang yang muncul dalam praktik hukum Islam. Selaras
dengan itu, ‘All al-Nadawl menegaskan bahwa kaidah-kaidah pokok ini
dapat dijadikan sebagai pijakan normatif dalam menyeimbangkan dan
mengkoherensikan berbagai permasalahan furli® yang bersifat parsial dan
situasional.”

Mengacu pada urgensinya, kaidah-kaidah pokok dalam kerangka usul
fikih memiliki peran strategis dalam membangun metodologi ijtihad yang
relevan dengan kebutuhan kontemporer. Bin Bayyah secara metodologis
menegaskan pentingnya penyandaran ijtihad pada a/-gawa id al-fighiyyah dan
al-ustiliyyah, khususnya dalam konteks figh al-agalliyyat (fikih minoritas).
Meskipun banyak ulama juga merujuk pada kaidah-kaidah umum dalam
merumuskan fatwa, keunikan pendekatan Bin Bayyah terletak pada
pembatasannya yang eksplisit terhadap pilihan dan penerapan kaidah, yakni
hanya enam kaidah yang dianggap paling relevan dalam menangani
problematika minoritas Muslim.” Bahkan, di antara kaidah tersebut,
terdapat satu yang jarang digunakan oleh ulama lain namun dijadikan
landasan penting dalam kerangka pemikiran Bin Bayyah. Keenam kaidah
dimaksud meliputi: a/~Tayslr wa raf* al-haraj (prinsip kemudahan dan
penghapusan kesulitan), zaghyir al-fatwa bi-taghylr al-zamdn (perubahan fatwa
berdasarkan dinamika zaman), tanzi/ al-hdjah manzilat al-dartirah (asimilasi
kebutuhan mendesak dengan kondisi darurat), a/-‘urf (kebiasaan lokal sebagai
sumber pertimbangan hukum), alnazar fii al-maldt (pertimbangan terhadap
konsekuensi hukum jangka panjang), dan tanzi/ aljama‘ah manzilat al-gadi
(pengakuan terhadap otoritas komunitas sebagai representasi otoritas
hukum kolektif). Strategi sistematis ini menunjukkan komitmen Bin Bayyah

% Rais Alhaadi Iskandar, “Pemikiran Figh al-Agqalliyyat Abdullah Bin Bayyah
Bagi Muslim Minoritas,” Journal of Economic Perspectives 15, no. 02 (2022),
http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2022 -
Coachingd'{\'{e}}quipe.pdf%0Ahttp://journal.um
surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-
palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017.

%1 Hudawi, “Abdullah Bin Bayyah : His Life and Contributions in Jurisprudence ,
Focus on Reality Figh.” (Thesis at Darul Huda Islamic University, Chemmad , Kerala,
India, 2015.)
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dalam merumuskan pendekatan fikih yang kontekstual, terukur, dan tetap
terhubung dengan tradisi hukum Islam klasik.”

Penulis menyimpulkan, bahwa figh al-aqalliyyat merupakan solusi
penting dan relevan dalam menghadapi berbagai problematika hukum
keluarga Islam yang dialami oleh komunitas Muslim minoritas, khususnya di
negara-negara Barat. Dalam konteks sosial dan hukum yang sangat berbeda
dengan negara mayoritas Muslim, umat Islam di Barat menghadapi
tantangan dalam menjalankan ajaran agamanya secara utuh. Oleh karena itu,
figh al-agalliyydt hadir sebagai bentuk ijtihad kontemporer dengan magasid al-
syarl ‘ah, realitas sosial, dan prinsip kemaslahatan. Melalui fleksibilitas metode
sepetti istihsan, ‘urf, dan darlirah, serta semangat fajdld (pembaharuan figh al-
aqalliyyt menjadi kerangka hukum yang mampu menjaga identitas
keislaman sekaligus memungkinkan integrasi harmonis umat Islam dalam
masyarakat non-Muslim.

%2 Miftakhul Arif, “Konsep Maqasid Al-Shari‘ah Abdullah Bin Bayyah,” El-
Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 6, no. 1 (2020): 18-35,
https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.100.

59



60



BAB III
INTELEKTUALITAS MUHAMMAD SALIH IBN
AL-‘UTHAYMIN DAN YUSUF AL-QARADAWI

Intelektualitas para tokoh dalam studi pemikiran Islam kontemporer
menjadi hal yang tak terelakkan, karena melalui pemahaman atas latar
belakang, corak berpikir, serta kontribusi keilmuannya, kita dapat
menangkap kerangka epistemologis yang melandasi fatwa dan pandangan
hukum yang mereka hasilkan. Dalam konteks ini, dua figur penting yakni
Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin dan Yusuf al-Qaradawl menjadi
representasi utama dari dua pendekatan yang berbeda dalam khazanah fikih
modern. Pembahasan ini diawali dengan telaah historis-biografis yang
menelusuri perjalanan hidup, pendidikan, serta kiprah intelektual keduanya
guna memahami akar dari kerangka berpikir yang mereka bangun.
Selanjutnya, kajian ini mendalami kecenderungan konservatif dan progresif
yang terefleksi dalam respons fatwa mereka terhadap problematika umat,
khususnya dalam konteks masyarakat Muslim minoritas. Dengan pendekatan
ini, diharapkan muncul pemahaman yang proporsional terhadap cara
masing-masing  tokoh  merespons  tantangan  zaman,  sekaligus
mempetlihatkan dinamika fikih yang senantiasa bersentuhan dengan realitas

sosial yang melingkupinya.

A. Sketsa Biografi : Ibn Al-‘Uthaymin dan Al-Qaradawl
1. Biografi Ibn Al-‘Uthaymin

Muhammad ibn Salih ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn ‘Abd al-
Rahman al-"Uthaymin al-Wuhaibl al-TamIml lahir pada 27 Ramadan 1347
H/1929 M di kota ‘“Unayzah, wilayah al-Qasim, Arab Saudi. Beliau dikenal
dengan kunyah Abu ‘Abdillah dan merupakan salah satu ulama besar dari
mazhab Hanbali di era kontemporer. Selain dikenal karena keluasan ilmunya
dalam bidang fikih dan akidah, ia juga aktif mengajar dan menulis sejumlah
karya ilmiah yang masih dirujuk hingga kini. Ketokohan beliau semakin
menonjol karena gaya penyampaian yang sistematis, argumentatif, dan
mudah dipahami, baik oleh kalangan awam maupun terpelajar. Warisannya
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dalam bidang keilmuan Islam menjadi inspirasi penting bagi generasi penerus
di berbagai belahan dunia Muslim.'

Pendidikan awalnya dimulai dengan menghafal al-Qut’an di bawah
bimbingan kakek dari garis keturunan ibu yakni ‘Abd al-Rahman al-Damig.
Beliau merupakan salah satu ulama terkemuka di Qasim pada masanya,
hingga beliau berhasil mengkhatamkan hafalan al-Qur’an pada usia dini.
Selain mempelajari pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung
di sekolah formal, beliau juga memperdalam ilmu-ilmu agama seperti fikih,
hadis, dan akidah di bawah asuhan langsung ulama besar ‘Abd al-Rahman
al-Sa‘dl, serta sempat menimba ilmu dati ‘Abd al-Razzaq ‘Afifl al-Azharl
ketika berada di ‘Unayzah.”

Pada tahun 1372 H/1953 M, atas rekomendasi gurunya al-Sa‘dl, Ibn al-
‘Uthaymin melanjutkan studinya di Mahad al-‘IlmI Riyad, tempat di mana
beliau menimba ilmu dati sejumlah ulama ternama seperti Muhammad al-
Amin al-Shinqltl, penulis Adwa’ al-Bayan, serta “Abd al-Rahman al-Ifriql.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma‘had tersebut, beliau melanjutkan
studi ke Universitas Imam Muhammad ibn Sa‘lid al-Islamiyyah di Riyad
hingga lulus, dan selama masa ini beliau secara aktif bertalaqql dengan Ibn
Baz dalam bidang hadis dan fikih perbandingan. Pengaruh kuat dari al-Sa’dl
terlihat jelas dalam karakter dan metode pengajaran Ibn al-"Uthaymin,
seperti penggunaan pendekatan yang ringkas, komunikatif, dan penuh
hikmah dalam menyampaikan ilmu.’

Sepeninggal al-Sa‘dl pada 1376 H, beliau menggantikan posisi gurunya
sebagai imam dan khatib Masjid Besar "Unayzah sekaligus menjadi pengajar
di Ma‘had ‘Ilml yang didirikan di masjid tersebut. Beliau juga diangkat
sebagai dosen di Fakultas Syatiah Universitas Imam Muhammad ibn Sa‘td
al-Islamiyyah cabang al-Qasim sejak tahun 1398 H hingga wafatnya. Selain

L'walid Ahmad al-Husayni, Al-Jami ‘ li-Hayati al- ‘Allamah Muhammad bin Salih
al- ‘Uthaymin al- ‘llmiyyah wa al- ‘Amaliyyah wa Ma Qila Fthi mina al-Marathi, Cetakan
ke-1, (Baritonia: Dar al-Ma’rifah, 2004), 245.

2 Ahmad al-Husayni, 12.

3 Ahmad al-Husayni, 17.

62



itu, beliau juga sering mengisi pengajian di Masjid al-Haram dan Masjid
Nabawl, serta menjadi anggota tetap Hay ah Kibar al- Ulam@’ Arab Saudi.*

Pengaruh intelektualnya tidak hanya terbatas pada institusi pendidikan
formal, melainkan juga melalui berbagai majelis yang beliau hadiri secara
rutin, dengan para hakim, petugas hisbah, khatib, dan pelajar di wilayah al-
Qasim. Pandangan dan nasihat beliau pun sering diminta oleh para
pemimpin lokal dan tokoh masyarakat. Meski berafiliasi dengan mazhab
Hanbali, Ibn al- Uthaymin tidak terpaku oleh fanatisme mazhab, melainkan
lebih mengedepankan pendekatan ijtihad yang berlandaskan dalil dan tarjth
pendapat paling kuat menurutnya, walaupun terkadang berbeda dengan
pendapat resmi mazhab.’

Beliau wafat pada tahun 1421 H/2000 M di Jeddah dan dimakamkan di
Makkah al-Mukarramah. Sepeninggalnya, banyak dari murid-murid beliau
yang terus melanjutkan dakwah dan pengajarannya, khususnya di wilayah
Teluk seperti Arab Saudi dan Yordania. Warisan ilmiahnya yang begitu
melimpah, sebagian besar diterbitkan dari hasil transkripsi (Zafiigh) kajian
yang beliau adakan, dan menjadikannya sebagai salah satu ulama
kontemporer paling berpengaruh dalam dunia Islam modern.

2. Biografi Al-Qaradawl

Salah satu tokoh pemikir Islam saat ini adalah al-Qaradawl yang
dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa.
Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena al-Qaradawl memiliki
metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena
metodologinya tersebut al-Qaradawl diterima oleh kalangan Barat sebagai
seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan
moderat. Kapasitasnya itu pulalah yang membuat al-Qaradawl sering
menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama-agama di Eropa
maupun di Amerika, sebagai wakil kelompok Islam.’

4 Marziiq ‘Abd Rabbih ‘Abd al-*Al, Biography of Shaykh Muhammad Bin Salih
Al Uthaymeen Rh. Cetakan ke-2, (Kairo: Maktabah Ruysd, 2011), 103.

5 Khayr al-Din bin Mansiir, Ara@’ al-Shaykh Muzammad Bin Salik al- ‘Uthaymin
Fr  Ashhar al-Mu‘amalat  al-Maliyyah  (University of Eloued, 2025), 205.
https://dspace.univ-eloued.dz/items/aa255d47-4ad7-44f8-8385-51a886d5fcf5.

® Hatim Muhammad Biisamah, Tahgig Al-Mandt Wa Atharuhu Fi Figh al-
Agalliyyat, Cetakan ke-1 (Cairo: Dar Ibnu Hazm, 2003), 203.
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Yusuf ‘Abdullah al-Qaradawl lahir pada 9 September 1926 di desa
Shafath Turab, kawasan Mahallat al-Kubra, Provinsi al-Gharbiyyah,
Republik Arab Mesir. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang religius
dan disiplin, yang membentuk fondasi keilmuan serta komitmen moralnya
terthadap ajaran Islam. Kecerdasannya yang menonjol dan semangat
belajarnya yang tinggi mengantarkannya menempuh pendidikan formal di
al-Azhar, lembaga pendidikan Islam paling berpengaruh di dunia.
Pandangannya yang moderat, argumentatif, dan kontekstual menjadikannya
sebagai rujukan penting dalam pemikiran Islam modern. Kombinasi antara
penguasaan tradisi ilmiah klasik dan keberanian merespons tantangan
zaman telah menjadikan al-Qaradawl salah satu ulama paling berpengaruh
di dunia Islam kontemporer.”

Ayahnya bernama Abdullah yang merupakan seorang anak dari
pedagangan sukses Haji’ Ali al-Qaradawl. Mengutip cerita pamannya, al-
Qardhawl menuturkan bahwa nenek moyang dati pihak ayahnya ini dahulu
berasal dari sebuah daerah yang bernama Al Qaradhah dan namanya
dihubungkan dengan nama daerah tersebut, sehingga ia populer dengan
panggilan al-Qaradawl (huruf ra dibaca dengan baris di atas) dan bukan al
Qardhawi (dengan mematikan huruf ra), seperti yang biasa diucap oleh
kalangan masyarakat Syam.

Asal usul keluarganya di Shafth al-Turab bermula dari kakeknya, Haji
‘Ali al-Qaradawl. Ia mempunyai enam orang anak dan semuanya laki-laki,
yaitu Muhammad, ‘Abdul Aziz, Yusuf, Ahmad, Abdullah (ayah al-
Qaradawl), dan Sa’ad. Hanya tiga orang dari nama-nama ini yang
mempunyai anak, yaitu ‘Abdul ‘Aziz (Muhammad dan Kamil), Ahmad
(‘Ali, Ibrahim dan Khadrah), dan Abdullah ayah dati al-Qaradawl, hanya
memiliki satu orang anak yaitu al-Qaradawi.’

Yusuf al-Qaradawl tumbuh dan berkembang dalam lingkungan
keluarga yang religius dan beradab, dengan latar belakang ekonomi berbasis
pertanian. Sejak usia dini, tepatnya ketika baru menginjak dua tahun, beliau

" Rodolfo Ragionieri, Constructing an Islamic Theory of IR: The Case of Yiisuf
al-Qaradawi, Ummah, Jihad and the World, Cetakan ke-2, (London: Palgrave
Macmillan, 2007), 98.

8 Amrin Amrin and Amirullah Amirullah, “Contemporary Legal Istimbat: Study
on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi,” Mizan: Journal of
Islamic Law 6, no. 1 (2022): 89, https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244.
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telah kehilangan ayah kandungnya. Setelah itu, pengasuhan dan pendidikan
beliau dilanjutkan oleh pamannya, yang membesarkannya dengan penuh
kasih sayang dan perhatian. Dalam berbagai kesempatan, al-Qaradawl
sendiri mengakui bahwa figur pamannya tersebut telah berperan sebagai
sosok ayah dalam hidup dan pembentukan karakternya.

Dengan perhatian yang cukup baik dan lingkungan keluarga yang
tekun dalam beragama, pada umur lima tahun al-Qaradawl telah memulai
hafal Al-Qur’an. Dalam perkembangannya, belum sampai usia 10 tahun ia
sudah mampu menghafal Al-Qur’an secara keeluruhan serta fasih
bacaannya, karena pengetahuannya tentang tajwid yang sempurna dan
merdu suaranya.

Pendidikan selanjutnya diteruskan ke Ma’had Tanta, yang diselesaikan
selama empat tahun, kemudian dilanjutkan pada tingkat menengah yang
diselesaikan dalam waktu lima tahun. Dari sinilah al-Qaradawl melanjutkan
pendidikan tingkat tingginya dengan memasuki universitas al-Azhar, Kairo
untuk mengambil bidang studi agama pada fakultas Ushuluddin sampai
mendapat syahadah aliyah (tahun 1952-1953), dengan predikat lulus
terbaik. Kemudian pada tahun 1957 al-Qaradawl masuk pada Ma ‘had al-
Buhtith wa al-Dirdsat al-"Arabiyyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di
bidang bahasa dan sastra. Tahun 1960 ia menamatkan studi pada
Pascasarjana di Universitas al Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadis.
Selanjutnya al-Qardhawl berhasil menyelesaikan pendidikannya pada
program Doktor dengan disertasi figh al zakah pada tahun 1972 dengan
predikat cumlaude.’

Yusuf al-Qaradawl merupakan figur intelektual Muslim yang aktif
dalam berbagai forum ilmiah internasional. Beberapa muktamar penting
yang pernah diikutinya antara lain: Muktamar Internasional Pertama
tentang Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Universitas Malik ‘Abd
al-'Azlz di Makkah; Muktamar Internasional Pertama tentang Orientasi
dan Pembekalan para Da‘i yang difasilitasi oleh Universitas Islam Madinah;
serta Muktamar Internasional Pertama tentang fikih Islam yang diadakan

oleh Universitas Islam Muhammad bin Sa‘id di Riyadh. Selain itu, ia juga

® Mohamad Haji and Mohamad Azmi Bin. “European Islam and reform: a
comparative study of the theologies of Yusuf al-Qaradawi and Tariq Ramadan.”
(Disertasi Ph.D., University of Birmingham, 2015)
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turut hadir dalam Muktamar Sirah Nabawiyyah dan Sunnah Nabi yang
diselenggarakan di berbagai negara. Dalam salah satu muktamar yang
betlangsung di Qatar, al-Qaradawl bahkan dipercaya untuk menjabat
sebagai wakil ketua, yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas keilmuan
dan kepemimpinannya di tingkat internasional."

Sepanjang karier intelektual dan akademiknya, Yusuf al-Qaradawl
telah memegang sejumlah posisi strategis yang mencerminkan
kontribusinya dalam  pengembangan ilmu keislaman di tingkat
internasional. Beberapa jabatan penting yang pernah diembannya antara
lain: Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar; Direktur
Pusat Kajian Sunnah dan Sirah di universitas yang sama; anggota Lembaga
Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah dalam Persatuan Bank
Islam Internasional; pakar fikih Islam dalam Organisasi Konferensi Islam
(OKI); anggota sekaligus pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional;
serta anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyyah di benua Afrika.
Berbagai posisi tersebut tidak hanya menunjukkan keluasan wawasan dan
keahlian beliau dalam berbagai cabang ilmu keislaman, tetapi juga
menegaskan kiprah globalnya dalam menyuarakan nilai-nilai Islam moderat
dan aplikatif.

Mengingat besarnya jasa dan kontribusi yang diberikan oleh al-
Qaradawl dalam bidang Ekonomi Islam, maka pada tahun 1411 H dia
mendapatkan penghargaan dati IDB/Islamic Development Bank (Bank
Pembangunan Islam). Pada tahun 1413 H, al-Qaradawl bersama Sayyid
Sabiq mendapatkan penghargaan dari King Faishal Awardh karena jasa-
jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996, al-Qaradawl
memperoleh penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia
atas jasa dan sumbangannya yang besar dalam ilmu pengetahuan. Dari
Sultan Hasan al-Nolkiah dia juga mendapat penghargaan atas
pengabdiannya terhadap fikih Islam, yaitu pada tahun 1997."

Al-Qaradawl adalah salah satu ulama yang sangat produktif menulis

10 Kecia Ali, “How Muftis Think: Islamic Legal Thought and Muslim Women in
Western Europe; Rethinking Islamic Legal Modernism: The Teaching of Yusuf al-
Qaradawi,” Islam and Christian—-Muslim Relations 32, no. 2 (2021): 225-28,
https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1904619.

11 David H. Warren, Rivals in the Gulf: Yusuf al-Qaradawi, Abdullah Bin Bayyah,
and the Qatar-UAE Contest Over the Arab Spring and the Gulf Crisis, 1st ed. (London:
Routledge, 2021), 56. https://doi.org/10.4324/9780429299490.
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baik makalah seminar, artikel di berbagai majalah dan surat kabar serta
buku yang jumlahnya sangat banyak. Buku-buku yang ditulis oleh al-
Qaradawl terdiri atas berbagai disiplin ilmu agama, yang dari dulu hingga
sekarang bahkan untuk masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai
referensi dan akan selalu dikenang sebagai karya intelektualnya yang sangat
berharga. Menurut informasi yang diberikan oleh Tarmizi M. Jakfar, jumlah
buku yang ditulis oleh al-Qaradawl sudah mencapai ratusan buku. Adapun
karya al-Qaradawl yang fokus membahas mengenai ekonomi Islam adalah:
(1) Figh al-Zakah terditi atas 2 jilid; (2) Musykilat al-Fagr wa Kaifa ‘Alajaha al-
Islim; (3) Bai’ al Muribahah li al-‘Amir wa al-Syiré*, (4) Fawdiid al-Bunlik Hiya
al-Ribi al-Hardm, (5) Danr al-Qiyim wa al-Abklig fi al-lgtishad al-Iskamt; dan
(6) Daur al-Zakdih f 1ldj al Musykilat al-Iqtishidiyah. Adapun buku fikih yang
ditulis oleh al-Qardhawl yang memuat adanya unsur dan pembahasan
ekonomi Islam antara lain (1) al-Halil wa alHarim fi al-Islim dan (2) Fatawi
Mu’dshiah terditi atas 3 jilid."

B. Implisitas Pendekatan Konservatif dan Progesif pada Fatwa Ibn

Al-‘Uthaymin dan Al-Qaradawl
1. Ibn Al-‘Uthaymin: Prinsip Ihtiyat dalam Purifikasi Ajaran Islam

Prinsip ihtiyat (kehati-hatian) merupakan salah satu fondasi penting
dalam pemikiran hukum Islam, terutama dalam menjaga kemurnian dan
keutuhan ajaran Islam di tengah perubahan zaman. Salah satu ulama yang
konsisten menerapkan prinsip ini adalah Ibn al-‘Uthaymin, seorang tokoh
besar dalam tradisi keilmuan Islam kontemporer. Pendekatannya yang
konservatif tercermin dalam berbagai fatwa dan pandangannya terhadap
isu-isu kontemporer, di mana beliau senantiasa merujuk pada teks-teks
syat'i, pendapat para ulama salaf, dan tradisi keilmuan mazhab."

Ibn al-‘Uthaymin merupakan salah satu ulama kontemporer yang
produktif dalam menghasilkan karya-karya ijtithad, yang mayoritas
dituangkan dalam bentuk tulisan dan fatwa. Karakter ijtthad yang beliau

12 Khoiru Turmudzi et al., “The Exploring The Epistemological Basis of Ushul
Figh (Priority Figh By Yusuf Al-Qardawi): English,” Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 2
(2024): 20, https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1167.

13 Ahmad al-Husayni, Al-Jami‘ li-Hayati al-‘Allamah Muhammad bin Salik al-
‘Uthaymin al- ‘llmiyyah wa al- ‘Amaliyyah wa Ma Qila Fihi mina al-Marathi. Cetakan
ke-1 (Mesir: Darul Beirut, 2002), 98.
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usung menunjukkan kecenderungan konservatif dalam ranah fikih, yakni
berpegang teguh pada mazhab Hanball dan prinsip-prinsip usuliyah klasik.
Corak tersebut tercermin secara implisit dalam berbagai karyanya, yang
memperlihatkan komitmen beliau terhadap otoritas teks, kehati-hatian
dalam menerima pendapat yang berbeda, serta orientasi hukum yang
berbasis pada pelestarian nilai-nilai tradisional, dengan bukti yang
termaktub dalam buku beliau yang betjudul Fatawad ‘Ulama’ al-Balad al-
Hardm: Fatdna Shar‘iyyah i Masa’il “ASriyyah, dalam bab kebolehan zakat
untuk lembaga Islam atau kepentingan agama dan sosial, ketika Ibn Al-
‘Uthaymin ditanya oleh pelajar Muslim yang belajar di negara non-Muslim,
apakah boleh mentasharufkan zakat untuk kepentingan (kebaikan) lembaga
Islam, ketika di negara non-Muslim itu tidak ditemukan orang yang berhak
menerima zakat mal maupun zakat fitrah?

Menjawab pertanyaan tersebut, Ibn al-‘Uthaymin berpendapat bahwa
tidak sah menggantikan mustahik zakat itu dengan lembaga Islam. Karena
lembaga Islam itu tidak termasuk kepada salah satu tempat menyalurkan
zakat. Sedangkan makna dari firman Allah yang berbunyi "4 Jut 8"
adalah khusus untuk jihad di jalan Allah, sebagaimana pendapat jumhur
ulama. Oleh karena itu, makna ayat tersebut tidak bermakna kemaslahatan
umum, sebagaimana pendapat sebagian ‘Ulama’ Muta’akhkhirln."

Kemudian Tbn Al-“Uthaymin menjelaskan bahwa jika ayat ") Jae (2"
itu bermakna kemaslahatan umum, sebagaimana pendapat Ulama
Muta’akhkhirin tersebut, maka berarti ia telah merusak faedah ‘Adat hashr
dari Firman Allah dalam surah al-Taubah ayat 60, berikut:

al3all 5 Lale Cplaladl 3 Sl 5 o) Sal) ALl )

Ay 3 Jaldl GV sl Jae 85 Gae yadl g DBl 85 2404l
52 2le D57 G

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

14 bin Mansiir, Ard’ al-Shaykh Muhammad Bin Salih al- ‘Uthaymin Ft Ashhar al-
Mu ‘amalat al-Maliyyah, Cetakan ke-1, (Kairo: Darul Nasr, 2005), 105.
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perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.“!5

Apabila diperhatikan, metode ijtihad yang digunakan oleh Ibn Al-
‘Uthaymin adalah mengembalikan permasalahan kepada sumber utamanya.
Dalam hal ini, beliau langsung merujuk kepada Al-Qur’an dan menjadikan
Al-Quran sebagai sandaran hukum utama. Ketika menjelaskan
pandangannya, beliau sangat terikat dengan teks Al-Qur’an atau cenderung
berpegang teguh kepada zahir nash.

Selain itu, jika dilihat dari dalil yang digunakannya, ijtihadnya bercorak
[itthad Bayan1", yaitu ijtihad yang bertujuan untuk menjelaskan hukum
yang terdapat dalam suatu nash, terutama ketika nash tersebut belum
memberikan penjelasan secara rinci. Kemudian, jika ditinjau dari cara
beliau berijtthad dalam fatwa tersebut, corak ijtthad yang dilakukannya
adalah Tjtihad Tatbiql", yaitu ijtihad yang bertujuan untuk menggali dan
menetapkan hukum dengan menerapkan metode yang telah ditetapkan
oleh para imam dan generasi ulama sebelumnya.

Dari segi penerapan, metode ijtihad yang digunakan juga mencakup
bentuk tahqlq al-manath, yakni ijtihad yang berusaha menetapkan hukum
terthadap suatu kejadian dengan cara menghubungkannya kepada hukum
yang telah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya. Dalam hal ini, metode
yang digunakan Ibn Al-‘Uthaymin menggabungkan pandangan-pandangan
para ulama sebelumnya secara garis besar, namun tetap dilakukan secara

rinci. 8

15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen
Agama RI, 2005), him. 215.

16 |jtihad Bayani merupakan proses untuk menetapkan suatu hukum dengan
memberikan ketetapan hukum yang lebih jelas dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an
atau hadis. Lihat pada: 8 (8 JgiaY) 4 58 (8 (x il Ghaidl 1 (2017) Alae Hu
32 Ay bl dgall s adbdl laE; sl bawadds il
10.34120/jsis.v32i109.2419.

17 Jjtihad Tatbiqi ialah yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum
hendak diidentifikasikan dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nas,
lihat pada: ¢ 4a3lai ¢ 4nalic ¢ 40 s¢ia gua¥) Gl Bulaill aiall (2007) 2esa ) saaie
22 AWy clulally d,dll dlae spealaadl AgEVL 0 ddlag
10.34120/jsis.v22i71.1691.

18 Muhammad bin Salih al-‘Uthaymin, Fatawa Al-‘Agida - Ibn ‘Uthaymin,
Cetakan ke-1, (Lebanon: Darul Jiil, 1993), 56.

69



Dari uraian di atas, menandakan bahwa Ibn Al-‘Uthaymin merupakan
seorang ulama yang memiliki corak ijtihad konservatif. Hal ini terlihat dari
metode ijtthadnya yang selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada
sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis, tanpa membuka ruang
interpretasi yang terlalu luas di luar zahir nash. Dalam fatwanya, seperti
yang tetlihat dalam buku Fatawa “UlamQ’ al-Balad al-Hardm, beliau menolak
pandangan yang memaknai frasa "9 Jdus A" dalam QS. At-Taubah: 60
sebagai kemaslahatan umum, sebagaimana diusulkan oleh sebagian ulama
muta’akhkhirin. Sebaliknya, beliau tetap berpegang pada pendapat jumhur
ulama bahwa frasa tersebut secara spesifik merujuk pada jihad di jalan
Allah.

Pendekatan ini juga tercermin dalam penerapan ijtthad bayani dan
jjtihad tathbiqi, di mana Ibn Al-‘Uthaymin lebih menekankan penjelasan
dan penerapan hukum berdasarkan metode yang telah diwariskan oleh
generasi ulama terdahulu. Selain itu, dalam metode tahqlq al-manath,
beliau berusaha menetapkan hukum dengan menghubungkan kejadian
tertentu kepada hukum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para
mujtahid, sehingga tetap mempertahankan kesinambungan dengan tradisi
fikih yang mapan."’

Konsistensi beliau dalam berpegang pada zahir nash dan pendekatan
tradisional menunjukkan karakteristik konservatif dalam pendekatan
fikihnya, yang menolak inovasi hukum yang tidak memiliki dasar yang kuat
dalam sumber-sumber primer Islam. Hal ini menegaskan bahwa Ibn Al-
‘Uthaymin adalah salah satu ulama kontemporer yang setia menjaga
kemurnian syariat Islam dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian
(ihtiyat) dan komitmen pada warisan keilmuan klasik.

Selain ijtthad Ibn Al-‘Uthaymin diatas, terdapat beberapa ijtihad
lainnya oleh Ibn Al-‘Uthaymin yang menunjukkan metode istimbathnya
secara literalis dan tergolong konservatif, misalnya dalam hal umrah tanpa
mahram, dengan adanya seorang perempuan bertanya kepada Ibn Al-
‘Uthaymin, apakah ia boleh menunaikan umrah di bulan Ramadhan, tetapi
pergi bersama ibunya, saudara perempuannya, dan suami saudara

perempuannya. Ibn Al-‘Uthaymln menjawab bahwa perempuan itu tidak

19 < Abdullah Sulayman, Juhiid Al-Shaykh Ibn ‘Uthaymin Fi al-Figh, Cetakan ke-
1, (Mesir: Darul Beirut, 2004). 56.
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boleh pergi umrah bersama mereka, dengan alasan bahwa saudara
perempuan itu bukanlah mahram bagi perempuan tersebut. Nabi Sa/a/ldhn
‘Alayhi wa Sallam telah menetapkan dalam haditsnya, dari Ibnu Abbas r.a.,
ia berkata: “Aku telah mendengar Nabi Sallallahn ‘Alayhi wa Sallam berkbutbah
dan mengatakan: ‘Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecnali
dengan mabramnya, dan tidaklah seorang perempuan bepergian kecuali bersama
mahramnya.”” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits tersebut, Nabi
Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam tidak menjelaskan apakah bersama perempuan
itu ada perempuan lain atau tidak, apakah perempuan itu seorang gadis
(pemudi) atau seorang yang lemah, atau apakah ia aman dari fitnah atau
tidak. Orang yang bertanya ini, apabila ia tertinggal (tidak jadi)
melaksanakan umrah disebabkan tidak mempunyai mahram, maka
sesungguhnya ia tidak berdosa, meskipun sebelumnya ia belum pernah
umrah, karena di antara syarat umrah dan haji bagi seorang perempuan
adalah pergi bersama mahramnya. *

Pendapat Ibn Al-‘Uthaymin mengenai larangan bagi perempuan untuk
menunaikan umrah tanpa mahram mencerminkan pendekatan tekstualis
dalam metode ijtithad beliau. Beliau secara tegas merujuk pada teks hadits
Nabi, yang menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh bepergian kecuali
bersama mahramnya, tanpa membuka ruang interpretasi berdasarkan
situasi modern seperti keamanan perjalanan atau keberadaan rombongan
perempuan. Dalam hal ini, Ibn Al-‘Uthaymin tidak terlalu berfokus pada
faktor-faktor kontekstual yang bisa memengaruhi penerapan hukum,
seperti perubahan zaman atau kondisi sosial yang lebih aman bagi
perempuan untuk bepergian. Sebaliknya, beliau memahami nash hadits
secara literal dan memprioritaskan penerapannya sebagaimana adanya,
tanpa memberi pengecualian. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan
kepekaan beliau terhadap teks-teks syariat, tetapi juga mengimplikasikan
komitmennya untuk menjaga pemahaman yang dianggap sejalan dengan
praktik generasi salaf. Hal ini sejalan dengan metodologi salafiyyah yang
berfokus pada pelestarian makna asli syariat sebagaimana dipahami oleh
generasi awal Islam, menjadikan pendekatan beliau sangat konservatif dan

2 Ibn ‘Uthaymin, Majmii‘ Fatawa Wa Rasa’ll al-‘Uthaymin, Cetakan ke-1,
(Jeddah:  Maktabah al-Ma‘arif 1i al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000), 88.,
https://shamela.org/pdf/d49da86573816faec0094e23d3e32790.
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tekstual dalam banyak persoalan hukum Islam.”

Berikutnya juga dalam hal perempuan mengendarai mobil sendirian,
ketika seseorang meminta penjelasan kepada Ibn Al-‘Uthaymin tentang
hukum perempuan menyetir mobil sendiri, serta bagaimana pendapat
beliau tentang pernyataan bahwa perempuan menyetitr mobil itu
merupakan kondisi darurat yang paling ringan dibandingkan dengan
perempuan naik mobil bersama supir laki-laki ajnabl. Dalam menjawab
permasalahan ini, Ibnu ‘Utsaimin menyandarkan kepada dua kaidah yang
terkenal di kalangan ulama ulama Islam, yaitu: pertama: “Ma Afda ila al-
Muharram fa huwa Muharran?’ (segala sesuatu yang mencapai kepada yang
diharamkan, maka ia diharamkan juga). Kedua: “Dar’ al-Mafasid
Mugaddamun ‘ald Jalb al-Masalih” (menolak kemudaratan didahulukan dari
mendapatkan kemaslahatan).”

Adapun dalil dari kaidah yang pertama adalah QS. Al-An’am ayat 108:

iy 15 AT 158 AT 055 s 52 Gl |58 Y5
PR 235 5 gl ) A sl 241 OO U *le
Ostans 58 Ly

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka
sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap
umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan
merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa

yang dahulu mereka kerjakan.”?

Dalam ayat ini, Allah melarang orang Islam untuk memaki Tuhan
orang musyrik, karena perbuatan itu dapat membawa kepada perlakuan
yang sama oleh kaum musyrik terhadap Allah. Sedangkan dalil dari kaidah

2l Fahd bin Nasr Ibrahim, Majmi‘ Fatawa Wa Rasa’ll Fadilat al-Shaykh
Muhammad Salih Ibn ‘Uthaymin, Cetakan ke-1, (Kairo: Daruttiba’ah wa Nasyr, 2015),
205.

22 Abii ‘Ubayd al-Azdhahr, Manhaj Al-Shaykh Ibn ‘Uthaymin Fi Dirasat ‘Agidat
al-Salafiyyah al-Sakihah, Cetakan ke-1 (Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’tn al-Islamiyyah,
2005), 56. n.d.,

B Kementerian Agama RIl, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 150.
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yang kedua adalah QS. Al-Baqarah: 219:

TR PSR I ST ) P TP - SRS PO SP
ol adia s a8 &) Uagad (67 pudally jadll e ol skt
2 5l 8 ¢ ke 150 Sl sleg 5™ gadd (e 5T L) 5
e A% ¢ og® AT g3 P S u_s - l.,
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“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”?

Berdasarkan dua kaidah tersebut, maka jelaslah bahwa perempuan
menyetir kendaraan sendiri itu menimbulkan banyak mafsadat. Di antara
mafsadat yang menjadi sebab dilarangnya seorang perempuan mengendarai
mobil sendirian yakni: pertama, karena terbukanya hijab. Dalam hal
menyetir mobil dapat membuat seseorang menghendaki untuk membuka
wajah, yakni tempat munculnya fitnah, menembus pandangan laki-laki.
Karena, cantik atau jeleknya seorang perempuan itu secara mutlak
tergambar dari wajahnya. Kedua, Tercabutnya rasa malu pada perempuan.
Padahal Nabi menjelaskan bahwa “waln itu sebagian dari iman”. Ketiga,
menyebabkan perempuan banyak meninggalkan rumah, kemana dan
kapanpun ia kehendaki, baik siang atau malam, bahkan larut malam.
Keempat, menyebabkan perempuan sombong dan durhaka terhadap suami
dan keluarganya. Kelima, menyebabkan timbulnya fitnah. Keenam,
terjadinya antrian mobil yang berdesak-desakan di jalanan, sedangkan
mayoritas supirnya adalah laki-laki. Ketujuh, banyak terjadi permasalahan,
karena fisik wanita lemah dibandingkan laki-laki. Kedelapan, Mendorong
munculnya fitnah.”

Mengenai pertanyaan yang kedua, Ibn Al-‘Uthaymin menjelaskan
bahwa pendapat perempuan menyetir mobil itu merupakan kondisi darurat
yang paling ringan, dibandingkan dengan perempuan naik mobil bersama
supir (laki-laki ajnabl), menurutnya, kedua-duanya adalah sama-sama
mudharat.

24 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya
(Jakarta: Depag RI, 2009), 42.

%5 Sabri Mas‘iid, Manhajiyyah Fatwa ‘Inda al-Shaykh Ibn ‘Uthaymin (Kairo:
Darul Kutub Al lImiyyah, n.d.), 158.
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Semua produk ijtthad Ibn Al-‘Uthaymin diatas merujuk kepada Al-
Quran dan Hadits dan menjadikan keduanya sebagai sandaran hukum
yang utama. Dalam menjelaskan pendapatnya, ia sangat terikat dengan teks
Al-Qur’an atau lebih cenderung berpegang teguh kepada zahir nash. Begitu
juga ketika menggunakan hadits sebagai dalil hukum. Dalam hal ini, ia
tergolong kepada kelompok zahiriah. Selain itu, jika dihubungkan kepada
dalil yang digunakan ijtthadnya adalah bercorak “Ijzzhad Bayanr”, yaitu
jjtihad yang usahanya menjelaskan hukum yang terdapat dalam suatu nash,
karena nash tersebut belum menjelaskan secara pasti.” Kemudian, jika
dilihat dari cara beliau berijithad dalam fatwa di atas, maka corak ijithad
yang dilakukannya juga bercorak Ijzihdd Tathigl. Di samping itu, beliau juga
menggunakan kaidah-kaidah fighiyyah seperti dar’ al-Maflsid Mugaddamun
‘ald Jalb al-Masalih, khususnya dalam fatwa perempuan menyetir mobil.
Meskipun ada manfaat, namun karena mafsadatnya lebih banyak, maka
lebih baik perempuan dilarang menyetir mobil sendiri.”’

Terkait dengan metode istinbat hukum Ibnu ‘Uthaymin, dijelaskan
bahwa Al-‘Uthaymin adalah penganut mazhab Hambali yaitu berpegang
teguh kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah.
Selain Al-Qur’an dan al-sunnah, Al-‘Uthaymin juga menggunakan zxa° al-
ummah dan Qiyas yang benatr (¢2yds al-sahih ) sebagai dalil hukum. Jadi
Menurut Ibn Al-‘Uthaymin, dalil atau sumber pokok dan utama istimbath
hukumnya adalah al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma‘ al-Ummah dan qiyas al-
shahih. Sebagaimana perkataan beliau dalam syairnya (manzghimab fi ushil al-
Jfigh wa gawa ‘idibi).

Al 4w oWl 58 day )l Ll (ISl das
Aaagdld yuluall @\J\_g ALY oda &LAA\ LAy e

% Ahmad al-Husayni, Al-Jami‘ li-Hayati al-‘Allamah Muhammad bin Salik al-
‘Uthaymin al- ‘llmiyyah wa al- ‘Amaliyyah wa Ma Qila Fihi mina al-Marathi, Cetakan
ke-1 (Mesir: Darul Beirut, 2002), 157.

27 bin Mansiir, Ard’ al-Shaykh Muhammad Bin Salih al- ‘Uthaymin Ft Ashhar al-
Mu ‘amalat al-Maliyyah, (Mesir: Darul Beirut, 2002), 465.
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“Dan dasar pegangan taklif ada empat, yaitu al-Qut’an dan sunnah
setelah itu ijma‘ ummah, dan keempat qiyas maka pahamilah”?8

Selain berpegang kuat pada sumber-sumber hukum yang telah
disebutkan di atas, Al-‘Uthaymin juga mengikuti dan merujuk pendapatnya
kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al-‘Uthaymin juga telah menjelaskan
manhajnya dan berkali-kali menyatakan secara terang-terangan bahwa dia
mengikuti cara yang diambil oleh beliau, Al-"Allamah ‘Abd al-Rahman ibn
Nasir al-Sa‘dl. Al- Sa‘di banyak mengadopsi pendapat-pendapat Syaikh al-
Islam Ibn Taymiyyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dengan
menguatkan pendapat keduanya atas pendapat mazhab Hanbali. Beliau
juga bukanlah orang yang berpikiran jumuad (kaku) terhadap suatu mazhab
tertentu akan tetapi semata-mata mencari yang benar (haq). Sifat inilah
yang kemudian melekat dan pindah pada diri muridnya, Muhammad ibn
Shalih Al-‘Uthaymin.

Al ‘Uthaymin adalah orang yang selalu mengikuti dalil. Hal ini tampak
begitu jelas tatkala beliau memberikan penjelasan (Sharh) terhadap kitab
Zad al-Mustagni. Walaupun memang beliau banyak menguatkan
pendapat-pendapat Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah dan muridnya (Ibn al-
Qayyim) rahimahumallah, namun terkadang beliau juga menyelisihi
pendapat mereka karena alasan mengikuti dalil. Sikap beliau ini sama
dengan perkataan yang telah masyhur: Istadil gabla an ta ‘tagid, wa 10 ta ‘tagid
thumma tasta dillu fatadilln (Carilah dalil tetlebih dahulu sebelum engkau
meyakini sesuatu. Janganlah engkau meyakini sesuatu tetlebih dahulu
sebelum mencari dalilnya. Jika seperti ini tentu engkau akan menemui
kesesatan).”

Menurut Ibn al-‘Uthaymiln, dasar utama dalam hukum Islam
bersumber dari al-Qur’an dan Hadis. Selanjutnya, hukum-hukum tersebut
dikembangkan melalui ijtthad pata salaf al-sa/ih, yang kemudian melahirkan
berbagai metodologi ijtihad sepetti 7a‘ giyas, maslahabh, istihsan, dan
metode lainnya. Keseluruhan pendekatan ini tetap merujuk dan bermuara

pada dua sumber utama, yakni al-Qur’an dan Hadis.

2 Muhammad ibn Salih al-‘Uthaymin, Manzhimah fi Usial al-Figh wa
Qawa ‘idihi (KSA: Mu’assasah Shaykh Muhammad ibn Salih al-‘Uthaymin al-
Khayriyyah, 2011), 23.

2 al-‘Uthaymin, Fatawa Al-‘Aqida - Ibn ‘Uthaymin, 98.
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2. Yusuf al-Qaradawl : Adaptasi Hukum Islam melalui prinsip

Taysir dan Tabshir

Yusuf al-Qaradawl adalah ulama kharismatik yang lahir di desa Shift
Turab, provinsi Al-Gharbiyah, negara mesir pada tahun 1926 M, Dalam
pandangannya, hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan adaptif yang
berakar pada prinsip Zaysir (kemudahan) dan fabshir (membawa kabar
gembira). Kedua prinsip ini menjadi landasan penting dalam memahami
bahwa syariat tidak hanya hadir untuk membebani, tetapi juga untuk
memberikan solusi yang praktis dan membahagiakan bagi umat manusia di
setiap masa. Melalui gagasan dan pendekatannya, al-Qaradawl
menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat tetap kokoh dalam prinsip
namun lentur dalam aplikasi, sehingga tetap relevan dengan perubahan
zaman tanpa kehilangan esensi ilahiyahnya. Al-Qaradawl telah banyak
menulis karya yang mengkaji dan mendalami konsep dasar pemikiran Islam
washatiyyah, schingga beliau dikenal sebagai bapak moderasi Islam
modern. Diantara karya beliau adalah A/~Hald/ wa al-Hardm fi al-Iskam, Figh
al-Zakah, FatGwa Muasirah, Kayfa Nata'dmal ma'a al-Qur'an al-"Azim,
Kayfa Nata'@mal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah h, Kayfa Nata amal ma‘a al-
Turdh.”

Menurut Yusuf al-Qaradawl kata wasatiyyah yang berarti moderat
merupakan implementasi sikap fawazun (seimbang) dengan prinsip faysir
(kemudahan) dan fabshir (membawa kabar gembira) menjadikan hukum
Islam tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika setiap zaman,
dengan sebagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap ditengah-tengah
dan seimbang antara dua kutub yang bertolak belakang, dimana salah satu
kutub tidak mempengaruhi seluruh atau menghilangkan pengaruh kutub
lain secara berlebihan sehingga mempersempit hak yang diperoleh kutub
lainnya. Contoh kutub-kutub yang bertolak belakang adalah kutub ruhiyah
(spiritualitas) dan madiyah (materialitas), kutub individualisme dan kutub
universal, kutub realitas dan idealis, kutub konstan dan inkonsisten.
Adapun makna seimbang di antara kedua aspek yang berlawanan, adalah
memberikan kesempatan pada setiap kutub sesuai dengan porsinya dengan

%0 Hafijur Rahman, “Toward a Wise e Political Figh: The Perception of State in
the Polotical Thought of Yusuf Qaradhawi,” Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 7, no. 21
(September 22, 2020): 6-22, https://doi.org/10.34189/ashd.7.21.001.
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berkeadilan dan seimbang, tidak menyimpang secara berlebih-lebihan, tidak
menambah ataupun mengurangi, tidak melampaui batasan, dan merugikan
salah satu pihak. *'

Al-Qaradawl berpendapat bahwa sifat wasatiyyah bukanlah pemikiran
Islam yang berorientasi tradisi tertentu, kelompok tertentu, mazhab-
mazhab tertentu, jamaah-jamaah tertentu maupun abad tententu, namun
moderasi Islam merupakan hakikat ajaran agama Islam yang awal mulanya
diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallalldhu ‘Alayhi wa Sallam, sebelum
dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sebelum dicampuri
dengan hal-hal baru, sebelum dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang
dalam umat Islam, sebelum diterpa oleh pendapat-pendapat dan aliran-
aliran Islam yang telah terkontaminasi ideologi-ideologi Barat.

Al-Qaradawl menumbuhkan dan mempromosikan kembali konsep
dasar pemikiran Islam wasatiyyah atau moderasi Islam dengan menawarkan
prinsip faysir (kemudahan) dan Zabshir (membawa kabar gembira) dan ini
bukan berarti mengikuti hawa nafsunya, akan tetapi itu semua itu
dikarenakan Al-Qaradawl sendiri yang telah mendapatkan dalil-dalil yang
kuat dengan alasan-alasan yang relevan bahwa Islam wasatiyyah merupakan
hakikat dan inti ajaran Islam itu sendiri pada mulanya.

Dalam karyanya Yusuf al-Qaradawl “Dirdsah fi Figh Magasid
alShari‘ab (Bayn al-Maqasid al-Kulliyat wa al-Nusus)”, ia mengajak kepada
umat Islam untuk tidak terpengaruh terhadap bentuk pemahaman-
pemahaman sempit (aliran tekstual), maupun terjerat kepada pemahaman
liberal yang melampaui batas. Dalam proyeksi maupun konsepsinya,
merupakan bentuk perhatiannya terhadap makna fikih maksud-maksud
syariat. Bahasan tersebut terkait pemahaman-pemahaman dalam berislam
berdasarkan dengan kategorisasi, batasan-batasan dan landasan-
landasannya terhadap koridor dalam moderasi Islam _AlwaSatiyyah,
sechubungan dengan konsepsinya, “fikih baru” berorientasikan memandu
jalan kebangkitan Islam dan mengarahkannya agar berjalan relevan
terhadap manhaj Islam yang lurus, ia menyeru untuk memperkuat pondasi

81 Abdullah Ghulam Nazih, Evalinda Evalinda, and Ali An Sun Geun, “The
Urgency of Understanding Islamic History According to Yusuf Al-Qardhawi’s
Paradigm,” Al-Risalah 15, no. 1 (2024): 293-306,
https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3436.
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syariat di atas fikih. > Dalam hal ini, dengan contoh perihal wanita beketja.
Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawl, dari lingkungan madrasah mereka
“Aliran tekstual” (Zahiriyah Baru) ada yang melarang wanita untuk bekerja.
Meski secara kompetensinya maupun keluarganya, sangat membutuhkan
peranannya. Mereka ingin agar wanita diam di rumah. Mereka menyamakan
istri Nabi dengan istri-istri Muslim lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa
Ta‘ala telah berfirman, “Ha: Istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti
wanita yang lain.”’ (Al-Ahzab: 32).

Adapula yang memandang masalah ini dari sudut pandang yang lain,
yaitu suatu tindakan preventive (sadd al-zard’7). Kerana keterlibatan wanita
dalam politik akan menuntut dia bercampur dengan lelaki, dan ini adalah
haram hukumnya. Al-Qaradawl menyanggah, bahawa sikap preventive
memang sangat diperlukan. Akan tetapi tidak disikapi secara berlebihan
dan juga terlalu longgar. Akibatnya adalah akan menghilangkan sekian
banyak kemaslahatan, lalu membuka kerusakan yang justru berdampak
lebih besar dan banyak.”

Yusuf al-Qaradawl menegaskan dalam kitabnya “Faf@wa Mu'‘asirah”
bahwa tidak ada alasan melarang wanita berkarir di luar rumah, karena
tugas mengajak kepada kebaikan dan menolak keburukan (a/amr bi al-
ma‘if wa naby ‘an al-munkar) dan berjihad adalah medan yang terbuka bagi
pria dan wanita. Sebagaimana demikian, sumber dalil, baik al-Qur’an
maupun hadis, atau kaidah ulama yang melarang perempuan berkarir di
luar rumah tidak pasti (Zannl), sedangkan sejarah membuktikan bahwa
Aisyah, istri Nabi adalah sosok aktivis yang betul-betul memperjuangkan
kebenaran, mujtahid yang disegani, dan berpartisipasi aktif dalam medan
politik, seperti berperang dalam momentum perang jamal.”* Seperti halnya

32 Nurkhalis Muchtar, “The Moderation of Al-Qaradhawi’s Fatwas and Their
Actualization in the Contemporary Context,” MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum,
10. no. 1, (2024, 306-21, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3653.

3 Ahmad Qiram As-Suvi and Erfaniah Zuhriah, “The Ratio Legis of Interfaith
Inheritance Reformulation from the Perspective of Figh Al-Aqalliyyat: A Study on the
Thoughts of Yusuf al-Qardhawi and Taha Jabir al-Alwani,” Jurnal Pembaharuan
Hukum 10, no. 3 (2023): 361, https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.33335.

3 Muhammad Alfreda Daib Insan Labib and Fajriyaturrohmah, “The Thought
Construction of Yusuf Al-Qaradhawi in Understanding The Hadith: An Analysis of
Non-Fixed Variable and Fixed Means of Achieving Fixed Goals,” Journal Of Hadith
Studies, (2024), 100-109, https://doi.org/10.33102/johs.v9i1.291.
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penjelasan di atas, dalam berfatwa Al-Qaradawl menggunakan dua model

P dan Insha’i®

jjtihad yaitu: Intiqa . al-Qaradawl sangat tidak setuju
terthadap pendapat bahwa cukuplah berpegang pada pendapat para
mujtahid dahulu, apalagi dalam tingkatan satu mazhab yang dianut tanpa
harus meneliti dalil-dalilnya. Sikap seperti ini menurutnya adalah taglid
buta.”

Penyeleksian pendapat dalam ijtihad intiqa’i menurut Al-Qaradawl
harus berdasarkan kaidah tarjih yang antara lain: pertama, hendaknya
pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman
sekarang. Kedua, hendaknya pendapat itu menerangkan kelemah lembutan
dan kasih sayang kepada manusia. Ketiga, hendaknya pendapat itu lebih
mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam. Keempat, hendaknya
pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud
syara’, kemaslahatan manusia dan menolak mara bahaya dari mereka.

Dengan kaidah tarjih tersebut ekslorasi yang diusahakan tidak hanya
terbatas pada pendapat mazhab tetapi semua mujtahid dari masa sahabat
sampai masa modern. Al-Qaradawl tidak menganggap penting pendapat
mayoritas ulama, baginya yang penting dari sebuah pendapat bukanlah
apabila dianut mayoritas atau minoritas ulama, tetapi sejauh mana
kebulatan pendapat tersebut applicable atau tidak, bisa jadi pendapat seorang
mujtahid pada zaman klasik yang tidak popular, setelah diteliti memiliki
landasan yang kuat dan relevan dengan zaman sekarang itu yang diikuti.
Adapun ijtihad insha’i adalah pengambilan kongklusi hukum baru dari
suatu persoalan yang belum pernah diperkenalkan oleh ulama-ulama
terdahulu, baik persoalan tersebut lama atau baru. Akan tetapi sebagian
besar ijtihad insha’i ini terjadi pada persoalan-persolan baru yang belum
diketahui oleh ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa

% Tjtihad Intiga’i adalah usaha dalam memilih satu pendapat yang terkuat dari
beberapa pendapat yang terdapat dalam warisan figh Islam. Lihat pada
http://alzatari.net/researches/view/59.

% Tjtihad insha’i yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang
dipandang lebih relevan dan kuat, kadang dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur
ijtihad baru. Lihat pada: — 5_wabaall Lladll & L 3ull algia¥) <l (2022) .plis (5 paill
Lad gt Sl e (el s g prally ),

3" Turmudzi et al., “The Exploring The Epistemological Basis of Ushul Figh
(Priority Figh By Yusuf Al-Qardawi).”, ” Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 2 (December 4,
2024): 87, https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1167.
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mereka. Andaikata mareka sampai mengetahuinya mungkin dalam
kapasitas yang sangat kecil. Pada waktu itu masalah tersebut belum
merupakan problens dan belum mendesak bagi para pakar fikih untuk
mengadakan penelitian dan mencari pemecahan dengan cara ijtithad baru,
selain itu Al-Qaradawl juga berpendapat bahwa diantara bentuk ijtihad
kontemporer adalah ijtihad integrative atau ijtihad Intiga’i dan ijtihad
insha’.”

Dalam hal ini, Al-Qaradawl mengedepankan beberapa pendekatan
penting yang menjadikan hukum Islam tetap dinamis, namun tetap berpijak
pada landasan syariat yang kokoh.

Pertama, Al-Qaradawl berpegang pada prinsip bahwa nash berlaku
secara umum selama tidak ada petunjuk yang membatasinya menjadi
khusus. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk mencakup berbagai
kondisi dan konteks baru tanpa perlu keluar dari kerangka teks syariat.
Dengan memahami nash dalam keumumannya, beliau memberikan ruang
bagi hukum Islam untuk menjadi fleksibel dalam menjawab persoalan
modern.

Kedua, beliau sangat menghormati konsensus ulama (ijma’) yang
kebenarannya sudah pasti. Konsensus ini menjadi pijakan yang kuat dalam
membangun hukum yang tetap terhubung dengan tradisi keilmuan Islam.
Dalam konteks ini, al-Qaradawl tidak meninggalkan tradisi, tetapi tetap
membuka ruang ijtihad pada isu-isu yang belum mencapai ijjma’.

Ketiga, Al-Qaradawl mengedepankan penggunaan analogi (qgiyas) yang
benar dan relevan. Beliau menekankan pentingnya analogi yang sesuai
dengan maqasid al-shari‘ah (tujuan syariat) dan konteks sosial, sehingga
hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan nash, tetapi juga relevan
dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, beliau selalu mempertimbangkan tujuan dan manfaat
(maqasid syariah) dalam setiap proses ijtthad. Prinsip ini menekankan
bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan
menghindarkan kerusakan. Dengan mempertimbangkan tujuan dan
manfaat, Al-Qaradawl mampu menghadirkan solusi hukum yang tidak

hanya syar’i, tetapi juga manusiawi.

38 David H. Warren, Rivals in the Gulf: Yusuf al-Qaradawi, Abdullah Bin Bayyah,
and the Qatar-UAE Contest Over the Arab Spring and the Gulf Crisis, 1st ed. (London:
Routledge, 2021), 70. https://doi.org/10.4324/9780429299490.
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Melalui pendekatan ini, Yusuf al-Qaradawl membuktikan bahwa
hukum Islam memiliki kapasitas untuk tetap relevan di tengah perubahan
zaman, tanpa kehilangan substansi ilahiyahnya. Prinsip taysir dan tabshir
menjadi pilar utama dalam mengaplikasikan hukum Islam yang
memadukan keteguhan prinsip dan fleksibilitas dalam aplikasi fatwa.”

Pembaharuan (tajdid) dalam wurusan agama dimaknai sebagai
pendalaman makna secara totalitas dan menyeluruh, al-Qaradawl
mengungkapkan dalam bahasanya yakni A/~Intigdl min hdlah id hdlab
ukhrd aflal wa arqd min hdlah al-sdbigah.

Menurut Yusuf al-Qaradawl, antara salafiyyah dan pembaruan (fajdid),
antara orisinalitas dan aktualitas, tidak terdapat pertentangan; justru
keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Esensi dari salafiyyah sejatinya
adalah semangat pembaruan. Hal ini tercermin dalam cara para sahabat
memahami ajaran Islam dengan keluasan pandangan, keluwesan sikap,
serta toleransi yang tinggi. Mereka mampu menyesuaikan antara jug7yydt
(permasalahan cabang) dan maqdsid kulliyydt (tujuan pokok dan universal)
syariat. Al-Qaradawl menegaskan bahwa wasatiyyah tidak bertentangan
dengan konstruksi atau metodologi salafiyyah, sebab memiliki muara tujuan
yang sama, yakni kembali kepada ajaran Islam yang autentik yakni murni
dan terbebas dari unsur bid‘ah, penyimpangan, penambahan yang tidak
berdasar, maupun pencampuradukan ajaran. Oleh karena itu, seorang salafi
sejati niscaya adalah pembaru, dan seorang pembaru yang benar pasti akan
mengembalikan agama kepada kemurnian asalnya. Titik krusial dari ajaran
wasatiyyah adalah sikap seimbang: tidak bersikap taklid buta, menutup diri,
atau jumud, namun juga tidak bersikap bebas tanpa batas atau ceroboh
dalam memahami dan mengamalkan agama.*

Demikianlah pokok-pokok ajaran wasatiyyah dengan prinsip-prinsip
taysir (kemudahan) dan zabshir (memberikan kabar gembira) yang
diperjuangkan oleh Yusuf al-Qaradawl, secara garis besar beliau sendiri
menyimpulkan sebagai berikut:

% Umar Farug and Lukisno Choiril Warsito, Moderation in Understanding
Hadith on Religious Extremism from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi, Cetakan ke-
1, (Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’tn al-Islamiyyah, 2006), 65.

40 Asrizal Saiin, “Methodological And Applicative Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi In
Solving Contemporary Issues,” TASAMUH: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2021): 249-
74, https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.416.
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“Di antara karakteristik prinsip yang aku berjalan di atasnya adalah:
Selalu berpegang teguh dengan ruh tawassut} (moderasi), dan lurus
diantara berlebihan dan mengabaikan, antara yang ingin betlepas diri
ikatan hukum yang sudah tetap dengan dalih menyesuaikan didri
dengan perkembangan, yang mengagungkan segala sesuau yang baru
dengan yang tidak bergeser dari apa yang didapatkan dari nenek
moyangnya berupa pendapat, fawa ataupun ungkapan, seolah-olah
mensucikan apa-apa yang lama. Islam adalah prinsip pertengahan
dalam segala sesuatu, dalam perspektif dan akidah, ibadah dan
penghambaan, akhlak dan perilaku, mu'amalah (pergaulan) dan tashri'
(penerapan hukum). Dan prinsip ini dinamakan oleh Allah dengan
"Shirat mustagim". Inilah prinsip keutamaan Islam dari para pemeluk
agama lainnya, aliran filsafat dan pemikiran lainnya yang termasuk

kategori al-maghdub 'alaihim (yang dimurkai) karena meremehkan,
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mengabaikan ataupun dallin (yang sesat) karena betlebih-lebihan. al-
wasatiyyah adalah salah satu dari karakter utama Islam, salah satu
rambu prinsip yang Allah melebihkan dan mengutamakan umat Islam
dari umat lainnya (al-Baqarah: 143), maka Umat Islam adalah umat
keadilan, lurus, pertengahan, menjadi saksi di dunia maupn di akhirat
dari setiap penyimpangan, baik ke kanan maupun ke kiri dari garis
lurus. Dan wasatiyyah Islam dalam akidah, seperti gambaran
wasatiyyah Islam diantara agama-agama lainnya, dan wasthiyah umat
Islam diantara umat lainnya dan wasatiyyah ahli sunnah dalam
perspektif sebagai firqah najiyah (golongan yang selamat) diantara
golongan-gologan lain yang bercerai berai dalam berbagai macam
jalan karena berlebih-lebihan ataupun karena meremahkan.”#!

Untuk memperlihatkan tentang sifat keluwesan dan keluasan syariat
Islam, Al-Qaradawl mendalami salah satu prinsip yang disebut minhaj taysir
(kemudahan). Namun dalam prinsip wasatiyyah, minhaj tersebut tidak
dikenali sebagai asumsi manusia, namun minhaj ini berasal dari Allah dan
Rasul-Nya. Apabila kekakuan dan kerumitan merupakan ciri ekstremisme
dalam Islam, maka mencari kemudahan akan terlaksananya ajaran agama
merupakan ciri dari wasatiyyah.

38U G das o) Siae puld sl gl e g8 (Sl
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“Sesungguhnya jalan yang ku ambil saat ini adalah hakikat dari
Wasatiyyah dan bukan bermakna Wasatiyyah yakni untuk selalu
mengambil kesempatan dan kemudahan dari segala problematika yang
dihadapi akan tetapi Wasatiyyah yang hakiki adalah menegaskan apa
yang perlu penegasan Dan memudahkan apa yang baginya kemudahan

dan untuk mengambil daripada itu dengan kelembutan bagi siapa saja
yang berhak baginya untuk menjalankan Kemudahan tersebut Dan

4 ‘Amr Abd al-Karim, Al-Wastiyyah ‘Inda al-‘Allamah al-Qaradawi, Cetakan
ke-1, (Darul Beirut, 2000), 56., https://www.al-qaradawi.net/node/3370.
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berlaku keras juga atau syadid kepada bagi mereka yang berhak
mendapatkan ketegasan tersebut.”#2

Yusuf al-Qaradawl dengan prinsip taysit dan tabshir telah
menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menjadi pedoman yang
relevan dan adaptif di setiap zaman tanpa kehilangan esensinya. Jalan
jjtihad yang beliau tempuh mencerminkan konsep wasatiyyah (moderat)
yang hakiki, yakni keseimbangan antara ketegasan dalam prinsip dan
fleksibilitas dalam aplikasi. Sebagaimana beliau ungkapkan, wasatiyyah
bukanlah sekadar memilih jalan termudah dalam setiap persoalan, tetapi
menempatkan kemudahan, ketegasan, dan kelembutan pada tempat yang
tepat sesuai dengan hak dan kondisi. Dengan pendekatan ini, al-Qaradawl
tidak hanya menghadirkan hukum Islam sebagai solusi yang aplikatif, tetapi
juga membuktikan bahwa syariat mampu menjadi rahmat bagi seluruh

umat manusia di tengah dinamika kehidupan yang terus berubah.®

4 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Wasariyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid: Ma ‘alim
wa Masharat (Cairo: Markaz al-Qaradawi li al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid,
2009), 25.

43 Ali, How Muftis Think: Islamic Legal Thought and Muslim Women in Western
Europe; Rethinking Islamic Legal Modernism: The Teaching of Yusuf al-Qaradawi,
(Oxford: Oxford University Press, 2013, 63.
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BAB IV
CORAK IJTTHAD DAN PRODUK FATWA HUKUM
KELUARGA MUHAMMAD SALIH IBN
AL-‘UTHAYMIN DAN YUSUF AL-QARADAWI

Dalam kajian pemikiran hukum Islam kontemporer, komparasi corak
ijtthad Muhammad Salih Ibn al-‘Uthaymin dan Yusuf al-Qaradawl
memberikan gambaran luas tentang bagaimana keragaman pendekatan dalam
memahami syariat dapat melahirkan respons keagamaan yang berbeda,
khususnya dalam isu-isu hukum keluarga yang dihadapi Muslim minoritas.
Perbedaan orientasi ijtthad keduanya tidak lahir dalam ruang hampa,
melainkan terhubung erat dengan latar keilmuan, pengalaman sosial, dan cara
pandang terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, memahami konstruksi
pemikiran mereka menuntut keterhubungan antara cara membaca teks,
sensitivitas terhadap realitas, serta bagaimana keduanya mengekspresikan
kerangka metodologis itu dalam bentuk fatwa. Kajian ini hadir sebagai satu
kesatuan analitis yang menjelaskan korelasi dari dinamika latar belakang
hingga perbandingan pendekatan, semua mengerucut pada pemahaman utuh
terthadap bagaimana ijtihad masing-masing tokoh bermuara pada produk
hukum yang khas. Dengan demikian, bagian ini menjadi jembatan penting
untuk menangkap keterkaitan antara paradigma berpikir dan realisasi praktis
jjtihad dalam konteks hukum keluarga modern.

A. Latar Belakang Perbedaan Corak Ijtihad Muhammad $Salih Ibn
Al-‘Uthaymin dan Yusuf Al-Qaradawl
1. Latar Belakang Pemikiran Progesif Al-Qaradawl
Sebagai ulama Mesir yang berdomisili di Qatar, peran dan pengalaman
Al-Qaradawl yang begitu kompleks, menunjukkan kepribadiannya yang
mampu menyerap setiap nilai positif dan kelebihan orang-orang dari segi
keilmuan yang ditemui dalam lingkungannya. Lembaga-lembaga Islam
dunia menganggap Al-Qaradawl sebagai tokoh independen yang dapat
menjadi rujukan utama dalam memberikan fatwa yang solutif untuk
kepentingan umat. Karyanya banyak mengambil perhatian dalam
perkembangan keilmuan Islam sejak awal abad ke-20. Namun corak
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pemikiran Al-Qaradawl berbeda dengan kebanyakan reformis modern
yang mendasarkan pemikirannya pada adaptasi Islam terhadap kebutuhan
modern. Al-Qaradawl memiliki fokus tertentu dalam upaya Islamisasi
dalam kehidupan modern, sehingga berupaya menunjukkan wajah Islami
pada zaman modern.'

Al-Qaradawl cukup menarik perhatian dunia dengan upayanya
menggabungkan dua dunia yang terlihat terpecah akibat modernitas Eropa,
yakni dunia sakral dan dunia sekuler. Ilmuwan Barat seperti Bettina Graff
dan Jakob Skovgaard-Petersen menggambarkan Al-Qaradawl sebagai
mufti global. Beberapa tokoh juga menjuluki sebagai pioner dalam
kebangkitan Islam (Sahwab islkdmiyyab).

Al-Qaradawl dikenal sebagai ulama moderat, meskipun sebagian
kalangan dari Barat yang ultra-konservatif cenderung menganggap
pemikirannya ekstrim radikal. Beberapa kelompok dari media Amerika dan
Eropa menyebut Al-Qaradawl dengan sebutan Muslim garis keras.
Dimana, setiap pemikirannya cenderung berputar pada Al-Qur‘an dan As-
Sunnah, namun, beberapa fatwa yang dipandang berani dan progresif serta
menentang dari pandangan konservatif, membuat para fundamentalis
memandangnya sebagai ulama yang terlalu liberal. Kritik utama yang
dilontarkan atas pemikiran Al-Qaradawl seputar talfiq (mencampurkan
mazhab), taysir (memberi kemudahan), pengunaan hadith da’if,
keberpihakan pada non-Muslim, dan permasalahan lainnnya.”

Al-Qaradawl adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat
menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran,
dakwah, pendidikan, dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh
belahan bumi. Beliau merupakan profil ulama yang tidak saja menggeluti
pengetahuan Islam, dia juga sangat intens mempelajari ilmu pengetahuan
umum. Hal ini dilakukan untuk mengkorelasikan antara ilmu keislaman
dengan umum agar tetap terjadi pengetahuan yang utuh. Berbicara tentang
pemikiran seseorang tidak terlepas dari pengalaman pribadi yang ia geluti
dalam lingkungan sosialnya di Mesir. Ia banyak bertemu dengan tokoh

! Silvia Ragionieri, “Constructing an Islamic Theory of IR: The Case of Yiisuf al-
Qaradawi, Ummabh, Jihad and the World,” Third World Quarterly 38, no. 3 (2017): 556.

2 Fathonah Nur Imamah, Analysis of Islamic Economic Thought of Yusuf Al-
Qardhawi: Biography and Islamic Economic Thought, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana,
2024), 65.
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Ikhwanul Muslimin. Para tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang semasa
dengan dia antara lain, Bakhit al-Khawliy, Muhammad al-Ghazall, dan
Muhammad al-Hamid.’

Pemikiran Al-Qaradawl dalam bidang keagamaan dan politik banyak
diwarnai oleh pemikiran Hasan al-Banna. Perkenalannya dengan Ikhwanul
Muslimin* dengan tokoh pendirinya yaitu Hasan al-Banna, dimulai sejak ia
mulai menuntut ilmu di kota Thontho. Mengenai hal itu, Al-Qaradawl
mengungkapkan bahwa ia baru mengenal Islam yang sempurna setelah ia
mengenal al-Banna dengan perhatiannya dengan permasalahan umat.’

Menurut Yusuf al-Qaradawl, Hasan al-Banna merupakan seorang
ulama yang konsisten dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Ia
menolak pengaruh nasionalisme dan sekularisme yang berasal dari Barat,
serta ideologi yang disebarluaskan oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia
Islam. Keteguhan al-Bannd dalam menjaga nilai-nilai Islam mencerminkan
komitmennya terhadap prinsip-prinsip syariat dan perjuangan untuk
membangkitkan umat dalam bingkai keislaman yang murni.

Al-Qaradawl kerap mengikuti al-Banna berkeliling ke beberapa
tempat dan senantiasa menyimak ceramah dan menelaah buku-bukunya.
Tokoh lainnya adalah al-Bahl al-Khaill dan Muhammad al Ghazall sebagai
dua sosok utama al-Tkhwan al-Muslimin. Pengaruh gerakan ini memang
sangat kuat terhadap al- Qaradawi bahkan lebih kuat dari pengaruh

pendidikan resminya di al-Azhar.’ Walaupun sangat mengagumi tokoh-
tokoh dari Ikhwanul Muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid

3 Yulita Putri and Abid Nurhuda, “Hasan Al-Banna’s Thought Contribution to the
Concept of Islamic Education,” International Journal of Contemporary Studies in
Education (1J-CSE) 2, no. 1 (2023), https://doi.org/10.56855/ijcse.v2i1.185.

4 Al-lkhwan al-Muslimun adalah sebuah gerakan Islam yang aktif menerapkan
dan mempromosikan ajaran agama berdasarkan Qur’an dan Sunnah secara ketat dalam
kehidupan umat. Al-Ikhwan al-Muslimun (IM) yang berarti “saudara-saudara Muslim*
di dirikan di kota Ismailiyah, Mesir pada tahun 1928 dengan nama Jam’iyat Al-Ikhwan
al-Muslimin. Lihat pada : https://carnegieendowment.org/research/2014/10/the-muslim-
brotherhood-and-the-future-of-political-islam-in-egypt?lang=ar .

5 Amrin Amrin and Amirullah Amirullah, “Contemporary Legal Istimbat: Study
on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi,” Mizan: Journal of
Islamic Law 6, no. 1 (2022): 89, https://doi.org/10.32507/mizan.v6il1.1244.

6 Mohamad Haji and Mohamad Azmi Bin, “European Islam and reform: a
comparative study of the theologies of Yusuf al-Qaradawi and Tariqg Ramadan”
(Disertasi Ph.D., University of Birmingham, 2015), 101.
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kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya
mengenai hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban membayar zakat
penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan
pemikiran ulama lainnya.

Selain dipengaruhi oleh Hasan al-Banna, pemikiran Yusuf al-
Qaradawl juga banyak mendapat pengaruh dari para ulama Al-Azhar yang
dikenal luas akan keluasan ilmu dan kedalaman pemikirannya. Salah satu
tokoh yang sangat dikagumi oleh al-Qaradawl adalah Muhammad ‘Abd
Allah Daraz, yang menurutnya memiliki keluasan dan orisinalitas
pemikiran, terutama sebagaimana tercermin dalam karya pentingnya
Falsafah  al-Akblag fi al-Isiam. Selain Daraz, tokoh lain yang turut
memberikan pengaruh adalah Muhammad Syaltit dan ‘Abd al-Halim
Mahmud, kepadanyalah al-Qaradawl mendalami pemikiran filsafat Islam
ketika al-Qaradawl masih dalam masa perkuliahan di Fakultas Ushuiluddin
yang saat itu diajar langsung oleh Syaikh al-Azhar tersebut.

Dalam bidang fikih, figur ulama mazhab yang mewarnai pola fikir al-
Qaradawl adalah Imam Hanafi karena daya rasionalitas yang digunakannya
schingga hukum yang berlaku itu logis dan penuh dengan daya lindung
serta daya pengikat yang tingei. Kitab fikih yang ia pelajari dalam
kesehariannya sebelum ia memasuki perguruan tinggi adalah kitab fikih
Hanafi. Yusuf al-Qaradawl juga banyak mengeluarkan fatwa dan pendapat
yang memiliki kaitan dengan permasalahan umat yang sifatnya
kontemporer. Misalnya karyanya yang berjudul “A/-Hald/! wa al-Hardm”,
“ALTbadar fii al-Iskam”, “Mushkilat al-Fikr”, “An-Nas wa al-Haqq”, “Fardwa
Mu‘asiral’, dan karya- karya lainnya.” Selain mendalami ilmu-ilmu
keislaman, al-Qaradawl juga mempelajari berbagai ilmu pengetahuan
umum, seperti filsafat, kedokteran, fisika, biologi, sosiologi, dan
antropologi. Dengan latar belakang keilmuan yang luas ini, al-Qaradawl
mampu melihat permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kajian
keislaman, dari berbagai latar belakang. Pemikirannya yang komprehensif
ini memungkinkan beliau menghasilkan fatwa yang tidak hanya
berdasarkan perspektif keislaman, tetapi juga memperhatikan maslahat

7 Ali, How Muftis Think: Islamic Legal Thought and Muslim Women in Western
Europe; Rethinking Islamic Legal Modernism: The Teaching of Yusuf al-Qaradawi
(Oxford: Oxford University Press, 2013), 32.
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masyarakat secara luas.

Al-Qaradawl dalam metode pemikirannya sangat erat berpegang
terhadap al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu, lalu melihat orientasi
maslahat dalam setiap pemikirannya pada penetapan hukum Islam bagi
manusia dan pendekatan sosial dalam perkembanagan zaman tetap menjadi
pertimbangan dalam setiap fatwa yang dikeluarkan sehingga tetap
beradaptasi dengan kondisi umat hati ini. Penilaian al-Qaradawl terhadap
al-Quran dan Sunnah penuh dengan penilaian yang rasional yang
bersesuaian dengan konsep sumber hukum itu senditi yaitu Sahthun i kulli
makd@nin wa gamAnin (relevan untuk segala waktu dan tempat).®

Metodologi wasat, yakni menyatukan antara nash yang parsial dan
maqasid shari’ah, dengan menelaah a7 yang memiliki kekayaan
intelektual dari kitab klasik dan pada sisi lain dengan mempertimbangkan
problematika kontemporer pada era modernisasi saat ini. Demikian pula
dengan mempertahankan hal-hal yang original dan mengambil sisi-sisi
kebaruan yang mendatangkan manfaat. Bersikap tegas dan memiliki
keteguhan dalam memegang tujuan dan aspek A#/ljyyds namun dapat
bersikap lunak dalam melihat fenomena yang terjadi pada Muslim
minoritas. Begitupula dapat bersifat konservatif dalam memegang usul dari
syariat namun bersifat lunak dalam bidang furu’. Serta tidak fanatik dalam
satu aliran mazhab sehingga terperangkap dalam suatu pemikiran tertentu.”

Pengabdian al-Qaradawl untuk umat Islam tidak hanya terbatas pada
satu sisi tertentu. Peran serta kontribusinya sangat beragam dan sangat luas
serta melebar ke banyak bidang, diantaranya: dalam bidang ilmu
pengetahuan, bidang fikih dan fatwa, bidang dakwah, bidang seminar dan
muktamar, bidang ekonomi Islam, dalam amal sosial, usaha kebangkitan
umat, dan keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.

Pemikiran progresif Yusuf al-Qaradawl mencerminkan komitmennya
untuk menjawab tantangan zaman dengan memadukan prinsip-prinsip
tradisional Islam dengan kebutuhan kontemporer. Meskipun ia dipengaruhi

8 Bettina Grif, “Media Fatwas and Fatwa Editors: Challenging and Preserving
Yusuf al-Qaradawi’s Religious Authority,” in Media Evolution on the Eve of the Arab
Spring, ed. Leila Hudson, Adel Iskandar, and Mimi Kirk (New York: Palgrave
Macmillan US, 2014), 139-57, https://doi.org/10.1057/9781137403155_8.

% Saiin, “Methodological And Applicative ljtihad Yusuf Al-Qardhawi In Solving
Contemporary Issues.” TASAMUH: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2021): 249-74,
https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.416.
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oleh berbagai tokoh besar, baik dari kalangan Ikhwanul Muslimin maupun
Al-Azhar, ia tetap mempertahankan independensi dalam ijtihad dan tidak
terikat pada satu mazhab atau aliran tertentu. Keberanian beliau dalam
memberikan fatwa dan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer
menunjukkan kedalaman pemikirannya yang tidak hanya berlandaskan
pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan zaman
dan kebutuhan umat. Dengan metodologi wasatiyah, ia mampu menjaga
keseimbangan antara ketegasan dalam prinsip dan fleksibilitas dalam
aplikasi fatwa, sehingga pemikirannya tetap relevan dan dapat diterima oleh
berbagai lapisan masyarakat. Pengabdian Yusuf al-Qaradawl yang luas,
tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan fikih, tetapi juga dalam
dakwah, ekonomi Islam, dan bidang sosial, menjadikannya sebagai salah
satu tokoh utama dalam kebangkitan Islam kontemporer, yang

memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat Islam di seluruh dunia.”

2. Latar Belakang Pemikiran Konservatif Ibn Al-‘Uthaymin
Pemikiran Ibn Al-‘Uthaymin tentu tidak terlepas dari pengaruh
lingkungan dan orang-orang di sekitar kehidupan Al-‘Uthaymin. Pengaruh
eksternal pemikiran Al-‘Uthaymin berasal dari tokoh-tokoh dimana Al-
‘Uthaymin tinggal dan kondisi sosial masyarakat baik kondisi keagamaan,
politik, ekonomi dan intelektual masyarakat sekitar Al-‘Uthaymin.
Muhammad Salih Ibn al-‘Uthaymin tumbuh dan mengembangkan
keilmuannya di Kota ‘Unayzah, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat
kegiatan dakwah dan keilmuan di kawasan Najd. Kota ini telah melahirkan
banyak ulama besar yang berperan penting dalam membentuk tradisi
keislaman yang kuat di lingkungan masyarakat setempat. Di antara ulama
terkenal dari ‘Unayzah yang menjadi bagian dari warisan intelektual kota
tersebut adalah ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn ‘Udaib at-Tamiml (w. 1161 H),
‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Rahman ibn Aba Bitin (w. 1282 H), Syaikh
Muhammad ibn ‘Abd al-Karim ibn Syabil (w. 1343 H), Salih ibn ‘U$man
al-Qadi (w. 1351 H), dan Muhammad ibn ‘Abd al-‘Azlz ibn Manl‘ (w.
1385 H). Lingkungan keilmuan yang kaya ini menjadi fondasi awal dalam

10 Farug and Warsito, Moderation in Understanding Hadith on Religious
Extremism from the Perspective of Yisuf al-Qardawi. Cetakan ke-1 (Jakarta: Ibnu
Hazm, 2023), 50.
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membentuk karakter intelektual Ibn al-‘Uthaymin sejak usia muda."

Selain para ulama yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya, Ibn
al-‘Uthaymin juga dipengaruhi oleh sejumlah tokoh besar yang pemikiran
dan karya-karyanya mewarnai arah ijtthad dan pandangan keagamaannya.
Di antara tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadapnya adalah
‘Abd al-‘Azlz ibn Baz (w. 1420 H/1999 M), asy-Syingitl (w. 1393 H), Ibn
Taymiyyah (w. 728 H), Ibn al-Qayyim (w. 751 H/1350 M), Ibn Muflih,
serta Muhammad Rashid Rida (w. 1935 M). Tokoh-tokoh ini dikenal luas
sebagal representasi pemikiran salaf yang menekankan pada otoritas nash,
pemurnian akidah, dan komitmen terhadap metode istinbat yang ketat,
yang kemudian membentuk corak khas dalam ijtihad Ibn al-‘Uthaymin.

Disamping itu, latar belakang corak ijtthad Ibn Al-‘Uthaymin juga
disebabkan dari kondisi sosial politik dan ekonomi Arab Saudi, yang mana
Ibn Al-‘Uthaymin tumbuh pada awal kondusifnya keadaan Jazirah Arab.
Latar belakang Al-‘Uthaymin diawali dengan pada saat itu Arab Saudi
berada di bawah kepemimpinan Raja Abdul Aziz tepatnya pada tahun 1351
H, dengan umur Ibn Al-‘Uthaymin sekitar 5 tahun. Sejak saat itu kondisi
perekonomian di Arab Saudi tumbuh dan berkembang terutama sejak
ditemukannya ladang minyak pada tahun 1357 Hijriyah. Ibn Al-‘Uthaymin
kala itu berusia sekitar 10 tahun dan beliau sudah mulai aktif menuntut
ilmu."?

Kondusifnya situasi sosial politik dan ekonomi Arab Saudi sangat
membantu Ibn Al-‘Uthaymin muda dalam meningkatkan intelektualitasnya
dengan telah menyelesaikan studinya dengan baik. Kondisi Sosial
Keagamaan Arab Saudi, juga menjadi faktor yang melatar belakangi corak
pemikiran Ibn Al-‘Uthaymin. Pada tanggal 23 September 1932, ‘Abd al-
‘Aziz ibn ‘Abd al-Rahman Al Su‘ld yang dikenal dengan sebutan Ibnu
Sa‘ld memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi (a/-Mamiakah al-
Arablyah al-SuUdlyah) dengan menyatukan wilayah Riyad, Najd (Nejed),

H&’ll, ‘Aslr, dan Hijaz. Setelah itu, beliau menjadi raja pertama kerajaan

11 <Abd al-‘Al, Biography of Shaykh Muhammad Bin Salih Al Uthaymeen Rh.
Cetakan ke-2, (Kairo: Maktabah Ruysd, 2011), 56.

12 Ahmad al-Husayni, Al-Jami li-Haydti al-‘Allamah Muhammad bin Salih al-
‘Uthaymin al- ‘llmiyyah wa al- ‘Amaliyyah wa Ma Qila Fihi mina al-Marathi. Cetakan
ke-1 (Mesir: Darul Beirut, 2002), 12.
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tersebut dan dikenal luas sebagai "Bapak Para Raja Arab Saudi", karena
banyak dari putranya yang kemudian meneruskan tampuk kepemimpinan
sebagai raja. Raja ‘Abd al-‘Aziz terkenal sebagai sosok yang memiliki
komitmen kuat terhadap ajaran agama, khususnya terhadap dakwah yang
dibawa oleh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab. Ia tidak hanya mengikuti
ajaran tersebut, tetapi juga, sebagaimana ayah dan kakeknya, menjadi
pendukung utama dan berkolaborasi dalam penyebaran dakwah tersebut.
Semangat ini kemudian diwariskan kepada anak-anaknya yang turut
mempertahankan  peran  dakwah  tersebut dalam  menjalankan
pemerintahan. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa pengaruh
pemikiran Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab begitu kuat membentuk corak
keberagamaan masyarakat Arab Saudi, termasuk memengaruhi pemikiran
Muhammad Salih al-‘USaymin. Karena alasan tersebut pula, Arab Saudi
sering kali diasosiasikan sebagai kerajaan yang berhaluan Wahhabi.".

Disisi lain, faktor kondisi intelektual Arab Saudi juga tidak terlepas dari
salah satu faktor yang mempengaruhi corak ijtthad Ibn Al-‘Uthaymin,
dengan Raja kerajaan Arab Saudi yaitu Raja Abdul Aziz sebagai pendiri
kerajaan Arab Saudi, yang pada saat ini dikenal dengan tokoh yang
memiliki perhatian yang besar terhadap bidang pendidikan. Karena itu,
beliau banyak mendirikan sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar
sampai pendidikan tinggi. Sekolah-sekolah yang didirikan bertujuan untuk
membangun pribadi-pribadi Muslim atas dasar-dasar ajaran Islam yang
lurus. Materi pelajaran yang diajarkan di Arab Saudi mayoritas adalah
pelajaran agama, dengan memperkuat ilmu ushul yakni ilmu Al-Quran,
tauhid, fikih, bahasa Arab. "

Program pendidikan yang dikembangkan oleh Kerajaan Arab Saudi,
seperti pemberian pendidikan gratis, penyediaan buku dan alat tulis, hingga
pemberian uang saku kepada siswa dan insentif bagi guru serta ulama,
mencerminkan dukungan penuh negara terhadap penyebaran dan
penguatan nilai-nilai Islam. Kebijakan ini sejalan dengan corak pemikiran

13 Wahabi adalah gerakan reformasi Islam yang muncul di Jazirah Arab pada
abad ke-18, yang diasosiasikan dengan tokoh ulama bernama Muhammad bin Abdul
Wahhab (1703-1792). Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan umat Islam kepada
pemahaman tauhid (keesaan Allah) yang murni, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah,
serta menjauhi praktik-praktik yang dianggap bid’ah (inovasi dalam agama), syirik
(menyekutukan Allah), dan khurafat. Lihat pada : http://saaid.org/monawein/sh/19.htm.

14 al-*Uthaymin, Majmii * Fatawda Wa Rasa’ll al- ‘Uthaymin. 106.
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Muhammad ibn Salih al-‘Uthaymin yang sangat menekankan pentingnya
menuntut ilmu sebagai sarana perbaikan individu dan masyarakat. Ibn
‘Uthaymin berpandangan bahwa ilmu syar‘i adalah warisan kenabian yang
wajib dipelajari dan diajarkan secara luas, dan karena itu negara memiliki
tanggung jawab untuk memfasilitasi proses tersebut. Pemikiran beliau yang
berpijak pada manhaj salaf turut memperkuat arah kebijakan pendidikan
yang tidak hanya bertujuan mencetak generasi intelektual, tetapi juga
menjamin kemurnian akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah. Insentif
terthadap guru dan ulama juga mencerminkan pandangan Ibn ‘Uthaymin
bahwa ulama adalah pewaris nabi yang harus dimuliakan, karena mereka
memiliki peran strategis dalam menjaga ajaran Islam yang murni..

Ibn Al-‘Uthaymin termasuk murid yang memiliki kedudukan
penting di sisi al-Sa‘di. Ketika ayah Ibn Al-‘Uthaymin pindah ke Riyad
pada saat usia remaja, dia pun ingin ikut bersama ayahnya. Oleh karena itu
al-Sa‘di mengirim surat kepada ayahnya, dengan isi surat:

“Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Mubammad (Shaykh Uthaymin)

tetap tinggal di sini agar ia bisa mempelajari ilmn  al-faidah.” Ibn Al-

‘Uthaymin berkata tentang gurunya ini: ““Akwu banyak dipengarubi oleh

Shaykh al-Sa'di dalam metode mengajar, pemaparan ilmn pengetahuan, dan

pendekatannya pada anak didik melalui berbagai macam contoh dan pengertian.

Begitn juga aku banyak dipengarubi olehnya dari sisi akblak; karena Shaykh

‘Abd al-Rabman al-Sa'di memiliki kbarisma yang besar sekali dalam hal

akblak dan budi pekerti. Dia memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetabunan

dan ibadabh. Dia suka bercanda dengan anak-anak dan tersenynm pada orang
dewasa. Dalam pandanganku, dia seorang yang berbudi pekerts yang lubur.”*°
‘Ali ibn Muhammad ‘Abd al-‘Aziz al-Shibli juga mengemukakan
pengakuan rasa kekaguman beliau terhadap Ibn Al-‘Uthaymin dan
pengaruh al-Sa‘di yang begitu kuat terhadap Ibn Al-‘Uthaymin, dengan
perkataan beliau tentang gurunya (al-Sa‘di):
“Pada saat saya belajar di halagah (pengajian) ‘“Abd al-Rabman ibn Nashir
al-Sa'di, saya banyak mendapat ilmn dari dia, karena dia memiliki metode
khusus dalam mengajar, yaitu dia mengumpulkan siswa dan menjelaskan isi

15 al-“Uthaymin, Fatawd Al- ‘Aqgida - Ibn ‘Uthaymin. 212.
16 Marziiq ‘Abd Rabbih ‘Abd al-‘Al, Biography of Shaykh Muhammad Bin Salih
Al Uthaymeen Rh. (Kairo: Maktabah Ruysd, 2011), 11.
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kitab, terkadang pada saat fertentu kami belajar tafsir, kemudian dia
menjelaskan isi al-Qur'an al-Karim tanpa berpegang pada kitab yang lain. Dia
menafsirkan dan menjelaskan kosa katanya, kemudian menyimpulkan hal
penting yang terkandung di dalamnya (faidab-faidab). Dia adalab tempat kami
menimba ilmu fikih, kaidah fikih, dan ushulnya. Dan alhamdulillah kami
mendapat ilmu yang banyak dari dia”."

Corak pemikiran Ibn Al-‘Uthaymin yang konservatif dan tekstualis
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.
Latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan intelektual yang berkembang di
Arab Saudi saat itu, terutama dengan kuatnya pengaruh dakwah
Wahhabiyah, turut membentuk cara pandang beliau dalam memahami dan
mengaplikasikan syariat Islam. Pendidikan yang berbasis pada ajaran agama
yang lurus, serta kedekatannya dengan ulama-ulama besar seperti al-Sa'di,
memperkuat pemahaman beliau terhadap pentingnya berpegang teguh
pada teks-teks agama dan menghindari interpretasi yang dianggap
menyimpang. Dalam konteks ini, pemikiran beliau mencerminkan
keberlanjutan tradisi keilmuan yang konservatif, dengan menjadikan nash
sebagai sumber utama hukum, dan membatasi ruang ijtihad dalam
kerangka yang sudah ditentukan oleh para ulama salaf. Hal ini membuat
Ibn Al-‘Uthaymin menjadi salah satu figur ulama yang menegaskan
pentingnya kesesuaian dengan teks asli (nash), serta menjaga kemurnian

ajaran Islam sesuai dengan pemahaman generasi awal.'®

B. Metodologi Ijtihad Ibn Al-‘Uthaymin dan Al-Qaradawl
1. Corak Ijtihad Yusuf al-Qaradawi

Corak pemikiran al-Qaradawl diawali dengan sebuah argumen beliau
yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam adalah sangat mudah
dan ringan. Terutama mengenai hal-hal yang biasanya dianggap oleh
masyarakat sebagai sesuatu yang susah. Membebaskan masyarakat dari sifat
fanatik dan taklid terhadap imam atau mazhab tertentu. Allah Subhanahu
wa Ta‘@la tidak memerintahkan kita untuk mengikuti (###ba’) kepada
mazhab atau imam tertentu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta‘la

memerintahkan kita semua dapat mengambil manfaat yang banyak dari

17 <Abd al-‘Al, Biography of Shaykh Muhammad Bin Salih Al Uthaymeen Rh.
Cetakan ke-2, (Kairo: Maktabah Ruysd, 2011) 56.
18 Mas‘iid, Manhajiyyah Fatwa ‘Inda al-Shaykh Ibn ‘Uthaymin. 74.
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mazhab-mazhab yang ada. Dalam hal ini, seorang Muslim harus selalu
berusaha memilih pendapat dan dalil yang kuat siapapun yang
mangatakannya. Karena seorang Muslim yang benar adalah yang mengikuti
dalil yang benar dan bukan mengikuti individu atau imam tertentu,
mengingat diantara para imam tidak ada yang ma'sim. Hal ini beliau
kemukakan dikarenakan pada daerah tempat tinggal al-Qaradawl, dalam
pengajaran fikih, para ulama hanya mengambil dari mazhab Syafi’i."”

Pendapat al-Qaradawl sesuai dengan perkataan Hasan al-Banna pada
prinsip ke-6 dalam kaidah ijtthad yang merupakan bagian dari “20 Prinsip
Qand id AlLjtihAd’, yakni semua orang boleh diambil ataupun ditinggalkan
perkataannya, kecuali a/-ma ‘siim (tetjaga dati kesalahan dan dosa) yaitu nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam. Semua yang datang dari generasi
salaf, yang sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah maka kita terima.
Sedangkan jika tidak, maka al-Quran dan as-Sunnah lebih utama untuk
ditkuti. Diantara karateristik dan keistimewaan umat Islam adalah
keabadian sumber ajarannya yang terpelihara dari kesalahan dan
pemalsuan. Karena Allah telah menjaganya dan tidak akan menyerahkan
tugas penjagaan itu kepada siapapun.

Disini perlu digarisbawahi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi
dalam kitab Muwafaqat-nya, bahwa penjagaan terhadap al-Quran dengan
pemeliharaannya telah dijamin oleh Allah, mengandung pengertian dan
konsekuensi sebagai keharusan untuk menjaga Sunnah sekaligus. Karena
Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran yang menjadi keharusan dalam
mamahami Al-Quran. Dan penjagaan terhadap sesuatu yang dijelaskan
mangharuskan dijaganya pula unsur penjelasnya. Ini adalah logika kuat
yang tidak diragukan lagi. Dalam mengistimbatkan hukum, Yusuf al-
Qaradawl dalam buku-bukunya selalu merujuk agar kembali kepada
sumber-sumber hukum yang terjaga keasliannya. Kembali kepada sumber-
sumber asli yang murni yaitu al-Quran dan as-Sunnah yang shahih, hal ini
akan memberikan tiga faidah atau manfaat penting.”

1) Kejelasan Al-Quran dan jauhnya dari sifat kesamaran serta sikap
dibuat-buat (Kamuflase),

19 M. Ali Kettani, Muslim Minoritas in the World Today, terj. Zarkowi Soejoeti,
Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 3.

20 al-Qaradaw1 Yisuf, fi Figh al-Aqalliyat al-Muslimah, (Beirut: Dar al-Syuriiq,
2001), 28.
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Faidah pertama terang dan jelas, dan mudah di pahami, serta jauh dari
kesamaran, mengada-ada dan keruwetan. Dikarenakan Al-Quran adalah
kitab yang terang benderang yang dimudahkan oleh Allah untuk diingat. Ia
dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan-penjelasan
mengenai petunjuk dan pembeda antara yang haq dan yang bathil.

Sunnah, seperti halnya al-Quran memberikan penjelasan tentang
hakikat-hakikat yang paling agung, pengetahuan yang paling mulia, dan
petunjuk yang paling tinggi, dalam bentuk yang jelas dan mengagumkan,
sederhana dan mudah. Tidak mengada-ada dan juga tidak mempersulit.

2)  Mengambil hakikat yang bersih dari karat-karat zaman,

Faidah kedua yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang
shahih, berarti kita mengambil hakikat yang bersih dari karat, tambahan,
sisipan dan kebatilan.

3) Bebas dari sikap Ekstrim dan Permisif,

Faidah yang ketiga yang kita dapatkan dengan kembali kepada sumber-
sumber yang terjaga dari kesalahan adalah kita terbebas dari sikap ekstrem
(¢fraath) dan permisif (Zafriith) yang terjadi pada manusia seluruhnya.

Didalam berijtihad, beliau melepaskan diri dari ikatan mazhab tertentu
dan membebaskan diri sikap taklid agar tidak memihak kepada satu
mazhab Sunnah, seperti halnya al-Quran memberikan penjelasan tentang
hakikat-hakikat yang paling agung, pengetahuan yang paling mulia, dan
petunjuk yang paling tinggi, dalam bentuk yang jelas dan mengagumkan,
sederhana dan mudah. Tidak mengada-ada dan juga tidak mempersulit.
Mengambil hakikat yang bersih dari karat-karat zaman.

Faidah kedua yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang
shahih, berarti kita mengambil hakikat yang bersih dari karat, tambahan,
sisipan dan kebatilan. Bebas dari sikap ekstrim dan permisif. Faedah yang
ketiga yang kita dapatkan dengan kembali kepada sumber-sumber yang
terjaga dari kesalahan adalah kita terbebas dari sikap ekstrem (zfraath) dan
permisif (Zafriith) yang terjadi pada manusia. Didalam berijtihad, beliau
melepaskan diri dari ikatan mazhab tertentu dan membebaskan diri sikap
taklid agar tidak menitikberatkan hanya kepada satu mazhab.”'

Dalam masalah ijma’ yang merupakan salah satu dari sumber-sumber

hukum dasar yang wajib ditkuti dan pedomani, al-Qaradawl sangat

2L al-Qaradawi Yisuf, fi Figh al-Aqalliyat al-Muslimah, (Beirut: Dar al-Syuriiq,
2001), 28.
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menghormati agar posisi ijma’ dalam hukum tetap dapat menjadi alat
penjaga keseimbangan dan menghilangkan distorsi intelektual. Beliau juga
menggunakan analogi atau qiyas yang benar. Qiyas adalah memberikan
hukum yang sama kepada sesuatu oleh sebab (i/af) yang sama, dan hal itu
merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitnah
manusia.”

Beliau juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan umum
disamping norma preventif. Dikarenakan syariat adalah keadilan, rahmat,
petlindungan, dan kemanfaatan yang diberikan Allah subhanahu wa ta‘ala
untuk menunjukkan kebenaran-Nya dan kebenaran rasul-Nya. Dan syariat
adalah cahaya dan petunjuk yang diberikan Allah subhanahu wa ta‘ala
kepada orang-orang yang mau melihat dan mau memperoleh petunjuk.”

2. Corak Ijtihad Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin

Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymln merupakan salah satu ulama
kontemporer yang pemikirannya berlandaskan pada teori dan manhaj salaf
al-salih. Oleh karena itu, beliau sangat menekankan penggunaan metode
analisis dengan sifat ihtiyat (kehati-hatian) dalam menyimpulkan hukum,
khususnya dalam penerapan qiyas dan identifikasi ‘illat hukum, guna
mencapal kejelasan dalam setiap persoalan agama. Pendekatan ini juga
beliau ajarkan secara konsisten kepada para muridnya, disertai dengan
nasihat agar mereka senantiasa mencari kejelasan ilmiah dan tidak tergesa-
gesa dalam mengambil kesimpulan dalam perkara-perkara keagamaan.

Muhammad $alih ibn al-Uthaymin juga menanamkan kepada murid-
muridnya untuk objektif dalam istinbat hukum dan tidak bersikap fanatik
pada suatu mazhab atau suatu pendapat, dan bersikap menerima
kebenaran, dimana dalil dijadikan hakim/pemutus permasalahan yang ada,
walaupun dalam hal ini menyelisihi mazhab beliau, yaitu mazhab al-Imam
Ahmad ibn Hanbal, dengan contoh ijtihad ibn al-‘Uthaymin, yakni ketika
Shaykh al-Islam berpendapat diperbolehkannya perempuan bepergian
tanpa mahrom jika dalam keadaan aman, sedangkan ibn al-‘Uthaymin

berpendapat sebaliknya, yaitu haram. Sebagaimana juga ibn al-‘Uthaymin

22 al-Qaradaw1 Yisuf, fi Figh al-Aqalliyat al-Muslimah, (Beirut: Dar al-Syuriiq,
2001), 35.

23 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas; Figh al-Aqallivat dan Evolusi
Magqaisid al- Syart’ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 277.
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banyak menyelisihi mazhab Hanbali dalam ratusan masalah yang ia melihat

bahwa dalil menyelisihi mazhab dalam permasalahan itu.*

Adapun metode istinbat ibn al-‘Uthaymin, maka tak lepas dari
kajiannya tentang ilmu ushul fikih. Menurutnya ilmu ushul fikih sangat
penting untuk dipelajari oleh seorang Muslim karena syariat agama
dibangun atas dasar yang kuat, apabila seseorang ingin memahami
agamanya maka ia harus paham bagaimana pondasi syariat dibangun. Oleh
karena itu, seseorang yang ingin melakukan kesimpulan hukum diharuskan
terlebih dahulu mempelajari, memahami dan menguasai ilmu ushul fikih di
samping ilmu lainnya seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah, bahasa dan
lainnya. Seseorang yang melakukan istinbat hukum berarti ia adalah
seorang mujtahid, yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum
sesuai kemampuan yang mereka miliki.*’

.Mengenai metode istinbat, ibn al-‘Uthaymin adalah penganut Mazhab
Hambali yaitu berpegang teguh pada sumber utama hukum Islam yaitu Al-
Qur’an, sunah, ijma ulama dan qiyas.”

1. Al-Qur’an. Sebagai sumber hukum yang pertama, Al-Qur’an harus
dijadikan sebagai dalil dalam semua arah yang dituju oleh penetapan
hukum, yang terpenting adalah Al-Qur’an harus tetap dijadikan dalil
meski mengandung banyak makna dalam redaksinya. Karena terkadang
redaksi sebuah ayat yang berisi perintah seringkali mengandung makna
wajib, mandub, haram, makruh dan mubah.

2. Sunah. Seluruh sunah Rasullulah Sallalldhu ‘Alayhi wa Sallam, baik itu
sunah ucapan maupun sunah perbuatan atupun penetapan.

3. Ijma ulama. Menurut ibn al-‘Uthaymin, ijma secara bahasa adalah niat
yang kuat dan kesepakatan. Yang dimaksud dengan kesepakatan
mujtahid umat ini adalah kesepakatan yang diakui oleh para mujtahid
umat Islam yang setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alayhi
wa Sallam. terhadap hukum syara’. Dengan demikian, jika salah satu dari

24 Hamid Salih bin ‘Abdillah bin Hamid, Inayah Al-Shaykh Ibn ‘Uthaymin Wa
Musharakatuh Fi Majal al-Ijtihad al-Fight al-Jama 7, (Riyadh: Dar Kunuz Ishbiliya,
2010), 205.

% Salih bin ‘Abdillah bin Hamid, Inayah Al-Shaykh Ibn ‘Uthaymin Wa
Musharakatuh FT Majal al-Ijtihad al-Fight al-Jama 7, 52.

% Qalih bin ‘Abdillah bin Hamid, Inayah Al-Shaykh Ibn ‘Uthaymin Wa
Musharakatuh Ft Majal al-Ijtihad al-Fight al-Jama 7,61.
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mujtahid tidak sepakat atau terjadi kesepakatan namun yang sepakat itu

adalah orang awam atau muqallidan atau terjadi di masa nabi maka itu

tidak dinamakan ijma.

Ibn al-‘Uthaymin juga mengatakan bahwa ijma umat atas sesuatu bisa
jadi benar dan bisa jadi salah, jika benar maka ia adalah hujjah dan jika
salah maka tidak bisa didirikan hujjah atasnya. Umat Islam merupakan
umat yang mulia disisi Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Sejak jaman Nabi dan
tidak mungkin bersepakat atas suatu perkara yang batil dan tidak diridhoi
oleh Allah Subhanahu wa Ta@ala. Ibn al-‘Uthaymin membagai ijma
menjadi dua yakni ijma qath’i dan ijma zhanni. Yang dimaksud dengan ijma
qath’t adalah ijma yang diketahui keberadaannya.

4. Qiyas. Qiyas menurut istilah ahli ilmu wushul fikih adalah
mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan
suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan kedua itu
dalam illat hukumnya. Menurut Ibn al-‘Uthaymin, qiyas merupakan
satu dalil dengan hukum-hukum syar’i ditetapkan dengannya.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan
istinbat hukum, Ibn al-‘Uthaymin menggunakan empat dasar hukum, yaitu
al-Quran, sunah, ijma dan qiyas. Selain itu, beliau juga menjadikan
pertimbangan maslahat, gawl al-sahabl , sadd al-dari‘ah dan ‘urf sebagai
dasar hukum lain dalam melakukan istinbat hukum. Dalam pandangan
mazhab, Muhammad Salih Ibn al-‘Uthaymin dikenal sebagai seorang yang
mengikuti mazhab Hanball. Hal ini tidak hanya diakui oleh beliau sendiri,
tetapi juga dapat ditelusuri dari latar belakang keilmuannya, mengingat
mayoritas guru-gurunya merupakan ulama bermadzhab Hanball. Setelah
penulis melakukan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber,
dapat disimpulkan bahwa Ibn al-‘Uthaymin secara konsisten berada dalam
koridor pemikiran mazhab Hanball. Kesimpulan ini diperkuat dengan
jawaban beliau ketika ditanya dalam suatu fatwa: apakah Ibn al-‘Uthaymin
termasuk dalam mazhab Hanball, dan apakah beliau mengakui dirinya
sebagai pengikut mazhab tersebut? Maka beliau pun menjawab: “Tidak
diragukan lagi bahwa Syekh Ibn Utsaimin bermadzhab Hambali dalam
ushul. Sejak kecil beliau mempelajari kitab-kitab mazhab itu dan berguru
kepada para Syekhnya. Ini tidak aneh. Karena bermazhab dengan salah satu
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dari empat mazhab adalah jalan para ulama, selama tidak fanatik.””’

Penegasan bahwa Muhammad S$alih Ibn al-‘Uthaymin merupakan
bagian dati mazhab Hanball juga dipetkuat oleh Wa’il Ahmad ‘Abd al-
Rahman dalam tahqlq-nya atas kitab Riyad al-Salihin karya Imam Abu
Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawl yang disyarah oleh Ibn al-‘Uthaymin.
Dalam pengantar tahqlq tersebut, ia menyebut bahwa Ibn al-‘Uthaymin
merupakan salah satu ulama besar dalam lingkungan mazhab Hanball dan
termasuk kalangan ahli fikih yang menonjol dalam mazhab tersebut. Dari
sini semakin jelas bahwa Ibn al-‘Uthaymin tidak hanya berafiliasi dengan
mazhab Hanball, tetapi juga menjadi salah satu tokoh penting yang
berkontribusi dalam pengembangan pemikiran fikih dalam mazhab
tersebut.”

Ibn al-‘Uthaymin berkata, “apabila ada orang berkata: mazhab saya ini,
mazhab saya ini dan mazhab saya ini.” Maka kita katakana padanya “ini
perkataan Rasulullah Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam, maka jangan engkau
pertentangkan dengan perkataan seseorang, bahkan ulama-ulama mazhab
mereka melarang agar tidak taklid (mengikuti) mereka secara berlebihan.”
Mereka berkata: “kapan kebeneran sudah jelas maka wajib kembali
kepadanya”. Maka kita katakan apabila ada seseorang mempertentangkan
mazhab seseorang kepada kita, maka katakan “saya dan anda bersaksi
bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan persaksian ini menghendaki agar
kita tidak mengikuti kecuali Rasulullah Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam, dan
sunnah ini jelas didepan kita, akan tetapi engkau tidak mengikuti sunnah ini
maka hendaklah kita mengurangi kembali ke buku-buku ahli fikih dan
ilmunya. Namun hendaklah kita kembali kepada buku mereka untuk
mendapatkan faidah dan untuk mengetahui bagaimana mereka beristinbat
(mengambil hukum) dari dalil-dalil, yang mana tidak mungkin seorang

penuntut ilmu memahaminya kecuali kembali kepadanya.””

27 Ahmad al-Husayni, Al-Jami‘ li-Hayati al- ‘Allamah Muhammad bin Salih al-
‘Uthaymin al- ‘llmiyyah wa al- ‘Amaliyyah wa Ma Qila Fihi mina al-Marathi. Cetakan
ke-1 (Mesir: Darul Beirut, 2002), 115.

28 Muhammad Biisamah, Tahqgiq Al-Manat Wa Atharuhu Fi Figh al-Aqalliyyat.
Cetakan ke-1 (Cairo: Dar Ibnu Hazm, 2003), 85.

2 Muhammad Biisamah, Tahqgiq Al-Manat Wa Atharuhu Fi Figh al-Aqalliyyat,
90.
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Dalam konteks ini, Ibn al-‘Uthaymin mengkritik keras mereka yang
tidak mengikuti metodologi ulama dalam memahami nash-nash agama.
Akibatnya, kesalahan-kesalahan fatal pun tak terhindarkan. Hal ini terjadi
karena mereka hanya melihat sebagian kecil dari teks-teks keagamaan tanpa
memahami prinsip-prinsip penting seperti ‘amm (umum), khass (khusus),
mutlaq (mutlak), muqayyad (terikat), serta naskh (penghapusan hukum).
Sebagai contoh, merecka membaca kitab Sahih al-Bukharl dan langsung
mengambil hadis darinya tanpa memahami konteks dan kaidah-kaidah
tersebut. Akibatnya, mereka terjebak dalam pemahaman yang keliru dan
menyesatkan.

Berikut penulis telah melakukan pengelompokan dan kategorisasi
terkait dengan perbedaan latar belakang dan corak metodologi ijtihad Ibn
al-‘UthaymIn & Yusuf al-Qaradawl, sebagai berikut:

Latar Belakang Pemikiran dan Corak Metodologi Ijtihad
Ibn al-‘Uthaymin & Yusuf al-Qaradawl

No Aspek Ibn al-‘Uthaymin Yusuf al-Qaradawl
Lat Konservatif, tumbuh Progresif, dipengaruhi
atar
1 Belak di Arab Saudi dengan | oleh Ikhwanul Muslimin
elakan
S pengaruh Wahabi dan Al-Azhar

Berpegang teguh pada Mengutamakan prinsip

Metodologi
2 e;?ho dogl teks Al-Qut'an, Hadis, | Tayslr (kemudahan) dan
iha ) .
) Ijma’, dan Qiyas Maslahah
Adaptast hukum Islam
Fokus . .
3 Purifikasi ajaran Islam terhadap kebutuhan
Pendekatan
kontemporer

C. Komparasi Metodologi Ijtihad Ibn Al-‘Uthaymin dan Al-
Qaradawl
1. Titik Temu dan Pembeda antara Corak Ijtihad Ibn Al-‘Uthaymin
dan Al-Qaradawl
Dalam beberapa dekade terakhir, khususnya sejak tahun 1990-an,
kalangan wasatiyyah dan kelompok salafi yang berbasis di dunia Arab
maupun Barat telah berupaya menyeimbangkan pendekatan-pendekatan
mereka, baik secara individual maupun sebagai bagian dari formulasi hukum
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dalam figh al-aqalliyydt al-Muslimah (fikih minoritas Muslim). Pendekatan ini
dilandasi oleh ideologi dan metodologi masing-masing yang saling bersaing.
Kalangan wasatiyyah cenderung menggunakan pendekatan yurisprudensi
yang moderat dan seimbang, serta dikenal menghasilkan sejumlah keputusan
hukum yang inovatif dan berani. Pendekatan mereka ditandai dengan prinsip
fleksibilitas (muriinah) dan kemudahan (Zzysir), sebagaimana digaungkan oleh
para ulama kontekstualis atau modernis. Sebaliknya, metodologi ijtihad yang
mengedepankan kekakuan baku serta mempertahankan corak ijtihad klasik
merupakan ciri khas para ulama tekstualis atau tradisionalis. Salah satu tokoh
representatif dari pendekatan ini adalah Muhammad $alih ibn al-‘Uthaymin,
yang dalam proses ijtihad-nya sangat konsisten dengan metode salaf.
Perbedaan pendekatan antara kedua kubu ini pada akhirnya melahirkan dua
corak formulasi hukum Islam yang berbeda secara visi umum, yang
tergambar dalam sejumlah isu praktis yang bersifat spesifik dan penting bagi
kehidupan umat Muslim, terutama dalam konteks minoritas Muslim di dunia
modern.”

Evolusi masing-masing pendekatan dalam mengimplementasikan
hukum Islam bagi komunitas Muslim minoritas di Barat, khususnya dalam
bidang hukum keluarga, menunjukkan dinamika yang bersifat dialektis.
Pendekatan yang cenderung bersifat wasatl (moderat) berupaya untuk
mengkodifikasikan aspirasi umat Islam dalam konteks kehidupan di Barat
serta menyesuaikan dengan karakter hubungan mereka terhadap masyarakat
mayoritas non-Muslim. Sampai batas tertentu, pendekatan ini merupakan
respons kritis terhadap pandangan salafi-tekstual, khususnya dalam
penerapan doktrin a/wald’ wa al-bard’, yang secara ketat menekankan
loyalitas eksklusif kepada umat Islam dan pemutusan hubungan dengan
komunitas di luar Islam.” Sebaliknya, sebagian fatwa dari kalangan sa/afl
menolak pemberian fasilitasi atau konsesi hukum kepada Muslim minoritas,
karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip fatwa yang berakar
pada pemahaman salaf. Meski demikian, perbedaan tajam antara kedua

30 Al-Qaradaw1 Yiasuf, Figh Al-Wasarsiyya al-Islamiyya Wal-Tajdid Ma ‘alim
waManarat (Cairo: Dar al-Shurtiq, 2010). 65.

31 Al Wala’ wal Bara’ ialah penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang
dicintai dan diridhai Allah serta apa yang dibenci dan dimurkai Allah, dalam hal
perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Lihat pada : https://almanhaj.or.id/2171-
al-wala-wal-bara.html.
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pendekatan tersebut jarang diwujudkan dalam bentuk kritik langsung atau
serangan personal terhadap tokoh-tokoh dari masing-masing kubu, baik dari
kalangan wasati maupun salafi. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh kesadaran
bersama akan pentingnya menjaga citra dan kesatuan umat Islam di mata
publik, khususnya dalam konteks masyarakat Barat yang mayoritas non-
Muslim.*

Di samping evolusi pendekatan wasati dan salafi, pemahaman terhadap
tikih al-agalliyyar al-Muslimah tidak dapat dilepaskan dari metodologi ijtihad
yang berbeda antara keduanya. Pendekatan wasatl menekankan teori
integrasi, yaitu penyesuaian hukum Islam terhadap konteks zaman dan
tempat yang dihadapi oleh Muslim minoritas. Sebaliknya, kalangan salafi
mengedepankan konsep universalitas hukum Islam yang menuntut
penerapan hukum secara ketat, bahkan dalam konteks masyarakat minoritas
Muslim. Bagi ulama tradisionalis atau tekstualis, terdapat batasan dalam
interaksi antara Muslim dan non-Muslim, meskipun mereka hidup dalam
satu negara. Konsep ini dikenal dengan a/-wald’ wa al-bard’, yang menekankan
loyalitas penuh kepada kaum Muslim dan penolakan terhadap nilai-nilai luar.
Berbeda dengan hal itu, Yusuf al-Qaradawl dalam fatwanya membolehkan
Muslim yang tinggal di negara Barat untuk berinteraksi dan bersosialisasi
dengan non-Muslim. Kebolehan ini didasarkan pada tuntutan hidup
berkonstitusi dan kewajiban menjalankan hukum positif yang berlaku di
negara non-Muslim tempat mereka tinggal.”’

Hukum agama bagi Muslim minoritas merupakan wacana kompleks
yang melibatkan kontribusi para ahli fikih dan pakar hukum Islam dalam
merumuskan pendekatan spesifik terkait bagaimana hukum Allah seharusnya
ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks negara-negara non-Muslim.
Tantangan utama dari dua pendekatan metodologis, yaitu wasatl dan salaf,
terletak pada usaha mendefinisikan batas-batas legitimasi dan ilegitimasi
penerapan hukum Islam yang sesuai dengan kerangka ideologis dan
metodologis masing-masing. Pertama, kedua pendekatan ini dihadapkan
pada kenyataan bahwa umat Islam sebagai minoritas harus mengakui otoritas
hukum konstitusional negara tempat mereka tinggal, serta keterbatasan

32 Husayn Halawa, “About the European Council for Fatwa and Research,” in
Fatwas of European Council for Fatwa and Research (Cairo: Islamic INC, 2002), 1-7.

33 Salim b. ‘Abd al-Ghani Al-Rafi‘l, Ahkam Al-Ahwal al-Shakhsiyya Lil-Muslimin
F7 al-Gharb (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), 56.
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dalam menolak hukum-hukum sekuler yang dianggap bertentangan dengan
prinsip-prinsip  syariat. Kedua, masing-masing pendekatan berupaya
menjadikan kerangka metodologinya sebagai rujukan utama bagi umat
Muslim minoritas, khususnya dalam bidang hukum keluarga, dengan harapan
membentuk pola pikir dan praktik keagamaan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip yang diyakini.**

Para ulama fikih yang fokus pada isu figh al-aqalliyyat, seperti
Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin dati kubu sa/sfl dan YUsuf al-Qaradawl
dari kubu wasatl, memandang bahwa fikih minoritas merupakan konstruksi
intelektual yang memadukan aspek wsu/ (prinsip-prinsip dasar) dan funi®
(cabang-cabang hukum). Pada akhirnya, mereka mengarah pada formulasi
hukum Islam yang dapat diterapkan secara menyeluruh dan universal,
dengan mengupayakan kompromi antara pendekatan tekstual (salafl) dan
kontekstual (wasatl). Sementara itu, Tariq Ramadan memandang bahwa
wasatl figh al-aqalliyy@t al-muslimin hanyalah proyek eksternal yang bersifat
sementara dan harus dianggap sebagai tahap transisi. Menurutnya, dalam
jangka panjang, komunitas Muslim minoritas harus membangun
kemandirian intelektual, berpikir secara otonom, serta mengembangkan
analisis dan produk hukum yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka
sendiri, sambil terus mengemukakan ide-ide baru yang bersifat praktis dan
kontributif.”

Kompleksitas problematika yang muncul dari segala aspek pada Muslim
minoritas yang bertempat tinggal di negara Barat, pada akhirnya membuat
perhatian para ulama’ sangat intens dan menuntut keterbaharuan hukum
pada lingkungan mereka dengan legitimasi yang ditawarkan oleh para ahli
hukum atas kelangsungan tinggal mereka, yang menjadi dasar bagi keduanya
yakni bagi wasati dan yurisprudensi salafi oleh al-Aqalliyat al-Muskim, dengan
demikian merupakan rasionalisasi retroaktif atas suatu realitas yang disadari
oleh para ahli hukum bahwa mereka tidak dapat memberi jalan tengah bagi
permasalahan Muslim dinegara Barat.”

34 Qalih b. Fawzan Al-Fawzan, Ahkam Al-Ta‘amul Ma‘a Ghayr al-Muslimin
(Riyadh: Dar Kuniiz Ishbilya lil-Nashr wal-Tawzi, 2009), 16.

3% Al-Harithi Aba Farthan Jamal b. Farihan, Al-Fatawa al-Muhimma Fi Tabsir al-
Umma (Cairo: Maktabat al-Hady al-Muhammadi, 2009), 85.

% Yasuf Al-Qaradawi, Al-Halal Wal-Haram Fi al-Islam (Cairo: Maktabat
Wahaba, 2004), 63.
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Implementasi dan aplikasi pendekatan wasati maupun salafi dalam
berbagai kasus sebenarnya telah berlangsung di berbagai komunitas Muslim
minoritas di Barat. Namun, penerapannya masih memerlukan dukungan
yang kuat serta sosialisasi lebih luas dari para aktivis lokal, termasuk para
imam dan tokoh masyarakat. Sebagian aktivis yang berafiliasi dengan
pendekatan tertentu sering kali menunjukkan kurangnya komitmen terhadap
otoritas keilmuan dari para mufti atau ulama yang mereka ikuti, baik dari
kalangan tekstualis (sa/afl) maupun kontekstualis (wasatl). Selain itu, sejumlah
fatwa dan keputusan hukum kerap disesuaikan dengan tekanan dan tuntutan
realitas lokal, sehingga menimbulkan variasi dalam implementasinya. Dalam
konteks ini, para ulama yang berbasis di negara-negara Barat memainkan
peran strategis dalam menyusun pendekatan hukum yang dapat diterima oleh
otoritas setempat. Baik melalui kerangka wasati maupun salafi, mereka
berupaya agar hukum Islam dapat diimplementasikan secara maksimal dalam
konteks negara-negara dengan populasi Muslim minoritas. Oleh karena itu,
figh al-aqalliyyat al-muslimah dapat dilihat sebagai “laboratorium hukum” atau
ruang uji coba bagi para mufti dari kedua pendekatan tersebut dalam
menetapkan hukum, khususnya melalui klasifikasi dan analisis = a/-%/ab
(seperti dalam proses Zangih al-mandt)”’ sehingga memungkinkan terjadinya
pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap konteks.”

Pendekatan wasati dan  salafi dalam  figh al-agalliyyat al-muslimab
merupakan representasi dari tujuan dan metodologi yang berakar pada
karakter dasar masing-masing mazhab fikih. Kedua pendekatan ini telah
melahirkan kerangka ijtthad yang khas dalam memberikan solusi hukum bagi
umat Islam yang hidup sebagai minoritas di negara-negara non-Muslim.
Rumusan-rumusan hukum tersebut disusun oleh para ulama melalui
lembaga-lembaga fatwa atau organisasi fikih yang berbasis internasional
maupun regional, yang berfungsi sebagai otoritas rujukan dalam menetapkan
hukum-hukum kontemporer. Seiring waktu, akumulasi hasil ijtihad ini telah
membentuk khazanah fatwa yang kaya, khususnya dalam isu-isu sosial,

37 Tahqgig al-manéath ialah upaya seorang mujtahid untuk mengidentifikasi dan
memverifikasi substansi obyek hukum, serta untuk mengaitkan kasus-kasus yang
muncul dengan kandungan makna yang ada dalam nash sehingga terhindar dari
terjadinya kesalahan teknis penyesuaian antara suatu hukum dengan obyeknya. lihat
pada : https://shamela.ws/book/37630/200

38 Yisuf Al-Qaradawi, Al-Ijtihad Fi al-Shari‘a al-Islamiyya (Kuwait: Dar al-
Qalam, 1996), 32.
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ekonomi, dan keluarga yang dihadapi oleh Muslim minoritas di Barat. Dalam
penyebarannya, para aktivis dakwah, institusi keagamaan, lembaga
pendidikan, serta media Muslim memainkan peran penting dalam
menyosialisasikan pendekatan-pendekatan ini kepada masyarakat luas.”

Sejumlah perkembangan historis menandai munculnya pendekatan
wasatl dan salafi dalam konteks figh al-agalliyyar. Pendekatan wasati ditandai
oleh sikap yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial-politik
Muslim di Barat. Salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Taha
Jabir al-‘Alwanl, yang melalui lembaga seperti The Figh Council of North
America, mengeluarkan fatwa yang menganjurkan bahkan mewajibkan
partisipasi umat Islam dalam proses politik di negara-negara Barat sebagai
bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan dan kontribusi terhadap
masyarakat. Menurut Masud, istilah figh al-agalliyyat sendiri pertama kali
diperkenalkan dalam konteks yurisprudensi yang ditujukan secara khusus
untuk menjawab kebutuhan hukum umat Islam minoritas.*’ Di sisi lain,
pendekatan saz/afi mulai mengambil bentuk yang lebih sistematis sejak dekade
1970-an, ketika sejumlah ulama salafl mulai menyusun panduan hukum yang
merespons kehidupan Muslim di negara-negara non-Muslim. Perkembangan
ini didukung oleh keterlibatan aktif institusi-institusi keagamaan di Arab
Saudi dalam mendanai dan mendukung penyebaran dakwah salafl ke wilayah
Barat. Melalui pendekatan yang bersifat tekstual dan literal, para ulama salafl
menekankan pentingnya konsistensi terhadap nash dan prinsip-prinsip klasik
Islam, meskipun diterapkan dalam konteks yang berbeda secara geografis
dan sosiologis.

Pada tahap awal, kalangan sa/afi khususnya pada periode kepemimpinan
ulama seperti Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin dan ‘Abd al-‘Az1z ibn Baz
belum menunjukkan adanya pembaruan hukum (Z7/dld) yang signifikan dalam
konteks Muslim minoritas. Pendekatan hukum yang mereka anut tetap
menckankan prinsip bahwa hukum Islam bersifat universal dan tidak terikat
oleh ruang dan waktu. Hukum yang ditetapkan bersifat baku dan gatT,
dengan penekanan kuat pada kesesuaian mutlak terhadap nash-nash syari

39 “All b. al-Muntasir Al-Kittani, Al-Muslimin FT “iribba Wa-Amrica (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2005), 93.

40 Mahmiid Faraj, Al-Qaradawi Fi Riwaq al-Ghazali: Al-Islam Din al-Tagaddum
al- ‘Ilmi Wal-Hadari, Nizamund al-Ta‘limi La Yu‘ti al-Fursa Li-Takhrij al-Nawabigh
Wal-Mubtakirin (Cairo: Al-Wafd Press, 2005), 105.
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tanpa membuka ruang ijtihad kontekstual yang fleksibel. Namun demikian,
pasca wafatnya kedua tokoh tersebut, muncul gagasan-gagasan baru dalam
kalangan salafi yang mulai mempertimbangkan pendekatan figh al-wdqiyakni
metode berijtthad yang memperhatikan realitas sosial dan lokalitas tempat
tinggal." Pendekatan figh al-wlqi‘ ini meliputi kajian tentang kehidupan
Muslim di negara-negara non-Muslim, interaksi dengan masyarakat
mayoritas non-Muslim, serta bagaimana umat Islam minoritas dapat
beradaptasi dengan sistem hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di
negara tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan metodologis
dalam tubuh sa/afl, meskipun tidak secara eksplisit mengklaim sebagai bentuk
tajdid hukum.

Dari sisi implementasi dakwah, pendekatan yang diambil oleh ulama
salafi cenderung fokus pada pemanfaatan sarana-sarana dakwah lokal seperti
masjid, asosiasi, pusat-pusat keislaman, serta lembaga-lembaga penerbitan
independen. Aktivitas dakwah tersebut dijalankan secara mandiri di berbagai
wilayah minoritas Muslim, namun tetap mengacu pada sistem hukum dan
ideologi keagamaan yang berlaku di Arab Saudi sebagai sumber rujukan
utama (marja iyyah).”* Sebagai contoh, di Inggris terdapat sejumlah komunitas
yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari gerakan sa/afi
dan menunjukkan hubungan ideologis yang kuat dengan pemikiran dan
ajaran yang berasal dari Saudi. Sementara itu, di Jerman, terdapat komunitas
salafi yang cenderung bersikap lebih pragmatis dan sosial, serta berusaha
menjauhkan diri dari ekspresi terbuka ideologi sa/afi. Hal ini dilakukan
sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem hukum dan prinsip-prinsip
konstitusional Jerman, guna menghindari stigma ekstremisme dan menjaga
keberlangsungan komunitas. Dalam konteks ini, lembaga negara seperti Office
for the Protection of the Constitution (Verfassungsschutz) memiliki peran penting
dalam mengawasi sekaligus menjaga keberagaman ideologi di tengah
masyarakat, termasuk terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang
dianggap berpotensi menyimpang dari prinsip demokrasi.

Di kalangan ulama wasatl, terdapat pandangan bahwa fatwa adalah suatu
proses yang dipandu oleh ekstraksi hukum dari Al-Qur'an terkait dengan

41 Hasan Al-Banna, Al-Salam F7 al-Islam, 91.
4 al-Balad al-Haram Fatawa, Al-Suwar Lil-Dariira (Cairo: al-Maktaba al-
Tawfiqiyya, n.d.), 36.
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maksud utama Allah dalam menyampaikan hukum-hukum-Nya. Prinsip
jjtihad yang diterapkan dalam metodologi wasafi ini sejalan dengan pedoman
dan tuntunan para salaf, yaitu: (a) dalam menafsirkan perintah-perintah Al-
Qur'an, perhatian harus diberikan pada konteks wahyu serta tingkat
otoritasnya; (b) Al-Qur'an memuat hal-hal yang bersifat umum atau universal
(kulliyyah) dan juga hal-hal yang lebih spesifik (juz’iyyat); (c) semua sumber
hukum, termasuk hadis Nabi, harus dipahami dengan merujuk pada Al-
Qur'an sebagai pedoman utama. Hadis-hadis bertujuan untuk menjelaskan
Al-Qur'an dan menunjukkan relevansinya. Jika suatu hadis bertentangan
dengan prinsip-prinsip universal yang termuat dalam Al-Qur'an, maka hadis
tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum;
(d) karena tujuan syari'ah adalah untuk menjaga maqasid tertentu, fatwa
secharusnya dapat berkembang sesuai dengan waktu, tempat, kebiasaan, dan
kondisi sosial yang berbeda, sehingga memungkinkan penerapannya dalam
konteks yang lebih relevan.*

Maslahah (masdlih  mursala)** yang menjadi indikator utama dalam
perumusan fatwa atau hasil ijtthad dari pendekatan wasati, yang dibagi
menjadi tiga tingkatan: kebutuhan (dartinds), kebutuhan (hajas), dan, ketiga,
petbaikan (fahsind?) dan hiasan (fapindl). Tingkatan “kebutuhan” adalah
yang terkuat dari ketiganya. Al-Ghazall berpendapat bahwa suatu keharusan
yang bersifat pasti dan komunal melegitimasi akomodasi hukum agama
meski tanpa bukti tekstual langsung. Para ulama wasati mewariskan metode
ijtithad tersebut dan fondasi dasar al-Qaradawl (serta yang lainnya), wasati
menekankan kegunaan masiahah dalam mendorong penyesuaian hukum
agama terhadap tantangan zaman modern. Pada akhir tahun 1990-an dan
2000-an al-Qaradawl berijtihad mengenai beberapa penafsiran yang lebih
luas mengenai maslahah yang muncul antara abad kedua belas dan keempat
belas dan mengembangkannya lebih lanjut. Untuk itu peran dan kontribusi

al-Qaradawl saat ini yang menjadi bukti bahwa, wasati merupakan ulama

43 Jamal Badawi, “Alaqat Al-Muslim Bi-Ghayr al-Muslim: Nazarat F1 Kitab
Allah Ta‘ala,” in Al-Majalla al- Ilmiyya Lil-Majlis al-’Uriibbi Lil-Ifta’ Wal-Buhiith,
2005, 71.

4 Mashlahah al-Mursalah juga berarti suatu kemashlahatan yang keberadaannya
tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara’ melalui dalil yang rinci.
Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan
ataupun membatalkannya. Lihat pada :https://shamela.ws/book/37693/123
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yang memiliki intelektualitas yang mumpuni serta kemampuan lebih besar
dalam mengakomodasi keputusan.®

Fleksibelitas yang diusung ulama dari kalangan wasati dalam pendekatan
ke maslahah memberi para ulama keleluasaan dalam mengakomodasi hukum-
hukum agama. Hal ini memperluas tujuan hukum ke hampir semua aspek
aktivitas manusia, dan tidak hanya berdampak pada keadaan darurat saja
akan tetapi juga menuntut agar para ulama lainnya terus-menerus melakukan
evaluasi terhadap dampak penerapan hukum agama tertentu. wasati
meneckankan bahwa tugas untuk melindungi tujuan dari syariah didasarkan
pada Al-Quran itu sendiri dan itulah yang diterapkan oleh para sahabat Nabi
dalam mendahulukan maslahah agar fleksibilitas hukum Islam akan selalu
dapat diterapkan dan tidak terkikis ruang dan waktu, ulama dari kalangan
wasati juga meneckankan bahwa penerapan masiahah sebagai sarana untuk
mempengaruhi fatwa terbatas pada sejauh mana diperlukan untuk
petlindungan masiaha (tugaddirn bi-qadrib@). Implementasi kaidah zagdinul
maslaha dalam hal ini merupakan citi khas dari posisi umum dari pendekatan
wasati, yang mana metodologi wasati ini mewakili jalan tengah antara
pendekatan yang terlalu literalis dan kaku dengan pendekatan yang terlalu
liberal.*

Salah satu aspek penting dari modernitas yang ditekankan oleh kalangan
wasatl adalah proses demokratisasi dalam masyarakat Muslim. Para ulama
wasatl berargumen bahwa konsep surd (musyawarah), sebagaimana
dikemukakan dalam Al-Qur'an dan sejumlah hadis, tidak sekadar
mengarahkan umat Islam untuk hidup di bawah rezim yang terpilih dan
transparan, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap hak-hak asasi
manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tirani politik dianggap bertentangan
dengan perintah Allah. Dalam konteks ini, mereka mengartikulasikan bahwa
syird merupakan padanan konseptual Islam terhadap demokrasi Barat.
Meski demikian, pendekatan wasati secara hati-hati membedakan antara nilai-
nilai demokrasi Barat dengan prinsip-prinsip sytird dalam Islam. Mereka
mengakui bahwa dalam praktiknya, masyarakat Barat justru lebih berhasil

% Al-Qaradawi, Figh Al-Wasariyya al-Islamiyya Wal-Tajdid Ma ‘alim
waManarat, (Cairo: Dar al-Shurtqg, 2010), 92.

% Mark Sedgwick, “Applying Sharia in the West: Facts, Fears and the Future of
Islamic Rules on Family Relations in the West, Edited by Maurits S. Berger,” Journal of
Religion in Europe 9, no. 1 (2016): 95-96, https://doi.org/10.1163/18748929-00901006.
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dalam mempertahankan nilai-nilai politik Islam seperti keadilan, partisipasi,
dan akuntabilitas dibandingkan dengan sebagian besar negara mayoritas
Muslim. Namun, pencapaian tersebut dianggap tidak sepenuhnya valid
secara teologis karena dilakukan dalam kerangka sistem yang sekuler dan
tidak berlandaskan ketuhanan. Akibatnya, nilai-nilai tersebut berpotensi
mengalami distorsi dan korupsi moral. ¥’

Dalam pandangan wasati, sistem syiird memiliki perbedaan fundamental
dengan demokrasi liberal. Pertama, sird mencakup seluruh aspek
kehidupan umat manusia, tidak terbatas hanya pada aspek politik. Kedua,
sistem ini bersumber dari wahyu dan perintah ilahiah, sehingga tidak tunduk
pada perubahan kehendak manusia atau fluktuasi kondisi sosial. Ketiga, dan
yang paling penting, kewenangan lembaga legislatif dalam sistem sylird
dibatasi hanya pada persoalan-persoalan yang belum diatur oleh syariat
melalui ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, pendekatan wasati
berusaha membangun model pemerintahan yang demokratis namun tetap
berlandaskan nilai-nilai normatif Islam yang otoritatif.

Pendekatan wasatl dalam konteks hubungan sosial dan politik
menunjukkan fleksibilitas yang tinggi, termasuk dalam membangun aliansi
dengan rezim-rezim yang tidak selalu merepresentasikan nilai-nilai
keagamaan secara cksplisit. Para akademisi wasatl mampu menangani
persoalan sosial-politik yang kompleks, termasuk dalam hal relasi antar-
komunitas, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Mereka
juga menckankan pentingnya membina hubungan yang baik dengan
komunitas  non-Muslim, serta  mengafirmasi  kewajiban  untuk
memperlakukan kelompok minoritas secara setara dalam masyarakat
mayoritas Muslim. Pemahaman ekstrem terhadap konsep alwald’ wa al-bara’,
yang sering dipahami sebagai loyalitas mutlak kepada Islam dan penolakan
terhadap agama lain, ditolak oleh para cendekiawan wasatl karena dianggap
tidak relevan dengan konteks pluralitas dewasa ini. Dalam melihat dunia
Barat, pendekatan ini menghindari dikotomi antara Islam dan peradaban
Barat, yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai entitas materialistik,

hedonistik, dan tanpa nilai spiritual. Sebaliknya, para akademisi wasatl

47 Muhammad b. Salih Al-‘Uthaymin, “Benefiting from What the Kaafirs Have,”
, Islam: Questions and Answers—Alliance and Amity, Disavowal and Enmity (blog),
diakses 10 Desember 2024.
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mendorong interaksi yang toleran, adil, dan penuh empati antara umat Islam
dan masyarakat Barat, serta memandang dialog antaragama sebagai sarana
penting untuk membangun saling pengertian, selama tidak mereduksi esensi
ajaran Islam. Dengan demikian, benturan peradaban dapat dihindari melalui
keterlibatan yang inklusif dan berbasis penghormatan antarkelompok.*

Tokoh sentral dari kalangan ulama salafl yang banyak memberikan
pengaruh adalah Muhammad bin 'Abd al-Wahhab, yang dikenal sebagai
penggagas utama kebangkitan kembali dakwah salafiyyah. Ia bukanlah
pembawa ajaran baru, melainkan seorang yang berupaya menghidupkan
kembali seruan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu ‘alayhi wa
sallam dan para ulama salaf. Gagasan-gagasannya menjadi sumber inspirasi
utama dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Salah satu tokoh
penting lain dari kalangan salafl adalah Muhammad bin Salih al-Uthaymin
(1928-2001), seorang cendekiawan terkemuka yang berkomitmen menjaga
orisinalitas metode ijtihad berdasarkan pemahaman para salaf al-salih. Beliau
juga merupakan salah satu mufti berpengaruh di Arab Saudi yang banyak
melahirkan fatwa melalui otoritas keagamaan tertinggi, yakni Dewan Ulama
Senior (Hay'at Kibdr al-Ulama’), yang didirikan pada tahun 1971 dan
memiliki tanggung jawab memberikan nasihat kepada raja dan pemerintah
dalam urusan keagamaan. Lembaga ini memiliki badan pelaksana khusus,
yaitu al-Lajnah al-Da’imah i al-BuhtUth al-1niyyah wa al-Iffd’, yang bertugas
menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar persoalan akidah,
ibadah, dan mu‘amalah.”

Secara historis, salafiyyah merupakan kelanjutan dari warisan pemikiran
para ulama klasik seperti Ahmad bin Hanbal (w. 855), Taql al-Din Ibn
Taymiyyah (w. 1328), muridnya Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 1350), dan
Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab. Para penganut salafiyyah meyakini bahwa
mereka berkomitmen secara eksklusif terhadap ajaran Al-Qur’an dan hadis
Nabi, sehingga mereka memposisikan diri sebagai perwakilan otentik dari

keyakinan dan praktik Nabi Muhammad Sallallahu ‘alayhi wa sallam. Inti

48 Badawi, “Alagat Al-Muslim Bi-Ghayr al-Muslim: Nazarat F1 Kitab Allah
Ta‘ala”, In Al-Majalla al- ‘Ilmiyya Lil-Majlis al-"Uribbi Lil-Ifta’ Wal-Buhiith, 71, 2005,
96.

4 Muhammad b. Salih Al-‘Uthaymin “Celebrating Innovated Festivals,” Fataawa
Al-Lajnah  al-Daa’imah,  3/59  (blog), diakses 10  Desember 2024,

https://islamga.info/en/answers/10070/celebrating-innovated-festivals.
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utama dari doktrin salafiyyah adalah tauhid (keesaan Allah) sebagai prinsip
dasar Islam, disertai dengan penolakan terhadap segala bentuk syirik dan
bid‘ah, serta kewajiban menjalin hubungan dengan sesama Muslim maupun
non-Muslim berdasarkan prinsip  alwald’ wa al-bard’ (loyalitas dan
disasosiasi).”” Dalam pendekatan hukum, salafiyyah mengedepankan metode
literalistik yang sangat mengandalkan otoritas hadis Nabi dan membatasi
dengan meskipun tidak sepenuhnya menolak, penyesuaian hukum Islam
terthadap perubahan kondisi sosial. Sikap kehati-hatian terhadap modernitas
tercermin dalam praktik ijtihad mereka. Meskipun para ulama salafl
mendukung integrasi teknologi yang tidak bertentangan dengan prinsip
Islam, kebutuhan akan kemajuan ilmu pengetahuan jarang ditemukan dalam
tulisan-tulisan mereka, yang lebih menekankan pada pentingnya keimanan
yang murni, tanpa syarat, serta ketaatan religius yang total.

Adapun dalam hubungan antara kelompok salafl dan jihadi-salaft’,
meskipun keduanya sepakat dalam sejumlah isu doktrinal, perbedaan
mendasar muncul dari pendekatan terhadap perbedaan pendapat serta sikap
mereka terhadap rezim Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah.
Kelompok jihadi-salafl cenderung mengedepankan pendekatan konfrontatif
dan kekerasan, sedangkan arus utama salafiyyah yang diwakili oleh tokoh-
tokoh seperti Ibn Baz, al-‘Uthaymin, dan para pengikutnya menitikberatkan
pada penegasan tauhld dan penolakan terhadap syirik. Dalam hal metodologi
fjtihad, ulama salafl melanjutkan warisan intelektual dari Ibn Taymiyyah, Ibn
al-Qayyim, dan secara khusus Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, yang
berfokus pada penegakan tauhld dan pemberantasan syirik dalam segala

bentuknya. Pendekatan ini dianggap sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang

%0 Muhammad b. Salih Al-‘Uthaymin, Doesn’t the Hadeeth ‘Do Not Initiate the
Greeting with a Jew or a Christian’ Put People off Islam? (London: MSA Publication
Ltd, 2003), 45.

51 gSalafi jihadisme atau jihadis-Salafisme merupakan sebuah ideologi agama-
politik transnasional yang didasarkan pada kepercayaan pada jihadisme "fisik" dan
Gerakan Salafi untuk kembali ke apa yang diyakini penganutnya sebagai Islam Sunni
sejati.  Lihat pada :  https://www.defence.gov.au/sites/default/files/research-
publication/2016/Wimhurst_Nov16_%28updated%29.pdf
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sejati serta mengadopsi metode penafsiran dan pendekatan dari para ulama
salaf al-salih terdahulu.”

Kalangan salafi meyakini dan menekankan bahwa faxhid adalah hakikat
Islam. Ibnu Baz menjelaskan sentralitas faxhid sebagai berikut: “Tauhid
adalah mengakui keesaan Allah dalam kepemilikan-Nya, kendali-Nya atas
urusan, dan tindakan-tindakan-Nya. Hal ini juga memberi isyarat kepada-Nya
untuk beribadah dan mengenali-Nya dalam nama dan sifat-sifat-Nya. Hal ini
berarti menaati perintah-perintah-Nya dan menerima hukum-hukum-Nya.”
Hal ini juga yang menjadi dasar ideologis yang harus dimiliki dan difahami
bagi setiap Muslim, dan tauhid juga merupakan ilmu ushuli, yang artinya
bahwa merupakan ilmu yang harus dipelajari pertama sebelum memperlajari
ilmu-ilmu yang lainnya, karena tauhid menjaga kesucian hati dan meluruskan
niat saat menjadi segala bentuk ritual peribadatan. Dan adapun ‘Abdallah b.
Salih al-Fawzan (lahir 1935), anggota Dewan Ulama Senior Saudi dan
Komite Tetap serta salah satu tokoh kontemporer yang paling produktif
pada aspek teologi dan ahli hukum, meneruskan dari apa yang telah
dipaparkan oleh Ibn al-Qayyim, bahwa keseluruhan Al-Qut'an adalah
tentang fanhld dan penolakan kesyirikan, dan bahwa kewajiban dalam
pemenuhan peribadatan tidak dapat ditegakkan jika masyarakat tersebut
belum mengimani tauhid. >

Salafiyyah menekankan pada keesaan Allah sebagai inti Islam bukanlah
hal yang baru, karena kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah
rukun iman yang pertama bagi seluruh umat Islam. Dalam cakupan fikih
minoritas yang terjadi di negara Barat dengan penduduk Muslim minoritas,
dan dalam muamalah seorang Muslim dengan kaum kafir, adanya dalam bab
tauhid yakni konsep wala' dan bara’, yang mana dalam hal ini kalangan
salafiyyah lebih cenderung dan condong untuk mengambil pendapat bahwa
tidak diharuskan atau diwajibkan untuk dapat bersosialisasi atau
bermuamalah dengan kaum kafir, yang mana kaum kafir merupakan salah
satu yang dibenci Allah, disamping itu bermuamalah dengan mereka juga

52 Maryam Jamilah and Bima Jon Nanda, “Egypt’s Post-Arab Spring Revolution
Explanation for Democratisation Failure,” Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal 6, no. 1
(2024): 29-41, https://doi.org/10.25077/jdpl.6.1.29-41.2024.

58 Ekrem Karakog, Talha Kose, and Mesut Ozcan, “Emigration and the Diffusion
of Political Salafism: Religious Remittances and Support for Salafi Parties in Egypt
during the Arab Spring,” Party Politics 23, no. 6 (2017): 731-45,
https://doi.org/10.1177/1354068815625999.
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dapat pada akhirnya memaklumi atau membiasakan dengan adat-adat atau
kebiasaan mereka yang didalamnya terdapat unsur-unsur kekufuran, yang
mana hal ini juga dapat mencederai atau mengikis keimanan dan tauhid
seorang Muslim kepada Allah, akan tetapi jika diposisikan dalam wilayah
dengan mayoritas non-Muslim, maka bagi seorang Muslim harus dapat
menyesuaikan dengan keadaan atau situasi yang berlaku pada negara
tersebut, karena hal ini bersifat dhoruriy (darurat) karena jika tidak dilakukan,
akan mendapat kecaman dari sosial bahkan mendapat resiko terburuk dari
otoritas kenegaraan setempat, hal ini juga sejalan dengan wasathiyyah yakni
figh al waqi’ (fikih realitas), fikih yang mendapat penyesuaian kembali dari
kondisi dan situasi tempat hidup seorang Muslim tersebut, dengan tentunya
fikih ini juga menjadi fikih turunan atau fikih nawazil dari fikih mu’tamad 4
mazhab.”

Salafiyyah merupakan suatu mazhab pemikiran keislaman yang memiliki
standar ideologis yang rigid, khususnya dalam aspek tauhld. Kelompok ini
meneckankan pentingnya evaluasi diri individu berdasarkan sejauh mana
mereka mampu memenuhi standar teologis tersebut. Al-Qur’an dan hadis
Nabi Sallalldhu ‘alayhi wa sallam dipandang sebagai sumber utama dan
komprehensif yang mampu menjawab seluruh permasalahan manusia.
Tradisi-tradisi keagamaan dalam perspektif salafl berfungsi menyeimbangkan
bimbingan Al-Quran dan diperlakukan sebagai sumber hukum yang
independen dengan tingkat validitas yang setara. Oleh karena itu, metode
istinbat hukum dalam salafiyyah sangat bertumpu pada pemahaman literal
terthadap Al-Qur’an dan hadis, sebagaimana dijelaskan dan diamalkan oleh
generasi salaf al-sa/ih. Dalam pandangan mereka, akal tidak boleh menjadi
penentu dalam memahami wahyu, melainkan sekadar alat bantu dalam
menafsirkan teks-teks suci.”

Meski menerima kerangka dasar maslahah sebagai bagian dari maqasid
al-syarl‘ah, yurisprudensi salafl menerapkannya dengan kehati-hatian yang
tinggi dan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Para ulama salafl
mengakui bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat,

54 Basheer Nafi, “Fatwa and War: On the Allegiance of the American Muslim
Soldiers in the Aftermath of September 11,” Islamic Law and Society 11, no. 1 (2004):
78-1186, https://doi.org/10.1163/156851904772841426.

5% Al-Qaradawi, Figh Al-Wasariyya al-Islamiyya Wal-Tajdid Ma'‘alim wa
Manarat, (Cairo: Dar al-Shurtiq, 2010), 31.
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dan oleh karenanya, keputusan-keputusan hukum dapat mengalami
penyesuaian sesuai konteks, asalkan tidak menyimpang dari nash syari.
Namun, berbeda dengan pendekatan wasati yang lebih lentur, penerapan
maslahah dalam tradisi salafl sangat dikendalikan. Ibn Taymiyyah, sebagai
tokoh sentral dalam mazhab ini, tidaklah menghasilkan produk ijtihad
mengenal teoti maSlahah secara sistematis, bahkan ia mengkritik pendekatan
al-Ghazall tethadap wmaslahah  mursalah. la menekankan pentingnya
keberadaan dalil tekstual dalam menetapkan hukum, serta berargumen
bahwa ketidakjelasan suatu petunjuk syari seharusnya tidak dijadikan dasar
untuk menetapkan hukum baru, melainkan mencerminkan keterbatasan
epistemologis mujtahid dalam menangkap maksud syar‘i. Kekhawatiran Ibn
Taymiyyah adalah bahwa penggunaan masiahabh mursalah yang tidak
terkontrol akan membuka ruang legitimasi bagi inovasi-inovasi hukum yang
tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ketuhanan dalam syarI‘ah Islam.”
Yurisprudensi salafl kontemporer menunjukkan penerimaan yang lebih
luas tethadap konsep maslahah, meskipun dalam praktiknya masih bersifat
terbatas dan lebih restriktif dibandingkan dengan pendekatan yurisprudensi
wasatl. Sebagaimana Ibn Taymiyyah yang tidak merumuskan teoti masiahah
secara sistematis, para akademisi salafl kontemporer cenderung mengadopsi
prinsip tersebut secara pragmatis untuk merespons kebutuhan tertentu,
seperti penangguhan larangan syari dalam kondisi darurat. Namun,
penggunaan maslahab ini dilakukan secara selektif dan hanya ketika terdapat
urgensi yang tidak dapat dihindari, seperti kepentingan strategis negara atau
keharusan individu mematuhi otoritas politik, khususnya dalam konteks
negara dengan populasi Muslim minoritas. Dalam mengakomodasi dinamika
hukum akibat perubahan ruang dan waktu, yurisprudensi salafl menegaskan
pentingnya konsistensi terhadap prinsip syarl‘ah, serta menekankan tanggung
jawab personal untuk tetap menjalankan kewajiban keagamaan. Bahkan,
dalam situasi yang menghalangi pelaksanaan ibadah tertentu, tetap
diberlakukan ketentuan seperti sanksi atau pengganti (kaffdrab) sebagai
bentuk komitmen terhadap hukum ilahiah. Pendekatan ini menjadi ciri khas

figh al-agalliyydt versi salafl yang, meskipun terbuka terhadap konteks, tetap

% <Abd al-Razaq Al-‘Afifi, Hukm Al-Safar Ila Bilad al-Kufr Lil-‘4mal (Cairo:
Dar Ibn Hazm, 2010), 17.
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menjaga otoritas teks dan warisan keilmuan salaf al-salih sebagai landasan
normatif.”’

Salafiyyah secara konseptual menekankan kemurnian tauhid sebagai
fondasi utama dalam keberagamaan. Prinsip ini dipandang sebagai elemen
paling fundamental yang memengaruhi cara umat Islam berinteraksi dan
memodifikasi praktik keagamaan mereka. Dalam wacana keislaman
kontemporer, istilah fundamentalisme sering diterjemahkan ke dalam bahasa
Arab sebagai #sU/l, yang secara etimologis berarti "inti" atau "dasar-dasar"
keimanan (‘agldab). Istilah ini juga berfungsi sebagai adjektiva yang merujuk
pada konsep wsl/ alfigh, yaitu metodologi atau sistem keilmuan yang
mengarahkan proses penetapan hukum berdasarkan prinsip kehati-hatian
dalam syari‘ah. Selain itu, istilah #SUA dapat pula merujuk pada #sti/ al-din
(dasar-dasar iman), yang dalam konteks teologi Islam klasik mencerminkan
pemikiran mandiri, argumentasi rasional, serta penggunaan nalar intelektual
dalam menyusun prinsip-prinsip normatif Islam.™

Baik dalam tradisi Salafisme reformis modern maupun Salafisme
Wahhabl, terdapat seruan kembali kepada ajaran Islam yang autentik dan
tidak tercampur dengan unsur luar. Salafisme reformis modern berupaya
merevitalisasi semangat awal Islam melalui penafsiran ulang terhadap teks-
teks keagamaan dan biografi tokoh-tokoh terdahulu dengan menekankan
pentingnya maqdsid al-syari‘ah (tujuan-tujuan syariat). Pendekatan ini tidak
hanya berfungsi sebagai pembacaan ulang terhadap ajaran Islam agar relevan
dalam konteks modern, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun sistem
sosial baru yang mampu melampaui warisan keterbelakangan dan nalar yang
irasional dua hal yang menurut para akademisi reformis menjadi penghambat
utama kemajuan peradaban Islam dalam menghadapi superioritas intelektual
dan teknologi Barat. Meskipun model yurisprudensi Islam tradisional
berbasis pada analogi (g/yas) dan preseden hukum, serta tidak secara eksplisit
memasukkan magdsid sebagai sumber otoritatif yang berdiri sendiri, para

cendekiawan klasik seperti al-Ghazall, Imam al-Haramayn al-Juwaynl, dan

5 Muhammad b. Salih Al-‘Uthaymin, “Idha Aslamat Al-Zawja Wa-Jawzuha Lam
Yaslam,” in Fatawa Al-‘Ulama’ Hawla al-Aqalliyyat al-Muslima FT al-‘alam
(Alexandria: Dar al-’Tman, 2008), 278-80.

%8 Faraj, Al-Qaradawi Fi Riwag al-Ghazali: Al-Islam Din al-Tagaddum al- ‘Iimi
Wal-Hadari, Nizamuna al-Ta‘limi La Yu‘ti al-Fursa Li-Takhrij al-Nawabigh Wal-
Mubtakirin, (Cairo: Al-Wafd Press, 2005), 94.
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terutama Abu Ishaq al-Shatibl telah meletakkan dasar-dasar epistemologis
bagi integrasi maqasid dalam kerangka ijtthad kontemporer. Pemikiran
mereka telah direaktualisasi dalam konteks rekonstruksi pemikiran Salafi
oleh para intelektual modern.” Berikut penulis juga telah merangkum titik
temu dan pembeda antara corak ijtihad Ibn al-‘Uthaymin dan YuUsuf al-
Qardawl, sebagai berikut:

Tabel Titik Temu dan Pembeda antara Corak Ijtithad
Ibn al-‘Uthaymin dan Yusuf al-Qaradawl
No Aspek Titik Temu Pembeda
. Sama-sama Ibn al-‘Uthaymin: Tekstual,
Prinsip . - -
1 Dasar berlandaskan Al-Qut'an tegas; Al-Qaradawt:
dan Sunnah Kontekstual dan fleksibel
Ibn al-‘Uthaymin: Kehati-
5 Pendekatan | Mengutamakan maslahat hatian (Thtiyat); Al-
Fatwa umat Qaradawl: Kemudahan
(Tayslr)
Keputusan Berdasarkan Ibn al-‘Uthaymin:
3 dalam pemahaman mendalam | Konservatif; Al-Qaradawi:
Fatwa atas hukum Inklusif dan adaptif

Untuk memahami konstruksi hukum keluarga Islam bagi Muslim
minoritas, buku ini menerapkan kerangka analisis strukturalisme-konstruktif
Bourdieu dengan fokus pada konsep field (medan sosial) dan habitus
(disposisi) yang membentuk metodologi ijtihad kedua ulama. Berikut tabel
mengoperasionalisasikan konsep-konsep Bourdieu dalam konteks konkret
pembahasan, menunjukkan bagaimana field akademik dan sosial yang
berbeda telah membentuk habitus distinktif Ibn al-'Uthaymin dan al-
Qaradawl. Ibn al-'Uthaymin beroperasi dalam field konservatif Arab Saudi
dengan hierarki ulama resmi dan institusi salafi, sementara al-Qaradawl
berada dalam field progresif global dengan jaringan intelektual Al-Azhar dan
komunitas Muslim diaspora. Perbedaan field ini menghasilkan habitus yang

% Muhammad lbn Saalih Al-Uthaymeen, Inviting to Allah in Communities Where
There Are Muslim Minorities (Hounslow: United Kingdom: Message of Islam, 1998),
62.
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kontras: disposisi tekstualis dengan kontekstualis, orientasi purifikasi dengan
adaptasi, serta strategi dominasi yang berbeda dalam memperjuangkan
otoritas interpretasi syariat. Analisis ini mengungkap bahwa metodologi
jjtihad bukan sekadar pilihan intelektual individual, melainkan produk dari
struktur sosial yang kompleks dan internalisasi pengalaman dalam field
tertentu.

2. Harmonisasi dalam Pengembangan Hukum Islam Melalui
Integrasi Metodologi Kalangan Ulama’ Tekstualis dan
Kontekstualis.

Wasatiyyah dan Salafiyyah merupakan dua pendekatan ideologis dalam
diskursus keislaman kontemporer yang sama-sama berangkat dari asumsi
mendasar mengenai krisis umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman
modern, baik secara internal seperti dekadensi spiritual dan melemahnya
otoritas keagamaan, maupun secara cksternal berupa penetrasi nilai-nilai
sekuler dan dominasi peradaban Barat. Keduanya bersepakat bahwa umat
Islam telah menjauh dari risalah profetik yang dibawa oleh Rasulullah
Muhammad Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam, sehingga diperlukan rekonstruksi
Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan integral, yang mencakup
seluruh aspek kehidupan. Dalam rangka melakukan reformasi tersebut,
Salafiyyah menekankan perlunya kembali secara ketat kepada al-Qut’an,
hadis Nabi, serta teladan generasi awal umat Islam (al-salaf al-salih) sebagai
satu-satunya rujukan otoritatif. Di sisi lain, meskipun memiliki titik tolak
serupa, wasatiyyah menawarkan pendekatan yang lebih moderat dan
kontekstual, dengan mengakomodasi perkembangan sosial dan intelektual
umat Islam, serta mendorong reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam kerangka
maqasid al-shari‘ah guna menjawab tantangan kehidupan modern.”

Kaum Salafiyyah menekankan pentingnya pelestarian ajaran yang telah
diwariskan oleh alsalaf al-salih secara murni dan otentik, tanpa banyak
membuka ruang bagi inovasi hukum yang kontekstual. Sebaliknya,
pendekatan wasatiyya justru menekankan pentingnya integrasi antara warisan
keilmuan salaf dengan kebutuhan 7a7did hukum, yaitu pembaruan ijtihad yang
disesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi sosiokultural
seorang mukallaf. Dalam hal ini, pendekatan wasatiyya mendorong para
ulama untuk secara aktif memperbarui pemikiran hukum, khususnya dalam

60 Abii Farthan Jamal b. Farihan, Al-Fatawa al-Muhimma Fi Tabsir al-Umma, 19.
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aspek politik yang relevan dengan realitas kaum Muslim minoritas di Barat.
Di sisi lain, pendekatan salafiyyah menekankan kepatuhan terhadap otoritas
politik sebagai kewajiban keagamaan, serta menyerukan dengan tegas agar
para ulama tidak terlibat dalam aktivitas politik. Perbedaan teoritis ini tidak
hanya berakar pada warisan intelektual yang membentuk pendidikan para
fuqaha, tetapi juga merefleksikan kecenderungan personal terhadap
fleksibilitas atau kekakuan dalam beragama, serta antara aktivisme dan
pasifisme dalam merespons realitas sosial-politik.”!

Wasatiyyah dan Salafiyyah memiliki perbedaan mendasar dalam aspek
ideologi dan metodologi, namun perbedaan ini tidak menafikan kontribusi
signifikan keduanya dalam perkembangan Islam, khususnya di dunia Barat.
Perbedaan ini seyogianya dipahami sebagai bagian dari swnnatullah, yang
memberikan ruang bagi seorang mukallaf untuk memilih pendekatan hukum
yang dianggap paling sesuai, apakah melalui paradigma wasatiyya yang bersifat
kontekstual atau salafiyyah yang lebih normatif. Dalam praktiknya,
pendekatan salafiyyah cenderung lebih terasosiasi dengan tradisi keilmuan
dan otoritas ulama di Arab Saudi, serta menekankan standar hukum yang
ketat dan baku. Sementara itu, pendekatan wasatiyyah bersifat lebih empiris
dan adaptif, membuka ruang ijtthad yang mempertimbangkan realitas sosial-
kultural kontemporer. Oleh karena itu, perbedaan antara keduanya tidak
semestinya dijadikan dasar untuk saling menegasikan, melainkan justru dapat
menjadi fondasi untuk membangun harmonisasi pemikiran. Hal ini sekaligus
menunjukkan keluasan agama Islam dan kedalaman ijtithad para ulama, baik
dari kalangan sa/af maupun khalaf

Wasatiyyah bukanlah entitas politik ataupun gerakan sosial dalam
pengertian institusional, melainkan sebuah pendekatan terhadap hukum
Islam yang lebih luas serta mencerminkan seruan untuk melakukan reformasi
terthadap struktur sosial umat Islam secara komprehensif. Pendekatan ini
dipelopori, disistematisasi, dilembagakan, dan dipopulerkan oleh Yusuf al-

Qaradawl (lahir 1926), seorang cendekiawan asal Mesir, alumni Universitas

61 Shaykh ‘Abd al-Kareem al-Khudayr,”Is It Permissible for a Muslim to Choose
the Easiest Scholarly Opinion?" (blog), accessed December 1, 2024,
https://islamga.info/en/answers/10645/is-it-permissible-for-a-muslim-to-choose-the-
easiest-scholarly-opinion.

62 Muhammad Al-Atawneh, “Is Saudi Arabia a Theocracy? Religion and
Governance in Contemporary Saudi Arabia,” Middle Eastern Studies 45, no. 5 (2009):
721-37, https://doi.org/10.1080/00263200802586105.
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al-Azhar. Gagasan wasatiyyah yang ia kembangkan merupakan hasil
konstruksi epistemologis para ulama dan intelektual Muslim kontemporer
lainnya, termasuk tokoh yang menjadi sumber inspirasinya, Muhammad al-
Ghazall (1917-1996). Ditinjau dari perspektif historis, wasatiyyah dapat
dipandang sebagai kelanjutan dari aliran modernisme-apologetik yang
dipelopoti oleh Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897), Muhammad 'Abduh
(1849-1905), dan Muhammad Rashid Rida (1865-1935), khususnya dalam
upaya memberikan kontekstualisasi ajaran Islam terhadap konsep dan
institusi modern serta mengupayakan integrasi keduanya secara selektif dan
terukur dalam masyarakat Muslim. Pendekatan ini juga dilandasi oleh
keyakinan kuat bahwa kebangkitan Islam merupakan solusi ideal atas
problematika kemanusiaan dalam era modern. Dengan demikian, gagasan
wasatiyyah secara inheren merupakan kelanjutan dari proyek pembaruan
Islam yang juga diusung oleh Hasan al-Banna sebagai salah satu perumus ide
strategis dalam pembentukan identitas keislaman kontemporer.”

Pendekatan wasatiyyah juga menyerukan tentang penyesuaian hukum
agama terhadap perubahan zaman dan keadaan sedemikian rupa sehingga
membuat kehidupan umat Islam lebih mudah dan Islam lebih menarik.
Beberapa keunggulan yang menjadi kaidah dalam pendekatan wasatiyyah ini
ialah al-taysir fi al-fatw@ wal-tabshir fit al-da’wa yakni menawarkan konsep
kemudahan dalam menentukan hukum dan tidak memberatkan mwukallaf dan
berdakwah dengan lembut dan memberi kabar gembira bagi setiap Muslim
yang mendengarnya, yang diharapkan bahwa fatwa tersebut dapat
memudahkan seorang untuk beribadah kepada Allah. Penerapan tujuan ini
menckankan supremasi Al-Qur'an dibandingkan semua sumber lain dan
perlunya pembacaan kontekstual atas ayat Al Qur’an dan korelasinya
terthadap realita yang terjadi pada konteks masyarakat Muslim minoritas.
Dalam kerangka ini, pendekatan wasatiyyah mendukung empat posisi
strategis sebagai prasyarat fundamental bagi kebangkitan peradaban Islam,
yaitu: pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai
sarana transformasi sosial; kedua, perluasan peran perempuan di ruang
publik sebagai bentuk keadilan sosial dan pengakuan atas hak-hak sipil;
ketiga, demokratisasi struktur masyarakat Muslim guna mendorong

83 Richard Potz, “Islam and Islamic Law in European Legal History,” European
Journal of Law and Religion 2, no. 1 (2011): 45-68.
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partisipasi yang inklusif dan bertanggung jawab; dan keempat, keterbukaan
terthadap kontribusi konstruktif dari peradaban lain dalam batas-batas yang
tetap berlandaskan pada hukum Islam, norma-norma keislaman, serta
prioritas umat Muslim. Dengan demikian, wasatiyyah berperan sebagai jalan
tengah (wasatl) yang mempertemukan nilai-nilai autentik Islam dengan
tuntutan zaman kontemporer.*

Penggambaran wasatiyyah sebagai bentuk lain dari salafiyyah pada
dasarnya memiliki signifikansi penting dalam upaya memperoleh legitimasi
epistemologis. Kemajuan dan superioritas intelektual dari para pemikir
modernis berakar pada kontribusi akademikus Barat seperti Henri Lauziere,
yang merupakan salah satu tokoh pertama yang mengaitkan pendekatan
Jamal al-Din al-Afghanl dan Muhammad ‘Abduh dengan istilah salafiyyah.
Warisan ini kemudian dilanjutkan oleh Hasan al-Banna yang secara eksplisit
mengasosiasikan gerakan modernisnya dengan jejak salaf al-salih, serta
secara tegas mengidentifikasikan pendekatannya sebagai salafi. Dalam
konteks ini, Ylsuf al-Qaradawl juga menempuh jalur legitimasi yang serupa
dengan menekankan pada aspek otentikasi (authentification) keilmuan dan
keagamaan. Di sisi lain, pendekatan wasatiyyah menawarkan dua orientasi
ideologis utama, yakni Zgysir (kemudahan) dalam fatwa dan ‘zabshir
(penyebaran  Islam  dengan  cara-cara yang menyenangkan dan
menggembirakan). Kedua prinsip ini kemudian menjadi slogan khas yang,
sejak akhir 1990-an, mencerminkan esensi yurisprudensi wasatiyyah
sebagaimana disistematisasi oleh al-Qaradawl dalam rumusannya: al-taysir fi
al-fatw@ wa al-tabshir fi al-da‘wah.”®

Konsep zaysir (kemudahan) dalam tulisan-tulisan Yusuf al-Qaradawl
merupakan elemen sentral dalam pendekatan yurisprudensinya, yang secara
khusus dikaitkan dengan prinsip al-amr bi al-ma‘rif wa al-naby ‘an al-munkar
(menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Gagasan ini
kemudian dikembangkan dan diklasifikasikan secara sistematis dalam
sejumlah karya beliau, dan menjadi bagian integral dari metode pendekatan
hukum Islam kontemporer. Pendekatan tersebut tidak semata-mata muncul
sebagal respons terhadap tekanan atau tantangan zaman modern, ataupun

64 Madkhal Ila Figh Al-Aqalliyyat, al-Majalla al- ‘llmiyya il Majlis al-’Uriibbt
lil-Ifta’ wal-Buhith, 2004, 65.

8 Al-Ghanniishi Rashid, Makanat Al-Usra Bayna al-Bina’ al-Islami Wal-Bina’al-
Gharbi, al-Majalla al- ‘Iimiyya lil-Majlis al-"Uribbi lil-Ifia’ wal-Buhiith, 2006, 36.
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sebagai bentuk adaptasi terhadap semangat zaman (ih al-‘asr), melainkan
didasarkan pada keyakinan teologis bahwa kemudahan merupakan salah satu

% Dalam pandangan al-Qaradawl,

karakter dasar agama Islam itu sendiri.
Islam adalah agama yang secara prinsipil lebih mengedepankan kemudahan
daripada kesulitan, serta penyampaian ajaran yang bersifat menyenangkan
dan bertahap (fabshir), bukan yang memunculkan permusuhan dan
penolakan (Zanfir). Oleh karena itu, faysir bukanlah sekadar strategi sosial,
melainkan suatu kewajiban agama yang bersumber dari maqasid al-syarl‘ah,
yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Pendekatan ini
merefleksikan dimensi etik dan pedagogis dalam dakwah Islam, yang
mengutamakan pendekatan persuasif dan solutif dalam menghadapi realitas
sosial yang kompleks.

Al-Qaradawl merujuk pada pendapat Ibn Taymiyyah yang diikuti oleh
Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dengan menekankan bahwa Syaikh al-Islam
memberikan kelonggaran kepada sekelompok orang Mongol yang
mengonsumsi minuman beralkohol, meskipun Allah mengharamkan
minuman keras karena dampaknya yang merugikan, seperti mengganggu
dzikir atau melupakan nama Allah dan doa. Namun, dalam konteks orang
Mongol tersebut, minuman keras tidak menyebabkan mereka menumpahkan
darah atau melakukan hal yang batil. Meskipun tidak dijelaskan secara
eksplisit, tindakan Ibn Taymiyyah ini mencerminkan penerapan prinsip figh
al-muwdzandt, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dialami
oleh orang Mongol yang memeluk agama Islam. Hal ini juga menunjukkan
bahwa kedua pendekatan, baik salafiyyah maupun wasatiyyah, saling
tethubung dan saling melengkapi, serta memberi kebebasan bagi setiap
mukallaf untuk memilih pendekatan yang relevan dengan kondisi mereka,
dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah. Dengan demikian,
kedua pendekatan ini menciptakan harmoni yang mendalam, yang
memungkinkan integrasi antara prinsip-prinsip Islam dengan kenyataan
sosial yang dihadapi umat Islam.”’

Penerapan konsep taysir (kemudahan) sangat penting, terutama di

zaman modern yang penuh dengan tantangan ini. Al-Qaradawl berpendapat

% Muhammad Rawas, Mawsii‘at Figh Ibn Taymiyya (Beirut: Dar al-Nafa’is,
1998), 56.

5 Dr Mohammad Omar Farooq, Muhammad Ibn Abdul Wahhab’s Kitab at-
Tawhid: Nature, Scope and Impact, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2011), 28.
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bahwa di era yang penuh kerusakan ini, penerapan tayslr menjadi suatu
kebutuhan, mengingat iman masyarakat yang semakin menurun. Selain itu,
konsep tabshir fI al-da‘wah (penyebaran dakwah) menekankan pentingnya
menyampaikan wahyu Allah melalui cara-cara yang mempermudah dan
bertahap, dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang kurang konsisten
dalam menjalankan syariat Allah atau yang masih dalam tahap belajar agama.
Tabshir harus disampaikan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan
ancaman, untuk mengajarkan umat mengenai rahmat Allah, bukan
hukuman-Nya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami hukum-
hukum-Nya secara bertahap dan, pada akhirnya, membawa mereka lebih
dekat kepada Pencipta. Menurut al-Qaradawl, umat Islam yang tetlibat
dalam penerapan tayslr dan tabshir akan menempuh Sirat al-mustaqim, jalan
lurus Allah yang memberi kenikmatan kepada orang-orang yang mengikuti
petunjuk-Nya.®

Al-Qaradawl merupakan seorang ulama yang dikenal dengan
pendekatan kontekstual dan progresif dalam mendefinisikan wasatiyyah
sebagai keseimbangan antara dua kutub yang bertentangan, dengan
mengambil posisi tengah di antara kedua ekstrem tersebut. Berdasarkan
definisi ini, Uriya Shavit menggambarkan wasatiyyah sebagai "jalan tengah
yang harmonis." Namun, implementasi metodologi wasatiyyah ini
menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, posisi-posisi tersebut tidak selalu
menghasilkan keselarasan antara dua pandangan yang bertentangan. Untuk
lebih menggambarkan dirinya sebagai jalan tengah yang ideal, wasatiyyah
menckankan pada cara yang radikal untuk menyatukan kedua kutub tersebut.
Dalam hal ini, harmoni tercipta dengan menggabungkan metodologi dan
kebijakan yang telah dibentuk oleh para ulama tradisionalis tekstualis, seperti
salafi, dengan kebijakan zaman modern melalui pembaharuan metodologi
jjtihad, yaitu wasatiyyah.”

Pendekatan salafi terhadap yurisprudensi minoritas Muslim memiliki
kesamaan dengan pendekatan yurisprudensi yang diterapkan oleh kelompok
minoritas Muslim wasatiyyah dalam beberapa aspek penting. Kaum salafi,

8  Asif Mohiuddin and Abd Hadi Bin Borham, “Muslim Minorities and
Application of Islamic Law in Europe,” Journal of Muslim Minority Affairs 42, no. 4
(2022): 42849, https://doi.org/10.1080/13602004.2023.2191911.

8 Al-Ghazali Muhammad, Mustagbal Al-Islam Kharij Ardihi: Kayfa Nufakkiru
Fthi? (Cairo: Dar al-Shurtqg, n.d.), 93.
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seperti halnya wasatiyyah, berpendapat bahwa tinggal di negara-negara non-
Muslim diperbolehkan bagi individu Muslim yang mampu mempraktikkan
ajaran Islam secara baik dan menekankan dakwah sebagai sarana untuk
migrasi. Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa’ ayat 97 dan hadis yang
menyatakan penolakan Nabi terhadap umat Islam yang tingeal di tengah
masyarakat musyrik, kaum salafi berpendapat bahwa umat Islam seharusnya
tinggal di dalam dar al-Islam. Mereka menganggap tinggal di negara-negara
kafir sebagai hal yang berisiko tinggi dan tidak diinginkan, meskipun dalam
kondisi tertentu hal ini dapat ditoleransi. Pada akhirnya, mereka meyakini
bahwa seorang Muslim hanya diperbolehkan tinggal di negara non-Muslim
jika memiliki iman yang kuat. Berbeda dengan pandangan wasatiyyah, kaum
salafi juga tidak percaya bahwa kelompok minoritas Muslim berhak atas
konsesi tertentu berdasarkan kesulitan unik yang mereka hadapi, atau
kewajiban mereka untuk melakukan dakwah. Oleh karena itu, prinsip taysir
(kemudahan) menjadi dasar dari Wasatiyyah Figh al-Aqalliyyat al-Muslimah,
dengan implikasi praktis yang relevan bagi kehidupan umat Islam di
masyatrakat non-Muslim.”

Toleransi yang tidak diberikan atau kelonggaran yang tidak
diperbolehkan dalam pendekatan salafi terkait dengan umat Islam yang
tinggal di negara-negara non-Muslim berkaitan dengan pandangan mazhab
Hanbali, yang kemudian diperluas untuk menyoroti dakwah sebagai potensi
legitimasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mazhab Hanbali
mengambil posisi jalan tengah di antara dua pandangan, sementara mazhab
Maliki melarang tinggal di wilayah non-Muslim. Di sisi lain, mazhab Syafi'i
cenderung memberikan legitimasi dan bahkan mendorong tempat tinggal
yang dapat meningkatkan dakwah. Hanbali berargumen bahwa jika umat
Islam mampu menjalankan ajaran Islam di wilayah non-Muslim, maka
mereka diperbolehkan untuk tetap tinggal, meskipun disarankan untuk
akhirnya pindah ke wilayah Muslim. Oleh karena itu, dalam pandangan salafi,
tinggal di bawah kekuasaan orang kafir diperbolehkan dengan syarat bahwa

0 Yiasuf Al-Qaradawi, Naknu Wal-Gharb: As’ila Sha’ika Wa-Ajwiba Hasima
(Cairo: Dar al-Tawzi* wal-Nashr al-Islamiyya, 2006), 31.
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Muslim dapat menjalankan agamanya dengan baik dan menunjukkan
permusuhan terhadap non-Muslim, atau mengingkari mereka.”

Pandangan salafi mengenai yurisprudensi minoritas Muslim membahas
dua situasi utama: kunjungan sementara ke wilayah non-Muslim dan tempat
tinggal permanen. Di kalangan salafi, kunjungan semacam itu pada
umumnya dilarang, meskipun terdapat pengecualian tertentu. Sebagai
contoh, pendapat Bin Baz menyatakan bahwa bepergian ke Eropa untuk
tujuan liburan tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan terjadi
kemaksiatan dan pengaruh kekufuran yang lebih nyata. Pandangan ini
didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam yang
menentang umat Islam yang hidup di tengah kaum musyrik. Ibnu ‘Utsaimin
juga menegaskan bahwa bepergian ke negara-negara non-Muslim untuk
tujuan wisata tidak diperbolehkan, mengingat banyaknya pilihan wisata di
negara-negara Muslim. Namun, untuk tinggal di negara-negara non-Muslim,
terdapat perbedaan pendapat, khususnya untuk tujuan studi akademik, yang
dianggap lebih bervariasi dan terkadang dapat diterima.”

Di kalangan salafi, terdapat kecenderungan untuk tidak menganjurkan
belajar di lembaga-lembaga Barat, meskipun hal ini diperbolehkan jika tidak
ada lembaga Muslim yang menawarkan program setara dan jika keimanan
seseorang cukup kuat untuk menghindari pengaruh pemikiran Barat. Ibnu
Baz juga berpendapat bahwa perjalanan ke negara non-Muslim untuk tujuan
perdagangan atau kunjungan pribadi tidak diperbolehkan. Di sisi lain, 'Abd
al-Raziq 'Afifl berpendapat bahwa seorang Muslim yang dapat bekerja di
negara Muslim tidak diperbolehkan tinggal di negara non-Muslim untuk
tujuan pekerjaan. Namun, jika seorang Muslim tidak dapat menemukan
pekerjaan di negara Muslim, maka diperbolehkan tinggal di negara non-
Muslim, asalkan ia mampu menjaga agamanya dan menghindari pengaruh
negatif dari orang-orang kafir. Dalam hal ini, kebutuhan untuk mencukupi
nafkah keluarga dianggap sebagai maslahah yang membenarkan tindakan
yang pada dasarnya dilarang. Kasus di mana tinggal di negara non-Muslim

! Bernard Haykel, “On the Nature of Salafi Thought and Actionl,” in Global
Salafism, ed. Roel Meijer (Oxford University Press, 2014), 34-57,
https://doi.org/10.1093/acprof:0s0/9780199333431.003.0002.

2 Khalil al-Anani and Maszlee Malik, “Pious Way to Politics: The Rise of
Political Salafism in Post- M Ubarak E Gypt,” Digest of Middle East Studies 22, no. 1
(2013): 57-73, https://doi.org/10.1111/dome.12012.
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tidak hanya sah secara kondisional tetapi juga dianjurkan adalah jika terdapat
aktivitas di kalangan minoritas Muslim, terutama dalam konteks hukum
keluarga yang relevan, di mana setiap Muslim akan merasakan dampaknya
seiting waktu.”

Pandangan salafi terhadap umat Islam yang tinggal di negara-negara
non-Muslim cenderung tidak memberikan kompromi, meskipun membuka
kemungkinan interpretasi yang sah mengenai tempat tinggal permanen. Di
kalangan salafi, terdapat pandangan bahwa secara umum, seorang Muslim
tidak diperbolehkan tinggal di masyarakat kafir. Namun, terdapat dua
pengecualian: pertama, jika seseorang tidak dapat tinggal lagi di negara
Muslim karena berbagai alasan, atau kedua, jika seseorang aktif dalam
dakwah. Meskipun tujuan ini terlihat jelas dan penuh kehati-hatian, kaum
salafi tetap berhati-hati dalam menentukan batasan yang sah untuk tinggal di
antara masyarakat mayoritas kafir. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan
bahwa upaya dakwah dan pilihan untuk tinggal di negara non-Muslim tetap
sah secara agama. Pandangan ini bertujuan untuk mendorong kelompok
minoritas Muslim agar menyadari status agama mereka dan pada akhirnya
memperkuat ketaatan mereka serta antusiasme dalam berpartisipasi dalam
dakwah.™

Sebagai contoh, dalam salah satu fatwa, Bin Baz menanggapi pertanyaan
seorang Muslim Lebanon berusia 75 tahun yang menikah dengan non-
Muslim dan tinggal di Brasil. Kedua putranya telah meninggalkan Islam, dan
ia khawatir bahwa setelah kematiannya, ia tidak akan diterima dalam
pemakaman Islam. Berdasarkan fatwa Lajnah Daimah yang dipimpin oleh al-
Baz, ia disarankan untuk pindah ke negara Muslim, tetapi jika ia tidak
mampu melakukannya, ia masih berhak untuk dimakamkan secara Islam,
asalkan ia tetap menjalankan agamanya dengan baik.”

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dan pendekatan antara salafi
dan wasatiyyah, keduanya sepakat bahwa minoritas Muslim berhak
mendapatkan fasilitasi terkait dengan kesulitan unik yang mereka hadapi.
Posisi ini berakar dari konsep dasar dalam pemikiran salafi yang menekankan

3 Ahmad Kamal Abii al-Majd, Qadiyyat Al-Hijab Wal-Nigab (Jeddah: al-Wafd,
1994), 92.

4 Ahmad Kamal Abii al-Majd, Ru’ya Islamiyya Mu ‘asira: I‘Lan Mabadi’ (Cairo:
Dar al-Shurtiq, originally written, though then unpublished, 1981), 71.

7> Jonathan Brown, “Salafis and Sufis in Egypt,” Carnegie Paper, no. 20 (2011):
1-28. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
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bahwa hukum-hukum Allah bersifat universal dan harus ditafsirkan serta
diterapkan secara harfiah. Bagi kaum salafi, kepatuhan yang ketat terhadap
hukum-hukum tersebut merupakan esensi dari ajaran Islam. Dalam
pandangan mereka, tantangan yang dihadapi oleh kelompok minoritas
Muslim justru merupakan peluang untuk menunjukkan keimanan dan
penghambaan yang kuat. Sudut pandang ini mengabaikan kebutuhan akan
metodologi  khusus bagi minoritas Muslim. Di sisi lain, pendekatan
wasatiyyah yang lebih menekankan pada maslahat (kebaikan bersama)
berfokus pada upaya mempermudah dan meringankan beban taklif (
kewajiban agama) yang diemban oleh mukallaf. Meskipun demikian, kaum
salafi tetap memberikan jalan keluar bagi Muslim yang tinggal di negara Barat
dengan mengeluarkan fatwa-fatwa terkait figh al-aqalliyyar al-Muslimah.”
Contoh lainnya, pada tahun 1978, Dewan Ulama Senior Saudi
mengeluarkan fatwa yang menyikapi puasa Ramadan di negara-negara
dengan malam yang sangat panjang, seperti di wilayah Eropa. Dewan
tersebut menegaskan bahwa, meskipun ada pengecualian untuk alasan medis,
aturan puasa harus diterapkan di negara-negara yang memiliki waktu
matahari terbenam yang sangat larut, dengan alasan bahwa "syariat Islam
bersifat universal untuk semua orang di semua negara." Keputusan ini
sejalan dengan fatwa dari Dar al-Ifta’ Mesir yang mengizinkan umat Islam di
Norwegia dan negara-negara lain dengan hari panjang untuk berpuasa
dengan durasi jam yang sama seperti penduduk Mekkah dan Madinah.”
Pendekatan sa/afi lebih menekankan kepatuhan dan ketaatan secara utuh
terhadap syari’at Allah, dan dalam hal ini pendekatan salafi terhadap hukum
Islam yang implementasinya terhadap Muslim minoritas lebih cenderung
kepada pendekatan umum yang bersifat literalis serta tidak kenal kompromi
ketika mempertimbangkan kesulitan individu terutama dalam bidang sosial
dan kultur yang ada pada negara Barat, selain itu salafi juga menerapkan
maslaha dan mengakomodasi keputusan-keputusan dalam beberapa hal
ketika hubungan antara individu dan negara, secara detail dan terperinci.”

76 Nabil ‘Abd al-Fatah, Tagrir Al-Hala al-Diniyya Fi Misr (Cairo: Markaz Dirasat
al-Siyasiyya wal-Istratijiyya bil-Ahram, n.d.), 63.

" Yiisuf Al-Qaradawi, Taysir Al-Figh Lil-Muslim al-Mu ‘Asir Fi Daw’ al-Qur’an
Wal-Sunna (Beirut: Mu’assasat al-Risala, 1993), 32.

™ Sadek Hamid, The Development of British Salafism, (London: Bloomsbury
Academic, 2018), 56.
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Ijtihad ini yang menjadi dasar dari kedua pendekatan tersebut yakni
wasati dan salafi yang bertujuan untuk memberikan solusi kepada kelompok
minoritas yang mengakomodasi kesulitan unik yang mereka hadapi dan
memenuhi tujuan syar’’at tanpa melewati batasan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Ini merupakan urgensi maqasid syari’ah, seperti yang telah
dijelaskan oleh al-‘Alwanl, al-Qaradawl, dan al-Najjar sebagai berikut:
pertama, ijtthad baru atau pembaharuan hukum sangat perlu diakomodir
oleh kelompok minoritas Muslim, hal ini diperlukan karena terdapat banyak
kebingungan mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak
diperbolehkan bagi mereka, serta mengenai konsep dasar yang
mendefinisikan keberadaan minoritas dan hubungan mereka dengan
masyarakat mayoritas. Kedua, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh
kelompok minoritas Muslim sangat berat dan, oleh karena itu, merupakan
kebutuhan umum yang bersifat kontemporer fikih untuk ijtthad adalah hal
yang lebih mendesak. Ketiga, walaupun situasi umat Islam yang hidup
sebagai minoritas bukanlah hal yang baru, hukum agama minoritas Muslim
selalu tetap diupayakan pembaharuan hukum agar hukum Islam selalu
relevan dalam setiap tempat dan waktu.”

Dalam membangun kerangka kerja untuk ijtthad mengenai figh al-
aqallpyat al-Muslimah, wasatl menegaskan kembali bahwa pendekatan yang
luas tethadap maslaha adalah sarana yang sangat dipetlukan untuk
memberikan fleksibilitas yang diinginkan oleh pendekatan agama pada
hukum agama. Teks formatif Al-Qaradawl dan al-'Alwanl tentang minoritas
Muslim menyarankan petluasan masiaha dalam konteks yurisprudensi
kelompok minoritas Muslim. Al-Qaradawl juga menegaskan bahwa syariah
bersifat pragmatis dibandingkan idealis dan menegaskan bahwa baik
kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan individu yang pada akhirnya Al-
'Alwanl menyarankan untuk menambahkan tujuan baru ke dalam wagasid al-

syar'a

" Arasy Fahrullah et al., “The Influence of Islamic Branding , Religiousity, and
Fashion Trends on Islamic Fashion Purchase Decisions,” IQTISHODUNA: Jurnal
Ekonomi Islam 13, no. 1 (2024): 59-80,
https://doi.org/10.54471/igtishoduna.v13i1.1894.

8 Fahrullah et al, “The Influence of Islamic Branding , Religiousity, and Fashion
Trends on Islamic Fashion Purchase Decisions,” 34.
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Maslahah sebagai cara untuk mempengaruhi hukum agama minoritas
Muslim dengan cara untuk menguji efektivitas dari fatwa yang telah terlahir
dari 2 pendekatan yang berbeda yakni salafiyyah dan wasathiyyah, dan seiring
dengan pendekatan yang luas dari salafi dan wasati, maslahah lah yang
menjadi poin pilarnya dalam menentukan rukshoh (keringanan) atau dengan
mengkompromikan dari yang tertulis dalam nash (tekstualis) yang tertuang
dalam penerapan hukum syara’ dengan meninjau ulang illah hukum yang
terjadi dalam diri mukallaf dan tentunya dengan menimbang kondisi dan
situasi yang dialami oleh mukallaf, tujuan utamanya ialah untuk
membebaskan umat Islam dari hargj (kesulitan) dan meningkatkan potensi
perpindahan agama non-Muslim menjadi muslim dengan pendekatan
dakwah secara lembut yakni zabshir.

Mengenai tentang yurisprudensi minoritas Muslim, al-Qaradawl
menguraikan syariah sebagai sebuah ladang luas yang bila dijelajahi secara
mendalam akan mengungkap harta terpendam dari turunan produk hukum
yang tercipta dari ulama’ salaf yang diwariskan kepada ulama salaf yang
dengan tujuan akhir ialah dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan masa kini

yang semakin bersifat kompleks.81

Para mujtahid mazhab dan mufti
memberikan berbagai produk hukum dari segala pendekatan aspek untuk
memudahkan kehidupan sorang muslim pada negara Barat. Salah satu
contohnya ialah Maliki berpendapat bahwa anjing tidaklah najis; dia percaya
bahwa berdasarkan realita yang terjadi negara Barat bahwa dalam kasus umat
Islam yang tinggal di Barat karena hewan peliharaan merupakan hal yang
lumrah disana. Al-Najjar memahami masalah ini dengan cara yang sama,
menckankan bahwa beberapa keputusan hukum sebelumnya yang dianggap
tidak sesuai mungkin terbukti dapat diterapkan dalam situasi kontemporer
ketika disesuaikan dengan situasi atau kondisi saat ini. Dewan Fatwa dan
Penelitian Eropa bahwa perlu adanya evolusi dari pendekatan tekstualis
menuju kontekstulis, dan demikianlah fatwa yang terlahir dari pendekatan
wasati dan salafi bahwa harmonisasi hukum dapat ditegakkan bila memiliki

tujuan yang sama yakni menciptakan maslahah bagi Muslim yang bertempat

81 Sami A Aldeeb Abu-Sahlieh, The Islamic Conception of Migration, 82.
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tinggal di negara dengan mayoritas Muslim atau di negara dengan minoritas
Muslim.*

Perbedaan mendasar dalam metodologi 7#ibad antara Ibn al-'Uthaymin
dan al-Qaradawl dapat dipahami melalui analisis strukturalisme-konstruktif
Bourdieu yang menekankan hubungan dialektis antara individu dan
lingkungan sosialnya. Ibn al-'Uthaymln tumbuh dan berkembang dalam
lingkungan akademik Arab Saudi yang didominasi tradisi salafl, di mana
kemurnian zash dan kehati-hatian dalam zs#nbat hukum menjadi nilai utama.
Lingkungan ini membentuk pola pikir (babitus) yang mengutamakan
pendekatan literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah serta menerapkan prinsip
thtiyat secara konsisten. Sebaliknya, al-Qaradawl berinteraksi dalam
lingkungan intelektual yang lebih beragam, mulai dari Al-Azhar hingga
komunitas Muslim global yang menghadapi tantangan modernitas dan
pluralisme. Pengalaman ini membentuk pola pikir yang lebih fleksibel dan
berorientasi pada maqasid al-shari'ah dalam merespons petubahan zaman.
Kedua ulama tidak hanya menerapkan metodologi yang mereka warisi, tetapi
secara aktif membentuk dan dibentuk oleh lingkungan akademik tempat
mereka berkarya. Dengan demikian, fatwa-fatwa yang mereka keluarkan
mencerminkan internalisasi nilai-nilai dan struktur sosial dari komunitas
ilmiah masing-masing, yang pada gilirannya memengaruhi cara mercka
memahami dan menerapkan sumber-sumber hukum Islam.

D. Produk Fatwa Hukum Keluarga Figh al-AqalliyyatIbn Al-
‘Uthaymin dan Al-Qaradawl
1. Aspek Pernikahan
Konstruksi Normatif Figh al-Akthariyydt Ulama Mutaqaddimin
a. Hukum Pernikahan Seorang Muslimah dengan Orang Komunis
Ulama Kklasik seperti Imam al-Qurtubl (w. 671 H) dalam tafsirnya
menegaskan bahwa pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki non-
muslim, termasuk komunis yang tidak mengakui eksistensi Tuhan, adalah

haram secara mutlak. Al-Qurtubl mendasarkan pendapatnya pada firman
Allah dalam QS al-Bagarah [2]: 221: "Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (laki-laki) dengan wanita-wanita mukmin sebelum

82 Tauseef Ahmad Parray, “The Legal Methodology of ‘Figh al-Aqalliyyat’ and
Its Critics: An Analytical Study,” Journal of Muslim Minority Affairs 32, no. 1 (2012):
88-107, https://doi.org/10.1080/13602004.2012.665624.
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mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang
musyrik, walaupun dia menarik hatimu."® Ibn Kathir (w. 774 H) dalam
tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung larangan tegas bagi wanita
muslimah untuk menikah dengan laki-laki non-muslim tanpa pengecualian.
Dalam konteks komunis yang menganut paham materialisme dan atheisme,*
Imam al-Nawawl (w. 676 H) dalam al-Maj»il" menyatakan bahwa orang yang
mengingkari eksistensi Allah termasuk dalam kategori kuffar yang paling
jauh dari kemungkinan diterima pernikahannya dengan muslimah. Dalil yang
digunakan adalah QS al-Mumtahanah [60]: 10 yang secara eksplisit melarang
pernikahan antara muslimah dengan kafir: "Mereka tiada halal bagi orang-

orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."®

b. Pernikahan Seorang Muslim dengan Wanita Non-muslim

Imam al-Tabarl (w. 310 H) dalam Jdw:' al-Bayan menjelaskan bahwa
pernikahan seorang muslim dengan wanita non-muslim dibedakan
berdasarkan status keagamaan wanita tersebut. Bagi wanita musyrik
(musyrikd?) yang menyembah berhala atau tidak mengakui keesaan Allah, al-
Tabarl menegaskan keharaman pernikahan berdasarkan QS al-Baqarah [2]:
221: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman."® Imam Malik ibn Anas (w. 179 H) dalam a/-Muwatta'
memperkuat posisi ini dengan menyatakan bahwa pernikahan dengan wanita
musyrik akan membawa dampak negatif terhadap akidah dan pendidikan
anak-anak.”” Al-Shafi'T (w. 204 H) dalam «/Umm menambahkan bahwa
larangan ini bersifat gat'T (pasti) karena didukung oleh nas yang eksplisit.
Namun, para ulama sepakat memberikan pengecualian khusus untuk .44/ a/-

Kitdh (Ahlu Kitab) sebagaimana akan dijelaskan dalam poin berikutnya.® Ibn

8 Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Cetakan ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub
al-'llmiyyah, 1993), 201.

8 Tbn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Cetakan ke-2 (Riyadh: Dar al-Salam,
1997), 312.

& Al-Nawawi, Al-Majmii’ Sharh al-Muhadhdhab (Jeddah: Maktabah al-Irshad,
2000), 79.

8 Al-Tabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Cetakan ke-3 (Kairo: Dar al-
Ma'arif, 1969), 101.

8 Malik ibn Anas, Al-Muwayra', Cetakan ke-2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami,
1997), 225.

8 Al-Shafi'i, Al-Umm, Cetakan ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 1993),
256.
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Qudamah al-Maqdisl (w. 620 H) dalam a/-Munghni menegaskan bahwa
hikmah di balik larangan ini adalah untuk menjaga kemurnian akidah dan

mencegah kemungkinan murtad akibat pengaruh pasangan.89

c. Pernikahan Seorang Muslim dengan Wanita Ahlu Kitab

Imam al-Qurtubl dalam a/-Jami' i Ahkdm al-Qur'dn menjelaskan bahwa
pernikahan muslim dengan wanita Ahlu Kitab dibolehkan berdasarkan QS
al-Ma'idah [5]: 5: "Dan (dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga
kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu."
Al-Tabarl dalam tafsirnya menegaskan bahwa yang dimaksud Ahlu Kitab
dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab
sucl. Imam Abu Hanifah (w. 150 H) sebagaimana dinukil dalam a/-Hiddyah
karya al-MarghInanl, memberikan syarat ketat bahwa wanita Ahlu Kitab
yang boleh dinikahi harus yang benar-benar berpegang teguh pada agamanya
(mutadayyana) dan bukan yang hanya mengaku secara nominal. Al-Shafi'l
dalam a/-Umm menambahkan syarat tambahan bahwa pernikahan tersebut
tidak boleh membawa mudarat terhadap agama Islam dan pendidikan anak.”
Ibn Taymiyyah (w. 728 H) dalam Majmil' a/-Fardwd memberikan catatan
penting bahwa meskipun dibolehkan secara syar'l, pernikahan dengan Ahlu
Kitab sebaiknya dihindari jika ada kekhawatiran terhadap akidah dan
moralitas keturunan.”’ Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H) sebagaimana
diriwayatkan dalam a/Musnad lebih cenderung kepada pendapat bahwa

meskipah halal, menikahi muslimah lebih utama (aw/a).

d. Pernikahan Seorang Muslim dengan Wali Non-muslim

Imam al-ShafiT dalam a/-Umm menegaskan bahwa perwalian dalam
pernikahan merupakan hak dan kewajiban yang hanya dapat dilaksanakan
oleh muslim. Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi SAW:
"Tidak ada nikah kecuali dengan wali" (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidhi).

8 Ibn Qudamah, Al-Mughni, Cetakan ke-3 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997),
98.

% Al-Marghtnani, Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi, Cetakan ke-1 (Beirut:
Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 2000), 57.

91 |bn Taymiyyah, Majmii' al-Fatawa, Cetakan ke-1 (Madinah: Majma’ al-Malik
Fahd, 1995), 207.
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Al-Nawawl dalam a/-Majpil' menjelaskan bahwa wali non-muslim tidak
memiliki kewenangan (wildyah) untuk menikahkan anak perempuannya yang
muslim karena prinsip "tidak ada kekuasaan bagi orang kafir atas orang
mukmin" berdasarkan QS al-Nisa' [4]: 141. Dalam kasus ini, Imam Malik
dalam a/-Mudawwanah menyatakan bahwa perwalian akan berpindah kepada
wali 'aSabah muslim terdekat, atau jika tidak ada, maka kepada hakim (¢adi)
sebagai wall 'Amm. Ibn Qudamah dalam a/-Mughnl menambahkan bahwa jika
ayah kandung non-muslim, maka perwalian akan berpindah kepada kakek
muslim, kemudian saudara laki-laki muslim, dan seterusnya sesuai urutan
'asabah. Al-Kasanl (w. 587 H) dalam Badd'i' al-Sana'i’ menegaskan bahwa
ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pernikahan
dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak terpengaruh oleh nilai-
nilai atau tradisi non-Islam yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip
Islam.”

Fatwa Figh Al-AqalliyydtYusuf al-Qaradawl
a. Batalnya Pernikahan Seorang Muslimah dengan Orang Komunis
Yusuf al-Qaradawl menjelaskan bahwa sebelum berfatwa terkait
sesuatu, hal yang terpenting ialah faham terhadap konsep atau objek yang
ditanyakan, Komunisme merupakan suatu aliran idelogi dengan untuk
mengetahuinya perlu pendekatan filosofi untuk dapat mengklasifikasikan
penganut komunis maupun tidak, dan penganut komunis itu tidak adanya
iman kepada Allah, tidak beriman kepada ruh, tidakpula beriman kepada
wahyu, tidak kepada akhirat dan tidak beriman kepada perkara-perkara
ghoib, dan mereka mengingkari ajaran Islam secara global dan terperinci, dan
menganggap agama hanya sebuah sisa-sisa dari kebodohan dan
keterpurukan, seperti halnya yang telah dikatakan oleh Karl Max dan para
tokoh komunis lainnya “Agama hanyalah merupakan suatu yang hanya
menghambat perkembangan zaman bagi umat manusia dan manusia pun
menjadi jumud dalam hal inovasi” inilah yang menjadi titik batil kepercayaan
ideologi komunis. **

92 Al-Kasani, Bada'i' al-Sana'i’ fi Tartib al-Shara'i', Cetakan ke-2 (Beirut: Dar al-
Kutub al-'llmiyyah, 1986), 205.

% Al Qaradhawi Yusuf, Fi Figh Al-Aqgalliyyat al-Muslimah, 2001,
https://www.noor-book.com/4cbuall- LY 148 8-US-pdf. 101.
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Mereka mengklaim benar dalam gerakan mereka dalam hal sosial dan
ekonomi tanpa mengkaitkan dengan dasar ideologi dan kepercayaan mereka
dengan seperti apa yang mereka katakan, maka klaim mereka ini tidak masuk
akal dan tidak akan pernah terjadi, karena adanya pondasi pemikiran yang
rusak ini menyebabkan konsep ekonomi dan sosial yang mereka ciptakan
semakin rusak dan batil, kalaulah demikian maka sudah jelas mereka sudah
keluar dari Islam, karena agama Islam merupakan agama dengan penuh
hikmah dan teratur untuk dapat mengatur kehidupan Muslim dari sisi sosial
dan ekonomi, seperti halnya syari’at tentang menjaga barang kepemilikan
pribadi, hukum waris, zakat, hubungan antara laki-laki dan perempuan dan
seterusnya, dan ini merupakan hukum syari’at dasar serta wajib untuk tau
dan menaatinya, akan tetapi golongan komunis mengingkari itu semua.

Persoalan sering ditanyakan yakni apakah seorang Muslimah dibolehkan
untuk menikahi seorang yang komunis, maka jika menikahnya seorang
Muslimah dengan ahli kitab saja tidak diperbolehkan meski ahli kitab
mengimani Allah, Rasul dan hari akhir, apalagi seorang Muslimah yang akan
dinikahkan dengan penganut komunisme. Maka tidak diperbolehkan seorang
Muslimah untuk menikah dengan pria penganut komunis, dan jika hal yang
demikian akan terjadi, maka wali dari Muslimah tersebut wajib untuk
menolak dari lamaran pria tersebut, dan meski dalam kasus lain sudah
menikah, maka wajib wanita tersebut untuk menceraikannya, dan memberi
pemahaman kepada anak-anaknya akan ideologi sesat tersebut dan
meluruskannya, dan jika meninggal pada tidak boleh untuk disholati,
dimandikan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin.”

Seorang Muslim wajiblah baginya untuk memahami hukum bagi orang-
orang yang murtad, kaum =zindiq didalam syari’at Islam, dan melihat
hukuman Allah kepada mereka, seperti apa yang telah Allah firmankan
dalam surat Al-Baqarah : 217,

C\;@\u\esuqugesﬁf L& HE G 5n Y
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“Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat)
mengembalikan kamu dati agamamu (kepada kekafiran), seandainya
mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-
sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni

neraka, mereka kekal di dalamnya.”>

b. Pernikahan Seorang Muslim dengan Wanita Non-muslim

Yusuf al-Qaradawl memandang bahwa pernikahan seorang Muslim
dengan wanita Muslimah, ini kiranya perlu klasifikasi Non-muslim mana
yang dimaksud, jika wanita tersebut musyrikah, maka ini dilarang dan tidak
boleh dan ulama’ sepakat akan hal ini, dan jika yang dimaksud wanita non-
Muslim ialah mereka yang ahlul kitab yakni dari kalangan nasrani maupun
yahudi, maka ini memberikan izin kepada pria Muslim untuk menikahi
wanita dari kalangan Ahl al Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun, ia
menegaskan bahwa izin ini harus dipahami dalam konteks yang luas dan
tidak semata-mata diambil secara literal.”

Dalam hal ini perlunya adanya pemahaman dan penerapan ayat ini
memerlukan pertimbangan yang matang terhadap berbagai faktor sosial dan
agama yang menyertainya.” Izin ini, bukanlah suatu kebebasan tanpa batas,
melainkan harus dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat dampak sosial
dan agama yang mungkin timbul dari pernikahan tersebut. Berdasarkan
firman Allah ta’alz‘t : , j ) ,
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“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini)

% Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), al-Ma‘idah [5]: 5.

% Qaradhawi. 45.

9 Qaradhawi. 73.
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wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang
beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara
orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah
membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak
dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-
gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima
hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat

termasuk orang-orang merugi.”’8

Keputusan ini juga menjadi pertimbangan dengan prinsip maqasid al-
syariah atau tujuan-tujuan syariah, yang menekankan lima tujuan utama, yaitu
menjaga agama (bifz aldin), menjaga jiwa (bifz al-nafs), menjaga akal (bifz al-
'agl), menjaga keturunan (bifz al-nasl), dan menjaga harta (bifz al-mal). Dan
penerapan hukum syariah harus selalu diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan ini agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan menghindari
mudharat, Dalam konteks pernikahan beda agama, Yusuf al-Qaradawl
berpendapat bahwa jika pernikahan tersebut berpotensi merusak iman atau
menimbulkan fitnah dalam keluarga Muslim, maka hukum boleh disesuaikan
untuk mencegah kerusakan tersebut. Misalnya, jika pernikahan antara
seorang Muslim dan wanita Ahl al-Kitab dapat mengakibatkan kebingungan
agama pada anak-anak mereka atau menimbulkan konflik agama dalam
rumah tangga, maka syariah memberikan keleluasaan untuk menolak atau
mengatur ulang hukum tersebut demi menjaga kemaslahatan yang lebih
besar.

Selanjutnya, pentingnya memahami konteks sosial dan historis dalam
menafsirkan teks-teks agama. Pada masa Nabi Muhammad, masyarakat
Muslim hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani yang
memiliki hubungan erat dengan tradisi monoteistik Islam. Hubungan ini
menciptakan situasi di mana hukum-hukum yang diturunkan pada saat itu
sangat relevan dengan kondisi sosial yang ada. Komunitas Yahudi dan
Nasrani saat itu tidak hanya memiliki kitab suci yang dihormati dalam Islam,
tetapi juga hidup dalam interaksi sosial yang cukup intens dengan umat
Islam. Namun, al-Qaradawl dalam hal ini menegaskan bahwa kondisi sosial
saat ini mungkin sangat berbeda dari masa itu. Perubahan-perubahan yang
terjadi dalam struktur sosial, politik, dan budaya modern memerlukan

% Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Surah al-Ma'idah [5]: 5.
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penyesuaian dalam penerapan hukum-hukum tersebut. Pendapat ini
menunjukan bahwa aplikasi hukum Islam harus mempertimbangkan
perubahan-perubahan ini untuk memastikan bahwa hukum tersebut tetap
relevan dan efektif dalam konteks zaman sekarang. Dengan demikian,
memahami konteks sosial dan historis tidak hanya membantu dalam
menafsirkan teks-teks agama dengan lebih akurat, tetapi juga memungkinkan
penyesuaian hukum yang lebih responsif terhadap perubahan zaman. Ini
berarti bahwa pendekatan yang digunakan harus lebih dinamis dan tidak
kaku, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan umat Islam yang
hidup di berbagai belahan dunia dengan kondisi sosial yang beragam.”

Dengan demikian, izin yang diberikan dalam ayat Al-Quran tentang
pernikahan beda agama tidak boleh dipandang secara mutlak tanpa syarat.
Sebaliknya, izin ini harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks
sosial yang ada dan prinsip-prinsip maqasid al-syariah. Dalam setiap kasus,
kebijakan hukum harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan yang
harmonis antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum, sehingga
hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai sistem yang adil dan efektif
dalam segala kondisi.

Al-Qaradawl mengingatkan bahwa pendekatan ini tidak berarti
mengubah esensi dari ajaran Islam, tetapi lebih pada menyesuaikan aplikasi
hukum syariah dengan realitas sosial kontemporer. Dengan demikian,
hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai sistem yang memberikan keadilan
dan kesejahteraan bagi umat Muslim dalam situasi apapun terutama bagi
Muslim minoritas yang betempat tinggal di Barat, dengan adanya pendapat
ini bahwa pernikahan antara seorang pria Muslim dan seorang wanita non-
Muslim, seperti individu Kristen atau Yahudi, dianggap tidak diizinkan
dalam konteks ajaran Islam. Dikatakan bahwa pernikahan antaragama tidak
hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tetapi juga berpotensi

mengganggu ketenangan dalam keluarga.

Fatwa Figh Al-Aqalliyydt Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin
a. Fatwa no. 250" terdapat pertanyaan dari seorang individu yang
mempertanyakan kebolehan menikahi perempuan dari kalangan Ahl al-

9 Qaradhawi. 203.
100 Muhammad b. Salih Al-‘Uthaymin, Ligd’at wa Fatawa al-Aqalliyyat al-
Muslimah, st ed. (Saudi arabia: Mu’assasah Syaikh Salih al-‘Uthaymin al-Khayriyyah,
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Kitab. Penanya menyampaikan bahwa ia mendengar adanya kebolehan
tersebut, namun mempertanyakan apakah definisi Ahl al-Kitab yang
dimaksud dalam Al-Qur’an masih relevan dengan Ahl al-Kitab masa
kini. Kekhawatiran yang disampaikan ialah bahwa komunitas Ahl al-
Kitab saat ini diketahui telah melakukan perubahan serta pembaruan
terhadap kitab-kitab suci mereka, bahkan pembaruan tersebut dilakukan
secara berkala, seperti setiap sepuluh tahun sekali. Selain itu, kitab-kitab
tersebut juga dinisbahkan kepada Nabi Isa ‘Alayhi as-Salam, sehingga
timbul pertanyaan: apakah mereka yang demikian masih termasuk dalam
kategori Ahl al-Kitab sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam?
Menanggapi hal tersebut, dijelaskan bahwa ayat terakhir yang
membahas tentang kebolehan menikahi perempuan dari kalangan Ahl
al-Kitab terdapat dalam Surah al-Ma'idah. Para ulama menyatakan
bahwa tidak ada satu pun ayat dalam Surah al-Ma'idah yang mengalami
nasakh (penghapusan hukum). Oleh karena itu, kebolehan menikahi
perempuan Ahl al-Kitab sebagaimana tercantum dalam Surah al-
Ma'idah ayat 5 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan hukum,
meskipun tetjadi perkembangan sosial dan agama dalam komunitas Ahl
al—Ki&téls dewa§a oini. , . ]
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“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini)
wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang
beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara
orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah
membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak
dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-

n.d.),

563.

file:///G:/S2/Semester%203/bahan/fatwa%20syaikh%20sholih%?20utsaimin.pdf,
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gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima
hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat
termasuk orang-orang merugi.””0!

b. Fatwa no. 251'?
keabsahan akad nikah apabila wali perempuan tersebut bukan seorang

, seorang Muslimah mengajukan pertanyaan mengenai
Muslim dan tidak dapat hadir secara langsung, melainkan hanya melalui
sambungan telepon. Ia bertanya apakah wali tersebut dapat diwakilkan
oleh orang lain, misalnya oleh teman dekat yang dipercaya.

Dalam jawaban yang diberikan, dijelaskan bahwa apabila seorang
wanita beragama Islam dan ayahnya adalah non-Muslim, maka ayah
tersebut tidak memiliki hak untuk menjadi walinya. Dalam kondisi
demikian, wali dapat diambil dari kalangan kerabat terdekat yang
beragama Islam. Jika seluruh kerabatnya adalah non-Muslim, maka wali
nikah dialihkan kepada qadl atau hakim syari yang dapat mewakili
perwalian secara sah.

c. Fatwa no. 252'% seorang laki-laki Muslim menikahi seorang perempuan
Nasrani dengan niat mengajaknya masuk Islam. Setelah beberapa waktu,
perempuan tersebut memeluk Islam. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa
menikahi perempuan ahli kitab, seperti Yahudi atau Nasrani,
diperbolehkan, baik dengan niat dakwah maupun tidak, sebagaimana
termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala dalam Q.S. al-
Ma'idah [5]: 5. Namun, apabila pernikahan tersebut diniatkan sebagai
sarana dakwah, maka hal itu lebih utama dan lebih sempurna.

d. Fatwa no. 253" Seseorang mengajukan pertanyaan tentang keabsahan
pernikahan antara seorang laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab
dari Indonesia, apabila pernikahan tersebut dilangsungkan di gereja.
Dijelaskan bahwa akad nikah wajib dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan syariat Islam, termasuk keberadaan wali dan terpenuhinya
seluruh syarat sah pernikahan. Terkait tempat pelaksanaan, apabila
tersedia tempat selain gereja, maka hal itu lebih utama. Namun, apabila

101 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Surah al-Ma'idah [5]: 5.

102 Al-‘Uthaymin. 563.

103 Al-‘Uthaymin. 564.

104 Al-‘Uthaymin. 564.
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tidak ada alternatif tempat, maka hal tersebut tidak membatalkan
keabsahan akad nikah selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

Fatwa no. 255" seorang laki-laki non-Muslim memiliki teman
perempuan Nasrani dan telah melakukan perbuatan zina dengannya.
Setelah mendapat hidayah dan memeluk Islam, ia bertanya apakah
diperbolehkan  baginya untuk menikahi perempuan tersebut.
Jawabannya adalah, jika laki-laki tersebut telah bertaubat dari perbuatan
zinanya, maka diperbolehkan baginya untuk menikahi perempuan
Nasrani tersebut. Akan tetapi, apabila keduanya telah berzina dan belum
bertaubat, maka pernikahan di antara keduanya tidak diperbolehkan,
sebab perempuan pezina diharamkan bagi laki-laki muslim hingga ia
benar-benar bertaubat

Fatwa no. 257" seorang laki-laki muslim yang sedang melakukan
perjalanan ke luar negeri berkeinginan untuk menikahi seorang
perempuan setempat dengan niat menceraikannya setelah kembali ke
negara asalnya. Ia tidak menyampaikan niat tersebut dalam akad,
melainkan hanya menyimpannya dalam hati.

Terkait hal ini, adanya perbedaan pendapat ulama’ dalam
pandangan, sebagian merecka mengatakan bahwa pernikahan tersebut
tidak benar dikarenakan yang dia niatkan tersebut juga merupakan yang
dia syaratkan seperti halnya ketika dia mengatakan, bahwa saya akan
menikahi kamu ketika saya hanya ada di dalam negara ini, maka hal ini
termasuk keharaman dan sama juga dengan nikah mut’ah.

Beberapa ulama lainnya, mengatakan tidak apa dan diperbolehkan
demikian karena manusia yang menikahi wanita dengan niat untuk
diceraikannya ketika kembali ke negara asalnya dan apabila dia ingin
tetap melanjutkan pernikahannya maka di harus tetap di negara tersebut
dan tidak boleh menceraikannya.

Pandangan Ibn Al-‘Uthaymin dalam perbuatan tersebut tidak
diperbolehkan, dikarenakan hal ini menjurus kepada ranah atau curang
kepada istri dan keluarganya dikarenakan dari pihak perempuan
menikahkan anaknya dengan niat bahwa lelaki tersebut akan menetap
dan tinggal di negara itu selamanya dan akan adanya kerusakan atau
mafsadah yang terjadi di kemudian hari yang disebabkan jika

105 Al-‘Uthaymin. 566.
106 Al-‘Uthaymin. 566.
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permasalahan ini diperbolehkan akan banyaknya lelaki yang datang yang
datang ke negara asing dengan hanya niat untuk menikah saja selama
seminggu atau sebulan setelah itu dia hanya berhubungan badan dan
kembali ke negara asalnya dengan menceraikan istrinya maka ini tidak
boleh.

g. Fatwa no. 258", diajukan pertanyaan mengenai fenomena para pelajar
yang bepergian ke luar negeri dan menikah dengan alasan bahwa nikah
mut‘ah lebih mudah dilakukan daripada berzina. Dalam tanggapannya,
ditegaskan bahwa nikah mut‘ah hukumnya haram hingga hari kiamat,
sebagaimana disebutkan dalam hadis:

g O A aie il Be sDEs o g 0B
B G G O Al agle A s 4 J3)
AR M () 5, Sl Ge pliaily) b &80 &N &K
Uit Ob 5 G 15046 Y 5

r3

“Dari Rabi® bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu ‘anhu,
bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu
beliau bersabda: “Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah
mengizinkan  kalian  melakukan mut’ah  dengan  wanita.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa T2’ala telah mengharamkannya
hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada
mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang
telah diberikan108

h. Fatwa no. 261", seorang laki-laki menyatakan bahwa dirinya dahulu
adalah seorang non-Muslim dan telah hidup bersama seorang
perempuan tanpa adanya akad pernikahan. Kini, setelah masuk Islam, ia
telah memiliki anak dan berusia 45 tahun. Ia bertanya tentang status
hubungan pernikahan tersebut.

Dalam jawabannya, dijelaskan bahwa sesungguhnya menikahi
seorang perempuan tanpa adanya akad nikah, dan akan tetapi mercka

107 Al-‘Uthaymin. 568.

108 Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, Sakik Muslim, cet. 1 (Beirut: Dar Thya’ al-
Turath al-‘Arabi, 1991), juz 2, hlm. 1022, no. hadis 1406.

109 Al-‘Uthaymin. 571.
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sudah berniat untuk melakukan akad pernikahan, maka wajib bagi istri
untuk tetap bersama suami dan status mereka sah sebagai suami istri
dan pernikahan tersebut dianggap sah sebagai suami istri. Pernikahan
yang terjadi sebelum keduanya masuk Islam tidak otomatis menjadi
batal, sehingga tidak diperlukan akad ulang.

2. Aspek Perceraian, Adopsi dan Hak Asuh Anak

Konstruksi Normatif Figh al-Akthariyydt Ulama Mutaqaddimin
a. Hukum Perceraian jika Istri Muallaf tanpa Suami

Imam al-Shafim dalam a/-Umm menegaskan bahwa ketika seorang istri
masuk Islam (wuallaf) sementara suaminya tetap dalam kekafirannya, maka
tetjadi mani’ syar'l (halangan hukum) yang secara otomatis memutuskan
ikatan pernikahan."” Beliau mendasarkan pendapatnya pada firman Allah
dalam QS al-Baqarah [2]: 221: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (laki-laki) dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka

beriman."

Al-Nawawl dalam a/Mantl" menjelaskan bahwa ayat ini
mengandung larangan mutlak (nahy mutlag) yang berlaku baik pada saat akad
maupun setelah terjadinya akad nikah. Imam Malik ibn Anas dalam a/-
Muwatta' menyatakan bahwa dalam kasus ini tetjadi ingita’ al-nikah bi al-
Islam (putusnya pernikahan karena Islam), di mana istri tidak memerlukan
persetujuan suami atau proses ta/dq formal untuk berpisah.""' Ibn Qudamah
al-Maqdis1 dalam a/-Mughni menambahkan bahwa prinsip ini didasarkan pada
kaidah "/ wildyah /i kdfir 'ald muslin" (tidak ada kekuasaan bagi orang kafir
atas orang muslim) sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisa' [4]: 141. Al-
Kasanl dalam Badd'i' al-Sand'i’ menegaskan bahwa perceraian ini bersifat
furgah bQ'inah (pemisahan putus) yang tidak dapat dirujuk kembali (ghayr
raj'iyyah) kecuali dengan akad nikah baru setelah suami masuk Islam dan

memenuhi seluruh syarat pernikahan ulang.'”

10 Al-Shafi', Al-Umm, Cetakan ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'limiyyah, 1993),
23-24,

11 Al-Nawawi, Al-Majmii’ Sharh al-Muhadhdhab (Jeddah: Maktabah al-Irshad,
t.t.), 156-158.

112 Tbn Qudamah, Al-Mughni, Cetakan ke-3 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997),
125-127.
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b. Hak Asuh Anak dalam Pernikahan Muslim dengan Wanita

Nasrani Ahlu Kitab

Imam al-Qurtubl dalam a/-Jani' li Ahkdm al-Qur'dn menjelaskan bahwa
meskipun pernikahan muslim dengan wanita Ahlu Kitab dibolehkan
berdasarkan QS al-Ma'idah [5]: 5, namun masalah haddnah (hak asuh anak)
memetlukan pertimbangan khusus."” Al-ShafiT dalam a/-Umm menegaskan
bahwa hak asuh anak (haddnah) dalam masa awal (hingga usia famylz) tetap
berada pada ibu meskipun non-muslim, berdasarkan hadis Nabi SAW
kepada wanita yang berkata: "Anakku ini, perutkulah yang mengandungnya,
susukualah yang menyusuinya, dan pangkuankulah yang menggendongnya"
(HR. Abu Dawud)."" Namun, Imam Malik dalam a/~Mudawwanah
memberikan pembatasan ketat bahwa ibu Ahlu Kitab hanya berhak atas
haddnah selama tidak ada indikasi pengaruh negatif terhadap akidah anak.
Ibn Qudamah dalam a/-Mughni menjelaskan bahwa setelah anak mencapai
usia famyiz (sekitar 7 tahun), hak asuh secara otomatis berpindah kepada
ayah muslim untuk menjamin pendidikan Islam yang proper.'” Al-Nawawl
dalam a/-Majmil' menambahkan syarat ketat bahwa selama masa haddnah
ibu, anak harus tetap mendapat pendidikan Islam dari ayah dan tidak boleh

dibawa ke tempat ibadah non-Islam.!'®

c. Hukum Mengangkat Anak Hasil Zina

Imam al-Tabarl dalam Jam:" al-Baydn menjelaskan bahwa Islam secara
tegas melarang adopsi dalam bentuk pengangkatan anak yang mengubah
nasab  (fabanni) berdasarkan QS al-Ahzab [33]: 4-5: "Dan Dia tidak
menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri...
Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak
mereka."""” Al-Shafi'm dalam @/-Umm menegaskan bahwa larangan ini betlaku

universal terhadap semua bentuk pengangkatan anak, termasuk anak hasil

13 Al-Qurtubt, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Cetakan ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub
al-llmiyyah, 1993), 122-125.

114 Al-Shafi'T, Al-Umm, 167-1609.

115 [bn Qudamah, Al-Mughni, 234-237.

116 Al-Nawawi, Al-Majmii' Sharh al-Muhadhdhab, 345-348.

17 Al-Tabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Cetakan ke-3 (Kairo: Dar al-
Ma'arif, 1969), 89-92.
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zina (walad al-zind), karena akan mengubah struktur nasab yang telah
ditetapkan Allah. Namun, Imam Malik dalam a/Muwatta’ membedakan
antara fabanni (adopsi yang mengubah nasab) dengan kafdlah (pengasuhan
tanpa mengubah nasab), di mana yang terakhir tidak hanya dibolehkan tetapi
bahkan dianjurkan sebagai bentuk kebajikan sosial. Ibn Qudamah dalam a/-
Mughni menjelaskan bahwa anak hasil zina tetap memiliki hak untuk diasuh
dan diberi nafkah (#afagah), namun nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepada
ayah biologis atau ayah angkatnya.

Al-Nawawl dalam a/-Majmil' menjelaskan bahwa £afd/ah terhadap anak
hasil zina memiliki ketentuan khusus di mana anak tersebut dinasabkan
kepada ibunya (walad /i firdsh) dan pengasuh (£afil) bertanggung jawab atas
pendidikan, nafkah, dan perlindungannya tanpa hak watis timbal balik.""® Al-
Kasanl dalam Bada'?" al-Sand'i’ menekankan bahwa kafllah terhadap anak
hasil zina bahkan memiliki pahala yang lebih besar karena memberikan
perlindungan kepada anak yang tidak berdosa atas perbuatan orang tuanya.'”
Ibn Taymiyyah dalam Majmil" al-Fatd@wd menambahkan bahwa dalam praktik
kafdlah, anak tersebut harus diberi tahu tentang status asalnya ketika
mencapal usia dewasa untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari,
terutama terkait pernikahan dan waris.”” Al-Marghinanl dalam a/-Hiddyah
menegaskan bahwa meskipun dilarang mengangkat anak hasil zina sebagai
anak kandung, namun memberikan nama keluarga pengasuh untuk
kepentingan  administrasi dan  perlindungan  sosial anak  dapat
dipertimbangkan dengan syarat tidak mengubah hakikat nasab yang
sebenarnya.

Fatwa Figh Al-AqalliyydtYusuf al-Qaradawl
a. Muallafnya seorang istri tanpa suaminya, apakah bagi mereka
untuk cerai ?'*

Permasalahan yang menarik dan kontroversial adalah tentang konversi
agama seorang istri menjadi Muslimah, sementara suaminya tetap memeluk
agama asalnya. Pertanyaannya, apakah istri tersebut harus bercerai dengan
suaminyar Konteks pertanyaan ini adalah adanya konflik psikologis, karena

118 Al-Nawawi, Al-Majmii' Sharh al-Muhadhdhab, 267-270.
119 Al-Kasani, Bada'i’ al-Sanad'i', 78-80.

120 |bn Taymiyyah, Majmii’ al-Fatawa, 234-237.

121 Qaradhawi, F7 Figh Al-Aqalliyyat al-Muslimah, 61.
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di satu sisi mayoritas ulama berpendapat bahwa istri tersebut harus
mengajukan ceral, sementara pada sisi yang lain istri keberatan meninggalkan
suami yang dicintainya dan mengorbankan anak dan keluarga yang telah
terbangun secara harmonis.

Yusuf al-Qaradawl berpendapat akan keharusan cerai diantara
keduanya, dengan haruslah mengetahui betul realitas persoalan ketika
Muslimah tersebut berada dalam konteks sebagai minoritas Muslim di Barat.
Akan tetapi dalam hal ini adanya keringanan untuk itu yakni kebolehan
tinggal bersama dengan suaminya atas dasar kemaslahatan yang ingin
dipeliharanya. Pandangan ini dihasilkan dari metode tarjth maqashidi
(pengunggulan suatu pendapat atas beberapa pendapat yang didasarkan pada
dominasi nilai kemaslahatannya) atas pendapat-pendapat yang ada di
kalangan ulama.

Yusuf al-Qaradawl menyebutkan sembilan (9) pendapat Ibn Qayyim
atas permasalahan tersebut di atas: (1) batalnya pernikahan setelah masuk
agama Islam; (2) pernikahan batal apabila suami tidak mau diajak masuk
Islam; (3) batalnya pernikahan setelah masa ‘iddah jika istri telah digauli, dan
langsung batal tanpa menunggu ‘iddah jika belum digauli; (4) jika istri masuk
Islam sebelum suami masuk Islam, maka perceraian terjadi seketika itu juga.
Tapi, jika suami masuk Islam sebelum istri, kemudian istri masuk Islam
dalam masa ‘iddah, maka ia tetap sah menjadi istrinya, sementara jika tidak,
maka  terjadilah  perceraian  dengan  berakhirnya  ‘iddah; = (5)
mempertimbangkan ‘iddah bagi pasangan suami-istri, yakni bahwa jika salah
satu masuk Islam sebelum berhubungan badan maka batallah nikahnya. Jika
masuk Islam setelah berhubungan badan dan pasangannya masuk Islam
ketika masih dalam ‘iddah, maka tetap sah perkawinannya. Sementara jika
‘iddah berakhir sebelum pasangannya masuk Islam maka batallah
pernikahannya; (0) istri tetap bersama dengan suaminya dan menunggunya
untuk memeluk Islam walaupun membutuhkan waktu penantian bertahun-
tahun; (7) suami lebih berhak terhadap istrinya selama istri tidak keluar dari
rumahnya; (8) suami-istri tersebut tetap dalam pernikahannya selama tidak
dipisahkan oleh sultan; dan (9) istri tetap bersama dengan suaminya, tetapi
tidak boleh terjadi hubungan suami-istri.

Dan dalam hal ini, Yusuf al-Qaradawl memilih pendapat ketujuh dan
kedelapan yang memberikan keleluasaan bagi suami-istri tersebut untuk tetap

sebagai suami-istri selama tidak dipisahkan oleh penguasa (sultan), sejalan
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dengan kutipan atau pendapat Taha Jabir al-‘Alwanl yakni bahwa

perempuan tersebut perlu melanjutkan perkawinannya dengan suaminya

yang non-Muslim dengan dasar bahwa pilihan hukum ini akan lebih baik

daripada istri tersebut kembali ke agamanya semula (yakni keluar dari Islam)

karena pertimbangan psikologi keluarga. Thaha Jabir al-'Alwani menyatakan:

“The answer is that leaving the religion is much worse, so therefore it is acceptable for her

to continue with her marriage and she is responsible before Allah on Judgment Day”.

Fatwa Figh Al-Aqalliyydt Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin

a.

Fatwa no. 290", seorang laki-laki Muslim memiliki istri yang beragama
Nasrani atau Yahudi, atau memiliki budak perempuan, apakah pada
keduanya tetap berlaku hukum /‘Gn?

Ibn al-‘Uthaymin menjawab, Apabila yang dimaksud adalah budak

perempuan, maka tidak berlaku hukum /‘Gn antara keduanya. Namun,
jika yang dimaksud adalah istri dari kalangan Ahl al-Kitab, yakni
Nasrani atau Yahudi, maka hukum /@» tetap berlaku sebagaimana
halnya berlaku pada seorang istri Muslimah.
Fatwa no. 291'%, ditanya jika seorang Muslim yang menikah dengan istri
yang beragama Nasrani dari ahli kitab yang mana dalam hal ini, apakah
hak asuh anak jatuh kepada istri? dan apakah boleh saya untuk
mengambil secara paksa anak-anak tersebut dari istri yang sudah saya
ceraikan di negara Barat, yang di mana undang-undang yang diterapkan
disana istri saya mendapatkan hak asuh dari anak anak saya?

Ibn al-‘Uthaymin menjawab, diperbolehkan seorang Muslim untuk
menikahi dari wanita Yahudi maupun Nasrani. Hukum undang-undang
ini merupakan suatu hal yang batil dan hak asuh jatuh kepada seorang
Muslim tersebut atau ayah dari anak anak tersebut maka baginya untuk
mengambil anak-anaknya dan tidak ada hak untuk istrinya
mempertahankan anak-anak tersebut.

Fatwa no. 292", penanya telah mendoakan salah satu seorang Nasrani
untuk masuk Islam, dan ia masuk Islam. Namun, sebelumnya ia telah
mengangkat seorang anak perempuan sebagai anak angkat ketika bayi
tersebut baru berusia empat hari. Ia memberikan nama anak tersebut

122 Al-“Uthaymin, Liga at wa Fatawa al-Aqalliyyat al-Muslimah. 598.
123 Al-‘Uthaymin. 598.
124 Al-‘Uthaymin. 598.
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sesuai dengan namanya sendiri tanpa diketahui oleh orang tua
kandungnya. Saat ini ia telah menjadi Muslim. Apakah ia wajib
mengembalikan anak tersebut kepada orang tua kandungnya?

Ibn al-‘Uthaymin menjawab, Pertama-tama kami mengucapkan

selamat atas hidayah dari Allah Swt. yang telah diberikan kepadanya
untuk memeluk Islam. Adapun mengenai anak angkat tersebut, maka ia
wajib dikembalikan kepada keluarga kandungnya, karena dalam Islam
tidak diperkenankan menisbatkan anak angkat kepada orang tua
angkatnya. Anak tersebut harus dinisbatkan kepada nasab aslinya.
Apabila orang tua kandungnya non-Muslim dan terdapat kekhawatiran
dalam pengembalian anak tersebut, maka hendaknya permasalahan ini
diserahkan kepada lembaga peradilan syariyyah setempat untuk
memperoleh penyelesaian yang tepat dan maslahat.
Fatwa no. 293, penanya bertanya mengenai mengenai fenomena zina
yang cukup banyak terjadi di kalangan Muslim di Barat. Dari perzinaan
ini lahir banyak anak, lalu siapa yang bertanggung jawab memberikan
nafkah kepada anak-anak tersebut apabila orang tuanya yang
sebelumnya non-Muslim telah masuk Islam? Dan bagaimana jika orang
tuanya masih dalam keadaan kafir?

Ibn al-‘UthaymIn menjawab, Apabila pelaku zina telah mengakui
bahwa anak tersebut adalah hasil dari perbuatan mereka, maka wajib
bagi mereka untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun,
apabila mereka tidak mengakui anak tersebut sebagai anak mereka, maka
kewajiban nafkah menjadi fardbu kifdyah secara kolektif bagi kaum
Muslimin untuk menanggung kebutuhan anak-anak tersebut. Jika pelaku
zina telah bertaubat, maka ia dianjurkan untuk memberikan natkah
kepada anak yang diyakini sebagai hasil dari perbuatannya. Bila tidak,
maka diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mengadopsi anak
tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhannya atau menjaga
kemaslahatan anak tersebut.

125 Al-‘Uthaymin. 599.
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3. Aspek Kewarisan

Konstruksi Normatif Figh al-Akthariyydt Ulama Mutaqaddimin
a. Hukum Seorang Muslim Mewariskan kepada Non-Muslim dan

Sebaliknya

Imam al-Bukharl dalam Sahih al-Bukhdn meriwayatkan hadis
fundamental yang menjadi landasan hukum waris lintas agama, yaitu sabda
Rasulullah SAW: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir
tidak mewarisi orang musim" (M yarithu al-muslim al-kQfir wa [ al-kafir al-
muslim).'*  Al-Shafil dalam a/-Umm menegaskan bahwa hadis ini
mengandung larangan timbal balik (@hrim mutabddal) yang betsifat gat'T
(pasti) dalam hukum waris Islam, di mana perbedaan agama (i&hz/f al-din)
menjadi penghalang waris (wa@ni' min mawdni' al-irth) yang mutlak.”” Ibn
Qudamah al-Maqdisi dalam a/-Mughni menjelaskan bahwa konsensus ulama
(7ma") telah terbentuk sejak masa sahabat bahwa perbedaan agama
merupakan salah satu dari tiga penghalang waris utama, selain perbudakan
(rigg) dan pembunuhan (gat). Al-Kasanl dalam Bada'?' al-Sana'i’
memberikan analisis mendalam bahwa larangan ini didasarkan pada prinsip
fundamental bahwa waris dalam Islam bukan hanya transfer harta, tetapi
juga kontinuitas spiritual dan solidatitas komunal (tawdruth al-rihl wa al-
7timad'l) yang hanya dapat terjadi dalam satu kesatuan akidah.'”

Al-Tabarl dalam Jam:" al-Bayan menjelaskan bahwa larangan watis lintas
agama memiliki dimensi teologis yang mendalam, berkaitan dengan firman
Allah dalam QS al-Nisad' [4]: 141: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi
jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang
beriman."'” Al-Qurtubl dalam a/-Jawi' li Ahkdm al-Qur'@n menafsirkan ayat
ini dalam konteks waris bahwa pemberian harta warisan kepada non-muslim
dapat memberikan kekuatan ekonomi yang berpotensi digunakan untuk

126 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhdri, Cetakan ke-1 (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), juz 8,
145, hadis no. 6764.

127 Al-Shafi'T, Al-Umm, Cetakan ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 1993),
78-80.

128 Al-Kasani, Bada'i' al-Sana'i’ fi Tartib al-Shara'i’, Cetakan ke-2 (Beirut: Dar
al-Kutub al-'llmiyyah, 1986), 123-125.

129 Al-Tabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Cetakan ke-3 (Kairo: Dar al-
Ma'arif, 1969), 234-236.
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merugikan  kepentingan Muslim."” Imam Malik dalam  a/Muwatta'
menambahkan dimensi filosofis bahwa waris merupakan kelanjutan (istzzzrar)
dari ikatan kekeluargaan yang dibangun atas dasar kesamaan nilai dan
orientasi hidup, yang tidak dapat terwujud dalam perbedaan agama yang
fundamental. Al-Nawawl dalam a/-Majnl' menegaskan bahwa hikmah di
balik larangan ini adalah untuk menjaga keutuhan komunitas Muslim (hsz
wahdat al-ummah) dan mencegah perpindahan kekayaan Muslim ke tangan
non-Muslim yang dapat melemahkan posisi ekonomi umat Islam.""

Mazhab Hanafl melalui al-Marghinanl dalam a/Hiddyah menegaskan
bahwa larangan waris lintas agama berlaku secara absolut tanpa
pengecualian, mencakup seluruh kategori non-Muslim, baik musyrik, kdfir
kit bt, maupun murtadd.”* Mazhab Maliki sebagaimana dijelaskan Ibn Rushd
dalam Bid@yat al-Mujtahid mempertahankan posisi yang sama dengan
penekanan khusus pada kasus r7ddab (kemurtadan), di mana orang yang
murtad kehilangan seluruh hak warisnya dari keluarga Muslim."” Mazhab
ShafiT melalui al-Nawawl memberikan elaborasi detail bahwa larangan ini
mencakup baik waris fzrd'id (bagian yang ditentukan) maupun 'aSabah (sisa
warisan), serta berlaku untuk semua tingkat hubungan kekerabatan. Mazhab
Hanball dalam pandangan Ibn Qudamah menckankan bahwa meskipun
hubungan darah (rahim) tetap ada, namun perbedaan agama memutus ikatan
hukum (rabitah hukmiyyah) yang menjadi dasar pewarisan dalam syariat Islam.

Al-Kasanl dalam Bada'i’' al-Sana't" membahas kasus kompleks ketika
terjadi konversi agama di antara ahli waris dalam periode yang berbeda."
Jika pewaris Muslim meninggal dan salah satu ahli warisnya kemudian
murtad sebelum pembagian harta, maka yang bersangkutan kehilangan
haknya dan bagiannya didistribusikan kepada ahli waris Muslim lainnya.
Sebaliknya, jika seorang non-Muslim masuk Islam setelah kematian pewaris
non-Muslim tetapi sebelum pembagian warisan, ia tidak memperoleh hak

130 Al-Qurtubt, Al-Jami' Ii Ahkam al-Qur'an, Cetakan ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub
al-'llmiyyah, 1993), 345-347.

181 Al-Nawawi, Al-Majmii' Sharh al-Muhadhdhab (Jeddah: Maktabah al-Irshad,
t.t.), 234-237.

182 Al-Marghinani, Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi, Cetakan ke-1 (Beirut:
Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 2000), 567-569.

133 1bn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid, Cetakan ke-2
(Kairo: Dar al-Hadith, 2004), 345-347.

134 Al-Kasani, Bada'i' al-Sana'i’, 145-147.
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waris karena status agamanya pada saat kematian pewaris yang menjadi
acuan. Ibn Taymiyyah dalam Magmil' al-FatGw@ memberikan analisis
mendalam tentang kasus anak yang lahir dari pernikahan campuran, di mana
anak yang beragama Islam dari ayah Muslim dan ibu Ahlu Kitab tetap
berhak mewarisi dari ayahnya, namun tidak dari ibunya jika ibu tersebut
tetap non-Muslim. Al-Nawawl dalam Rawdat al-Talibln menambahkan
bahwa dalam kasus bayi yang belum mukallaf, status agamanya mengikuti
ayah Muslim, sehingga berhak mewarisi dari keluarga ayah tetapi tidak dari
keluarga ibu yang non-Muslim."”’

Fatwa Figh Al-AqalliyyatYusuf al-Qardawl
a. Seorang Muslim mewarisi hartanya kepada Non-Muslim

Fatwa ini dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan dari sebagian
warga di negara Britania yang baru memeluk Islam, sedangkan di sisi
lain orang tua mereka tetap dalam agama asalnya. Hal ini menimbulkan
persoalan  hukum  ketika orang tuanya meninggal dunia dan
meninggalkan harta warisan yang tidak sedikit. Apakah dia bisa menerima
warisan dari orang tuanya yang non-muslim sedangkan dia telah memeluk
agama Islam? Jika menggunakan pendapat mayoritas ulama fikih, maka
hukumnya haram karena perbedaan agama yang dianut menjadi penghalang
seseorang dapat menerima warisan dari keluarganya. Pendapat mayoritas
ulama fikih ini berdasarkan kepada makna zahir dari hadis Nabi “Orang
Muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir
dari orang Muslim”. Menurut mayoritas ulama, hadis ini memiliki hukum
yang jelas dan qath’t berupa larangan bagi seorang Muslim untuk
menerima warisan dari anggota keluarganya yang non-Muslim, begitu
juga sebaliknya. Dengan demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa
perbedaan agama menjadi penghalang waris bersifat mutlak dan tidak bisa
dikecualikan. ™

Fatwa Yusuf al-Qarad lawi menjelaskan pendapat lain yang
diriwayatkan ~ oleh  sahabat ~ Umar, Mu’adh dan Mu’awiyah yang
memperbolehkan seorang Muslim menerima warisan dari keluarganya yang

non-Muslim. Yusuf al-Qarad’lawi memilih pendapat ini meski bukan

135 Al-Nawawi, Rawdat al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin, Cetakan ke-3 (Beirut: al-
Maktab al-Islami, 1991), 123-125.
136 Qaradhawi, F7 Figh Al-Aqalliyyat al-Muslimah. 65.
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pendapat mayoritas ulama dengan pertimbangan bahwa perbedaan
agama bukan penghalang terhadap kebaikan atau manfaat yang datang
kepada seorang Muslim. Dengan kebaikan dan manfaat yang diterima
tersebut, seseorang Muslim dapat mentauhidkan Allah, mentaati-Nya dan
membantu agama-Nya. Terkait hadis yang menjelaskan larangan bagi
Muslim menerima warisan dari keluarganya yang non-Muslim dan menjadi
dasar pendapat mayoritas ulama di atas, al-Qarad ] awi mengkhususkannya
hanya kepada non-Muslim hatbl, yakni mereka yang memusuhi dan
memerangi Islam.

Pertimbangan al-Qarad |awi dalam fatwa ini berdasarkan kaidah fikih
al-upilr bi maqdsidih@ (status hukum setiap perkara tergantung pada niat dan
tujuannya). Niat dan tujuan menempati peranan penting dalam segala
aspek ilmu fikih karena ia merupakan dasar dalam amal dan perkerjaan
seseorang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada kaidah lain
yang merupakan cabang dari kaidah di atas berupa M@ thawdb wa la igab
ila bi al-npydt (tidak ada pahala yang diberikan dan siksaan yang
dijatuhkan kepada seseorang kecuali atas dasar niat dan tujuan seseorang
tersebut). Atas dasar kaidah ini, al-Qaradllawi berpendapat bahwa tidak
tepat jika mengharamkan seseorang Muslim menerima warisan keluarganya
yang non-Muslim secara mutlak. Dengan demikian, bagi al-Qarad ] awi,
prinsip dasar hukum mengenai harta adalah tujuan penggunaannya. Jika
pemerintah membolehkan mereka untuk memiliki harta atau warisan yang
bisa digunakan untuk beribadah dan menyiarkan agama Allah, maka hukum
penerimaan warisan tersebut menjadi tidak haram. Pertimbangan lain yang
membuat al-Qarad | awi mengunggulkan pendapat ini daripada pendapat
mayoritas ulama yang mengharamkan warisan dari non-Muslim secara
mutlak didasari pada kaidah fikih al-aslu fi al-‘Adiyar wa al-mu'@malat  al-
nazar ila al-%ali wa al-maSalkh.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari hal-hal umum dalam
muamalah (termasuk waris) didasarkan kepada ‘llat dan kemaslahatan yang
didapatkan. Al-Qarad Jawi berpendapat bahwai %/af dari masalah waris
adalah semangat untuk saling tolong-menolong, bukan persamaan agama.
Pendapat ini berangkat dari kenyataan bahwa Islam mengajarkan dan
menganjurkan kepada umat Islam untuk menolong dan menjaga warga

non-Muslim (ah/ dimmabh), oleh katena itu umat Islam menerima warisan
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dari mereka. Dalam ushul fikih, terdapat kaidah yang tidak jauh berbeda
dengan kaidah di atas, yakni kaidah a/-hukmu yadirn ma'a illatibi wujudah wa
‘adaman yang artinya hukum sebuah perkara tergantung ada atau tidaknya
‘llat yang melandasinya. Dengan demikian, ‘illat memiliki peran yang penting
dalam penentuan hukum sebuah masalah. Penjelasan tentang fatwa ini
menunjukkan hal yang sama dengan fatwa tentang shalat Jum’at sebelum
tergelincirnya matahari dan setelah shalat Ashar. Dalam fatwa terkait waris
ini, Al-Qaradl]awi menjadikan dua kaidah fikih yang telah dijelaskan di atas
sebagai landasan awal dalam memilih dan/atau mengunggulkan pendapat
sebagian ulama yang dianggapnya lebih bermaslahat bagi warga Muslim
minoritas, meskipun pendapat tersebut bukan pendapat mayoritas para
ulama, baik klasik maupun kontemporer.

Fatwa Figh Al-Aqalliyydt Muhammad $alih ibn al-‘Uthaymin

a. Fatwa no. 247", Saya telah menikah dengan seorang Muslimah
berkewarganegaraan Amerika. Namun, ketika saya menceraikannya,
separuh dari harta saya diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan
undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat. Apakah saya
diperbolehkan mengikuti ketentuan tersebut?

Ibn al-‘Uthaymin menjawab, tidak diperbolehkan mengikuti
ketentuan tersebut. Seorang Muslim tetap wajib berpegang teguh pada
akad yang telah disepakati, sesuai dengan firman Allah ta’ala:

2y 1850 T5iale oall 1l
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”138

b. Fatwa mo. 248", Bagaimana hukum terhadap harta milik seorang non-
Muslim yang telah meninggal dunia? Apakah harta tersebut dapat
diwariskan kepada anak-anaknya ataukah kepada kaum Muslimin
lainnya?

Ibn al-‘Uthaymin menjawab, harta tersebut tidak boleh diwariskan

kepada anak-anaknya (jika mercka non-Muslim), sesuai dengan sabda
Rasulullah:

187 Al-“Uthaymin, Liga at wa Fatawa al-Aqalliyyat al-Muslimah. 561.

1% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2005), him. 106. Q.S. al-Ma’idah [5]: 1.

139 Al-‘Uthaymin. 561.
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AlLall 2880 & 3y oaal sl &y
“Seorang muslim tidak mewariskan kafir dan kafir tidak

mewariskan muslim”

c. Fatwa no. 249", Di negara saya terdapat undang-undang yang mengatur
diperbolehkannya anak perempuan memperoleh bagian warisan dari
ayah atau ibunya dalam jumlah yang sama dengan anak laki-laki, dengan
syarat bahwa harta tersebut merupakan bagian dari lahan pertanian dan
masih berada dalam wilayah negara tersebut. Dalam sistem tersebut
tidak diberlakukan prinsip /4 al-dzakari  mitslh  hazz — al-unSayayn.
Bagaimanakah pandangan para ulama mengenai hal ini?

Ibn al-‘Uthaymin menjawab, menurut pendapat kami, undang-
undang tersebut batal karena telah bertentangan dengan ketentuan Allah
Swt. Tidak diperkenankan bagi seorang Muslim untuk mengikuti sistem
tersebut, dan anak perempuan pun tidak dibenarkan untuk menerima
bagian warisan yang setara dengan anak laki-laki. Dalam syariat Islam
telah ditetapkan bahwa anak perempuan memperoleh separuh dari
bagian waris yang diterima anak laki-laki, sesuai dengan firman Allah :

oEvE s 2 ol AT Ta B ey 1 ATz A .3 ss . iz e
JB &l gl A g elal ol AR &5 Jas O Gls
. 47z N T ayk o §.°/"5'3/°’~E(3 _a%w
G A 28 A B ST IS B S Lgha aal 5
EE PR X I B \j.°/ of 1- ) 08 w@ - o -~ g. hﬁi
Apay Juas 32 (9 5l g (el dral 3 e Sl
Ea B oy 2 5, .
Al e 05 G
“Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,
setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)

140 Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, Sakih al-Bukhari, cet. ke-3, jld. 4 (Beirut:
Dar Ibn Kasir, 2002), 40, hadis no. 6764.
141 Al-‘Uthaymin. 561.

153



utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah
ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”'42

Berikut penulis telah merangkum fatwa-fatwa Ibn al-‘Uthaymin dan

Yusuf al-Qaradawl dalam cakupan hukum keluarga Islam yang terdiri

dari aspek pernikahan, perceraian, anak angkat dan kewarisan, dengan

tabel sebagai berikut:

Ulama
Aspek Cakupan Mutaqgaddimin Ibn al-‘Uthaymin | Yusuf al-Qaradawl
(Fikih Mayoritas)
HARAM -
HARAM HARAM - Pernikahan batal
] MUTLAK - Pernikahan batal karena komunis tidak
Pernikahan . ) .
Muslimah Komunis karena komunisme | beriman kepada
m . )
d usima dikategorikan bertentangan Allah, Rasul, hari
engan oran
I & ; & sebagai kuffar dengan tauhid dan | akhirat, dan
omunis
yang mengingkari | merupakan menganggap agama
Allah ideologi ateistik sebagai penghalang
kemajuan
HARAM -
HARAM Setuju d
Pernikahan | Pernikahan HARAM - ctuyu dengan
i MUTLAK - ) larangan mutlak,
Muslim dengan Larangan bersifat
) Konsensus ulama - namun menekankan
wanita o qat tanpa . .
rusvrikah (ima") tentang i klasifikasi non-
syrika
oY keharaman mutlak | S 8ECUA1AR Muslim mana yang
dimaksud
HAILAL HAILAL - HALAL DENGAN
Pernikahan BERSYARAT - Kebolehan tetap PERTIMBANGAN
Muslim dengan | dengan syarat berlaku meski MAQASID -
wanita Ahlu wanita terjadi perubahan | Membolehkan
Kitab mutadayyana dalam komunitas | dengan syarat ketat,

(benar-benar

Ahlu Kitab. Syarat:

harus

142 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2005), him. 95. Q.S. al-Nisa’ [4]: 12.

154




Ulama

Aspek Cakupan Mutaqaddimin Ibn al-Uthaymin | Yusuf al-Qaradawl
(Fikih Mayoritas)
menjalankan wanita benar- mempertimbangkan
agamanya) benar Ahlu Kitab | maqasid al-sharl'ah
yang tidak dan konteks sosial.
menyimpang dari | Jika berpotensi
tauhid merusak iman atau
menimbulkan fitnah,
dapat disesuaikan
TIDAK SAH - TIDAK SAH -
Berdasarkan i - i
e | WatinonMushim - py gy
. prinsip "la wilayah | tidak memiliki hak . .
Pernikahan I Kfir 'ala perwalian Setuju dengan prinsip
Muslim dengan o . dasar, namun lebih
ali non- mushim”. Perwalian fleksibel dalam
N Perwalian dialihkan kepada o
Muslim _ _ aplikasi untuk
berpindah kepada | kerabat Muslim . .
Muslim minoritas
wali 'asabah terdekat atau
Muslim atau qadi | hakim syar'i
TETAP SAH
DENGAN
SYARAT -
Menggunakan
S BATAL EATI:J;I ) metode tarjTh
@S | OTOMATIS- | ermsanan maqasidi, memilih
pernikahan istri o dianggap batal dan T
Terjadi furqah pendapat yang
Perceraian | muallaf dengan . m= | harus berpisah, o
, ba'inah karena "la | membolehkan istri
suami non- o o bisa langsung atau )
. wilayah li kafir tetap bersama suami
Muslim ) menunggu masa ,
'ala muslim" selama tidak

'iddah

dipisahkan oleh
penguasa dan tidak
ada perlakuan yang
menyakiti
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Ulama

Aspek Cakupan Mutaqaddimin Ibn al-Uthaymin | Yusuf al-Qaradawl
(Fikih Mayoritas)
HAK IBU HAK AYAH
SAMPAI MUSLIM —
TAMYIZ — Hak asuh jatuh HAK IBU
Hak asuh ibu kepada ayah DENGAN
i i iz | Muslim, ib SYARAT -
Hadanah dalam hingga usia tamylz o m', 1. ° e
kah (7 tahun), Nasrani tidak Mengikuti prinsip
PEIREANAR ) emudian berhak Klasik: hak ibu hingga
Muslim dengan ] -
. .| berpindah ke ayah | mempertahankan | tamylz dengan
wanita Nasrani )
Muslim. Syarat: anak. Undang- pengawasan ketat
tidak ada undang Barat yang | terhadap pendidikan
pengaruh negatif | memberikan hak agama anak
Hak Asuh terhadap akidah kepada ibu
anak dianggap batil
ok DIOLETAN | DO
DIBOLEHKAN,
TABANNI SYARAT - KEMASLAHATAN
Membolehkan - Membolehkan
Hukum DILARANG - .
i adopsi untuk dengan syarat
mengangkat Kafalah . .
o . | kemaslahatan identitas asal anak
anak hasil zina | dianjurkan sebagai d dik L d
kebatikan sosial engan syarat tetap diketahui dan
b3 tidak mengubah tidak dinasabkan
tanpa mengubah nasab dan menjaga | kepada orang tua
nasab
aturan aurat angkat
DILARANG DILA G- DIBOLEHKAN
. DENGAN
MUTLAK - Tidak
: ) SYARAT -
Berdasarkan hadis | diperbolehkan
Kewarisan "= . i o Membolehkan
_ 1a yarithu al- Muslim mewarisi . .
, antara Muslim , - i , Muslim menerima
Kewarisan muslim al-kafir wa | dari non-Muslim . .
dan Non- 15 alkafic ol warisan dari non-
Muslim a al-katiral raupun Muslim (tapi tidak
muslim". sebaliknya, )
o ) sebaliknya) dengan
Alternatif: mengikuti hadis ,
, syarat non-Muslim
wasiyyah secara literal

bukan harbl yang
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Ulama

Aspek Cakupan Mutaqaddimin Ibn al-Uthaymin | Yusuf al-Qaradawl
(Fikih Mayoritas)
(maksimal 1/3) memusuhi Islam.
dan hibah Berdasarkan kaidah
"al-umur bi
magqasidiha"
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BAB V
PERBANDINGAN FATWA HUKUM KELUARGA
ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SALIH IBN
AL-“UTHAYMIN DAN YUSUF AL-QARADAWI PADA
MUSLIM MINORITAS

A. Aplikasi Fatwa Figh Al-Aqalliyyat Hukum Keluarga Islam pada
Muslim Minoritas Ibn al-“‘Uthaymin dan Yusuf al-Qaradawl.
Fatwa dalam figh al-aqalliyydt memainkan peran penting dalam

memberikan panduan hukum bagi Muslim minoritas dalam menjalankan

ajaran Islam di tengah sistem hukum dan budaya yang berbeda. Dalam
konteks hukum keluarga Islam, perbedaan pendekatan antara ulama salafi,
seperti Ibn al-Uthaymin, dan ulama wasathi, seperti YUsuf al-Qaradawi,
mencerminkan dinamika pemikiran yang beragam dalam merespons
tantangan yang dihadapi Muslim minoritas. Melalui pendekatan analisis
wacana (disconrse analysis), dapat dilihat bagaimana fatwa yang bersumber dari
kerangka salafi lebih menekankan aspek tekstual dan konservatif, sedangkan
pendekatan wasati cenderung lebih fleksibel dan kontekstual. Selain itu,
integrasi aplikasi fatwa figh al-aqalliyyat juga dapat dianalisis melalui
pendekatan maqasid-based ijtihad, yang berupaya menyeimbangkan antara
prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan praktis Muslim minoritas.

Dengan memahami perbedaan dan titik temu antara fatwa yang bersifat

konservatif dan progresif, kajian ini berupaya menggali bagaimana figh al-

aqalliyydt dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam
hukum keluarga Islam bagi Muslim minoritas.

1. Adaptasi Fatwa Figh Al-Aqalliyyat Hukum Keluarga Islam
melalui Pendekatan Analisis Wacana dan Teks antara Salafi dan
Wasati
Penerapan konteks hukum Islam kehidupan masyarakat Muslim

minoritas sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan ini

muncul akibat adanya perbedaan kondisi sosial, budaya, dan hukum yang
melingkupi komunitas Muslim di negara-negara non-Muslim. Oleh karena
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itu, diperlukan pendekatan yang relevan dan kontekstual untuk menjawab
persoalan-persoalan hukum yang dihadapi, salah satunya melalui fikih
realitas. Pendekatan ini menekankan pada analisis mendalam terhadap situasi
aktual, sehingga fatwa atau keputusan hukum dapat disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat Muslim minoritas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
dasar syariat Islam. Perbedaannya bisa disebabkan oleh faktor tempat yang
jauh dari tempat tumbuh dan berkembangnya hukum Islam, mungkin bagi
sebagian besar daerah dengan Muslim mayoritas dapat leluasa dalam
menjalankan syariat secara utuh dan sempurna dengan fikih mayoritas atau
fikih 4 mazhab, tetapi berbeda dengan Muslim minoritas yang bertempat
tinggal di Barat dengan berbagai penyesuaian hukum dengan berbagai
kesulitan dan tantangan mereka dalam menjalankan ibadah terutama dalam
ranah sosial politik di negara Barat dan seperti permasalahan hukum Islam
bagi masyarakat minoritas Muslim yang tinggal di negara-negara Barat; faktor
masa (era) yang terpisah jauh dari masa (era) dibukukannya fikih klasik yang
banyak menjadi pegangan, ataupun faktor esensi dan format yang memang
baru ada dan tidak ditemukan padanannya pada masa sebelumnya, seperti
kloning, bayi tabung, e-commerce, dan lain sebagainya.'

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, kembali kepada
sifat kaku dalam makna harfiah teks agama sering kali justru memperumit
problematika yang ada, karena dapat menyebabkan terasingnya ajaran Islam
dari realitas kehidupan modern. Hal ini berimplikasi pada melemahnya citra
Islam sebagai agama yang relevan di setiap waktu dan tempat. Oleh karena
itu, pendekatan yang tepat dalam hal ini ialah pemahaman prinsip-prinsip
dasar, nilai-nilai universal, dan tujuan utama dari ajaran Islam (waqasid al-
syarl ‘ah), lalu menerapkannya secara kontekstual sesuai dengan tuntutan
zaman demi mewujudkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini dikenal
sebagai 7tihdd maqasidl, yaitu metode pembaruan hukum Islam yang
menckankan kemudahan (Zzysi7) dan kebermanfaatan. Tokoh yang berperan
penting dalam pendekatan ini adalah Yusuf al-Qaradawl dengan konsep
moderatnya (wasdtzyyah). Meskipun demikian, fatwa-fatwa yang dilahirkan
melalui pendekatan tekstual tradisional seperti yang dikemukakan oleh

Muhammad $alih ibn al-‘Uthaymin tetap patut dipertimbangkan, karena

! Quintan Wiktorowicz, The Management of Islamic Activism: Salafis, The
Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan, (Albany: SUNY Press, 2018), 62.
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disusun oleh para muftl yang memiliki kapasitas keilmuan dan integritas yang

tinggi. Dengan demikian, seorang mukallaf diberi keleluasaan untuk memilih

fatwa yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, baik melalui
pendekatan kontekstual yang berorientasi pada tujuan syariat maupun
melalui pendekatan tekstual yang berpegang pada keaslian nash, selama
pilihan tersebut tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar dan kemurnian
ajaran Islam.”

Adapun aplikasi atau implementasi fatwa dalam hal ini, diantaranya
sebagai berikut:

a) Fatwa tentang status pernikahan istri muallaf sedangkan suami tetap
Non-Islam, dalam kasus ini menurut Muhammad Salih ibn al-
‘Uthaymin pada fatwa figh al-aqalliyyat nomor 250 dan 253 dan juga
ulama’ lainnya dari kalangan dzahiri berpendapat bahwa pernikahan
keduanya dianggap batal dan harus berpisah. Meskipun demikian,
mereka berbeda pendapat mengenai proses pembatalan dan pemisahan
keduanya, yakni apakah langsung dipisahkan pada saat salah satunya
masuk Islam atau perlu menunggu selesai masa ‘iddah istri, dengan
alasan bahwa apabila istri masuk Islam, maka pernikahannya dengan
suami non-Muslim otomatis batal secara langsung, baik sang suami
adalah abl-al-kitab atau bukan, baik istri menyatakan keislamannya
sekejap mata atau lebih. Maka, tidak ada jalan lain bagi suami terhadap
mantan istrinya kecuali dia bersyahadat dan ikut masuk Islam. Berbeda
dengan mayoritas ulama, para ulama kontemporer khususnya bagi
mereka yang telah mengetahui realitas Muslim minoritas, seperti Yusuf
al-Qaradawl, Abd Allah bin Bayyah, Jassir ‘Audah, Taha Jabir al-
‘Alwani dan lain sebagainya, mengambil pendapat yang kurang masyhur
di kalangan para ulama. Walau bukan pendapat yang diamini oleh
jumhur, akan tetapi bagi meraka, pendapat ini adalah jawaban yang
sesuai dan penuh kemaslahatan untuk diterapkan fakta di lapangan.
Mereka sependapat bahwa pernikahan keduanya tidak batal meskipun
salah satunya belum masuk Islam, baik dalam masa ‘iddah atau setelah
masa ‘iddah. Hakim pun juga tidak perlu memisahkan keduanya dan
keputusan diserahkan sepenuhnya pada istri. Dia diperbolehkan untuk

2 Nyazee Imran Ahsan Khan, Theories of Islamic Law : The Methodology of
Ijitihad (Kuala Lumpur : The Other Press, 2002, n.d.). 31.
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melanjutkan hubungan pernikahan atau berpisah dari suaminya.
Menurut hemat penulis bahwa adaptasi diantara pendekatan salafi
maupun wasati ialah dengan bahwa selama seorang istri tidak
mendapatkan perlakuan yang mencederai dirinya atau agamanya setelah
dia muallaf, maka diperbolehkan untuk tetap bersama suami dan untuk
mendapatkan perlakuan yang layak dengan hak-haknya sebagai pasangan
suami- istri pada umumnya.’

b) Fatwa dalam kebolehan menikah dengan orang komunis, dalam fatwa
Yusuf al-Qaradawl melarang pernikahan dengan orang komunis karena
keyakinan mereka bertentangan dengan tauhid dan mereka tidak
beriman kepada Allah. Adapun dalam fatwa Salih Ibn al-‘Uthaymin,
sama-sama melarang pernikahan dengan orang komunis atas dasar
bahwa komunisme adalah ideologi ateistik yang secara tegas
bertentangan dengan Islam.

c) Fatwa tentang adopsi anak pada Muslim minortas, dalam fatwa Yusuf
al-Qaradawl membolehkan adopsi anak dengan syarat identitas asal
anak tetap diketahui, dan anak tidak boleh dinasabkan kepada orang tua
angkat. Hal ini sesuai dengan prinsip menjaga kejelasan nasab dalam
Islam. Disamping itu dalam fatwa Salih Ibn al-‘Uthaymin sama-sama
membolehkan, tetapi menekankan lebih keras pada larangan mengubah
nasab anak angkat. Ia juga memperingatkan bahwa adopsi tidak boleh
melanggar syariat terkait aurat dan interaksi keluarga.

d) Fatwa tentang Muslim menerima warisan dari kerabat non-Muslim,
dalam kasus ini jika meninjau dati fatwa Muhammad Salih ibn al-
‘Uthaymin pada nomor fatwa 247, 248, 249 yang berpendapat bahwa
ketiadaan ikatan warisan antara umat Islam dengan umat agama lain.
Sementara itu, pada pendapat kalangan kontekstualis khususnya Yusuf
al-Qaradawl , mengatakan bahwa scorang Islam boleh menerima
warisan dari non-Muslim, tetapi tidak betlaku untuk sebaliknya, dan
dalam hal ini menurut penulis bahwa pendapat dari kalangan tekstualis
merupakan pendapat yang ideal dan sejatinya diterapkan pada setiap
Muslim tanpa terkecuali, adapun jika berkaitan pada Muslim minoritas
maka akan adanya kompromisasi atau keringanan, dengan menelisik

3 Salih b. Fawzan Al-Fawzan, Wujib Al-Tahdkum Ila Ma Anzala Allah Wa-
Tahrim al-Tahakum 1la Ghayrihi (Riyadh: Dar al-‘asima, 1993), 16.
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kembali apakah non-Muslim tersebut terkait dalam ketegori kafir harb

atau tidak, jika iya, maka hal itu dilarang dan jika bukan maka

diperbolehkan dengan syarat bahwa jika yang memberikan warisan yakni
non-Muslim dan bukan sebaliknya.

Pendekatan para mufti dalam merespons isu-isu kontemporer
menunjukkan adanya jarak yang cukup signifikan antara konstruksi teoritis
dan penerapannya di lapangan. Ketidaksesuaian ini sering kali menimbulkan
kegelisahan di kalangan para ahli hukum Islam, khususnya terkait konsistensi
metodologis dalam pengambilan keputusan hukum. Salah satu tokoh yang
menyoroti pentingnya harmonisasi antara teori dan praktik adalah Taha
Jabir al-‘Alwani. Ia menekankan perlunya kontekstualisasi terhadap objek-
objek pembahasan dalam perumusan teori hukum, agar sejalan dengan
dinamika sosial yang dihadapi umat Islam, khususnya sebagai minoritas di
negara-negara non-Muslim.* Gagasan ini tercermin dalam penyelenggaraan
berbagai multaqa al-fighl (forum fikih) yang secara kolektif membahas
kemungkinan penafsiran ulang terhadap al-Qur’an dan al-Had1$, dengan
mempertimbangkan realitas kontemporer sebagai fondasi utama. Forum
tersebut bertujuan menghasilkan formulasi hukum yang lebih responsif
tethadap konteks sosial modern serta mempromosikan nilai-nilai
perdamaian, keadilan, dan kemajuan yang inklusif dalam hubungan antara
komunitas Muslim dan non-Muslim. Salah satu multagd penting dalam
konteks ini menghadirkan sejumlah tokoh terkemuka seperti Muzammil
Siddiqi, Hasan Qazwinl, Munir Farld, dan Ingrid Mattson, yang masing-
masing berkontribusi dalam merumuskan pendekatan fikih yang lebih
kontekstual dan dialogis.

Mereka sepakat tentang perlunya pengembangan ijtthad dengan tidak
hanya menggunakan pendekatan-pendekatan ushul al-figh klasik, tetapi juga
menggunakan pendekatan ilmu sosiologi, ekonomi, dan filsafat di samping
pengetahuan tentang masyarakat kontemporer. Pendekatan-pendekatan
multidisipliner seperti yang terakhir inilah menurut Muzammil Siddique,
dirasa kurang dikuasai oleh kalangan ahli hukum Islam di Barat saat ini.
Kesimpulan akan urgensi ijtthad pada masa modern ini telah banyak
digaungkan oleh beberapa satjana Muslim sebelumnya. Sir Muhammad

4 Gamal Eldin Attia, Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law :
Magqasid al-Shari’ah A Functional Approach (USA: The International Institute Of
Islamic Thought., n.d.), 62.
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Igbal, seorang sarjana asal Pakistan yang cukup berpengaruh dalam
pengembangan studi keislaman di dunia akademik Barat, mengatakan: “The
teaching of the Qur’an that life is a process of progressive creation
necessitates that each generation, guided but unhampered by the work of its
predecessors, should be permitted to solve its own problems.” (Ajaran al-
Qur’an bahwa hidup adalah proses penciptaan yang kreatif mengharuskan
setiap generasi, dibimbing tapi tidak dibatasi oleh karya-karya pendahulunya,
untuk diperkenankan menyelesaikan persoalan-persoalannya  sendiri).
Pernyataan ini menyiratkan perlunya tradisi berpikir kontekstual yang terus
menerus yang dalam bahasa M. Hashim Kamali, disebut dengan pertemuan
creative thinking and prevailing condition of its societies (proses berpikir kreatif dan
kondisi nyata masyarakatnya).’

Pendekatan wasatiyyah yang diusung oleh Yusuf al-Qaradawl dapat
dipahami sebagai bentuk dari Islam progresif. Menurut Syed Hussein Alatas,
istilah ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk abstraksi atau reduksi dari
totalitas ajaran Islam, melainkan sebagai indikator bahwa Islam pada
hakikatnya memang bersifat progresif. Watak asli Islam yang seperti inilah
sejatinya perlu diangkat ke permukaan dan dikontekstualisasikan secara tepat
dalam dinamika masyarakat modern.® Sementara itu, Alparslan Aclkgeng,
dekan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial di Fatih University, Turki, menyatakan
bahwa Islam progresif adalah Islam yang menawarkan keseimbangan antara
the mysterious and the rational aspects of human nature (aspek misterius dan rasional
dari tabiat manusia). Definisi lain dikemukakan oleh ‘Abd Allah Sa‘id, yang
menyebut bahwa Islam progresif merupakan salah satu dari sekian banyak
aliran pemikiran Islam kontemporer yang berupaya untuk zzcorporate the
contexts and the needs of modern Muslims (mengintegrasikan konteks dan
kebutuhan-kebutuhan umat Muslim modern). Pada akhirnya, pendekatan ini
mencerminkan keinginan untuk act to preserve the vibrancy and variety of the Islanzic
tradition (bertindak untuk menjaga vitalitas dan keberagaman tradisi Islam),
tanpa serta-merta menafikan entitas dan kontribusi pendekatan salafi
sebagaimana yang diusung oleh Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin dan para
ulama tekstualis lainnya.

5 Jalal al-Din al-Suydthi, Al-Ashbah Wa al-Nadzad ’ir Fi Furii‘ Figh al-Sydfi ‘iyyah
(Kairo: Mathba’ah Mushthafa Babi al Halabf., 1387), 91.

® Rafika Nisa, Studies of Muslims in the West: Prospects and Challenges, dalam
The Situation of Muslims in the UK (New York: Open Society Institute, 2002), 35.
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Sosialisasi gagasan Islam progresif terus berlangsung dan berkontribusi
dalam membentuk keseimbangan pemikiran keislaman, meskipun
menghadapi berbagai tantangan. Ide mengenai Islam progresif ini tidak
hanya berkaitan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan—
yang menjadi wacana utama dalam diskursus modernitas—tetapi juga
merambah ke wilayah hukum Islam. Dari sinilah kemudian muncul istilah
yuhdd  progresif, yaitu pendekatan yang meniscayakan penafsiran ulang
terhadap nash-nash hukum serta rekonstruksi metodologi penetapan hukum.
Tujuannya adalah agar fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam yang dahulu
telah dicanangkan oleh para mujtahid klasik tidak sekadar menjadi catatan
dalam &i#Ab-kuning, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari umat Islam. Para sarjana Muslim kontemporer yang gigih
mengadvokasi pendekatan baru (progressive approach) dalam memahami Islam,
secara khusus menjadikan kajian waqasid al-syari‘ab sebagai metode utama
dalam menyeimbangkan hukum Islam kontemporer. Di antara tokoh yang
paling dikenal di dunia Barat adalah Muhammad Khalid Mas‘ud,
Muhammad Hashim Kamall, Ahmad al-Raysunl, Jamal al-Din ‘Atiyyah,
dan Jasser Auda. Mereka meyakini bahwa dengan menjadikan maqasid al-
syarl ‘ah sebagai kerangka berpikir, akan diperoleh pemahaman Islam yang
selalu relevan dan selaras dengan keseimbangan kemanusiaan lintas ruang
dan waktu. Singkatnya, fleksibilitas, elastisitas, dan universalitas ajaran Islam
akan menjadi realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh umat, bukan hanya
sebagai ideal normatif.’

Ijtihad dalam kajian hukum Islam tidak bisa terlepas dari ushil al-figh,
teori-teori hukum Islam yang telah terbangun lama mengikuti perkembangan
fikih. Meskipun demikian, beragamnya bentuk, esensi, dan konteks hukum
Islam pada masa kontemporer ditengarai oleh beberapa sarjana ushdl figh
kontemporer sebagai penyebab perlunya reformasi teori ushul figh agar tetap
mampu menjadi instrumen hukum yang menghasilkan bentuk hukum yang
berotientasi pada kemaslahatan umat. Ibn ‘Asylr, sebagai salah seorang
sarjana kontemporer menyatakan bahwa dalam memecahkan masalah
kontemporer diperlukan pendekatan sosiologis atau budaya dan metodologi
epistemologis yang dengannya realisasi kemaslahatan dan kesatuan

" Trey Gowdy et al., The Muslim Brotherhood’s Global Threat, (Washington,
D.C.: U.S. House of Representatives, 2015), 19.
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pandangan atas suatu masalah bisa dicapai. Ibn ‘Asytr tidak menolak ushal
al-figh. Ia hanya menyatakan bahwa ada beberapa catatan yang perlu
diperhatikan, antara lain: pertama, perbedaan pandangan hukum yang terjadi
terus menerus itu karena mengikuti perbedaan ushil-nya. Kedua, perbedaan
yang terjadi dalam ushul al-figh disebabkan oleh gawi ‘id al-ushii/ yang banyak
tercerabut dari cabang-cabang fikih, karena pembukuan ilmu ushal al-figh
terjadi pada masa setelah pembukuan fikih. Akibatnya, ushal al-figh
cenderung menekankan pada otoritas teks daripada makna, hikmah, dan
maksud hukum Islam itu sendiri. Sebagai upaya menemukan kembali
kepastian dan keyakinan hukum itulah diperlukan upaya membangun
kembali ushtl al-figh dengan dasar maqashid alsyari’ah.®

Adaptasi fatwa hukum keluarga Islam pada Muslim minoritas melalui
pendekatan komparatif analisis antara salafi dan wasati menunjukkan
perbedaan mendasar dalam cara keduanya memahami dan merespons
tantangan kehidupan di masyarakat non-Muslim. Kalangan salafi cenderung
berpegang teguh pada interpretasi literal Al-Qur'an dan Sunnah serta
menckankan penerapan syariat secara ketat dengan sedikit fleksibilitas,
meskipun mereka mengakui kaidah darurat dalam situasi tertentu. Sementara
itu, pendekatan Wasati lebih moderat dan inklusif, dengan menitikberatkan
pada maqashid as-syariah, kontekstualisasi hukum, dan keseimbangan antara
prinsip syariat dan realitas sosial.’

Demi mewujudkan tujuan yang diharapkan, terdapat beberapa prinsip
yang perlu diterapkan dalam ijtihad figh al-agallipyas" pertama memiliki
pemikiran dan semangat pembaharuan agar hukum Islam tidak mengalami
stagnan dan tetap relevan dengan dinamika kehidupan manusia. Kedua,
keharusan memperhatikan kaidah fikih yang bersifat universal. Ketiga,
memperhatikan realitas (a/waqi’). Ibn al-Qayyim (w. 751 H) menegaskan
bahwa haram hukumnya mufti berfatwa tanpa ilmu. Dalam hal ini, terdapat
dua ilmu yang perlu dimiliki agar tidak menyesatkan masyarakat Muslim,

8 Asif K Khan, The Figh of Minorities—The New Figh to Subvert Islam (London:
Khilafah Publications, 2004), 75.

® Emine Enise Yakar and Sumeyra Yakar, “The Critical Analysis of Taha Jabir
Al-Alwani’s Concept of Figh al-Aqalliyyat,” Hitit Ilahiyat Dergisi 20, no. 1 (2021):
377-404, https://doi.org/10.14395/hid.865002.

10 Abdullah Saeed, “Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-
Legal Texts of the Qur’an,” Buletin of the School of Oriental and African Studies-
University of London 7, no. 2 (2008): 22-237.
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yaitu realitas dan segala hal yang berkaitan dengan segala aktifitas
didalamnya, dan pemahaman hukum syar’i yang berfokus tentang keadaan
realitas tersebut, baik dari Al-Qur’an dan al-Sunnah. Keempat, penekanan
dan pengutamaan terhadap figh al-jam ‘ah (kolektif, masyarakat) diatas figh
al-afrdd (perorangan atau individu). Kelima, figh al-aqalliyyat harus dibangun
dengan prinsip memudahkan (wanbaj al-taysir). Menurut Ibn al-Qayyim,
taysir adalah pelegalan hukum berdasarkan kemampuan mukallaf dalam
perintah dan menjauhi larangan tanpa beban dan kesukaran yang
menghalanginya. Keenam, memperhatikan kaidah fleksibelitas hukum
disebabkan perubahan kondisi. Ketujuh, memperhatikan hal-hal yang telah
menjadi suatu ketetapan (al-sunnah) tanpa campur tangan manusia (7xrd 4t
sunnat al-tadarrny), beserta tahapannya. Menurut Al-Sayd Yasin, di dalam
kehidupan manusia, terdapat dua hal yang tidak bisa diubah, yaitu sunnah al-
kawniyah (hukum alam/nature law) dan alsunnab al-shariyyah (hukum Tuhan
yang bersifat transenden). Kedelapan, mengetahui hal-hal yang menjadi
kebutuhan primer (al-darural) dan sekunder (al-hajaf) manusia. Dan yang
Kesembilan, membebaskan diri dari keterikatan mazhab.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan salafi lebih
fokus pada menjaga kemurnian akidah dan identitas Islam tanpa banyak
terpengaruh oleh budaya lokal, sedangkan pendekatan wasathi lebih adaptif
dan menekankan kemudahan serta kemaslahatan bagi Muslim minoritas.
Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim minoritas, sehingga
menghasilkan fatwa yang relevan, aplikatif, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai
Islam.

2. Integrasi Aplikasi Fatwa Figh Al-Aqalliyyat Hukum Keluarga
Islam antara Mujtahid Konservatif dan Progresif melalui
Pendekatan Magqasid-Based Ijtihad
Istinbat hukum Islam merupakan suatu tahap akhir dalam

menyimpulkan suatu hukum yang ditinjau dari berbagai illah yang ada,

dalam hal ini terdapat pendekatan beragam yang dibagi menjadi 2 kubu
utama yakni salafi dan wasati atau antara mujtahid konservatif dan progesif,
dengan adanya perbedaan pendekatan tersebut antara mujtahid konservatif
dan progresif sering kali menciptakan tantangan dalam menyusun fatwa
yang relevan bagi kebutuhan umat. Mujtahid konservatif cenderung
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berpegang pada teks dan kaidah-kaidah klasik yang sudah mapan, sementara
mujtahid progresif lebih menekankan kontekstualisasi hukum agar sejalan
dengan dinamika sosial kontemporer. Untuk menjembatani perbedaan ini,
pendekatan maqasid-based ijtihad menjadi alternatif yang potensial.
Pendekatan ini tidak hanya mengakomodasi prinsip-prinsip dasar syariat
yang dijaga oleh kelompok konservatif, tetapi juga memberikan ruang untuk
reinterpretasi hukum yang diprioritaskan oleh kelompok progresif, dengan
berorientasi pada kemaslahatan dan nilai-nilai universal Islam."

Dalam pandangan 7#hdd berbasis maqasid, penetapan al-Qur’an dan al-
Hadis sebagai sumber utama hukum Islam merupakan sesuatu yang bersifat
pasti dan tidak diperdebatkan. Namun, perbedaan mendasar antara
pendekatan ini dengan pemahaman ulama #su/yyin klasik terletak pada
penekanan ulama maqasidiyyin terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip
universal al-Qur'an sebagai dasar utama dalam penetapan hukum.
Ketentuan-ketentuan yang bersifat spesifik dan parsial dalam al-Qur’an
maupun al-Hadi$, apabila dianggap tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip
universal waqasid al-syarl‘ah yang disarikan dari al-Qur’an sebagai sumber
tertinggi, harus ditafsirkan ulang agar selaras dengan nilai-nilai tersebut.
Demikian pula halnya dengan 7#a°‘ (konsensus ulama), yang tetap dapat
dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama masih relevan dengan
maqasid al-syarl ‘ah. Namun, apabila tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman
dan kebutuhan masyarakat kontemporer, 77a‘ tersebut dapat ditinggalkan
dan diposisikan sebagai produk hukum pada masanya sendiri. Dalam
pendekatan magasid-berbasis 7tihdd, berbagai metode klasik seperti gzyds,
istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dbar@’i* tetap digunakan sebagai
perangkat istinbat hukum. Akan tetapi, dalam proses pengambilan
keputusan akhir, pertimbangan kemaslahatan (waslahah) ditempatkan pada
posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan otoritas literal teks."

Qiyas menurut makna istilah ushdl al-figh didefinisikan sebagai I/hdg
amr ghayr mansus ‘ald hukmihi al-syarT bi amr mansus ‘ald hukmibi li isytrdkiha
A lat  al-hukm. Digunakannya gids dalam  maqdsid-based  ijtihad

11 “Abd al-‘Adzim Ibrahim al-Mu‘thi, Al-Figh al-ljtihadi al-Islami bayna
‘Abgariyyat al-Salaf ...wa Ma akhidh Nagidihi. (Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.), 203.

12 \Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-‘asima,
1997), 65.
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menunjukkan ketidakterpisahan antara ushdl al-figh dan maqashid al-
syari’ah. Yang mempertautkan keduanya adalah %/az, yang merupakan
bagian inti dari maqashid al-syari’ah, sebagai syarat aplikasi qiyas. Dengan
kata lain, qiyas pada hakikatnya tergantung pada maqdsid al-syari‘ah dari sisi
perlunya kesesuaian dengan %/at. Karena itulah ushiliyyin sebelum al-
Syathibi memasukkan diskusi maqdsid al-syari‘ah dalam ranah kajian giyas.

Sementara itu, istthsin secara terminologis didefinisikan sebagai

perpindahan dari hukum suatu dalil pada hukum yang serupa dengan dalil
yang lebih kuat, seperti berpindah dari nash yang umum atau gsyds jali pada
nash yang khusus atau g¢syds khafi, karena lebih diterimanya yang terakhir
secara logika. Tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan atau menolak
kemafsadatan. Is#hsin merupakan metode ushil yang diperselisihkan, tetapi
tetap dipakai dalam maqdshid-based ijtihad, karena ia mempromosikan
kehendak mencapai kemaslahatan dan dari segala bentuk metodologis yang
dikemukakan dari kalangan ulama’ tekstulis dan kontekstualis mereka
sepakat untuk bahwa segala keputusan hukum atau fatwa bermuara kepada
masalahat dan tujuan adanya syari’at tersebut yakni maqashid syari’ah. "
Metode maslahah mursalah merupakan salah satu metode yang kerap
diperdebatkan dalam wsul fikih, namun tetap menjadi instrumen
metodologis penting dalam kerangka #SU/ al-maqdsidl. Metode ini secara
historis mendapatkan posisi yang cukup kuat dalam mazhab Malikl,
meskipun diskursus tentang maSlahah mursalah juga berkembang dalam
mazhab-mazhab lain. Imam al-Syafil, misalnya, turut memberikan definisi
tethadap maSlahah mursalah sebagai al-maslahah allafl tadkbuln tahta jinsin
i‘tabarabu al-Syari‘ fi aljumlah bi-ghayr dalil mu'‘ayyan, yakni kemaslahatan yang
termasuk ke dalam jenis yang diakui oleh syariat secara umum, meskipun
tanpa dalil khusus yang secara eksplisit menunjuk kepadanya. Metode ini
digunakan ketika tidak ditemukan nash yang jelas dan spesifik untuk
dijadikan dasar dalam penetapan hukum suatu perkara, namun terdapat
dalil-dalil umum, nilai-nilai universal, dan prinsip-prinsip pokok waqasid al-
syarl ‘ah yang terkandung dalam perkara tersebut. Dalam konteks seperti ini,
suatu perkara dapat dinyatakan boleh dilakukan atas dasar pertimbangan

13 Muhammad Jamal Bart Ahmad al-Raysdni, Al-ljtihad al-Nash, al-Wdqi‘ al
Mashlahah (Damaskus: Dar al-‘asima, 2000), 93.
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kemaslahatan yang hendak dicapai."

Sadd  al-dhari’fjuga menjadi metodologi penting dalam aplikasi
magqashid-based ijtihad. Istilah yang secara kebahasaan dimaknai dengan
menutup jalan-jalan (menuju kemafsadatan) ini juga menjadi media
terealisasinya nilai-nilai maqasid al-syari‘ah. Menurut ulama ushul klasik, al-
dhara’i® diartikan sebagai sesuatu yang mengantarkan pada hal yang dilarang
yang akan mengakibatkan kemafsadatan. Definisi ini kemudian diperluas
oleh Ibn Qayyim dengan makna segala perantara atau media menuju sesuatu
yang baik ataupun yang jelek. Karena itulah sadd aldhara’i* memiliki pasangan
yang sama-sama bertujuan mencapai kemaslahatan, yakni fath al-dbard’i
dengan makna membuka jalan-jalan yang mengantarkan pada kemaslahatan.
Inilah pandangan yang terus berkembang hingga saat ini."”

Ada beberapa elemen lain dalam ushdl al-figh yang digunakan dalam
maqashid-based ijtthad, seperti istishhib, syar® man gabland, dan ‘urf, walaupun
tidak sedominan metode-metode yang telah dijelaskan. Sangat mungkin
bahwa ketika metode-metode tersebut di atas diterapkan, akan terlahir
pandangan hukum yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, penentuan
hukum akhirnya didasarkan pada fa&hy7r (memilih) atau tarjih dengan prinsip
utama merealisasikan kemaslahatan dan menjadi penghubung serta
penyeimbang dan mengintegrasikan pendekatan pada kalangan ulama’
tekstualis dan kontekstualis.'® Berikutnya, jika adanya 2 fatwa yang saling
bertentangan dalam hal ini dengan contoh dalam implementasi fatwa dari
Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin dan Yusuf al-Qaradawl tentang hukum
keluarga Islam, maka dalam hal ini harus adanya tatjih yakni dengan
menimbang diantara kedua pendapat tersebutlah mana yang paling sesuai
dan tepat dalam menentukan illah hukum dan yang paling kuat dari dasar
hukum dan tentunya juga disesuaikan dengan keadaan atau situasi seorang
mukallaf pada negara dengan Muslim minoritas.

Fatwa-fatwa yang telah terlahir dari Yusuf al-Qaradawl dan
Muhammad Salih Ibn al-‘Uthaymin, dalam ranah hukum keluarga Islam
menjadi fokus utama bagi peneliti untuk dapat mengintegrasikannya dalam

14 Asmawi Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” SALAM: Jurnal Sosial
dan Budaya Syar-i 1, no. 2 (2014), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548.

15 Syaikh Bakr Abl Zayd, Al-Madkhal al-Mufashshal 11a Figh Imam Ahmad b.
Hanbal (Riyadh: Dér al-Tawhid, 1411), 206.

16 ygsuf Hamid al-‘Alim, Al-Magashid al-‘dmmah Li alSyari‘ah al-1slamiyyah
(Riyadh: al-Dar al-*Alamiyyah li al-Kitab al-Islami dan 111T, 1994), 301.
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perbedaan pendekatan yang mereka pakai atau bahkan jika dikelompokkan

dalam golongan, maka integrasi ini mencakup kelompok salafi (tekstualis)

dan wasati (kontekstualis), dengan agar tidak menciptakan kebingungan atau

ambigusitas dari Muslim minoritas, berikut pendekatan maqasid-based

jjtihad, yang dinilai memiliki kesamaan dalam tujuan muara fatwa diantara

kedua mufti tersebut :

a.

Fatwa tentang kebolehan pernikahan dengan orang komunis, dalam hal
ini Al-Qaradawl, melarang karena komunisme bertentangan dengan
maqsad hifz al-din (menjaga agama). Dalam pandangannya, pernikahan
dengan orang yang tidak percaya kepada Allah akan merusak akidah
seorang Muslim dan berdampak buruk pada keluarga.

Ibn al-‘Uthaymin juga melarang dengan alasan serupa, yaitu menjaga
kemurnian tauhid dan mencegah ancaman ideologi yang bertentangan
dengan Islam. Keduanya sepakat dalam wagSad hifz al-din sebagai dasar
hukum, menunjukkan bahwa meskipun metode mereka berbeda,
maqasid dapat menjadi titik temu. Namun, al-Qaradawl lebih adaptif
dalam mempertimbangkan konteks minoritas Muslim, sedangkan Ibn
al-‘Uthaymin lebih absolut.

Fatwa tentang kebolehan pernikahan Muslim dengan wanita non-
Muslim Al-Qaradawl membolehkan dengan wanita kifabiyyah selama
agama wanita tersebut benar-benar diamalkan. Ia memandang
pernikahan ini sebagai sarana dakwah dan harmoni sosial, yang terkait
dengan magSad hifz al-nas/ (menjaga keturunan) dan hifz al-‘aq/ (menjaga
akal). Sedangankan Ibn al-‘Uthaymln membolehkan tetapi dengan
kriteria yang lebih ketat, khususnya dalam memastikan bahwa wanita
tersebut benar-benar seorang ahli kitab yang tidak menyimpang dari
tauhid. Sehingga dalam hal ini, Al-Qaradawl menggunakan maqasid
untuk menciptakan harmoni sosial (terutama dalam konteks minoritas
Muslim), sehingga hukum ini relevan dengan konteks pluralism, dengan
Ibn al-‘Uthaymin memptioritaskan  mwagSad hifz  al-din, sehingga
pendekatannya lebih protektif terhadap akidah.

Fatwa tentang adopsi anak dengan melihat bahwa banyaknya anak yang
telahir dari hasil zina di Barat, dalam hal ini Al-Qaradawl membolehkan
adopsi sebagai solusi sosial dengan syarat nasab anak tetap dijaga. Ia
melihat adopsi sebagai upaya untuk melindungi anak-anak terlantar
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(magsad hifz al-nafs, menjaga jiwa), begitupun juga dengan Ibn al-
‘Uthaymin dengan sama-sama membolehkan adopsi tetapi dengan
aturan ketat, seperti larangan mengubah nasab dan menjaga aurat. Ia
lebih menekankan maqsad hifz al-nas/ (menjaga nasab). Al-Qaradawl
cenderung memprioritaskan maslahat sosial (perlindungan anak yatim
atau terlantar), yang sejalan dengan tujuan syariat untuk menciptakan
keadilan sosial, sedangkan Ibn al-‘Uthaymin lebih fokus pada magSad
hifz al-nas/ untuk menjaga kejelasan identitas hukum keluarga. Integrasi
keduanya dapat menghasilkan pendekatan yang memperhatikan
maslahat sosial tanpa mengorbankan aturan syariat.

d. Fatwa waris antara Muslim dengan non-Muslim, dalam hal ini Al-
Qaradawl: menolak waris antara Muslim dan non-Muslim berdasarkan
teks hadis, tetapi membuka jalan dengan alternatif hibah atau wasiat,
yang sesuai dengan maqsad hifZ al-»a/ (menjaga harta) dan magSad al-
adalah  (keadilan), sedangkan Ibn al-‘Uthaymin, Melarang waris
sepenuhnya tanpa memberikan solusi alternatif, dengan alasan magSad
hifz al-din untuk menjaga batasan syariat antara Muslim dan non-
Muslim. Dari sini terlihat bahwa Al-Qaradawl lebih fleksibel dengan
mempertimbangkan maslahat dalam konteks minoritas Muslim, di mana
hubungan dengan non-Muslim sering melibatkan pembagian waris.
Solusinya memungkinkan tercapainya maslahat tanpa melanggar syariat
dan Ibn al-‘Uthaymin tetap berpegang pada teks tanpa kompromi, tetapi
pendekatan maqasid dapat digunakan untuk melunakkan aturan ini
dalam kasus-kasus tertentu.

Dalam tradisi hukum Islam, perbedaan antara fatwa ulama konservatif
dan progresif sering kali mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap
teks dan konteks. Yusuf al-Qaradawl, sebagai representasi ulama wasathi
(moderat), sering menggunakan pendekatan magisid al-shari‘ah untuk
menekankan tujuan syatiat yang meliputi petrlindungan agama (hifz al-din),
jiiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aq)), keturunan (hifz al-nasi), dan harta (hifz al-
mal. Di sisi lain, Salih Ibn al-‘Uthaymin, sebagai tokoh sa/afi konservatif,
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lebih fokus pada interpretasi literal teks syariat dan menjaga keotentikan
hukum Islam."”

Meski tampak berlawanan, pendekatan magdsid mampu menjadi
jembatan untuk mengintegrasikan fatwa keduanya, terutama dalam isu-isu
hukum keluarga yang relevan bagi Muslim minoritas.”® Pendekatan ini
memungkinkan perpaduan antara ketegasan dalam prinsip syariat dengan
fleksibilitas untuk menyesuaikan fatwa dengan realitas modern. Berikut
aspek intergrasi dari kedua mufti tersebut dengan pendekatan yang berbeda:
a. Mengakomodasi Konteks

Yusuf al-Qaradawl menunjukkan sensitivitas terhadap realitas sosial
yang dihadapi Muslim minoritas, terutama di lingkungan pluralis. Dalam
masalah pernikahan, misalnya, ia membolehkan pernikahan dengan wanita
kitabiyyah (ahli kitab) dengan syarat-syarat tertentu, seperti wanita tersebut
benar-benar menjalankan ajaran agamanya. Pendekatan ini tidak hanya
didasarkan pada teks, tetapi juga pada maslahat (kepentingan umum), yaitu
menciptakan harmoni sosial dan memberikan ruang untuk dakwah dalam
hubungan lintas agama.

Sebaliknya, Salih Ibn al-Uthaymin lebih berhati-hati dengan
menetapkan syarat ketat, seperti memastikan wanita kitabiyyah tersebut tidak
menyimpang dari tauhid. Meski tampak restriktif, fatwanya tetap dapat
dilihat sebagai upaya menjaga maqsad hiz al-din (petlindungan agama) agar
keimanan seorang Muslim tidak terganggu. Dalam konteks ini, pendekatan
maqasid dapat menyatukan keduanya dengan mempertimbangkan maslahat
individu dan komunitas Muslim minoritas tanpa mengabaikan prinsip syariat.
b. Menyeimbangkan antara Teks dan Konteks

Pendekatan maqasid juga terlihat dalam solusi yang ditawarkan al-
Qaradawl dalam isu waris antara Muslim dan non-Muslim. Berdasarkan
hadis Nabi, ia sepakat bahwa waris antara keduanya tidak diperbolehkan.
Namun, al-Qaradawl membuka ruang alternatif dengan membolehkan hibah

atau wasiat sebagai bentuk transfer harta. Pendekatan ini sejalan dengan

7 Hillel Fradkin, America in Islam (New York: The Public Interest Spring, 2004),
91.

18 Alberto Bisin et al., “Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural
Integration?", Journal of the European Economic Association 16, no. 5 (2018): 1361-
1393. https://doi.org/10.1093/jeea/jvx045.
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maqSad hifz al-mal (perlindungan harta) dan magSad al-‘adalah (keadilan),
terutama dalam konteks keluarga campuran di komunitas pluralis.

Sebaliknya, Salih Ibn al-‘Uthaymin mengambil posisi yang lebih literal
dengan menolak waris antara Muslim dan non-Muslim tanpa menawarkan
alternatif. Meskipun demikian, pendekatan maqasid dapat digunakan untuk
melunakkan sikap ini dengan menonjolkan maslahat hibah sebagai solusi
praktis, tanpa mengorbankan prinsip dasar syariat.

c. Harmonisasi antara Pandangan Konservatif dan Progresif

Dalam masalah adopsi anak, kedua ulama menunjukkan kesamaan
prinsip bahwa nasab anak tidak boleh diubah, dan identitas aslinya harus
tetap dijaga. Yusuf al-Qaradawl lebih menekankan maslahat sosial darti
adopsi, seperti melindungi anak yatim atau terlantar, yang sejalan dengan
magSad hifz al-nafs (petlindungan jiwa). Ia menilai bahwa adopsi dapat
menjadi solusi bagi Muslim minoritas yang ingin berkontribusi dalam sistem
sosial masyarakat non-Muslim.

Salih Ibn al-‘Uthaymin, meski sepakat pada dasarnya, lebih menekankan
kehati-hatian dalam penerapan hukum adopsi, seperti interaksi keluarga dan
aurat. Perspektif ini memperlihatkan fokusnya pada magsad hifz al-nas/
(petlindungan keturunan), memastikan tidak ada pelanggaran terhadap
aturan syariat dalam hubungan keluarga. Melalui pendekatan maqasid, kedua
pandangan ini dapat diintegrasikan untuk menciptakan fatwa yang
melindungi keutuhan nasab sekaligus memberikan solusi sosial yang
maslahat.

Pendekatan maqasid-based ijtthad memungkinkan integrasi antara fatwa
Yusuf al-Qaradawl yang progresif dan Salih Ibn al-‘Uthaymin yang
konservatif. Maqasid al-shariah berfungsi sebagai kerangka kerja yang
menekankan tujuan hukum Islam, sehingga mampu menyeimbangkan antara
perlindungan  prinsip  syariat dan adaptasi terhadap kebutuhan
kontemporer."” Al-Qaradawl, dengan fleksibilitasnya, memberikan solusi
yang relevan untuk Muslim modern, terutama di lingkungan pluralis. Salih
Ibn al-‘Uthaymin, dengan ketegasannya, menjaga agar syariat tidak

kehilangan keotentikannya. Integrasi keduanya melalui maqasid dapat

19 Ishtiag Ahmed, Communal Autonomy and the Application of Islamic Law,
(New Delhi: Oxford University Press, 2008), 106.
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menghasilkan fatwa yang bersifat moderat, berlandaskan maslahat, dan tetap
sesuai pada nilai-nilai inti syariat.

Tarjth merupakan salah satu konsep yang umum dalam kajian wsu/ al-
figh Klasik, mengingat pertentangan dalil tekstual (fa‘Qrud al-adillah) telah
menjadi isu yang muncul sejak masa awal perkembangan ilmu fikih. Seiring
dengan perkembangan kajian maqasid al-syar‘ah, konsep fanlh mengalami
transformasi. la tidak lagi semata-mata digunakan untuk mengatasi
pertentangan kekuatan dalil secara literal, melainkan juga digunakan untuk
menimbang pertentangan tingkat maslahah (kemaslahatan) dan mafsadah
(kerusakan) yang dihasilkan dari suatu ketetapan hukum. Hal inilah yang
kemudian melahirkan istilah arth maqasidl atau tarth bi al-maqasid, yaita
bentuk pertimbangan hukum yang secara eksplisit menitikberatkan pada
capaian kemaslahatan sebagai tujuan utama dari syariat.” Dalam
pendekatannya, Zarih maqdsidl lebih menekankan pada hasil akhir yang
hendak dicapai, daripada semata-mata metode formal penetapan hukum.
Universalisme nilai-nilai 7zagasid menuntut dominasi realitas kemaslahatan
dan kerusakan sebagai dasar pertimbangan utama dalam ijtthad. Oleh karena
itu, pertimbangan terhadap benturan antara kemaslahatan dan kemafsadatan
menjadi lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan atas metode
ust/ yang digunakan. Penjelasan ini semakin jelas bila merujuk pada
keterangan ‘Allal al-Fast mengenai kaidah-kaidah maqdsid yang harus
dijadikan pedoman ketika tetjadi pertentangan (fa‘drud) dalam konteks
kemaslahatan dan kemafsadatan.”

Korelasi antara pendekatan maqasid-based ijtihad yang dilakukan oleh
Yusuf al-Qaradawl dan Salih Ibn al-‘Uthaymin dengan tarjth maqasidi
terletak pada usaha untuk memilih dan mengintegrasikan pendapat yang
lebih selaras dengan prinsip-prinsip maqdsid al-shari‘ah, terutama dalam
konteks permasalahan hukum keluarga Islam. Dalam kaitan korelasi antara
ulama konservatif dan progesif sebagai berikut :

20 Laureve Blackstone, “Courting Islam: Practical Alternatives to a Muslim
Family Court in Ontario”, Canadian Journal of Law and Society 31, no. 2 (2016): 219-
238. https://doi.org/10.1017/cls.2016.12.

2L Bisin et al., "Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural
Integration?”, Journal of the European Economic Association 16, no. 5 (2018): 1361-
1393. https://doi.org/10.1093/jeea/jvx045.
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a.  Menyusun pendapat yang selaras dengan tujuan syariat

Dalam tarjih maqgasidi, ulama berusaha menilai berbagai pendapat
dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan syariat yang lebih luas,
seperti hifz al-din (petlindungan agama), hifZ al-nafs (petlindungan jiwa), hifz
al-‘agl (petlindungan akal), hifz al-nas/ (perlindungan keturunan), dan bifz al-
mal (perlindungan harta). Pendekatan ini mengedepankan maslahat umat
dan mencegah mafsadat (kerusakan) yang mungkin timbul dari penerapan
hukum yang lebih ketat atau lebih longgar.

1) Al-Qardawl, dengan pendekatan maqasidinya, sering kali memilih
pendapat yang lebih fleksibel dan adaptif, terutama dalam konteks
Muslim minoritas dan pluralisme. Misalnya, dalam masalah
pernikahan dengan wanita kitabiyyah, ia membolehkan, dengan
syarat adanya jaminan pemeliharaan tauhid dalam keluarga. Di sini,
al-Qaradawl melakukan tatjih  tethadap pendapat yang
memungkinkan maslahat sosial tanpa mengabaikan tujuan utama
untuk menjaga hifz al-din.

2) Ibn al-‘Uthaymin, lebih berhati-hati dan berfokus pada menjaga
batasan syariat yang lebih ketat. Ia memprioritaskan hifz al-din,
schingga tidak membolehkan pernikahan dengan non-Muslim
kecuali dengan ketentuan yang sangat jelas. Dalam hal ini, tarjih
maqasidi akan memilih pendapat yang lebih ketat jika menjaga
akidah dan keimanan umat dianggap lebih utama dalam konteks
tertentu.

b.  Memilih pendapat berdasarkan maslahat dan waslahabh ammab

Tarjib maqasidi mengutamakan maslahat umum (wasiahah ammabh) yang
lebih besar dan lebih mendalam daripada maslahat individu yang sempit.
Pendekatan ini mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu fatwa
terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

1) Al-Qaradawl sering kali mengutamakan maslahat sosial, seperti
dalam masalah adopsi anak atau pernikahan dengan wanita
kitabiyyah. Ia memilih pendapat yang memberi ruang untuk
melindungi masyarakat Muslim minoritas dari kerugian sosial dan

22 Bakare Najimdeen, “Europe and the Muslim World: Some Issues and
Approaches,” Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies 12, no.
1 (2015), https://doi.org/10.13169/polipers.12.1.0051.
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2)

menjaga keharmonisan keluarga. Ini sejalan dengan konsep tarjih
maqasidi, yang memungkinkan untuk memilih pendapat yang lebih
adaptif dengan kondisi sosial tanpa mengabaikan tujuan syariat
yang lebih besar.

Ibn al-‘Uthaymin, meskipun lebih konservatif, masih dapat dilihat
sebagai menerapkan farjih magasidi dalam konteks perlindungan
terhadap keyakinan umat dan keutuhan syariat. Ia lebih fokus pada
mencegah kerusakan yang mungkin timbul jika ada pelanggaran
terhadap prinsip-prinsip agama. Pendekatannya akan lebih memilih
untuk menegakkan ketegasan dalam menegakkan hukum syariat,
bahkan jika itu berpotensi menimbulkan ketegangan dalam
masyarakat pluralis.

c.  Menghadapi disparitas antara pendapat konservatif dan progresif

Salah satu tantangan dalam farih maqasidl adalah bagaimana memilih

pendapat antara ulama konservatif dan progresif, terutama ketika kedua

pendapat tersebut tampak berseberangan. Dalam hal ini, tarjth maqasidi

berusaha memilih pendapat yang tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga

dapat mencapai tujuan syariat dalam konteks modern yang berubah.”

P

2)

Al-Qaradawl sering kali menggunakan argumentasi pragmatis
untuk mencapai maslahat yang lebih besar dalam konteks tertentu,
seperti membolehkan pernikahan dengan wanita kitabiyyah atau
adopsi anak sebagai solusi sosial. Pendekatan ini tidak hanya
berfokus pada literalitas teks, tetapi juga pada realitas yang dihadapi
oleh Muslim di negara-negara non-Muslim.

Ibn al-‘Uthaymin, meskipun lebih konservatif, tetap berpegang
pada prinsip dasar syariat. Dalam hal ini, tarjih maqasidi akan
menekankan untuk memilih pendapat yang lebih ketat jika ia
dianggap lebih mampu menjaga keutuhan agama dan keturunan,
seperti dalam pernikahan dengan non-Muslim atau adopsi anak.
Namun, dengan pendekatan maqasid, masih dimungkinkan untuk
menemukan solusi yang tetap melindungi prinsip syariat tanpa
mengabaikan konteks modern.

23 Ziba Mir-Hosseini, “How the Door of Ijtihad Was Opened and Closed: A
Comparative Analysis of Recent Family Law Reforms in Iran and Morocco,”
Washington and Lee Law Review 64, no. 4 (2007): 1499-1511.
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Tarjth  maqasidl memberikan kerangka ketja yang memungkinkan
pemilihan pendapat yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks sosial yang
lebih luas. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian tujuan syariat yang
lebih besar, yang mengutamakan maslahat umat secara keseluruhan dan
menjaga keutuhan agama dan keturunan. Dalam hal ini, fatwa-fatwa Yusuf
al-Qaradawl yang lebih progresif dan Salih Ibn al-‘Uthaymin yang lebih
konservatif dapat diintegrasikan dengan pendekatan maqasid untuk
mencapai solusi yang lebih adil dan relevan dalam konteks minoritas
Muslim, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dengan pendekatan zarlh maqasidl, pemilihan fatwa yang lebih adaptif
atau yang lebih ketat tidak semata-mata ditentukan oleh kedekatannya
dengan teks, tetapi juga oleh kontribusinya terhadap pencapaian tujuan
utama syariat. Tujuan tersebut mencakup terwujudnya keadilan,
kesejahteraan umat, serta perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental
dalam Islam. Oleh karena itu, dalam konteks ini, ijtthad tidak hanya
bersandar pada literalitas nash, melainkan juga mempertimbangkan maqasid
al-shati‘ah sebagai landasan etis dan rasional dalam menetapkan hukum.*

Dengan demikian, sifat pengambilan atau Zs#nbdt hukum yang moderat
di antara dua kutub pendekatan tersebut merupakan metode yang lahir dari
kehendak untuk tetap berpegang pada dalil-dalil yang ada, sekaligus
dorongan untuk menampilkan ajaran Islam sebagai agama yang mudah,
fleksibel, dan sesuai dengan berbagai konteks ruang dan waktu. Pendekatan
ini menjadi jalan tengah antara kelompok tekstualis dan kontekstualis. Sikap
mengambil metode ketiga ini bukan berarti mendahulukan hawa nafsu di
atas syariat, dan sekaligus juga tidak bermaksud mengabaikan faktor
kemaslahatan dan kemudahan yang menjadi bagian integral dari ajaran
agama. Sebagai contoh konkret dari pendekatan moderat ini adalah
diperbolehkannya umat Muslim yang tinggal di negara-negara Barat untuk
berpartisipasi dalam bidang politik, mengambil kredit dari lembaga
keuangan yang mengandung unsur 6d dalam kondisi darurat atau
keterpaksaan, serta mengizinkan penggabungan makam Muslim dan non-
Muslim dalam satu area pemakaman umum, selama tidak bertentangan

2 Burhanuddin Susamto, “Implementasi Inside Legal Theory dalam
Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam,” De Jure: Jurnal
Hukum dan Syar’iah 7, no. 2 (2015): 12634, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3519.
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secara prinsipil dengan akidah dan nilai-nilai dasar Islam.”

Dalam bahasan waqasid-based ijtihad tentang fungsi, lahirlah 7aqasid al-
uh@ al-h@kimal’, yang mana magashid ini harus mampu menentukan
hukum-hukum parsial dan melahirkannya dalam keseluruhan perilaku
kemanusiaan, baik yang bersifat spiritual maupun intelektual ketika
dibutuhkan, jasmani ataupun ruhani, sehingga tampak hubungan antara
yang parsial dan yang universal. Baginya, fikih beserta kaidah, teori ushal
dan cabang-cabangnya, harus diikat secara bersama dengan waqasid al-‘nlya
al-hQkimah  sehingga lahirlah  kebaikan atau kemaslahatan  yang
sesungguhnya. Bahkan, lebih jauh lagi Taha Jabir al-‘Alwanl menyatakan
bahwa maqasid al-ulyd al-hdkimah bukan hanya menjadi satu dari sekian
banyak dalil atau suatu unsur pokok dari ushul al-fikih yang diperselisihkan
atau yang disepakati, melainkan dasar pijakan awal untuk merekonstruksi
dan mereformasi kaidah-kaidah ushul al-figh serta membangun format fikih
makro (alfigh al-akbar) pada masa mendatang.”’

Dalam konteks metodologis, Taha Jabir al-‘Alwanl menyatakan bahwa
secara epistemologis ada beberapa pilar bagi maqdsid al-‘uba al-hdkimabh
sebagai metode atau pendekatan; yakni nizdm ma‘rifi tawhidi (aturan
epistemologis  teologis),  manhajiyyah  ma‘rifiyyab  qur@niyyah  (metode
epistemologi Qur’ani), metode yang berhubungan dengan al-Qur’an sebagai
sumber pengetahuan teologis, metode yang berkaitan dengan Sunnah
sebagai sumber penjelas yang harus selalu sejalan dengan al-Qur’an, metode
yang berhubungan dengan khazanah keislaman yang mengantarkan pada
studi kritis untuk bisa tetap sejalan dengan ketentuan al-Qur’an, dan metode
yang berkaitan dengan khazanah kemanusiaan secara umum. Dengan

melakukan hal-hal tersebut di atas maka maqgasid al-‘ulya al-hakimah sebagai

%5 Lewis Bernard, Islam and the West, Cetakan ke-1 (New York: Oxford: Oxford
University Press., 1993), 21.

% Magqasid al-'Ulya al-Hakimah secara umum merujuk pada tujuan-tujuan utama
dan tertinggi (ultimate objectives) dari hukum Islam (syariah) yang mengatur kehidupan
manusia. Istilah ini sering dipahami dalam konteks Magashid al-Shari‘ah, yaitu tujuan-
tujuan syariah yang dirancang untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan manusia
(maslahah). Lihat pada : Gasir ‘Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic
Law: A Systems Approach, ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic
Thought, 2008).

2" Shahrough Akhavi, “Islam and the West in World History,” Third World
Quarterly 24, no. 3 (2003): 545-62, https://doi.org/10.1080/0143659032000084465.
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pendekatan akan mampu menghadirkan jawaban yang otoritatif dan
kontekstual atas semua permasalahan.”®

Dengan mengaplikasikan maqdsid al-‘ulyd al-hdkimah sebagai metode
yang bersumber dari al-Qur’an sebagai dalil dengan otoritas tertinggi maka
bukan hanya permasalahan individu yang bisa diselesaikan, melainkan juga
masalah kolektif, masyarakat, umat, dan bangsa-bangsa dalam konteks
tempat di mana pun dan waktu kapan pun, karena maqasid al-‘uha al-
hakimah ini bersifat universal. Dalam konteks ini maka tampak adanya
kehendak untuk menggeser dominasi fikih partikular seperti yang
berkembang saat ini dengan fikih universal yang menekankan pada nilai-nilai
universal maqasid al-syari‘ah dalam menentukan hukum daripada dalil-dalil
partikular. Inilah yang menjadi dasar pemikiran munculnya figh al-agalliyyat.”’

Hal paling utama yang harus dilakukan dalam upaya merealisasikan hal
tersebut adalah memulainya dengan memahami nash-nash yang parsial
(uziyyah) dalam kerangka nilai-nilai waqsid al-syari‘ab yang bersifat
universal, sehingga segala bentuk hukum yang dihasilkan tidak terpisah dari
tujuannya yang hakiki. Hasil hukum dengan metode ini akan berbeda
dengan hasil hukum yang hanya meneckankan pada makna tekstual suatu
dalil sebagaimana yang berkembang dalam tradisi mazhab Dzabiri.
Ketergantungan pada makna tekstual nash dan mengenyampingkan sisi
maqdshid dari nash seperti dilakukan oleh ulama zhahiriyyah akan melahirkan
dikotomi antara akal dan wahyu yang pada gilirannya akan menemui
kesulitan ketika harus berhadapan dengan masalah-masalah kontemporer
yang tidak ditemukan padanan persisnya dalam teks, seperti konsep hak-
asasi manusia, hubungan internasional, hubungan dengan non-muslim, dan
lain sebagainya.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, mazhab yang mempertemukan nash
Juz’tyyah dengan maqdsid al-syari‘ah akan menjadikan pandangan yang
dihasilkan senantiasa sesuai dengan zaman dan tempat, karena ia didasarkan
pada enam hal pokok yang menjadi ciri khasnya: (1) percaya pada hikmah

28 Visser, T. (2008). When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and
the United States. International Journal of Public Theology, 2(4), 505-506.
https://doi.org/10.1163/156973208X335341

2 Muhammad Wildan and Fatimah Husein, “Islamophobia and the Challenges of
Muslims in Contemporary Eropean Union Countries: Case Studies from Austria,
Belgium, and Germany,” Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic
Studies 17, no. 1 (2021), https://doi.org/10.18196/afkaruna.v17i1.10557.
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syari’ah dan kandungannya yang berupa tujuan kemaslahatan ciptaannya; (2)
mengaitkan sebagian nash syari’ah dan hukumnya dengan yang lain; (3)
pandangan yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat; (4)
menghubungkan nash dengan realitas kehidupan dan realitas zaman; (5)
dibangun atas dasar kemudahan dan mengambil yang paling mudah bagi
manusia; dan (6) atas dasar keterbukaan, (inklusivitas), dialog, dan toleransi.
Dalam tataran metodologis, yang harus dilakukan dalam figh al-maqashid
adalah meneliti tujuan nash sebelum dilakukan penentuan hukum,
memahami nash dalam kerangka sebab-sebab dan kaitannya, pembedaan
antara tujuan yang tetap dan perantara yang berubah, kesesuaian antara hal-
hal yang tetap dan yang berubah, serta pembedaan dalam hal perhatian atas
makna antara hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan mu’amalah.”

Aplikasi dari pendekatan maqdsid al-syari‘ah di atas akan melahirkan
format fikih baru, yakni figh al- maqasid, yang senantiasa mampu
memberikan jawaban atas persoalan Islam kontemporer. Integrasi aplikasi
fatwa hukum keluarga Islam antara mujtahid konservatif dan progresif
melalui pendekatan maqasid-based ijtthad memberikan solusi yang seimbang
dalam menghadapi tantangan hukum di era modern. Pendekatan ini mampu
menjembatani ketegangan antara pemeliharaan prinsip-prinsip klasik yang
dijaga oleh kelompok konservatif dengan kebutuhan reinterpretasi hukum
yang diusung oleh kelompok progresif. Dengan menempatkan maqashid al-
syari’ah sebagai landasan utama, pendekatan ini tidak hanya memastikan
kesinambungan nilai-nilai fundamental syariat, tetapi juga menjawab
dinamika zaman secara relevan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan
integratif dalam membangun hukum Islam yang responsif, kontekstual, dan
tetap berpijak pada tujuan utama syariat yakni menjaga kemaslahatan umat
secara menyeluruh.”

Tabel berikut menyajikan sintesis teoretis yang menunjukkan kontribusi
kerangka strukturalisme-konstruktif Bourdieu terhadap pemahaman figh al-
aqalliyyat sebagai fenomena sosio-religius yang kompleks. Melalui konsep
dialektika habitus-field, buku ini mengungkap bahwa emergence of figh al-

%0 Asrida Adetry and Agussalim Burhanuddin, “Islamophobia in Europe and Its
Global  Impact,” Glocal Society Journal 1, no. 1 (2024): 54-62,
https://doi.org/10.31947/gs.v1i1.36628.

31 Musfir bin 'Ali bin Muhammad al-Qahtani, Manhaj Istinbat Ahkam al-Nawdazil
al-Fighiyyah al-Mu'asirah Dirdsat Ta'siliyyat Tatbigiyyat (Jeddah: al-Dar al-'Alamiyyah
li al-Kitab al-Islami), 35.
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aqalliyyat bukan sekadar respons pragmatis terhadap kondisi minoritas,
melainkan hasil dari proses struktural yang melibatkan transformasi field
fikih secara keseluruhan. Metodologi ijtihad yang berkembang dalam
konteks Muslim minoritas mencerminkan dynamic interplay antara struktur
objektif (institusi, tradisi, konteks politik) dan praktik subjektif (habitus
ulama, strategi legitimasi, konstruksi makna). Sintesis ini menjelaskan
bagaimana ulama dari latar belakang berbeda dapat menghasilkan produk
hukum yang, meskipun berbeda dalam pendekatan, sama-sama
berkontribusi terhadap pembentukan paradigma baru dalam fikih Islam.
Implikasi teoretis ini menunjukkan bahwa figh al-aqalliyyat tidak hanya
merupakan cabang fikih praktis, tetapi juga representasi dari evolusi
epistemologis dalam tradisi hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan
kompleksitas dunia kontemporer tanpa kehilangan autentisitas.

Analisis ~ strukturalisme-konstruktif Bourdieu mengungkap bahwa
petbedaan metodologi fatwa antara Ibn al-'Uthaymin dan al-Qaradawl
bukan sekadar preferensi intelektual, tetapi produk dari posisi struktural
mereka dalam field yang berbeda, yang kemudian terinternalisasi sebagai
habitus dan diekspresikan melalui praktik ijtthad yang berbeda. Figh al-
aqalliyyat muncul sebagai hasil dari transformasi field fikih yang didorong
oleh kebutuhan Muslim minoritas untuk mengembangkan strategi legitimasi

baru yang memadukan autentisitas dengan adaptabilitas.

B. Komparasi Fatwa Hukum Keluarga Islam Ibn Al-‘Uthaymin dan

Al-Qaradawl.

Perbedaan pendekatan dalam menetapkan fatwa hukum keluarga Islam
di kalangan Muslim minoritas mencerminkan adanya konvergensi dan
disparitas dalam penentuan ‘illah hukum oleh para ulama. Ibn al-‘Uthaymin
cenderung menggunakan pendekatan konservatif yang berpegang teguh pada
norma-norma klasik fikih, sementara al-Qaradawl menawarkan pandangan
yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip
maqasid al-syari‘ah. Meskipun terdapat perbedaan metodologi, keduanya
memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan antara keteguhan
tethadap hukum Islam dan adaptasi terhadap realitas kehidupan Muslim
minoritas. Oleh karena itu, inklusivitas dalam aplikasi fatwa figh al-aqalliyyatr
menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Upaya kompromisasi
antara aspek konservatif dan progresif dalam fatwa hukum keluarga Islam
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memungkinkan terciptanya solusi yang lebih aplikatif dan responsif terhadap
kebutuhan Muslim yang hidup di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim.
Pembahasan mengenai komparasi fatwa ini akan memberikan wawasan
mendalam mengenai dinamika pemikiran figh al-aqalliyyat dalam konteks

hukum keluarga Islam.

1. Konvergensi dan Disparitas 7l/ah dalam Fatwa Figh al-Aqalliyyat
Hukum Keluarga Islam Ibn Al-‘Uthaymin dan Al-Qaradawl
Dalam hukum Islam, %/t atau alasan hukum merupakan elemen

penting yang menjadi dasar dalam menetapkan suatu ketentuan syariat.

Pemahaman dan penetapan %/at sering kali menjadi titik temu sekaligus titik

perbedaan di antara ulama. Dalam konteks hukum keluarga Islam,

pendekatan yang diambil oleh Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin dan

Yusuf al-Qaradawl mencerminkan pola pikir dan metode istinbat hukum

yang berbeda. Ibn al-‘Uthaymin, yang dikenal dengan pendekatan

konservatifnya, cenderung lebih tekstual dalam menelusuri %/af. Sementara
itu, al-Qaradawl, dengan perspektif 7aqdsidiyyah-nya, memberikan perhatian
lebih pada aspek kemaslahatan dan tujuan syariat secara universal.

Penelusuran terhadap konvergensi dan disparitas pandangan kedua ulama ini

menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana metode penetapan

7lat dapat menghasilkan fatwa yang beragam namun tetap dalam koridor
maqashid al-syariah.”

Ulama maqasidiyyin sepakat akan adanya maksud dan tujuan di balik
setiap ketentuan syari’ah. Betapapun mereka berbeda dalam menguraikan
makna maqashid al-syari’ah, semuanya menuju satu muara, yakni terciptanya
kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan. Dalam perkembangnya sebagai
pendekatan, ada dua pertanyaan penting: pertama, bagaimana cara maqdsid
al-syani ‘ah itu diketahui atau, dalam kalimat lain, bagaimana cara menetapkan
maqasid al-syarl ‘ab dari suatu ketetapan syari’at; kedua, bagaimana tata ketja
berpikir dengan menggunakan maqdsid al-syari‘ah sebagai pendekatan
(maqasid-based ijtihad). Tentang pertanyaan pertama, secara umum ulama
maqasidiyyun menyatakan bahwa maqashid al-syari’ah dapat ditentukan
melalui empat media, yaitu penegasan al-Qur’an, penegasan al-Hadits,

32 Umar bin Shalih Bin ‘Umar, Magasid al-Syari'ah 'inda al-Imam al-'\zz bin
'Abd al-Salam (Urdun: Dar al-Nafa'is li al-Nashr wa al-Tawzi', 2003), 102.
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istigrd (tiset atau kajian induktif), dan alma'qu/ (logika). Tidak ada yang
memungkiri bahwa al-Qur’an dan al-Hadits seringkali menyebutkan secara
eksplisit alasan atau tujuan dari disyari’atkannya suatu ketentuan hukum.
Tetapi, di bagian-bagian lain, seringkali pula alasan atau tujuan hukum
dibiarkan menjadi implisit atau bahkan tidak dinyatakan sama sekali. Karena
sudah menjadi ijma‘ ulama’ bahwa setiap ketentuan hukum itu pasti memiliki
tujuan untuk kemaslahatan, maka ‘illat dan tujuan itu harus ditemukan
dengan pengamatan dan penelitian secara seksama sehingga bisa dipahami
dan dijadikan suatu rujukan penetapan hukum.”

Susunan media penetapan maqdsid al-syari‘ah sebagai pendekatan
(maqQsid-based ijtihad). Tentang pertanyaan pertama, di atas bukanlah
susunan bentuk yang paten. Karena itu, Ibn ‘Asyﬁr justru menempatkan
metode Zszigrd’ sebagai metode yang paling agung atau paling utama dalam
konteks ini. Menurutnya, ada dua macam zszgrd’ yang perlu dilakukan, yang
pertama adalah penelitian seksama terhadap hukum-hukum yang telah
diketahui %/at -nya yang mengantarkan pada istiqra’ atas %/at yang tetap
dengan metode masilik al-illah (cara atau metode untuk menentukan %/at
hukum). Dengan cara inilah maqashid alsyari’ah dapat diketahui dengan
mudah. Cara yang kedua adalah penelitian atas dalil-dalil hukum yang
memiliki %/at yang sama sehingga bisa meyakinkan bahwa %/at tersebut
sesungguhnya adalah yang dikehendaki oleh syara’. Metode kedua dan ketiga
adalah dalil-dalil al-Qur’an dan Hadits mutawatir yang dengan jelas
menentukan ‘/at dan tujuannya. Urgensi istigra’ dalam maqQsid al-syar ‘ab ini
tidak hanya dinyatakan oleh Ibn 'Asyﬁr, tetapi juga oleh ulama sebelumnya,
seperti ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam, al-Syatibl , dan ulama setelahnya
seperti  ‘Allal al-Fasl, al-Raysuni, dan ulama-ulama maqashidiyyan
kontemporer lainnya.”

Fatwa-fatwa Muhammad Salih Ibn al-‘Uthaymin dan Yusuf al-
Qaradawl dalam hukum keluarga Islam, meskipun berasal dari dua
pendekatan yang berbeda (salafi konservatif dan wasati moderat), memiliki
beberapa konvergensi dalam hal tujuan akhir hukum syariat. Namun, mereka

33 Muhammad Bakr Isma’il Habib, Magashid Al-Syari’ah Ta’shilan Wa Taf ilan
(Kairo: Rébithah al-*Alam al-Islami, 1427), 35.

3 Muhammad Sa‘d bin Ahmad Mas‘Gd al-YQbi, Magdshid alSyari’ah al-
Isladmiyyah Wa ‘Aldqatuhd Bi al-Adillah alSyar ‘iyyah (BeirGt: Dér al-Hijrah, 1998), 98.
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juga menunjukkan disparitas dalam hal penilaian illah yang mendasari
keputusan hukum mereka. Adapun kovergensi illah dalam fatwa dari
Muhammad $alih Ibn al-‘Uthaymin dan Yusuf al-Qaradawl dalam cakupan
hukum keluarga Islam, diantaranya ialah:

a.  Aspek Perlindungan Agama (H7fz a/-Din)

Kedua ulama, meskipun berbeda pendekatan, sepakat pada illah yang
berkaitan dengan perlindungan agama, yakni untuk menjaga kemurnian
akidah Islam dan melindungi komunitas Muslim dari pengaruh luar yang
dapat merusak keimanan. Dalam masalah pernikahan dengan wanita non-
Muslim, baik al-Qaradawl maupun Ibn al-‘Uthaymin sepakat bahwa
pernikahan antara seorang Muslim dan wanita non-Muslim harus
mempertimbangkan aspek keimanan. Mereka mengharuskan wanita tersebut
untuk berasal dari agama yang dianggap sebagai ahl al-kitab (ahli kitab) dan
menolak pernikahan dengan wanita musyrik atau non-monoteistik, untuk
menjaga hifz al-din.

b. Keadilan dan Maslahat Umum (Mas/ahah Anmah)

Dalam beberapa kasus, terutama pada masalah sosial seperti adopsi
anak, keduanya mencoba menilai maslahat yang lebih besar. Misalnya, dalam
konteks adopsi, al-Qaradawl menunjukkan bahwa adopsi bisa menjadi solusi
untuk melindungi anak-anak yang terlantar, yang berhubungan dengan /zz
al-nafs (perlindungan jiwa). Meskipun Ibn al-‘Uthaymin lebih ketat, keduanya
memahami pentingnya melindungi hak anak dalam suatu keluarga, meskipun
dalam perspektif yang lebih restriktif. Hal ini mencerminkan konvergensi
illah dalam mencapai maslahat sosial yang lebih besar, meski mereka
menckankan cara yang berbeda dalam mengelola nasab dan hubungan
keluarga.

Perjalanan pendekatan maqashid dalam wushdl al-figh tentu terus
berevolusi menuju titik yang lebih sempurna. Dasar-dasar yang dibangun
oleh al-Syathibi dan Ibn ‘Asydr terus berkembang menjadi metodologi yang
lebih mapan dan konkret. Ulama-ulama magasidiyytin kontemporer
berikutnya, seperti al-Raystni, Jamal al-Din ‘Athiyah, dan Jasser Auda adalah
di antara sedikit sarjana yang memberikan fokus perhatian secara utuh
terthadap kajian waqasid al-syari ‘ab ini. Untuk memahami tata kerja maqashid-
based ijtihad tersebut, berikut adalah penjelasan tentang kaidah berpikir
dengan berdasarkan pada maqashid, hubungan antara maqashid al-syari’ah
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dan ushul al-figh, dan hubungan antara waqdsid al-syarl‘ah dan gawd'id al-
figh”®> Hal ini lah yang menjadi titik konvergensi metodologis dalam masalik
al-llah yang digunakan pada ulama’ kontektualis dan tekstualis yakni dalam
penyesuaian masalah-masalah kontemporer dalam hukum keluarga di negara
Barat, adapun konvergensi dan disparitas dari fatwa yang terlahir dari
Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin dan Yusuf al-Qardawl, diantaranya
sebagai berikut :
a) Fatwa status pernikahan istri muallaf sedangkan suami tetap Non-

Islam™

Fatwa pada status pernikahan istri muallaf sedangkan suami masih
dalam keadaan kafir, memiliki titik illah dan sama antara 2 kubu tersebut
yakni antara ulama’ pada kalangan tekstualis dan kontekstualis yakni pada
muallafnya seorang istri sedangkan suaminya kafir. Disebabkan sebagaimana
oleh mayoritas ulama, bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi
perempuan ahli kitab (non-Muslim). Hal ini didasarkan pada al-Ma‘idah (5):
5, yang berbunyl

eﬁd;&_uﬁ\ \w\wme@fuﬁu\eﬁw a5l
w\)mﬁ\ww\ *g@sd;eszu;j
EA AT GA At \J\eﬁ.\swa_uﬂ\\}aj\u.aﬂ\ua

)S&oéj FOIAT 2% V5 Gusdid i Guiadl

u;).u;l\wa‘);ﬁ[\‘_gﬁjd.«:lanﬁwyu
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,
dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan
mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-
wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan
di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila
kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah

35 Salim Abd al-Ghant al-Rafi‘1, Akkam Al-Ahwal al-Shakhsiyyah Li al-Muslimin
F1 al-Gharb (Cairo: Daruttiba’ah wa Nasyr, n.d.).

% Yiisuf Al-Qaradawi, Zawdj AI-Muslim Bi-Ghayr al-Muslima (Cairo: Dar al-
Shuriiq, n.d.).
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beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah
amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”’?

Sedangkan dalam kasus yang telah disebutkan, posisi agama antara
suami dan istri terbalik. Istri Islam disebabkan kemuallafannya, dan suami
tidak mengikuti jalan keyakinan istri dan tetap dalam agamanya. Maka,
konsekuensi yang ditawarkan adalah apakah pernikahan yang telah dibangun
tetap sah, lalu boleh tinggal serumah dan berinteraksi sebagaimana suami-
istri, atau pernikahannya dianggap batal lantaran keduanya beda agama.
Adapun perbedaan atau disparitas yang terjadi yakni fatwa Muhammad Salih
ibn al-Uthaymin yang termasuk dari kalangan dzahiriyyah pernikahan
keduanya dianggap batal dan harus berpisah. Meskipun demikian, mereka
berbeda pendapat mengenai proses pembatalan dan pemisahan keduanya,
apakah langsung dipisahkan pada saat salah satunya masuk Islam atau perlu
menunggu selesai masa ‘iddah istri. Berbeda dengan fatwa yang dikemukakan
oleh Yusuf al-Qaradawl bahwa pernikahan keduanya tidak batal meskipun
salah satunya belum masuk Islam, baik dalam masa ‘iddah atau setelah masa
‘iddah. Hakim pun juga tidak perlu memisahkan keduanya dan keputusan
diserahkan sepenuhnya pada istri.”® Dia diperbolehkan untuk melanjutkan
hubungan pernikahan atau berpisah dari suaminya. Berikutnya, kedua
pendapat tersebut dapat di integrasikan jika melihat dalam perpektif
sosiologis dan dalam tatanan geografis, bahwa mukallaf tersebut tinggal
dinegara dengan mayoritas non-Muslim, dan dapat diartitkan bahwa
kehidupan yang mereka tempuh akan selalu besinggungan oleh non-Muslim
termasuk didalamnya dalam permasalahan pernikahan, jalan tengah yang
dapat ditempuh yakni dengan metodologi magasid-based Ijtihad, sesuai dengan
pendapat Abdullah bin Bayyah yaitu jika suami istri tersebut ingin dipisah
maka dengan syarat bahwa keduanya belum melakukan hubungan badan,
dan pernikahan tersebut juga dapat dibatalkan yakni jika salah satu dari
pasangan yang telah muallaf ditemukan memiliki hubungan yang diharamkan
untuk dinikahi dalam syariat Islam (alburmah  al-mua‘abbadah  dan  al-
mu'aqqatah), seperti disebabkan karena kekerabatan nasab, sesusuan, dan
hubungan permantuan (wus@harah). Secara teoritis, dapat ditemukan bahwa
dalam menanggapi permasalahan ini para ulama yang memperbolehkan istri

37 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), al-Ma‘idah [5]: 5.
38 Al-Qaradawi, 65.
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menetap bersama suaminya yang kafir lebih memusatkan fatwa mereka
kepada kaidah-kaidah alnazr fi al-malat (mempertimbangkan implikasi
hukum yang akan terjadi), baik dari segl fath al- dhara’i* (kemungkinan positif)
dan sadd al-dhara’i® (kemungkinan negatif) yang dihasilkan. Kemudian
dipertimbangkan mana yang akan didahulukan antara kemaslahatan dan
kemudaratan.”
b) Fatwa Muslim menerima warisan dari kerabat non-Muslim

Dalam permasalahan kontemporer ini, memiliki titik illah yang sama
antara 2 kubu tersebut yakni antara ulama’ pada kalangan tekstualis dan
kontekstualis yakni pada non-Muslim yang akan memberikan warisan,
dengan sebab bahwa seorang Muslim tidak boleh memberi warisan kepada
non-Muslim, begitupun dengan sebaliknya, sesuai dengan sabda Rasulullah :

AlLall ZARN &y 5y g Oal&l Akl & gy
“Seorang muslim tidak mewariskan kafir dan kafir tidak
mewariskan muslim”40
Adapun disparitas illah dalam pemaknaan non-Muslim atau kafir ini,
kalangan tekstulis termasuk Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin berfatwa
bahwa ketiadaan ikatan warisan antara umat Islam dengan umat agama lain.
Perbedaan agama menjadi sebab utama terhalangnya warisan, dan
pemaknaan yang mereka ambil ialah kafir secara umum atau amm dan
penyamarataan kalimat kafir ini secara umum, dan terlepas dari situasi atau
kondisi masyarakat tempat tinggal mukallaf tersebut, dengan persoalan ini
terjadi pada Muslim minoritas di negara Barat yang mengartikan bahwa
hampir dari keseluruhan umat muslim di Barat, hampir dari mereka memiliki
kerabat non-Muslim, dan dari sinilah perbedaan pendekatan dan tinjauan
illah muncul antara ulama’ dari kalangan tekstualis dan kontekstualis, disisi
lain kalangan kontekstualis yang diwakili oleh fatwa Yusuf al-Qaradawl
mengemukakan fatwa bahwa orang Islam boleh menerima warisan dati non-
Muslim, tetapi tidak berlaku untuk sebaliknya, berdasarkan hadist yang
diriwayatkan dari Yahya bin Ya’mar, bahwa pernah terjadi persengketaan
warisan antara dua orang bersaudara, Yahudi dan Muslim tentang warisan

39 Jamaluddin Athiyyah, Nahwa Figh Jadid li al-Aqalliyyat (Azhar: Darusslam,
2002), 85.

40 Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, Sakih al-Bukhari, cet. ke-3, jld. 4 (Beirut:
Dar Ibn Kasir, 2002), him. 40, hadis no. 6764.
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saudara mereka yang kafir. Hingga akhirnya Muslim meneriwa warisan
tersebut. Yahya membenarkan tindakan ini, ia berkata bahwa Abu al-Aswad
pernah bercerita kepadanya tentang Mu’adh yang mendengarkan wejangan
Rasulullah Sallallahu ‘Alayhi wa Sallam., Rasul bersabda “Is/an itu bertambah,
bukan berkurang” Begitu pun hadits Nabi tentang kemuliaan Islam yang
sangat tinggi, sehingga dia harus diunggulkan. *

Dan dalam hal ini didukung juga oleh pendapat bin Bayyah tekait
dengan esklusifitas kata kafir ini disebut, bin Bayyah menjelaskan bahwa
yang dimaksud oleh Nabi adalah larangan menerima waris dari orang kafir
yang memerangi umat Islam (alkafir al-harb). Penjelasan ini merupakan
perpanjangan tangan dari penjabaran Ibn al- Qayyim yang membagi kaum
kafir menjadi dua kategori, yaitu ah/ al-harb dan ahl al-ahd (non-Muslim yang
terikat perjanjian dengan Muslim). Kategori non-Muslim kedua digolongkan
menjadi tiga golongan, yaitu ab/ al-dhimmah (kelompok non-Muslim damai
yang bermukim di wilayah Islam), ab/ al-hudnah (kelompok non-Muslim yang
mengadakan perjanjian genjatan senjata), dan ah/ al-aman (kelompok
nonmuslim yang tinggal di luar wilayah Islam (dar al-harb) namun melakukan
penjanjian untuk mendapatkan perlindungan ketika berada di teritorial kaum
Muslimin.*

Sehingga menurut Bin Bayyah dan Yusuf al-Qaradawl, selama pewaris
dari pihak keluarga non-Muslim tidak masuk dalam kategori kafir yang
memerangi Islam, maka diperbolehkan anggota keluarganya yang muslim
menerima warisan dari mereka. Memaknai kafir dalam sabda Nabi menjadi
al-kafir al-harb adalah tafsiran yang tepat dan lebih utama. Sebab, apabila
menyamaratakan kelompok non-Muslim dalam satu golongan, akan
memberikan dampak negatif pada Islam dan umatnya berupa kesenjangan
hubungan antara Muslim dan penganut keyakinan lain.* Bin Bayyah dan
para ulama yang mendukung gagasan ini, melihat ‘illat dalam kewarisan
adalah semangat untuk saling tolong menolong. Sedangkan yang
menghalangi dari waris adalah permusuhan. Seperti halnya ab/ al-dhimmah
yang ditolong oleh umat Islam, dengan demikian meneriwa warisan dari

41 Bayyah, Ijitihad bi-Tahqiq al-Manat: Figh al-Wagi ‘ wa Tawagqu*, 32.
42 Bayyah, Sind ‘at al-Fatwa wa Figh al-Aqalliyyat, 302.
43 Halawa, About the European Council for Fatwa and Research, 204.
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mereka. Akan tetapi, ah/ al-dhimmah tidak menolong umat Islam, melainkan
dilindungi, maka tidak berhak menerima waris.*

Perbedaan pendapat dari kedua kubu di atas nampaknya bermuara pada
dasar %/at atau alasan adanya hak kewarisan. Bagi ulama yang berpegang
pada pendapat tidak menerima waris, menetapkan hak kewarisan
berdasarkan kesetiaan (al-mawalah), sedangkan kesetiaan antara Muslim dan
kafir telah terputus. Adapun bagi ulama yang berpegang pada pendapat
menerima waris, menetapkan hak waris disebabkan adanya pemberian
pertolongan. Perbedaan agama dinilai tidak memungkinkan untuk menjadi
‘llat dalam permasalahan ini. Dan begitu pun nilai kemaslahatan yang lebih
besar didapatkan ketimbang diberikan kepada non-Muslim.
¢) Fatwa tentang adopsi anak

Ketika berbicara tentang adopsi anak, Ibn al-‘Uthaymin lebih
menekankan perlindungan keturunan atau A7z a/-nasl. Dalam fatwanya, beliau
sangat berhati-hati dalam masalah adopsi karena berpotensi mengubah nasab
anak. Ia lebih cenderung mengikuti pendapat yang menekankan pentingnya
melindungi identitas asli anak dan menjaga agar tidak ada kebingungannya
dalam status nasab.

Di sisi lain, al-Qaradawl cenderung mengutamakan maslahah ammah
dengan memperbolehkan adopsi sebagai solusi bagi anak-anak yang
terlantar. Meskipun begitu, ia tetap menjaga bahwa nasab tetap
dipertahankan dan tidak ada perubahan dalam status keluarga. Perbedaan ini
menunjukkan disparitas illah antara keduanya, di mana Ibn al-‘Uthaymin
lebih mengutamakan aspek petlindungan nasab, sementara al-Qaradawl

lebih menekankan maslahat sosial®

yang luas dalam mengatasi permasalahan
sosial masyarakat.

Sisi kesamaan atau konvergensi illah dan disparitas illah pada kedua
pendekatan tersebut yakni pada salafi yang berasal dari kalangan tekstualis
dan wasati yang berasal dari kalangan kontekstualis, adapun adanya letak
perbedaan lainnya pada perumusan hukum dari kedua pendekatan tersebut
yang mana sangat dipengaruhi tempat dan waktu. Berikutnya, pendekatan
magqashid al-syari’ah juga memiliki implikasi signifikan terhadap format dan
corak fikih kontemporer, termasuk figh al-aqalliyyit. Kuatnya orientasi

4 Bayyah, Sind ‘at al-Fatwa wa Figh al-Aqalliyyat, 307.
4 Abd al-Ghant al-Rafi‘t, Ahkam Al-Ahwal al-Shakhsiyyah Li al-Muslimin FT al-
Gharb, 98.
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kemaslahatan dalam fikih kontemporer membuka lebar kemungkinan
lahirnya ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berbeda di suatu kawasan
dengan kawasan lainnya, karena pertimbangan kemaslahatan sangat
dipengaruhi oleh pertimbangan tempat dan waktu.

Illah yang ditinjau berbeda oleh kedua pendekatan tersebut juga tidak
terlepas dari latar belakang fikih yang mereka terapkan, fikih yang tumbuh
dan berkembang di negara Timur Tengah tidak dengan serta merta dapat
diterapkan di negara lain karena adanya kemungkinan perbedaan kondisi,
permasalahan, kebutuhan, kebiasaan, dan faktor lainnya. Karena itu, fikih
pada hakikatnya adalah bersifat terbuka untuk berbeda, dan tidak seperti
akidah (tawhid) yang lebih bersifat pasti dan seragam. Dalam sejarah
perkembangan fikih pada masa awal sampai pada masa pembentukan
mazhab, sebenarnya terlihat dengan jelas perbedaan-perbedaan pendapat
hukum Islam di suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga terkenal
nama mazhab Madinah, mazhab Kufah, mazhab Bashrah, dan lainnya yang
kemudian berubah menjadi mazhab Imam Malik bin Anas, madzhab Imam
Abt Hanifah, mazhab Imam al-Syafii, dan mazhab Imam Ahmad bin
Hanbal. Pergeseran ini oleh Joseph Schacht disebut #ansformation of the ancient
schools into the personal schools (transformasi dari mazhab lama menjadi mazhab
personal), yang dalam bahasa berbeda oleh Wael Hallaq disebut dengan from
regional to personal schools of law (dari mazhab regional ke mazhab personal).
Walaupun Hallag membantah model pergeseran yang disebut oleh Schacht,
tulisan keduanya menunjukkan data yang sama bahwa ada fakta perbedaan
dominan hukum Islam yang berkembang di suatu tempat dengan tempat
lainnya.*

Setelah terbentuknya mazhab-mazhab, para pakar sejarah hukum
Islam sepakat bahwa hukum Islam cenderung mengalami masa krisis dengan
hadirnya tradisi taqlid yang menghegemoni. Mazhab-mazhab yang telah
established dianggap telah cukup untuk menjadi referensi hukum Islam di
wilayah manapun. Inilah salah satu penyebab awal munculnya karakter
transnasional pada fikih. Karakter ini semakin menguat dengan masuknya
kepentingan politik ideologis yang menyertai perkembangan mazhab fikih."’

46 Muhammad Mumtaz Ali, Modern Islamic Movements: Models, Problems, and
Prospects (Kuala Lumpur: A. S. Noordeen, n.d.).

47 1ffat Mohammadi Moinuddin, "Muslim Migration into the US: A Study of the
Motivations and Consequences behind Migration and Settlement Patterns”, Journal of
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Pada masa modern, lahirnya gerakan politik Islam Timur Tengah, terutama
gerakan salafi, juga menjadi penyumbang besar menguatnya karakter
transnasional pada fikih. Jargon purifikasi dengan slogan kembali pada al-
Qur’an dan al-Hadits menutup rapat pintu ijtthad, penggunaan akal dalam
penafsiran agama. Pemahaman yang benar hanyalah satu, yakni makna
eksplisit dati teks dalil yang ada.”® Munculnya magdshid-based ijtihad adalah
melawan mainstream transnasional ini dan mengenalkan keanekaragaman
fikih yang berada dalam satu payung besar bernama maqashid al-syari’ah.
Figh al-aqalliyyit adalah salah satu hasilnya, sebuah fikih yang dirancang untuk
masyarakat minoritas Muslim yang berada di kawasan dunia Barat yang
memiliki perbedaan bentuk dan materi dengan fikih yang dirancang oleh dan
untuk masyarakat di negara-negara Timur Tengah. Tegasnya, pendekatan
magqashid al-syari’ah ini telah meniscayakan pergeseran fikih, dari fikih
ideologis menuju fikih geografis.

Dalam kajian konvergensi dan disparitas ‘illah dalam fatwa hukum
keluarga Islam yang diberikan oleh Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin dan
Yusuf al-Qaradawl, kita dapat melihat perbedaan metodologi yang mendasar
dalam penetapan hukum Islam, meskipun keduanya tetap berupaya menjaga
tujuan utama syariat, yaitu terciptanya kemaslahatan dan hilangnya
kerusakan. Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin yang lebih konservatif
cenderung berpegang pada teks-teks klasik, sementara Yusuf al-Qaradawl,
dengan pendekatan maqashidiyyahnya, lebih menekankan pada konteks dan
tujuan syariat yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Meskipun
terdapat disparitas dalam cara pandang dan penetapan ‘llah, konvergensi
keduanya dapat dilihat pada kesepakatan bahwa setiap ketentuan hukum
memiliki tujuan yang jelas dan harus mendatangkan manfaat bagi umat.
Dengan demikian, pemahaman tentang ‘llah dalam fatwa-fatwa mereka
memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan metodologi ijtihad
yang lebih inklusif dan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar
Islam.”

Muslim Minority Affairs 39, no. 3 (2019): 382-
401. https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1650008.

48 Kira Homo, Muslims in Contemporary Europe:, 23.

49 Steven W Staninger, Muslims in Europe: Challenges of Cultural Integration
(Brussels: European Policy Centre, 2015), 96.
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Perbedaan dalam menetapkan Z/ah hukum oleh kedua ulama
mencerminkan adanya kompetisi intelektual dalam menentukan standar
legitimasi fikih kontemporer. Ibn al-'Uthaymin, dengan otoritas yang kuat
dalam tradisi salafl dan posisi sentral dalam hierarki ulama Arab Saudi,
cenderung mempertahankan pendekatan yang memprioritaskan keaslian
tekstual dan konsistensi dengan pemahaman salaf al-sa/h. Hal ini tetlihat
jelas dalam fatwanya yang mengutamakan hifz al-din (petlindungan agama)
dan hifz al-nas/ (petlindungan keturunan) melalui interpretasi yang ketat
tethadap dall/ syar'l. Di sisi lain, al-Qaradawl memanfaatkan jaringan global
dan pengalaman lintas budaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih
adaptif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Latar belakang
pendidikan dan pengalaman sosial yang berbeda telah membentuk kepekaan
masing-masing ulama dalam memahami realitas kontemporer dan
menentukan prioritas dalam penerapan hukum Islam. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa proses #tibad tidak hanya melibatkan analisis tekstual
semata, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan institusional
tempat seorang mujtabid mengembangkan pemikirannya. Oleh karena itu,
disparitas dalam penetapan 'Wah mencerminkan perbedaan perspektif
tentang bagaimana hukum Islam harus merespons tantangan zaman dengan
tetap mempertahankan autentisitas ajaran.

2. Inklusivitas Aplikasi Fatwa Figh al-Aqalliyyadt Hukum Keluarga
Islam melalui Kompromisasi Aspek Konservatif dan Progresif
Aplikasi fatwa hukum keluarga Islam pada komunitas Muslim minoritas

sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi sosial,

budaya, maupun hukum. Keberagaman mazhab dan perbedaan pandangan
dalam masyarakat yang plural ini memerlukan pendekatan yang inklusif, yaitu
suatu cara untuk menyatukan berbagai perspektif hukum Islam yang dapat
diterima oleh semua pihak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melakukan

kompromisasi antara aspek konservatif dan progresif dalam pemahaman dan

penerapan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk

menciptakan fatwa yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat
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Muslim minoritas, tetapi juga sesuai dengan prinsip wagqdishid al-syari‘ah, yang
menekankan kemaslahatan umum dan kesejahteraan umat.”

Kompromisasi aspek konservatif dan progresif meniscayakan nilai-nilai
magqashid al-syar’ah untuk berposisi di atas keberanekaragaman mazhab
dengan segala perbedaan metode pendekatan dan pendapat hukumnya.
Ketika perbedaan pendapat hukum atas suatu permasalahan terjadi, maka
putusan akhirnya didasarkan pada kompromi, atau komparasi yang
memenangkan pendapat yang lebih berpihak pada realisasi kemaslahatan
umum. Karena itu, metode tarjth cukup dominan dalam pendekatan
magashid al-syari’ah, dan pada yang dzahir.”

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum dari suatu pendapat yang berbeda
dengan dalil-dalil yang digunakan pendapat lainnya dalam masalah yang sama
ditundukkan pada kemaslahatan yang menjadi inti dari wagdshid al-syari’ab.
Karena itu, pendekatan maqashid lebih menekankan pada nilai-nilai universal
yang terkandung dan tersirat dalam dalil dibandingkan dengan makna
lahiriyah yang tersurat dalam dalil. Dalam aplikasinya, kompromisasi kedua
aspek in dapat menampung dari berbagai pendekatan yang ada, dan ketika
terjadi pertentangan diantara kedua pendekatan tersebut yakni antara salafi
dan wasati, kaidah utamanya adalah mendahulukan penolakan mafsadah atas
pencapaian mashlahah (dar'u al-mafisid muqaddam ‘ali jalb almashalib). Namun,
ketika kemaslahatan yang akan diperoleh adalah untuk kepentingan yang
lebih besar, sementara kemafsadatannya adalah dalam skala yang lebih kecil
atau ada pertentangan antara dua kemaslahatan yang berbeda, maka Yusuf
al-Qaradawi mengajukan dua cara, yaitu tawfiq dan taghlib atau tarjih.”

Kompromi antara pendekatan tekstualis dan kontekstualis tidak berarti
bahwa pembaruan hukum harus dilakukan dengan menghapus atau menolak
hukum-hukum lama dalam fikih. Dalam kerangka asd/ah (orisinalitas),
pemikiran hukum Islam tidak tertutup terhadap pendapat atau z#hdd yang
lahir dari para ulama kontemporer. Asal-usul pemikiran bukanlah alasan
untuk menolaknya; yang terpenting adalah nilai dan relevansi dari gagasan

tersebut. Maka, jika terdapat gagasan 7#hddl dari ulama masa kini yang sesuai

%0 Tufyal Choudhury and Open Society Institute, eds., Muslims in the UK:
Policies for Engaged Citizens, EU Monitoring and Advocacy Program (Budapest: Open
Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program, 2005).

51 Nielsen Jargen, Muslims in Western Europe (Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2004), 62.

52 Farid Essack, On Being Muslim (Oxford: Oxford University Press, 2002), 65.
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dengan prinsip-prinsip syariat, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk
mengambilnya dan memasukkannya ke dalam wacana hukum Islam. Namun,
pengambilan ini tidak boleh dilakukan atas dasar keinginan untuk sekadar
meniru (faglid), melainkan harus dilakukan dengan tujuan untuk
memperbaiki dan memperkaya tradisi isznbat al-ahkdam (penggalian hukum).
Kadang-kadang, setiap mujtahid memang perlu mengutip sebagian metode
atau pandangan dari berbagai ulama atau mazhab baru karena ada kebutuhan
riil di zaman kita. Ini diperbolehkan, selama tidak mengorbankan identitas
dan keaslian peradaban Islam. Terlebih dalam aspek metodologi atau teknik
penetapan hukum, syariat tidak selalu memberikan rincian teknis, sehingga
memberikan ruang bagi para mujtabid untuk mengembangkan pendekatan
baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa
hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan, selama
tetap berada dalam koridor maqasid al-syari‘ah (tujuan utama syariat).”

Pembaruan (#gjdid) tidak boleh dimaknai sebagai sikap meremehkan
warisan lama sambil membuka pintu selebar-lebarnya terhadap pemikiran
baru hanya karena dianggap membawa kemajuan. Pandangan seperti ini
keliru. Banyak pemikiran baru yang justru menyesatkan, dan banyak pula
warisan lama yang tetap relevan, luhur, dan memberikan kontribusi besar
bagi kemanusiaan. Bahkan, nilai-nilai yang paling agung dan bermanfaat
dalam peradaban umat manusia seringkali bersumber dari warisan klasik.
Sebaliknya, sebagian besar produk modernitas abad ke-20 justru dianggap
mengancam kemanusiaan dan eksistensi moral manusia. Oleh karena itu,
dikotomi lama dan baru bersifat #zshl (relatif); apa yang hari ini kita anggap
lama, dulunya adalah hal baru, dan sebaliknya. Maka, menjadikan perubahan
zaman sebagal satu-satunya ukuran untuk menilai kebenaran adalah
pendekatan yang tidak rasional.”

Pembaruan juga bukan berarti mengikuti jejak pemikiran lain secara
membabi buta (fagfid a’7d) hingga kehilangan jati diri dan independensi
intelektual. Kita tidak boleh menjadi #mwmat imma‘ah yakni umat pengikut
yang kehilangan kesempurnaan akal, karena Allah telah mengangkat umat ini

53 Jad al-Haq ‘Ali Jad al-Haq, Qadaya Islamiyyah Mu ‘asirah Al-Figh al-Islami
Muranatuhu wa Tatawwuruhu (Qahirah: Mathba‘ah al-Mushhaf al-Syarif bi alAzhar.,
1995).

5 <Abd al-Salam ‘Abd al-‘Aziz, Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam
(Damshiq: Dér al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992).
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sebagal kbalifah. Sikap taklid total terhadap pemikiran eksternal maupun
kekakuan dalam mempertahankan pemikiran lama yang stagnan sama-sama
keliru. Keduanya bertentangan dengan semangat ijtthad dan menghilangkan
peran akal serta semangat pembaruan dalam Islam. Lebih dari itu,
pembaruan bukanlah proses penundukan fikih terhadap sistem hukum
produk manusia baik yang berideologi liberal-sekuler, kapitalistik, atau
sosialis yang hanya berlandaskan pendekatan tekstual legalistik semata. Sikap
demikian bukanlah pembaruan, melainkan bentuk penyimpangan dan
penyelewengan terhadap ruh dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.
Pembaruan yang hakiki adalah memajukan fikih melalui pengayaan isi dan
pengembangan metodologi dari dalam tradisi fikih itu sendiri, dengan tetap
menjaga orisinalitas karakteristik dan identitas fundamentalnya. Dengan
demikian, #zjdld dalam fikih dapat dipahami sebagai upaya pelestarian
terhadap unsur-unsur otentik dalam bentuk yang relevan dan fungsional bagi
kehidupan umat di masa kini dan masa depan. »

Konseptualisasi Figh al-Aqalliyat al-Muslimah dengan
mengombinasikan pendekatan salafi dan wasati harus ditempatkan dalam
konteks yang tepat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad S$alih
Ibn al-‘Uthaymin dan Yusuf al-Qaradawl dalam hukum keluarga Islam
mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi oleh umat Muslim, terutama dalam konteks Muslim
minoritas yang hidup di negara-negara dengan masyarakat plural. Kedua
ulama ini mewakili dua kutub pemikiran dalam dunia Islam konservatif dan
progresif dalam hal ini terkait dengan hukum keluarga Islam.”

Ibn al-‘Uthaymin, yang dikenal dengan pendekatannya yang lebih
ketat dan literal terhadap teks-teks agama, mengedepankan prinsip 57z al-din
(petlindungan agama) dan Jifz al-nasl (petlindungan keturunan). Ia
memandang bahwa pernikahan dengan non-Muslim harus sangat dibatasi,
hanya boleh dengan wanita kitabiyyah (ahli kitab), dan memperingatkan
keras terhadap pernikahan dengan wanita musyrik. Demikian pula, dalam

masalah adopsi anak, Ibn al-‘Uthaymln menekankan pentingnya menjaga

% Harrison Oppong, “Religion and Identity,” American International Journal of
Contemporary Research 8, no. 2 (2018): 12-25.

% Jonathan Fox, “Religious Causes of Discrimination against Ethno-Religious
Minorities,” International Studies Quarterly 44, no. 3 (September 2000): 423-50,
https://doi.org/10.1111/0020-8833.00166.
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nasab (garis keturunan) anak, sehingga ia lebih berhati-hati dalam
menyetujui adopsi yang bisa mengubah status nasab.”” Sebaliknya, al-
Qardawl, dengan pendekatannya yang lebih moderat dan fleksibel, lebih
terbuka terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh umat Islam minoritas. Ia
berpendapat bahwa pernikahan antara Muslim dan wanita kitabiyyah bisa
diterima, dengan mempertimbangkan maslahat umum (masiahabh ammah) dan
kemaslahatan sosial bagi komunitas Muslim di negara-negara non-Muslim.
Bagi al-Qaradawl, menjaga keutuhan akidah tetap penting, tetapi ia juga
melihat perlunya kelonggaran dalam menghadapi masyarakat yang plural.
Begitu juga dalam masalah adopsi anak, al-Qaradawl cenderung lebih
mendukung adopsi sebagai solusi untuk melindungi anak-anak yang
terlantar, meskipun tetap menjaga agar nasab anak tetap terjaga.

Perbedaan ini mencerminkan dua pandangan yang saling melengkapi
antara pendekatan konservatif dan progresif, yang masing-masing memiliki
kelebihan dan kekurangan. Pendekatan konservatif yang diusung oleh Ibn
al-‘Uthaymin lebih menekankan pada perlindungan ketat terhadap prinsip-
prinsip agama dan keturunan, yang meskipun menjaga kemurnian syariat,
terkadang dapat membatasi ruang gerak umat Islam dalam menghadapi
tantangan sosial dan pluralitas budaya. Sebaliknya, pendekatan progresif dari
al-Qaradawl lebih memperhatikan maslahah ammah dan kebutuhan sosial
umat Islam minoritas, yang sering kali menghadapi realitas yang jauh dari
kondisi ideal menurut hukum Islam tradisional. Dalam hal ini, al-Qaradawl
lebih membuka peluang untuk adaptasi terhadap kondisi sosial yang ada,
tanpa mengorbankan prinsip dasar agama.™

Kompromisasi antara kedua pendekatan ini sangat relevan untuk
diterapkan dalam konteks Muslim minoritas. Dalam masyarakat yang plural
dan multikultural, dimana umat Islam sering kali hidup berdampingan
dengan penganut agama lain, penting untuk menemukan keseimbangan
antara mempertahankan prinsip-prinsip syariat yang lebih konservatif dan
membuka ruang bagi kelonggaran sosial yang lebih progresif. Misalnya,
dalam masalah pernikahan, baik Ibn al-‘Uthaymin maupun al-Qaradawl

sepakat  bahwa pernikahan dengan wanita non-Muslim  harus

57 Rafika Nisa, Studies Of Muslims In The West: Prospects and Challenges, (New
York: Open Society Institute, 2002), 206.

58 Hasan al-Turdbi, Tajdid Ushdl Al-Figh Maqgashid al-Syari’ah Afiq al-Tajdid
(Beir(t: Dér al-Fikr al-Mu’ashir, 2002), 45.
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mempertimbangkan aspek akidah, namun al-Qaradawl memberikan
kelonggaran dalam hal ini, memperbolehkan pernikahan dengan wanita
kitabiyyah meskipun dalam beberapa kasus Ibn al-‘Uthaymin lebih ketat.”

Dalam konteks adopsi, Ibn al-‘Uthaymin lebih memperhatikan masalah
nasab, yang menjadi fokus utama dalam fatwanya. Ia lebih menekankan
bahwa adopsi bisa merusak garis keturunan, yang bisa memunculkan
kerancuan dalam status anak. Namun, al-Qaradawl, dengan perspektifnya
yang lebih inklusif, menganggap adopsi sebagai solusi bagi masalah anak-
anak terlantar dan melihatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hifz al-
nafs (perlindungan jiwa). Ia berpendapat bahwa meskipun nasab anak perlu
dihormati, tetapi maslahat untuk melindungi anak-anak yang membutuhkan
pengasuhan juga harus dipertimbangkan.

Dalam hal ini, kompromisasi antara konservatif dan progresif dalam
aplikasi fatwa hukum keluarga Islam dapat dijembatani dengan
menyesuaikan fatwa-fatwa tersebut dengan kondisi sosial umat Islam
minoritas. Ibn al-Uthaymin memberikan batasan yang ketat terhadap
pernikahan dan adopsi untuk menjaga kemurnian agama dan keturunan,
sementara al-Qaradawl memberikan solusi yang lebih fleksibel dengan
mempertimbangkan kebutuhan sosial dan pluralitas yang dihadapi oleh
umat Islam minoritas. Baik pendekatan wasati maupun salafi sepakat bahwa
keberadaan umat Muslim di Barat memiliki legitimasi, terutama dalam
rangka menyebarkan ajaran Islam. Namun, tantangan serius muncul terkait
dampak pembentukan identitas ini terhadap proses integrasi dan hubungan
harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Meskipun demikian, penting
untuk diakui bahwa pendekatan wasati dan salafi telah memberikan
kontribusi besar dalam dakwah Islam dan pembentukan fikih minoritas ini.
Sayangnya, hanya sebagian kecil umat Muslim di Barat yang responsif
terhadap seruan untuk berperan aktif dalam dakwah.”

Dari sudut pandang hukum Islam, gagasan untuk menjadikan
komunitas Muslim sebagai mizsionaris di Barat membawa implikasi yang
cukup signifikan, terutama dalam memberikan akomodasi hukum yang lebih

fleksibel melalui pendekatan maqasid al-syari‘ah. Namun demikian, dakwah

% Yakar and Yakar, The Critical Analysis of Taha Jabir Al-A/wani’s Concept of
Figh al-Aqgalliyyat. 64.
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tidak dapat dijadikan alasan mutlak untuk melegitimasi seluruh bentuk
kemudahan hukum. Gagasan bahwa dakwah dapat menjadi justifikasi syari
untuk menetap di negara non-Muslim sesungguhnya telah dikenal sejak
periode klasik dalam fikih Islam. Kalangan wasatiyyin menekankan bahwa
dunia Barat, yang mereka pandang sedang mengalami dekadensi moral,
sangat membutuhkan keselamatan spiritual yang ditawarkan oleh Islam.
Meski demikian, hasil dari upaya integrasi melalui semangat apa yang disebut
sebagai “teologi kemenangan” ini tidak boleh diabaikan.”’ Meskipun benar
bahwa dinamika antara fikih sa/afl dan wasati masih sangat dipengaruhi oleh
kontribusi para ulama dari dunia Arab, terdapat pula inisiatif signifikan dari
komunitas Muslim di Barat untuk membangun solusi hukum yang lebih
relevan dengan realitas kehidupan mereka. Salah satu contohnya adalah
Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa, yang didirikan oleh kalangan wasatiyyin, dan
secara terbuka mengakui perlunya generasi ulama baru yang berbasis di
Eropa dan memahami konteks sosial serta hukum lokal. Sementara itu,
kalangan salafiyyin tetap menunjukkan loyalitasnya terhadap sumber-sumber
primer, yakni al-Qur’an dan al-Hadi$, namun sebagian kecil di antaranya
mulai menunjukkan potensi untuk menjadi otoritas hukum di Barat.”

Tariq Ramadan berpendapat bahwa umat Islam di Barat semestinya
tidak hanya mencari akomodasi melalui pendekatan wasati, ataupun menarik
diri dari masyarakat sebagaimana dianjurkan oleh sebagian salafiyyin.
Sebaliknya, umat Muslim perlu berupaya secara aktif untuk mentransformasi
kondisi sosial mereka secara mendasar. Jika transformasi tersebut berhasil
dilakukan, maka kebutuhan tethadap figh al-agalliyyat al-muslimah secara
bertahap akan berkurang, dan masa depan yang lebih baik bagi umat Islam
dan masyarakat non-Muslim dapat terwujud. Namun demikian, pendekatan
hukum tetap dibutuhkan untuk menjawab dilema-dilema praktis yang
dihadapi umat Islam di Barat, seperti konflik antara kewajiban agama
dengan tuntutan pekerjaan, pendidikan, relasi sosial, serta norma-norma
hukum setempat. Selama konflik ini masih betlangsung, figh al-aqalliyyat
akan tetap relevan.”” Pendekatan wasatl, yang menekankan pada
pragmatisme dan integrasi antara hukum agama dan realitas sosial,

61 Gowdy et al., The Muslim Brotherhood’s Global Threat, 69.

62 Open Society Institute, The Situation of Muslims in the UK, 65.

83 Attia, Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law : Magasid al-
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menawarkan solusi yang lebih fleksibel. Namun, pendekatan ini tetap tidak
lepas dari kritik, terutama karena sebagian keputusan hukumnya dianggap
terlalu longgar. Sebaliknya, pendekatan sa/afl yang rigid seringkali dianggap
membebani kehidupan sehari-hari pengikutnya dan menjauh dari dinamika
sosial masyarakat Muslim di Barat. Kendati demikian, pendekatan wasatl
sendiri menghadapi  tantangan  serius, khususnya dalam upaya
mengintegrasikan antara tradisi dan pembaruan, antara kelemahan dan
kekuatan, untuk menciptakan harmoni antara kehidupan modern dan syariat
Islam. Dengan menjadikan umat Muslim di Barat sebagai calon agen
dakwah (misionaris), pendekatan wasatl berupaya mengubah fenomena
migrasi besar-besaran ke Barat dari yang semula dianggap ancaman, menjadi
peluang strategis untuk penyebaran Islam secara damai dan terarah.

Menurut M. Ali Kettani, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan
umat Islam menjadi kelompok minoritas. Pertama, kondisi masyarakat
Muslim yang tidak terorganisir secara sosial, politik, dan militer, sehingga
melemahkan ketahanan negara dan kepemerintahan serta menjadikan
wilayah ~ Muslim  rentan  terhadap  penjajahan dan  pengusiran.
Ketidakefektifan ini ditandai oleh lemahnya kepemimpinan, perpecahan
internal, serta ketidakmampuan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah
dan hak-hak warga Muslim. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus historis
seperti umat Islam di Uni Soviet, Bosnia-Herzegovina, dan Palestina, yang
mengalami penjajahan, disintegrasi, bahkan pemaksaan asimilasi yang
menyebabkan mereka kehilangan dominasi dan berubah menjadi minoritas
di tanah mereka sendiri. Kedua, runtuhnya pemerintahan Muslim yang
kemudian digantikan oleh pemerintahan non-Muslim, sebagaimana kasus
umat Islam di India. Ketiga, terjadinya pembersihan etnis dan agama (ethnic-
religions cleansing) seperti yang dialami umat Islam di Spanyol setelah
ditaklukkan oleh kekuatan Kristen. Keempat, adanya migrasi dari negara-
negara Muslim ke negara-negara non-Muslim, seperti Amerika Serikat dan
sebagian negara Eropa. Kelima, perpindahan agama sejumlah orang non-
Muslim ke dalam Islam, yang kemudian membentuk komunitas Muslim
minoritas di negara asal mereka.”*

6 Ahwan Fanani, “Usal Al-Figh versus Hermeneutika Tentang Pengembangan
Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 2
(2014): 194, https://doi.org/10.15642/islamica.2010.4.2.194-2009.
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Berdasarkan faktor-faktor tersebut, secara umum terdapat tiga pola
pembentukan komunitas Muslim minoritas: pertama, penjajahan terhadap
wilayah Muslim oleh kekuatan asing; kedua, perpindahan agama dari non-
Muslim menjadi Muslim; dan ketiga, emigrasi umat Islam ke wilayah-wilayah

mayoritas non-Muslim.”

Meskipun ketiga pola ini memiliki konteks yang
berbeda, terdapat kesamaan kondisi yang dihadapi, yakni potensi konflik
antara  mayoritas dan minoritas serta ketimpangan dalam isu
multikulturalisme. Hendropuspito menyatakan bahwa sifat negatif
kelompok mayoritas muncul tidak hanya di bidang politik kenegaraan, tetapi
juga dalam urusan agama. Di sisi lain, keberadaan minoritas tidak selalu
berada pada posisi korban, namun terkadang menjadi pemicu konflik. Will
Kymlicka, sebagaimana dikutip oleh Adam Jamrozik, menjelaskan bahwa isu
multikulturalisme muncul dari tuntutan kelompok minoritas terhadap
kelompok mayoritas agar mendapatkan kesetaraan hak dan kedudukan,
karena mereka merasa terancam oleh dominasi kelompok mayoritas.*
Kondisi umat Islam yang hidup sebagai minoritas sangat berbeda
dengan mereka yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim. Umat Islam
di negara mayoritas cenderung hidup dalam sistem sosial dan hukum yang
lebih mendukung praktik keagamaan mereka. Nilai-nilai Islam menjadi
bagian dari budaya dominan, sehingga penerapan syariat, baik dalam
kehidupan pribadi maupun sosial, dapat dilakukan dengan lebih leluasa.
Sebaliknya, umat Islam yang hidup sebagai minoritas sering kali menghadapi
keterbatasan dalam menjalankan ajaran agama mereka, baik karena
perbedaan sistem hukum, tekanan budaya mayoritas, maupun keterbatasan
akses terhadap institusi keislaman. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Pertama, fikih di negara mayoritas Muslim tumbuh sebagai respons
langsung terhadap konteks sosial masyarakatnya, sehingga terasa lebih
relevan dan mudah diterapkan. Kedua, kesamaan pemahaman terhadap
syariat di kalangan penduduk mayoritas menciptakan keselarasan dalam
beragama, yang secara tidak langsung mengurangi potensi konflik, baik
antara masyarakat dan pemerintah (konflik vertikal) maupun antarwarga

8 Zulkifli et al., “Constructing Muslim Identity in a Secular State: The Strategic
Role of Two Singapore Islamic Organizations,” Al-lhkam: Jurnal Hukum dan Pranata
Sosial 18, no. 1 (2023): 27-53, https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v18i1.6002.
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dengan keyakinan berbeda (konflik hotizontal).’

Inklusifitas figh al-agalliyyat, khususnya dalam hukum keluarga Islam,
merupakan refleksi dari upaya untuk menjawab kebutuhan umat Muslim
minoritas dalam konteks modern. Dalam konteks harmonisasi antara
pendekatan progesif (kontekstualis) dan konservatif (tekstualis), perbedaan
pandangan antara dua ulama besar, Muhammad $alih ibn al-‘Uthaymin dan
Yusuf al-Qaradawl, menjadi contoh nyata bagaimana figh agqalliyar
beradaptasi. Al-Qaradawl, melalui pendekatan wasati-nya, menekankan
fleksibilitas hukum yang selaras dengan maqasid al-syari‘ah, yakni tujuan
utama syariat yang menitikberatkan pada realisasi kemaslahatan dan
penghilangan kemafsadatan. Ia sering kali mendorong interpretasi hukum
yang lebih akomodatif terhadap realitas sosial, seperti memperbolehkan
kelonggaran dalam pernikahan antarmazhab atau pengelolaan konflik
keluarga demi menjaga harmoni. Sebaliknya, Ibn al-‘Uthaymin, dengan
pendekatan salafi-nya, tetap memprioritaskan teks Al-Qur’an dan Hadis
sebagai dasar utama tanpa kompromi, meskipun terkadang menghasilkan
hukum yang lebih rigid. Dalam hukum keluarga Islam, misalnya, Ibn al-
‘Uthaymin lebih ketat dalam menetapkan aturan pernikahan lintas agama
atau perceraian, sementara al-Qaradawl lebih membuka ruang interpretasi
berdasarkan kondisi umat Muslim minoritas di negara Barat. Harmonisasi
kedua pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk mempertimbangkan
fleksibilitas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utama syariat, sehingga figh
al-aqalliyydr dapat terus relevan dalam menjawab tantangan kehidupan umat
Muslim di era modern.”®

Dalam konteks figh al-aqalliyat, harmonisasi antara pendekatan wasati
dan salafi menjadi landasan penting untuk menghadirkan solusi hukum yang
relevan dan aplikatif bagi umat Muslim minoritas, khususnya dalam hukum
keluarga Islam. Pendekatan wasati yang fleksibel mampu menjawab
tantangan zaman dengan mempertimbangkan realitas sosial, sementara
pendekatan salafi yang berpegang pada literalitas teks menjaga agar prinsip-

67 M. M. A. Abdullah and S. M. M. Mazahir, “The Role of Figh al-Aqalliyyat in
Building Racial and Religious Harmony in Sri Lanka: A Descriptive Study,” in
Proceedings of the 9th International Arts Research Symposium (SEUIARS 2020),
January 2021 (2021), 252.
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prinsip dasar syariat tetap terjaga.”’ Sinergi dari kedua pendekatan ini,
meskipun tidak selalu mudah dicapai, dapat menciptakan fatwa-fatwa yang
tidak hanya memenuhi tuntutan teks, tetapi juga realitas konteks. Dengan
demikian, inklusifitas figh al-agalliyydt dalam hukum keluarga tidak hanya
menjadi upaya menjaga identitas syariat, tetapi juga menjamin kemaslahatan
umat Muslim minoritas dalam menjalani kehidupan mereka di tengah
masyarakat yang majemuk.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kompromisasi
antara pendekatan konservatif dan progresif dalam penerapan fatwa figh al-
aqalliyydt, khususnya pada ranah hukum keluarga Islam, merupakan strategi
yang relevan dan adaptif terhadap realitas kehidupan Muslim minoritas di
tengah masyarakat yang pluralistik. Pendekatan ini tidak hanya
mencerminkan upaya integratif dalam menyelaraskan prinsip-prinsip syariat
dengan konteks sosial modern, tetapi juga menjadi jalan tengah yang
memungkinkan terjaganya nilai-nilai maqasid al-syari‘ah seperti hifz al-din,
hifz al-nafs, dan hifz al-nasl. Melalui kombinasi pandangan dari dua tokoh
representatif, yakni Muhammad Salih ibn al-‘Uthaymin yang mewakili kubu
konservatif, dan Yusuf al-Qaradawl yang cenderung progresif, fatwa-fatwa
hukum keluarga Islam dapat dirumuskan dengan lebih inklusif, responsif,
dan relevan. Oleh karena itu, dalam konteks Muslim minoritas, upaya
rekonsiliasi dua pendekatan ini bukan hanya penting dari aspek fighiyyah,
melainkan juga menjadi wujud konkret dari ijtthad kontemporer yang
mempertimbangkan maslahat umum serta perubahan sosial, tanpa
mengorbankan orisinalitas dan identitas ajaran Islam.

Upaya mengintegrasikan pendekatan konservatif dan progresif dalam
figh al-agalliyyar dapat dipahami sebagai proses pembentukan paradigma
fikih baru yang disesuaikan dengan kebutuhan Muslim minoritas.
Komunitas Muslim di negara-negara Barat menghadapi tantangan unik yang
memerlukan solusi hukum yang tidak selalu tersedia dalam fikih tradisional.
Mereka mengembangkan strategi adaptif dengan mengombinasikan
kekuatan argumentasi dari kedua pendekatan untuk melegitimasi praktik
keagamaan yang sesuai dengan kondisi mereka. Pengalaman hidup sebagai
minoritas membentuk pola pikir yang menggabungkan komitmen religius
dengan kebutuhan praktis dalam berinteraksi dengan masyarakat mayoritas

8 Potz, Islam and Islamic Law in European Legal History. 53.
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non-Muslim. Dalam konteks ini, #aqasid al-shari'ah menjadi kerangka acuan
yang memungkinkan justifikasi fatwa-fatwa yang secara formal tampak
berbeda  dari  pendapat = mainstream, namun  tetap  dapat
dipertanggungjawabkan dalam kerangka tujuan universal syariat Islam.
Proses ini menunjukkan bahwa perkembangan fikih tidak hanya terjadi
melalui reproduksi pemahaman yang sudah ada, tetapi juga melalui inovasi
metodologis yang responsif terhadap perubahan konteks sosial. Dengan
demikian, sintesis antara pendekatan konservatif Ibn al-'Uthaymin dan
progresif al-Qaradawl dalam figh al-agalliyydt mencerminkan evolusi
epistemologi hukum Islam yang mampu mempertahankan prinsip-prinsip
dasar sambil mengakomodasi kebutuhan kontemporer melalui mekanisme
tanih maqasidl dan adaptasi metodologis yang terukur.

Tabel berikut menganalisis proses transformasi field fikih melalui
dialektika antara pendekatan konservatif dan progresif yang menghasilkan
inklusivitas metodologis dalam figh al-aqalliyyat. Dalam perspektif
Bourdieu, field selalu mengalami evolusi melalui kompetisi dan negosiasi
antara agen-agen yang memiliki modal dan strategi berbeda. Buku ini
menunjukkan bahwa field fikih tradisional yang didominasi oleh reproduksi
ortodoksi klasik mengalami subversi melalui munculnya agen-agen progresif
yang memperkenalkan sub-field baru dengan logika maqasid sebagai meta-
modal. Proses ini menghasilkan rekonfigurasi field yang memungkinkan
koeksistensi metodologi konservatif dan progresif dalam satu arena
diskursif. Muslim minoritas, sebagai subjek yang mengalami kondisi khusus,
mengembangkan habitus adaptif yang mampu menavigasi antara tuntutan
syariat dan realitas sosial mayoritas non-Muslim. Transformasi ini
menciptakan outcome berupa field baru yang memungkinkan solusi hukum
yang tidak tersedia dalam field tradisional, sekaligus mempertahankan
legitimasi dalam kerangka Islam yang lebih luas.
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BAB VI
PENUTUP

Akhir kata, buku ini menyimpulkan bahwa corak ijtihad
Muhammad $alih Ibn al-‘Uthaymin cenderung berorientasi konservatif
dengan pendekatan literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah serta menjaga
keotentikan hukum Islam berdasarkan tradisi manhaj salafus salih.
Pendekatan ini lebih restriktif, dengan fokus pada perlindungan akidah
dan identitas Islam secara ketat. Di sisi lain, Ylsuf al-Qaradawl
menawarkan pendekatan Wasathi (moderat), yang menjunjung tinggi
nilai-nilai maqdshid al-shari‘ah seperti kemaslahatan umum, keadilan, dan
fleksibilitas dalam menyesuaikan syariat dengan realitas sosial.
Kompromi antara kedua corak ini mencerminkan perpaduan antara
ketegasan dalam prinsip syariat dengan fleksibilitas untuk menghadapi
kebutuhan umat Islam, terutama dalam konteks komunitas Muslim
minoritas.

Aplikasi fatwa hukum keluarga Islam menunjukkan variasi
metodologis. Dalam kasus pernikahan dengan non-Muslim, baik Ibn al-
‘UthaymIn maupun al-Qaradawl sepakat membolehkan pernikahan
dengan wanita Aitabiyyah dan melarang pernikahan dengan wanita
musyrik, meskipun Ibn al-‘Uthaymin menekankan indikator ketat
tentang status Asiabiyyah. Dalam hal adopsi anak, keduanya
membolehkan, tetapi Ibn al-‘Uthaymin lebih menekankan pada larangan
mengubah nasab anak angkat, sementara al-Qaradawl melihat adopsi
sebagai solusi sosial dengan syarat menjaga kejelasan nasab. Dalam
konteks warisan antara Muslim dan non-Muslim, Ibn al-‘Uthaymin
menolak adanya hubungan watis, sedangkan al-Qaradawl membolehkan
Muslim menerima warisan dari non-Muslim sebagai bentuk adaptasi
terhadap realitas komunitas Muslim minoritas.

Harmonisasi disparitas 7/ah dalam fatwa di atas terlihat melalui
pendekatan wagdshid-based ijtibad, yang menekankan pada nilai-nilai
universal syariat Islam. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara
perspektif konservatif dan progresif. Dalam konteks Muslim minoritas,
Pendekatan ini memungkinkan perpaduan antara ketegasan dalam
prinsip syariat dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan fatwa dengan
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realitas modern. Aspek integrasi dari kedua mufti tersebut yang berasal
dari pendekatan yang berbeda, melahirkan integrasi berbasis akomodasi
konteks, penyeimbang antara teks dan konteks, harmonisasi antara
konservatif dan progresif. Maqgashid syariat menjadi dasar penting untuk
menciptakan fatwa yang relevan, fleksibel, namun tetap berpijak pada
prinsip dasar Islam. Ibn al-‘Uthaymin lebih fokus pada perlindungan teks
dan menjaga kemurnian syariat, sedangkan al-Qaradawl lebih
menyesuaikan  hukum dengan kondisi sosial dan kebutuhan
kontemporer. Dengan demikian, metode zs#znbat hukum yang moderat di
antara dua kutub ekstrem merupakan pendekatan yang lahir dari sintesis
aspirasi untuk tetap berpegang pada dalil-dalil syari sekaligus
menampilkan ajaran Islam sebagai ajaran yang mudah, fleksibel, dan
adaptif terhadap berbagai situasi ruang dan waktu. Pendekatan ini
menjadi tititk temu antara kelompok tekstualis dan kontekstualis, tanpa
terjebak pada sikap mengabaikan secara tidak proporsional syariat
dengan mengikuti hawa nafsu, maupun mengabaikan faktor
kemaslahatan dan kemudahan dalam agama. Kompromi metodologis ini
melahirkan fatwa-fatwa inklusif yang responsif terhadap tantangan
zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syari‘az.  Melalui
pendekatan moderat ini pula, hukum Islam dapat diaktualisasikan secara
universal dan berkelanjutan dalam merespons kebutuhan umat di
berbagai konteks sosial, budaya, dan politik.
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Al-Figh al-Akbar

Al-figh al-darurah

Al-gawl al-datf

Al-gawa id

Al Wala’ wal Bara

GLOSARIUM

Cabang hukum Islam yang mengatur aspek
hukum  keluarga, seperti pernikahan,
perceraian, warisan, perwalian, dan hak asuh
anak.

Lima kebutuhan pokok yang harus dijaga dalam
hukum Islam, yaitu agama (din), jiwa (nafs),

akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

Prinsip dalam hukum Islam yang
mengutamakan ~ skala  prioritas  dalam
menetapkan hukum berdasarkan tingkat urgensi
dan kemaslahatan.

Istilah yang merujuk pada ilmu teologi Islam
yang dikaitkan dengan pemikiran Abu Hanifah,
yang membahas prinsip-prinsip dasar akidah
Islam.

Konsep figh yang memberikan keringanan
dalam situasi darurat atau keadaan yang
mengharuskan seseorang melakukan sesuatu
yang sebenarnya terlarang dalam kondisi

normal.

Pendapat dalam figh yang dianggap lemah
berdasarkan dalil yang kurang kuat atau kurang
diakui oleh mayoritas ulama.

Kaidah atau prinsip umum dalam hukum Islam
yang  digunakan  sebagai dasar  dalam
menetapkan hukum pada berbagai kasus.

Konsep loyalitas (wala’) terhadap Islam dan
umat Muslim serta penolakan (bara’) terhadap
hal-hal yang bertentangan dengan Islam.
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Amr

Bayani

Burbhant

Dar al-Ifra’

Dar al-Iislam

Dar al-harb

Fatwa

Figh Aktsariyyah

Figh Al-Agqalliyyat

Perintah atau ketetapan dalam hukum Islam
yang bersifat wajib atau dianjurkan untuk
dilakukan oleh seorang Muslim.

Metode  dalam  ushul  figh  yang
menitikberatkan pada penjelasan  teks-teks
syariat secara literal tanpa mempertimbangkan
faktor eksternal.

: Pendekatan rasional dalam memahami hukum

Islam dengan menggunakan logika dan

argumentasi berdasarkan dalil yang kuat.

Lembaga fatwa yang bertanggung jawab dalam
mengeluarkan fatwa dan memberikan
bimbingan keagamaan kepada umat Islam.

Wilayah atau negara yang menerapkan hukum
Islam sebagai sistem hukumnya dan mayoritas
penduduknya adalah Muslim.

Wilayah atau negara yang tidak menerapkan
hukum Islam dan dianggap berada dalam
kondisi permusuhan terhadap Islam.

Pendapat hukum Islam yang diberikan oleh
seorang mujtahid atau lembaga fatwa mengenai
suatu masalah yang tidak memiliki ketentuan
eksplisit dalam syariat.

Figh mayoritas yang berpedoman pada
mazhab-mazhab figh yang dominan di dunia
Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafr’i, dan
Hanbali.

Cabang figh yang membahas hukum Islam bagi
Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara
non-Muslim, dengan  mempertimbangkan
kondisi sosial, politik, dan budaya setempat.
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Litihad Bayant
Ditihad Tatbigi

Lillat

Iifraath

Juzipar

Magasid Al-Shar ‘ah
Magdshiidityyin

Cabang-cabang hukum Islam yang bersumber
dari prinsip-prinsip dasar dalam ushul figh dan
diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukum
Islam dengan memilih pendapat yang paling
selamat dan mendekati kebenaran.

Jenis ijtihad yang berfokus pada pemahaman
dan penafsiran teks-teks syariat secara langsung
tanpa mempertimbangkan faktor sosial atau
rasionalitas.

Jenis ijtihad yang mengaplikasikan prinsip-
prinsip hukum Islam pada realitas kehidupan
dengan mempertimbangkan konteks sosial dan
budaya.

Sebab atau alasan utama yang menjadi dasar
dalam penetapan suatu hukum Islam, yang
biasanya digunakan dalam metode qiyas.

Sikap  betrlebihan dalam memahami atau
menerapkan  ajaran  Islam, yang dapat
menyebabkan  ketidakseimbangan ~ dalam
beragama.

Hukum-hukum cabang yang berasal dari
prinsip-prinsip umum dalam syariat Islam dan
diterapkan dalam berbagai kasus spesifik.

Tujuan utama dari syariat Islam yang mencakup
perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta.

Para ulama yang menitikberatkan kajian hukum
Islam pada aspek maqasid al-shariah atau
tujuan utama syariat.
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Manhaj Al-Taysir

Masdlih Al-“Ammal

Masalth Mursala

Mu'@malah ma‘a Alldh

Mu'@malah Ma‘a al-Nas

Mujtahid

Mutakallimin

Nahy

Oiyas

Qana id Fighiyyah

Metode dalam figh yang berusaha memberikan
kemudahan  bagi umat Islam  dalam
menjalankan  syariat tanpa  meninggalkan
prinsip-prinsip utamanya.

Kemaslahatan umum yang menjadi salah satu
pertimbangan utama dalam hukum Islam untuk
memastikan kesejahteraan masyarakat.

Kemaslahatan yang tidak disebutkan secara
cksplisit dalam teks-teks syariat tetapi tetap
dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam.

Interaksi seorang Muslim dengan Allah yang
mencakup aspek ibadah dan hubungan
spiritual.

Interaksi seorang Muslim dengan sesama
manusia  dalam  kehidupan  sosial  dan
bermasyarakat.

Seorang ulama yang memiliki kapasitas untuk
berijtthad dalam menetapkan hukum Islam

berdasarkan sumber-sumber utama syariat.

Para ahli teologi Islam yang mendalami ilmu
kalam dan berdebat mengenai konsep-konsep
dasar dalam Islam.

Larangan atau perintah untuk tidak melakukan
suatu perbuatan dalam ajaran Islam.

Metode dalam figh yang menetapkan hukum
suatu perkara baru dengan analogi terhadap

hukum yang sudah ada berdasarkan kesamaan
‘illah.

Kaidah-kaidah figh yang menjadi pedoman
dalam memahami dan menetapkan hukum
Islam dalam berbagai kasus.

232



Qawa'lid Al-Ushil

Sadd Al-Zara'’

Salaft

Tabshir

Tajdid

Tafiit

Tahgiq Al-Manat

Tarjith maqasiidi

Takhyiir

Taglid

Ut

Prinsip-prinsip ~ dalam  ushul  figh  yang
digunakan dalam menetapkan hukum Islam
secara sistematis.

Konsep dalam hukum Islam yang bertujuan
untuk menutup celah yang dapat mengarah
pada perbuatan yang dilarang atau berbahaya.

Paham dalam Islam yang menekankan
pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada
pemahaman generasi salaf (para sahabat, tabi’in,
dan tabi’ut tabi’in).

Pendekatan dalam dakwah Islam yang bersifat
memberi kabar gembira dan kemudahan bagi
umat Islam.

Pembaruan atau reformasi dalam Islam yang
bertujuan untuk menghidupkan kembali ajaran

Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Sikap meremehkan atau mengabaikan ajaran
Islam, yang berlawanan dengan sikap iifraath.

Proses dalam ushul figh untuk mengidentifikasi
dan memastikan bahwa €llah hukum benar-
benar berlaku dalam suatu kasus tertentu.

Metode penetapan hukum yang mendasarkan
pertimbangan pada tujuan-tujuan syariat Islam

(maqasid al-shar1‘ah).

Kebebasan memilih dalam hukum Islam
berdasarkan berbagai pendapat yang ada.

Mengikuti pendapat ulama tanpa melakukan
jjtihad sendiri.

Kebiasaan atau adat yang berlaku dalam
masyarakat yang dapat menjadi dasar dalam
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Ustiliyyah

Ushiil Al-Figh

Wasati

Zhahiriah

penetapan hukum Islam jika tidak bertentangan
dengan syariat.

Prinsip-prinsip dasar dalam ilmu ushul figh
yang digunakan dalam menetapkan hukum
Islam.

IImu yang membahas dasar-dasar dalam
menetapkan hukum Islam dari sumber-sumber

utama syariat.

Konsep  moderasi  dalam  Islam  yang
menyeimbangkan antara pemahaman tekstual
dan kontekstual dalam figh.

Mazhab figh yang berpegang pada makna literal
dari teks syariat tanpa menggunakan qiyas atau
analogi.
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Buku ini membahas bagaimana komunitas Muslim minoritas di seluruh dunia dapat
menjalankan hukum keluarga Islam dengan tepat di tengah lingkungan yang berbeda
budaya dan sistem hukumnya. Penulis mengeksplorasi pemikiran dua ulama besar:
Muhammad Salih Ibn al-'Uthaymin yang dikenal dengan pendekatan tekstual
(berpegang ketat pada Al-Quran dan Hadis) dan YGsuf al-Qaradawi yang menerapkan

pendekatan kontekstual (mempertimbangkan kondisi zaman dan tempat).

Berbeda dengan anggapan umum bahwa kedua pendekatan ini selalu bertentangan,
buku ini menunjukkan bahwa keduanya justru dapat dipadukan untuk menghasilkan
solusi hukum yang lebih lengkap. Ibn al-'Uthaymin memberikan fondasi yang kuat
dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak berubah, sementara al-Qaradawi
menawarkan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai kondisi modern. Keduanya sama-
sama menekankan prinsip maslahah (kemaslahatan) sebagai dasar dalam memberikan

fatwa.

Melalui konsep figh al-agalliyyat (fikih minoritas), buku ini menawarkan panduan
praktis bagi Muslim minoritas yang menghadapi dilema hukum keluarga dalam
kehidupan sehari-hari. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan fatwa yang adaptif
terhadap realitas modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental

Islam, sehingga dapat diterapkan oleh komunitas Muslim di

berbagai negara dan budaya tanpa kehilangan

identitas keagamaan mereka.
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